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KATA PENGANTAR 

Seri Penerbitan Museum Negeri Aceh nomor I 0 ini di terbit­
kan dengan judul "REVOLUSI KEMERDEKAAN INDONESIA 
Dl ACEH ( 1945 - 1949)". Penerbitan ini merupakan suatu hasil 
dari penelitian Sejarah yang dilakukan oleh sebuah team yang 
di mintakan oleh Museum Negeri Aceh . Team penelitian dan 
penyusunan naskah ini terdiri dari DR. T. Ibrahim Alfian, MA, 
Drs. Zakaria Ahmad. Drs. Muhammad Ibrahim, Drs. Rusdi Sufi, 
Drs. Nasruddin Sulaiman dan Drs. M. lsa Sulaiman yang di koor· 
dinir oleh Drs. Muhammad Ibrahim. 

Team di dalam melakukan penelitian ini telah mempergu­
nakan sumber- sumber tertulismaupun sumber-sumber lisan. Peng­
gunaan sumber tertulis melalui karya kepustakaan terhadap do­
kumen-dokumen, majalah, surat kabar, serta buku-buku dan arti­
kel yang terdapat di beberapa perpustakaan di Aceh seperti 
Museum Negeri Aceh, Pusat Dokumentasi dan lnformasi Aceh, 
Universitas Syiah Kuala, lAIN Ar - Raniry, Kantor Gubemur Dae­
rah lstimewa Aceh, dan lain - lain. Selain perpustakaan resmi ma­
sih di pergunakan juga perpustakaan perorangan/pribadi. Demikian 
pula penggunaan sumber lisan telah dilakukan wawancara dengan 
sejumlah tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat secara langsung/ 
ikut berperan pada masa revolusi kemerdekaan. Terhadap peng­
gunaan ke dua sumber ini dapat dilihat pada daftar bacaan dan 
daftar informan. 

Penerbitan buku ini di biayai oleh Proyek Pengembangan 
Permuseuman Daerah lstimewa Aceh dengan persetujuan Kepala 
Museum Negeri Aceh . Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh 
data-data tentang sejarah peFjuangan bangsa Indonesia pada 
umumnya dan Aceh pada khususnya, terutama pada periode 
perang kemerdekaan yang jarang di tulis secara lengkap. Data­
data tersebut di dalam bentuk tertulis di sajikan melalui pener­
bitan buku yang sede'rhana ini, sedangkan dalam bentuk visualisasi 
akan di sajikan melalui pameran di museum yang berbentu·k 
foto-foto dokumentasi maupun diorama. karya il)i berkaitan 
erat dengan rencana Museum Negeri Aceh untuk 1membangun 
gedung Pameran Wawasan Nusantara dan Pameran Perjuangan 
yang telah mulai dilaksanakan. 



Dalam penerbitan buku ini kami menyadari masih banyak 
yang belum sempurna, baik materi maupun teknik serta bentuk 
penyajiannya.Oleh karena itu saran - saran dari berbagai pihak 
dalam usaha perbaikan serta penyempurnaannya sangat kami 
harapkan. . 

Pada kesempatan ini sudah pada tempatnya kami menyam­
paikan terima kasih kepada Kepala Museum Negeri Aceh ·yang 
telah merestui penerbitan 1m, pimpinan-pimpinan lem baga 
perpustakaan yang telah kami sebutkan di atas yang telah menye­
diakan waktu membantu para peneliti, dan kepada para informan · 
yang telah memberikan data-data yang sangat berharga dalam 
penyusunan buku ini. Secara khusus kami menyampaikan terima 
kasih pula kepada para peneliti yang telah dengan bersusah payah 
serta kerja keras. sehingga telah berhasil mewujudkan karya ini se­
cara nyata. 

Akhirnya, harapan kami semoga buku yang sederhana ini ada 
manfaatnya bagi kita sekalian. 

Banda Ace h. Nopem ber 1982. 

Proyek Pengem bangan Permuseuman Daerah 
' lstimewa Aceh 

Pemimpin. 

(Drs. Nasruddin Sulaiman ) 

NIP. 130518465. 



KATA PENGANTAR 

Pada waktu wilayah kepulauan Indonesia sebelah barat diper­
satukan di bawah naungan Kerajaan Sriwijaya (mulai abad ke 7 
sampai abad 12), wilayah ini pernah mendapat serangan dari luar 
yaitu dari kerajaan Cola India. Dalam prasasti Tanjore (1 03 0) yang 
memuat laporan ekspedisi Rajendra Cola Dewa I menyebutkan 
bahwa salah satu tempat yang turut diserang oleh kerajaan Cola 
tahun 1025 ialah Ilamuri decam. Dari sekian banyak tempat 
yang diserang oleh kerajaan Cola tersebut, Ilamuri decamlah yang 
memberi perlawanan yang paling sengit. llamuri decam ini dikemu­
dian hari terkenal dengan nama Aceh. 

Permu1aan abad 16 orang-orang ·Barat mulai melakukan eks­
pansi ke se1uruh pe1osok dunia. Terkenallah pada masa itu bangsa 
Portugis dan Spanyo1 sebagai Conquistador. Ma1aka sel ,, . :PUsat 
perdagangan bangsa-bangsa Asia Tenggara dengan bangsa-bangsa 
lain diseluruh dunia ditak1ukkan oleh Portugis pada tahun 1511 
Reaksi pertama terhadap penaklukan ini diberikan Dipati Unus 
dari kerajaan Demak berupa penyerangan terhadap Portugis di 
Malaka pada tahun 1512. Dalam sejarah tercatat 25 kali penye­
rangan dari bangsa kita terhadap imperalisme Portugis. yang 
bermukim di Malaka, 24 kali diantaranya telah dilakukan oleh 
kerajaan Aceh. Dalam kurun waktu 125 tahun konfrontasi bangsa 
kita dengan Portugis, telah melahirkan sejumlah tokoh-tokoh pe­
juang bangsa kita seperti : Sultan Alaiddin Riayat Syah Al Qahar, 
Iskandar Muda, Laksamana Malahayati dan lain-lain. 

Pax Neerlandica yang dilaksanakan oleh pemerintah Kolonial 
Be1anda mulai menguasai sebagian besar Wilayah Indonesia telah 
menjadikan Aceh sebagai sasaran akhir dari daerah-daerah yang 
akan ditaklukkan' Pelaksanaan rencana itu diiakuJ<.an pada tahun 
1873. Seperti pada masa-rhasa yang lampau rakyat Aceh juga 
telah · memberikan reaksi yang nyata terhadap perl~~uan koloni­
alisme. Karena harga kemerdekaan itu tetap mempunyai nilai 
yang 'tinggi dihati rakyat Aceh sepanjang zaman, maka Belanda 
terpaksa harus menanggung akibat yang cukup fatal yang tidak 
pernah mereka perhitungkan. Perang yang semula merupakau 
perang antara dua kerajaan telah berubah menjadi perang rakyat • 
semesta yang berlangsung lebih dari setengah abad dan merupa­
kan perang yan-g terlama dalam melawan pen]ajahan di Nusantara 



tnt. Perang yang mem beri kebanggaan kepada seluruh bangsa 
Indonesia ini telah melahirkan pula tokoh-tokoh Pahlawan !'Jasio­
nal Indonesia, seperti : Tgk. Cik Di Tiro, Teuku Umar, Cut Nyak 
Din, Cut Mutia dan lain- lain. 

Pergerakan kebangsaan Indonesia telah mengantar bangsa I!!·· 
donesia kepintu gerbang kemerdekaan . Dalam peri c".: ini rak • . ,'t 
Aceh pun telah ikut serta secara aktif. Sumpah Pemuda pada ta­
hun 1928 telah diberi bentuk yang nyata. oleh sejumlah pemim­
pin rakyat Aceh dalam suatu rapat di Deli Bioskop Koetara'dja 
pada tahun 1931 telah melakukan suatu protes sehubung<;· 
dengan pemakaian bahasa daerah sebagai bahasa pengantar pada 

. sekolah- sekolah rakya t. karena dianggap memperlem?.l' : ~e 

mangat nasional yang sedang tumbuh akibat sumpah Pem uda 
tersebut. Sejumlah tokoh-tokoh pergerakan telah .<. :1r puh: 
seperti pahlawan nasional Teuku Nyak Arief dan lain - lain. 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia I 7 Agustus i 945 telah 
menjadi be ban tanggung jawab pada seluruh bangsa l ncionesia u n­
tuk mempertahankan dan memeliharanya. Sejauh mana be ban tang­
gung jawab itu telah dilaksanakan oleh rakyat Aceh sebaga; 
bahagian dari rakyat Indonesia. yang tak dapat dipisahkan. dapat 
dilihat diantaranya dari karya yang diterbitkan ini oleh Museum 
Negeri Aceh dengan judul "Revolusi Kemerdekaan Indonesia ,~ : 

Aceh" . 

Berbagai usaha telah diL!kukan oleh Museum Negeri Aceh un­
tuk menanam semangat kebangsaan dan usaha memperkenalkan 
perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Di 
antara usaha yang dilakukan yaitu berupa pameran-pameran ten­
tang kepahlawanan. penerbitan - penerbitan dan sebagainya. 

Penerbitan ini mempakan realisasi permulaan dari rencana 
yang lebih besar dalam rangka pembangunan gedung Pameran 
Wawasan Nusan tara dan Pameran Perjuangan yang sedang dilak­
sanakan. Persembahan Museum Negeri Aceh yang banyak cacat 
celanya ini kiranya akan berguna bagi masyarakat. 



Akhirul Kalam Kepala Museum Negeri Aceh mengucapkan 
terima kasih kepada Pimpinan Proyek Pengembangan Permuseu­
man Daerah Istimewa Aceh yang telah menyiapkan sejumlah 
dana untuk penerbitan buku ini dan kepada para penyusun yang 
telah memberikan sumbangannya sehingga karya ini terwujud 
kami juga mengucapkan terima kasih yang tulus.-

Banda Aceh, Nopember 1982 

Kepala Museum Negeri Aceh. 

( Drs. Zakaria Ahmad ) 

NIP. 130427706. 
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BAB- I 

PENDAHULUAN 

Sejak diproklamirkan Kemerdekaan Indonesia. pada tanggal 17 
Agustus 1945, status Daerah Aceh termasuk salah ~atu keresidenan 
dari Propinsi Sumatra yang d~bentuk sejak tanggal 3 Oktober 1945; 
dan sebagai kota kedudukan residennya, seperti juga pada masa k<r 
1onia1 Belanda dan Jepang ia1ah Ku taraja ( sekarang Banda Aceh ). 
Bersamaan dengan itu daerah-daerah yang disebu t bunshu dan gun 
(masing-masing diperintah oleh Bunshutyo dan Guntyo) dalam wi­
layah keresidenan Aceh, kembali dinamakan seperti nama pada rna­
sa sebe1um pendudukan Jepang yaitu : Afdeeling dan Onderafdee­
ling dengan kepa1a pemerintahannya disebut Asisten- Residen dan 
Kontroleur. Kemudian dalam perkembangan berikutnyapada waktu 
itu nama kedua daerah tersebut dirobah lagi menjadi Kabupaten 
dan Kewedanaan yang masing-masing diperintah oleh seorang Bupa­
ti dan Wedana Demikian pula daerah-daerah yang dinamakan son­
dengan kepala pemerintahannya disebut Sontyo (daerah-daerah 
Zelfbestuur atau Uleebalangschap pada masa pemerintahan koloni­
a1 Be1anda; kepalanya itu terdiri dari para Uleebalang yang meme­
rintah secara turun-temurun, tetapi Sontyo yang diangkat Jepang 
tidak mesti harus seorang Uleebalang, sehingga status "istimewa" 
nya itu dapat dikatakan hilang pada waktu itu ) kembali diakui 
sebagai daetah Uleebalang yang diperintah oleh para Uleebalang 
( Teuku Chiek, Keujrueu n, Ben tara ds b ). Tetapi setelah "revolusi 
sosial" yang meletus pada awal tahun 1946, status "istimewa" dari 
daerah-daerah Uleebalang i tu dihapuskan; dan daerah-daerah terse­
but selanju tnya dijadikan "Negeri" yang diperintah oleh 5 oraQg 
Dewan Pemerintahan Negeri ( Bestuur Comisie ) dan salah seorang 
di antara mereka, dipilih atau ditunjuk sebagai Kepala Negeri (da­
liun perkembangan selanjutnya daerah Kenegerian tersebut dijadi­
kan sebagai Kecamatan yang dikepalai oleh seorang Asisten Wedana 
yang kemudian disebut dengan Camat ). 

Selain itu daerah-daerah yang dikenal dengan nama Ku ( dikepalai 
oleh Kutyo ) dan Komi ( dikepalai oleh Kumityo ) dikem balikan 
kepada nama semula, yaitu : Mukim dan Gampong yang masing­
masing dikepalai oleh Imum Mukim ( Kepala Mukim) dan Keuchiek. 



Untuk menggerakkan roda pemerintahan Republik Indonesia 
di Daerah Aceh, seperti juga di· daerah-daerah lain yang menjadi wi­
layah negara Republlk Indonesia yang baru diproklamirkan itu, da­
lam waktu yang relatif singkat telah berhasil disusun namct.-nama 
para pejabat pemerintahan, sejak dari residen, pejabat kehakiman 
daerah, pejabat penerangan daerah dan lain-lain hingga kepada.ang­
gota Dewan Pemerintahan Negeri, di samping susunan anggota K<r 
mite Nasional Daerah. Dan dalam rangka mempertahankan prokla­
masi dari kemungkinan serangan musuh dibentuk pula kesatuan ke­
tentaraan serta kelaskaran rakyat. tidak saja di kota-kota besar, bah­
kan terse bar sampai ke pelosok-pelosok di seluruh daerah. 

Dalam perkembangan selanjutnya selama Revolusi Kemerdeka-
an, kedudukan daerah Aceh sebagai bagian dari wilayah Negara 
Republik Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan, sei­
rama dengan gerak revolusi pada waktu itu. Pada awal tahun 194 7 
Keresidenan Aceh berada di bawah daerah administratif Sumatra 
Utara ( pada waktu itu Propinsi Sumatra dibagai menjadi 3 wilayah 
administratif : Sumatra U tara, Sumatra Tengah dan Sumatra Sela­
tan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Gubernur Muda). 
Dan pada bulan Agustus 194 7, berhu bung dengan dilancarkannya 
aksi militer Belanda Pertama terhadap negara Republik Indonesia, 
berdasarkan keputusan Wakil Presiden Republik Indonesia, No. 3/ 
BPKU/47, tanggal 26 Agustus 1947, daerah Aceh bersama Kabupa­
ten Langkat dan Tanah Karo ditetapkan menjadi Daerah Militer, 
yang diperintah oleh Gubernur Militer yang berkedudukan di 
Kutaraja, meskipun status keresidenan masih tetap dipertahan~an. 

Pada tahun 1948, daerah administratif Sumatra Utara diting­
katkan statusnya menjadi propinsi Sumatra Utara dengan memba­
wahi tiga keresidenan, yaitu : Keresidenan Aceh, Keresidenan Su­
matra Timur dan Keresidenan Tapanuli. Sejak waktu itu, Kutaraja 
yangsebelumnya menjadi ibukota Keresidenan Aceh dan Daerah Mi­
liter Aceh, Langkat dan Tanah Karo, juga menjadi ibukota Pr<?pinsi 
Sumatra Utara, sehingga Daerah Aceh umumnya dan Kutaraja khu­
susnya menjadipusat kegiatan administratif pemerintahan sipil dan 
militer propinsi Sumatra Utara. Tetapi, setelah terjadi agresi militer 
Belanda kedua, berdasarkan ketetapan Pemerintah Darurat Repub­
lik Indonesia No. 21/Pem./PDRI, tanggall6 Mei 1949, kekuasaan 
sipil dan militer dialihkan kepada satu tangan, yaitu kepada Guber­
nur Militer; sedang jabatan gubernur-gubernur di Sumatra untuk se­
mentara dihapuskan. Dengan demikian jabatan-jabatan sipil di Su-
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matra Utara khususnya pada waktu itu tidak berfungsi lagi, dan 
bekas gubernur diangkat menjadi komisaris Pemerintah Pusat yang 
diberi hak untuk mengawasi daerah-daerah otonomi (status pro­
pinsi sendiri tidak dihapuskan ). 

Setelah Pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta 
dan Pemerintah Darurat dibubarkan, sejak bulan Agustus 1949 Wa­
ki1 Perdana Menteri Republik Indonesia yang mewakili Pemerintah 
Pusat untuk Sumatra ditempatkan di Kutaraja. Tindakan Wakil Per­
dana Menteri sete1ah menduduki posnya adalah menghapuskan ja­
batan-jabatan Komisaris Pemerintah Pusat ~erta Gubernur Militer 
di seluruh Sumatra dan mengfungsikan kembali daerah-daerah oto­
nomi. Khusus bagi keresidenan Aceh yang sebelumnya berada di 
bawah Propinsi Sumatra Utara, berdasarkari Peraturan Wakil Perda­
na Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah, No. 8/Des./WPM/ 1949, 
tanggal 17 Desember 1949, statusnya ditingkatkan menjadi Propin­
si yang berdiri sendiri dengan wilayahnya ditambah sebagian daerah 
Kabupaten Langkat yang terletak di luar daerah Negara Bagian Su­
matra Timur dan Propinsi Tapanuli Sumatra Timur ( bekas Propinsi 
Sumatra Utara sete1ah dikeluarkan Propinsi Aceh dan Negara Bagian 
Sumatra Timur ). Tetapi Propinsi Aceh yang pertama ini, tidak be­
rumur panjang; berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Un­
adang-Undang No. 5 tahun 1950, yang mulai berlaku sejak tangga1 
I 5 Agustus 19 50, Daerah Aceh kern bali menjadi se bu ah keresidenan 
yang berada di bawah Propinsi Sumatra Utara 

Dewasa ini daerah Aceh dikenal dengan nama Propinsi Daerah 
Istimewa Aceh (status propinsi mulai sejak tanggal 1 Januari 1957 
berdasarkan undang-undang no.24 tahun 1956 dan sebutan "daerah 
istimewa" dimulai sejak tanggal 26 Mei 1959, berdasarkan keputu­
san Perdana Menteri Republik Indonesia No. 1/Missi 1959). Letak 
geografisnya adalah di ujung Barat Laut Pulau Sumatra dengan 
batas-batasnya: di sebe1ah Utara dengan Selat Malaka: sebe1ah Se­
latan dengan Samudra Hindia: dan sebelah Timur dengan Se1at Ma­
Iaka dan Propinsi Sumatra Utara Adapun pembagian wilayahnya 
terdiri dari 8 Kabupaten dan 2 kotamadya, yaitu: Kabupaten Aceh 
Besar dengan ibukotanya Banda Aceh; Kabupaten Pidie, ibukotanya 
Sigli, Kabupaten Aceh Utara dengan ibukotanya Lhokseumawe, K&­
bupaten Aceh Timur, ibukotanya Langsa; Kabupaten Aceh Tengah, 
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ibukotanya Takengon;Kabupaten Aceh Barat, ibukotanya Meula­
boh; Kabupaten A~eh Selatan, ibukotanya Tapaktuan; dan Kabu­
paten Aceh Tenggara dengan ibukotanya~ Kutacane; KotamadyaSa­
bang; dan Kotamadya Banda Aceh, yang juga menjadi ibukota Pro­
pinsi Daerah Istimewa Aceh +). Selama masa Revolusi Keme_rdeka­
an ( 1945 - 1949) wilayah Daerah Aceh, kecuali Sabang, tidak per­
nah berhasil diduduki kembali oleh Belanda, sehingga administrasi 
pemerintah Republik Indonesia di daerah ini relatif lebih teratur bi­
la dibandingkan dengan daerah-daerah lain pada waktu itu (Aceh 
tidak pernah melepaskan diri dari Republik Indonesia, seperti yang 
terjadi dengan beberapa daerah yang menjadi "Negara Bagian" lepas 
dari R.l). 

U raian di atas merupakan gam baran umum mengenai daerah 
Aceh, terutama yang menyangkut dengan perkembangan bidang 
administrasi pemerintahan wilayah daerah tersebut selama masa 
Revolusi Keinerdekaan. Beriringan dengan terjadinya perubahan 
struktur tata pemerintahan, di seluruh daerah berlangsung pula per­
juangan rakyat Aceh dalam berbagai bidang kehidupan yang pada 
dasarnya ditujukan untuk mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 
1945. Di antara bidang-bidang tersebut yaitu : pertahanan dan ke­
amanan (dengan dibentuknya kesatuan ketenteraan, Relasykaran, 
dll.), pemerintahan, sosial- ekonomi, sosial budaya, agama, pers, ke­
pemu daan, ke wani taan dan se bagainy a 

Pada masa sekarang, setelah 3 5 tahun ban gsa Indonesia mempe­
roleh kemerdekaanya, semakin terasa pentingnya nilai-nilai keseja­
rahan yang terkandung di dalam Revolusi Kemerdekaan, mengingat 
perlunya penggalangan kehidupan bangsa dan negara, termasuk 
penyusunan negara dan penataan bang;;a serta nilai-nilai kebudayaan 
bangsa Indonesia yang tercermin pada masa itu. Dan pada hakekat­
nya nilai-nilai kesejarahan dimaksud terdapat di dalam keanekara­
gaman kegjatan perjuangan _di daerah-daera!'l, termasuk dael"ah 
Aceh selama periode tersebut Oleh karena itu diperlukan suatu 
penulisan yang berupa inventarisasi dan pendokumentasian dari 
kegiatan perjuangan tersebut; dan semoga hasilnya dapat membe-

+) Sejak tanggal 1 Januari 1963, berdasarkan SK. Gubemur Kepala Daemh lstbne­
wa Aceh, No. 153 I 1962, tanggal 28 Desember 1962, nama Kutaraja diganti menjadi 
Banda Aceh; dan dengan SK. Menteri Pemerintahan Umum dan otonomi Daerah, tangp.l 
9 Mei 1963 • NC?· Des. 52 /1/43 - 43, Banda Aceh disahkan menjadi nama ibukota Daerah 
Istimewa Aceh. 
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rikan sumbangan yang berarti bagi perwujudan cita-cita ke-tunggaJ 
ikaan yang menjadi harapan seluruh bangsa Indonesia. 

Sehu bungan dengan kegiatan perjuangan rakyat Aceh yang telah 
dilaktikan selama masa Revolusi Kemerdekaan, sampai saat ini be­
lum diperoleh suatu deskripsi (terutama dalam bahasa Indonesia) 
yang menggam barkan secara keseluruhan sejarah Revolusi Kemerde­
kaan (1945-1949) Indonesia di Daerah Aceh; yang adahanya beru­
pa tulisan-tulisan yang bersifat pragmentaris, yang tersebar dalam 
majallah-majallah dan surat kabar-surat kabar, terutama yang ditulis 
sendiri oleh para pelakti sejarah pada masa itu. Pada hal deskripsi 
yang menggambarkan keseluruhan semacam itu sangat diperlukan, 
teru tam a un tu k memenuhi tujuan serta kepei'ltingan akan nilai-nilai 
kesejarahan sebagaimana telah disebut di atas. 

Selain dari yang telah dikemukakan, masalah tersedianya bahan­
bahan sejarah dari sumber lisan yang primer mengenai masa Revo­
lusi Kemerdekaan Indonesia di daerah Aceh, juga memerlukan peng­
garapan dalam waktu secepat mungkin. Pada masa sekarang para 
pemimpin yang terlibat langsung dalam proses perjuangan untuk 
mempertahankan proklamasi kemerdekaan nasioanal di daerah 
Aceh, sebagian dari mereka telah meninggal dunia Oleh karena itu 
dari mereka yang masih tinggal dan usianya sudah lanjut pula, perlu 
dikumpulkan bahan-bahan sejarah, terutama yang menyangktit de­
ngan kegiatan perjuangan mereka selama perode tersebut 

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka di­
pandang perlu adanya kegiatan penelitian dan penulisan secara le­
bih luas dan terperinci dalam bentuk naskah Revolusi Kemerdeka­
an Indonesia di Daerah Aceh ( 1945 - 1949 ); sehingga dengan de­
mikian diharapkan akan adanya pengertian yang lebih mendalam 
mengenai peri ode tersebu t, khususnya di Daerah Istimewa Aceh. 

- oOo-
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BAB -II 

MASA PENDUDUKAN JEPANG 1942- 1945 

A. Pendaratan dan Penaklukan Belanda oleh Jepang di Aceh. 

6 

Dalam membicarakan keadaan kehidupan pemerintahan di 
daerah Aceh pada masa pendudukan J epang ( 1942 - 1945 ), 
ada baiknya terlebih dahu1u dibahas tentang situasi menje1ai1g 
pendaratan Jepang di Aceh. Dengan ini kiranya akan mendapat­
kan suatu gambaran tentang situasi di Aceh pada khususnya dan 
di Sumatra pada umumnya pada saat-saat menjela.r1g berakhir­
nya kekuasaan Belanda di Indonesia. 

Menje1ang berakhirnya kekuasaan Be1anda di Indonesia dan 
di Aceh pada khususnya yaitu pada tahun 1941 dan awal tahun 
1942, kebencia.n rakyat Indonesia terhadap Belanda semakin 
bert~bah memuncak. Walaupun Belanda telah berusaha de­
ngan bermacam-macam cara untuk menghadapinya, namun rasa 
kemarahan rakyat tidak dapat dibendung lagi. Hai ini akan ter­
lihat dari berbagai kegiatan rakyat yang bertujuan untuk menen­
tang penjajahan Bela.nda, baik yang merupakan perjuangan da­
lam bentuk politik maupun dalam bentuk kegiatan fisik. Kedua 
bentuk kegiatan ini pada umumnya dipelopori oleh para ulama 
dan uleebalang, yang keduanya merupakan golongan yang mem­
punyai pengaruh cukup besar di dalam masya.rakat Aceh. 

Perjuangan dalam bentuk politik, misalnya dengan menga­
dakan rapat-rapat rahasia untuk menyusun strategi yang tepat 
dalam n:tenghadapi Belanda, serta mengadakan hubungan de­
ngan luar negeri guna mendapatkan bantuan. Ke-semua kegiatan 
ini bertujuan untuk memperoleh kerribali kemerdekaan yang su­
dah demikian lama diperjuangkan. Salah satu rapat penting yang 
diselenggarakan dalam rangka menyusun. strategi dalam suasana 
perang yang berlangsung anta.ra Jepang dan Belanda, dilangsung­
kan di rumah Teuku Nyak Arief ( sebagai Kepala Sagi XXVI 
Mukim ) pada bulan Desember 1941. Rapat tersebut dihadiri 
oleh beberapa tokoh masyarakat ba.ik dari kalangan ulama mau-



pun dari kalangan adat ( uleebalang). Di antaranya dapat dise­
butkan Teungku Muhammad Daud Beureueh dan Teungku Ab­
dul Wahab Seulimum yang mewakili Persatuan Ulama Seluruh 
Aceh ( P U S A), Teuku Nyak Arief (panglima.Sagi XXVI Mu­
kim ), Teuku Panglima Polem Muhammad Ali ( Panglima Sagi 
XXII Mukim ),Teuku Ahmad ( uleebalang- 1unib- Samalanga) 
yang mewakili kalangan adat ( uleebalang ). Suatu kepu tusan 
penting yang mereka ambil yaitu dikeluarkannya sebuah per­
nyataan sumpah setia mereka kepada agama Islam, bangsa dan 
Tanah Air serta menyusun pemberontakan bersama melawan 
Belanda dan bekerja sama dengan pihak .kpang 1 : 

Selain mengadakan rapatseperti tersebut di atas, Persatuan 
Ulama Seluruh Aceh ( PUSA ) juga aktif dalam menjalin hubu­
ngan dengan pihak 1 epang yang telah berada atau berhasil nien­
duduki Malasyia ( waktu itu masih bemama Malaya). Orang­
orang dari PUSA seperti Said Abu Bakar dan Syekh Ibrahim di­
uf4s secara khusus ke sana (Malaya) guna menjajaki kemungki­
nan masuknya 1epang ke Aceh dengan tujuan secepat mungkin 
dapat mengusir Belanda 2 • Perjuangan dalam bentuk politik la­
innya adalah berupa suatu tuntutan yang disampaikan oleh Teu­
ku Nyak Arief dalam suatu pertemuan antara Residen Aceh pa­
da waktu i tu yaitu 1. Pau w dengan para Panglima Sagi dan ulee­
balang-uleebalang lainnya di Kutaraja 

Dalam pertemp~ran itu, Teuku Nyak Arief secara tegas me­
ngemukakan kepada Residen Belanda itu agar pemerintahan dise­
rah terimakan ke tangan rakyat Aceh sendiri untuk dapat me­
ngatur pemerintahan sendiri. Selanjutnya Teuku Nyak Arief ju­
ga mengemukakan bahwa rak.yat Aceh akan mampu memperta­
hankan tanah aimya dan dapat membela diri sendiri setiap anca­
man yang datang dari luar, jika seandainya pemerintah Belanda 
mengalihkan kekuasaan pemerintahan kepada rakyat Tuntutan 
ini ditolak oleh Residen Pauw dan sejak saat itu Teuku Nyak 
Arief tidak p~rnah lagi mengadakan hubungan dengan pemerin­
tah Belanda 3 

1. M. JoenoesJamil, Riwayat Balisan "F" (Fujiwara Kikan) di Aceh. (Banda Aceh: 
Pusat Latihan ilmu-Dmu Soeial, Aceb, 1975). hal 4- 5. 

2. Nazaruddin Sjamsuddln, 'lbe Course of The National Revolution In Aceb, 1945-
1949, Thesis tidak diterbitkaD. Monash University, 1974, hal 34. Libat juga A. H. Nasuti­
on. Sekitar Perane Kemerdekaan Indonesia, j.lid I, ( Bandung : Disjarah - AD dan Anekasa. 
1977 ). hal 93- 94. 

3. A.H. Nasution, op. cit., hal 94-96. 

7 



Menyaksikan kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh tentara 
Jepang menghadapi sekutu dalam perang Asia Timur Raya mela­
lui pelbagai media, menumbuhkan semangat dan harapan pada 
diri orang Aceh untu k dapat membebaskan diri dari penjajahan 
Belanda Mereka menyadari suasana perang yang sedang berlang­
sung merupakan kesempatan yang baik untuk menekan peme­
rintah kolonial Belanda bukan saja dari sudut politik tetapi juga 
dari sudut fisik. Seberapa jauh tekanan dalam bentuk fJsik yang 
mereka lakukan, dapat diamati pacta serangkaian tindakan yang 
mereka laku kan pada penghujung waktu kekuasaan Belanda di 
Ace h. 

Pad a tanggal 19 - 20 J anuari 194 2, terjadi sabotase kawat­
kawat telepon dan rel kereta api yang dilancarkan oleh rakyat 
di Seulimeum dan lndrapuri (wilayah Aceh Besar). Pacta tanggal 
24 Januari 1942 Kontroleur Belanda di Seulimeum, yang bema­
rna Tiggelman dibunuh oleh rakyat; dan kegiatan-kegiatan lain 
lagi yang dilakukan oleh rakyat di Aceh Besar. 

Di luar Aceh Besar juga terjadi perlawanan-perlawanan fJsik yai­
tu tanggal 25 Januari 1942 Asisten Residen Sigli Van den Berg 
juga mati dibunuh oleh rakyat. Di kawasan Aceh Barat peristi­
wa yang sama juga tidak tethindarkan. Dapat disebutkan misal­
nya, pacta tanggal 9 Maret 1942, rakyat di bawah pimpinan Teu­
ku Sabi Lageuen menyerang asrama tentara Belanda di Lageuen 
dan kantor pemerintah di Calang 4 . 

Dalam menghadapi keadaan yang demikian krisis , baik sua­
sana di dalam dae~ah maupun suasana di luar daerah, dimana 
tentara Jepang sudah mulai merampas wilayah Hindia Belanda; 
pemerintah kolonial Belanda membentuk dua komando tento­
rial di Pulau Sumatra. Kedua komando itu terdiri dari Komando 
Tentorial Sumatra Tengah dan Utara di bawah Mayor' Jendral 
R T. Overakker; dan Komando Tentorial Aceh yang berada di 
bawah pimpinan kolonel G.F.V .. Gosenson 5 . Sedangkan wila­
yah Sumatra Selatan sudah diduduki oleh Jepang. 

4. Pe:d.sCiwa-pelistiwa yang dilmcarkan oleh rakyat Aoeh menjelan1 bemkhimya ke­
kuasaan Belanda di Aceh secara lebih luas dapat dillhat misalnya, dalam Muhammad Ib­
rahim ( Kerua ), Sejarah' Kebangkitan Nasional Daerah Propinsi Daerah lstimewa Aceh. 
Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1978 I 1979, hal 137 • 147. 

5. Medan Area Mengisi Proklamasi. ( Medan : Badan Musyawarah Pejuanl Repub­
lik Indonesia, 1966 ), hal. 26- 27. 
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Mayor JendralR T. Overakker dan Ko1one1 Gosenson, mem­
buat suatu rencana yang mencoba untuk mempertahankan sisa 
pu1au Sumatra dari kejatuhannya ke tangan pem~rintah Jepang 
dengan mengambil tempat pertahanan yang terakhir daerah Ga­
yo Luas dan Tanah Alas. Daerah ini memang tepat untuk diper­
gunakan sebagai daerah pertahanan tern tam a untuk me1akukan 
gerilya; disebabkan karena kondisi alamnya yang sangat strategis 
dan untuk memasuki daerah ini hanya me1alui dua ja1an yaitu 
dari arah Bireun ke Takengon dan dari arah Kabanjahe (Sumate­
ra Utara ) ke Kutacane. Se1ain daerah ini Ko1one1 Gosenson ju­
ga mencadangkan daerah Geumpang ... Tang>e ( Pidie ), karena 
daerah ini juga memiliki kondisi yang sama dengan daerah Gayo 

Luas oan Tanim. Alas. Pada permu1aannyarencana untukberta­
han di daerah Gayo Luas dan Tanah Alas hanya mernpakan ren­
cana 1okal yang disusun o1eh Ko1onel Gosenson sebagai benteng 
pertahanannya yang terakhir untuk bergerilya dalam memper­
tahankan kedudukan mereka di Aceh. Sejalan dengan rencana­
nya itu, pada tangga1 15 Pebruari 1942 Gosenson memindahkan 
Mai:kas Besar Komando Tentorial Aceh dari Kutaraja ke Take­
ngon, yang.ditempatkan pada sebuah perkebunan teh Rede1ong. 
Demikian pula hhlnya dengan Mayor Jendral Overakker, sejak 
jatuhnya pu1au Jawa ke tangan Jepang,dia te1ah mu1ai niemu­
satkan pasukanRya yaitu Komando Teritoria.l Sumatra Tengah 
dan ~tara dengan menempatkan Markas Besarnya di Bukit Ting­
gi. Dari Bukit Tinggi mereka .tidak bertahan lama o1eh karena 
terns mendapat desakan dari pihak .Tepang; dan akhimya pada 
tanggal 9 Maret 1942 Mayor J enderal Overakicer kern bali me­
mindahkan Markas Besamya ke Kabanjahe. Pada tanggal itu pu­
la tentaranya yang berasa1 dari J ambi, Sumatra Barat dan Tapa­
nuli, turut dipindahkan ke Tanah Alas dan Gayo Luas 6 • Dan 
sejaR waktu itu1ah daerah Gayo Luas dan Tanah Alas dijadikan 
sebagai pusat pertahanan dari dua .KomandoTeritorial tersebtit 

Jepang mendarat di Aceh pada tanggal 12 Maret 1942. yang 
pendaratannya dilakukan di tiga tempat,,yaitu masing-masingdi 
Krueng Ray a ( Aceh Besar ), Sabang ( Pu1au Weh ) dan Peureu-
1ak ( Aceh Timur ) 7 • Pendaratan J epang ke Aceh berlan~ung 

6. Ibid., bal. 27- 29. 

7. H. Joenoea Jamil op.cit haL 7&. 
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dengan sukses yaitu ta-npa mendapat rintangan, baik dari peme­
rintah Be1anda maupun dari rakyat Aceh, ma1ah sebaliknya rak­
yat menyambut baik kedatangan J epang di Aceh dengan pera­
saan senang serta turut membantunya. Hal yang demikian tidak 
mengherankan, o1eh karena jauh sebe1um Jepang me1akukan 
pendaratan ke Aceh, mereka te1ah menciptakan suatu suasana 
politik yang menguntungkan, yaitu dengan mengadakan kontak 
1angsung dengan para pemimpin rakyat, terutama dai go1ongan 
P U S A yang se1ama ini (sebelumnya ) menjadi inti dalam 
melakukan aksi I perlawanan terhadap Be1anda 8 • 

Sejak saat ten tara Jepang mendarat di Aceh, mereka bersa-­
ma dengan rakyat terutama barisan "F", terns melakukan sera­
ngan terll.adap tentara Be1anda. Jepang me1ancarkan serangan 
temadap pasukan Be1anda yang berusaha untuk mempertahan­
kan 1apangan udara Lhok Nga. 01eh karena 1apangan udara itu 
sangat vital kedudukannya Tetapi pasukan Be1anda yang mem­
pertahankan Lhok Nga terpaksa mundur me~alui pantai Barat 
guna menggabungkan diri dengan pasukan-pasukan yang masih 
berada di pantai Barat dan pantai Se1atan dengan tujuan untuk 
mencapai daerah pertahanan di Lawe Butar. Dalam pengunduran 
dari pengejaran tentara Jepang itu, pasukan Be1anda tersebut 
dihadang o1eh anggota barisan ''F" di sepanjang pantai Barat 
Aceh. Karena . itu terjadi beberapa kali konflik senjata antara 
pasukan Be1anda tersebut dengan para pejuang di pantai Bar~t 
Aceh~ yaitu yang berlangsung dari tanggal 13 hingga 18 Maret 
1942 9• 

Se1ain dari mereka yang mengungsi ke arab. pantai Barat dan 
Se1atan Aceh, sebagian juga yang masih berada di Aceh Besar 
dan Pidie melarikan diri ke Tangse dan Geumpang (juga wilayah 
Pidie) yang merupakan benteng pertahanan Belanda kedua sete­
lah Takengon ( di Aceh Tengah ), tetapi ten tara Belanda ini te­
rus-menerus dikejar oleh tentara Jepang. 

8. Paul Van't Veer, De Atjeh • Oorlog ( Perang Belanda di Aceh. alih bahasa Aboe 
Dakar), (Banda Aceh: Dinas Pendidlkan dan Kebudayaan Daerab Istimewa Ace h. 1977 ). 
hal 374. 

9. M. Joenoes Jamil, op.cit., hal. 56 • 57. 
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P~sukan J ep ang berada di daerah ini pad a tanggal 19 Maret 194 2; 
kemudian menggempur pasukan Belanda yang akhfrnya mereka 
menyerah pada hari itu juga1 0 • Rene ana Belanda yaitu ingin 
mempertahankan pelabuhan udara Lhok Nga dan Tangse-Geum­
pang yang dicadangkan sebagai basis pertahanan kedua, namun 
temyata kini telah mengalami kegagalan. Sedangkan sisanya, teru­
tama pasukan Belanda yang berada di daerah Aceh Utara, meng­
gabungkan diri dengan pasukan induk yang berkedudukan di 
Takengon. 

Di daerah Tanah Alas dan Gayo Luas kini ada dua markas tentorial 
yaitu di bawah pimpinan Gosenson dan Overakker. Mulanya Gosen­
son mempertahankan serbuan Jepang dari jurusan Takengon, se­
dangkan Overakker mempertahankan serangari yang dilancarkan da­
ri arah Tanah Karo dengan memusatkan pertahanan di Kutacane. 

Tentara Jepang terns melancarkan serangan untuk menemukan 
dan mendesak kedudukan kedua markas tentorial Belanda itu. Bah­
kan pada tingkat tertentu, tentara Jepang menyerang dari pelbagai 
jurusan dalam rangka memblokade kedudukan Belanda ( 24 Sep­
tember 1942 '). Tekanan-tekanan yang dilancarkan oleh Jepang se­
perti itu menyebabkan Overakker dan Gosenson terpaksa menye­
rah kepada Jepang di Blangkeujeren ( 28 Maret 1942 ). Dengan de­
mikian berakhirlali kekuasaan Belanda secara resmi di daerah Aceh. 

B. Pembentukan Lembaga - Lembaga Pemerintahan dan Militer. 

Langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah pendudu­
kan Jepang yaitu mengadakan penataan terhadap lembaga peme­
rintahan dalam rangka memantabkan kekuasaannya. Seperti 
pendahuluannya, Jepang masih tetap mempertahankan status 
Aceh dalam ben.tuk Keresidenan yaitu yang disebut Syu Sebagai 
Shu.- Chu-chokan (residen)ditunjukS.Iinoo;Acehbersama dengan 
9 keresidenan lain di pulau Sumatra, berada di bawah Gunseibu, 
yang berkedudukan di Bukit Tinggi 11 

lO.Medan Area, op, ctt, hal. 31. 

11. Sumatra dan Malaya berada di bawah adminlstrasi tentara kedua puluh 

lima. Lihat Nucroho Notosusanto, TentiJTa Peto Podo Joman Pendudukon Jepong dt Indo­

ne•lo, (Jakarta : Gramedia, 1979, hal 23 dan 158. Atau Harry J. Benda, Bulan Sobtt dan 
Matohorl Terbtt l•lom Indone•to Podo Ma.a Pendudukan Jepan& (Daniel Dhalddae. 
pent.) (Jakarta : Pwltaka Jaya 1980) bal. 274. 
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Struktur pemerintahan . yang diwarisi oleh Belanda sebelumnya 
dalam ·bentuk afdeeling, onderafdeeling, zelfbestuur ( keuleebcr­
langart), dan gampongmasih tetap diteruskanjuga. Hanya saja sebu­
tannya ditukar, yaitu bunshu untuk afdeeling, gun untuk onderaf­
deeling, son untuk uleebalangschaap, ku untuk kemukiman, dan ku­
mi untuk gampong 12

. 

Dalam penempatan jabatan pemerintahan, pemerintah pen­
duduk Jepang tampaknya masih tetap meneruskan tradisi pendahu­
lunya. yaitu d~ngan memilih elite bangsawan atau uleebalang untuk 
menduduki jabatan-jabatan tersebut oleh karena itu hampir semua 
jabatan tersebut diduduki oleh para bangsawan. 

Namun ada suatu sikap longgar yang dimiliki oleh J epang diban­
dingkan dengan pendahulunya, yaitu melepaskan jabatan guncho 
untuk diduduki oleh kalangan bumi putera 13 . 

Dengan dalih suasana masih dalam keadaan perang, pemerintah 
pendudukan Jepang menekan partai-partai politik atau organisasi­
organisasi massa yang sudah tumbuh sebelumnya di Aceh pada masa 
konsolidasi tersebut. Tindakan ini berakibat organisasi-organisasi 
yang sudah ada di Aceh seperti Taman Siswa, PUSA, Parindra, dan 
Muhammadiyah menjadi lumpuh selama masa pendudukan 14

• Da­
pat disebutkan misalnya organisasi Taman Siswa, dibubarkan oleh 
Gunseibu, demikian juga Parindra, PUSA dan Muhammadiyah pada 
mulanya tidak aktif, tetapi pada tahun 1943 diaktifkan kembali. 
Tetapi para pemimpinnya sudah disibuki oleh tugas rutin dalam bi­
rokrasi pemerintahan Jepang 15

. 

Para simpatisan Jepang terutama dari golongan PUSA. yang se­
belumnya menaruh harapan begitu besar kepada Jepang tentu mera-

12. ·Sebutan bap kepala wilayah adminlstrasi itu juga disesuaikan denpn bahaa Je­
pana. yaitu bunshueho bali kepala bunshu. Guneho bali kepala aun. soneho bali aebutan 
kepala soil, kueho bali kepala ku. dan kumieho bali kepala kuml. 

13. Sebelumnya jabatan kontroleur atau guneho dijabat · oleh orang Belanda. 
Hanya beberapa orang guncho yang bukan daJi elite uleebalang. Di antaranya yaitu Sayid 
Abubakar dan Marah Husen yang menjadi guncho di Bak~.J&Il dan Slnabana. Daftar 
Gl/.neho di Aceh lihat, A.J. Piekaar, Atjeh en De Oorlog met Japan. ( Bandung : W. Van 
Hoeve, 1949 ), hal 339- 343. 

14. Lihat A. Alief, Blngkisan Kenang2an Kongres Besar PUSA dan .Pemuda PUSA. 
'llndjman Sedjarah Per~erak.an di Atjeh, ( Seksi Penerangan Panitia Kongres Besar PUSA 
Kutaradja 1950 ),'haL 15- 16. 

15. H. J. Benda, op. cit., hal 274. 
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sa kurang senang dengan kebijaksanaan yang ditempuh oleh J epang 
pada masa konsolidasi itu. Sehingga timbul hubungan yang dingin 
an tara Jepang dengan mereka Rupanya J epang menyadari strategi 
yang mereka tempuh · tidak menguntungkan bagi strategi jangka 
panjang. Sebab mereka sadar bah wa elite ulama berpengaruh da­
lam kehidupan masyarakat Aceh, yang menempatkan adat d~ 
ngan hukum ( agama ) sebagai dua sisi mata uang~Jadi kalau me­
reka mau memperoleh dukungan dari lapisan bawah, potensi ulama 
haru~ dimanfaatkan 16. Lagi pula elite ulama adalah kelompok yang 
sangat membenci B.elanda pada masa sebelumnya Justru itu maka 
mereka berusaha untuk menarik elite ulama di Aceh ke dalam orbit 
nya 17. 

Untuk mewujudkan rencana itu, pemerintahpendudukan Jepang 
membentuk lembaga Majlis Agama Islam UntukKemakmur~ Asia 
Timur Raya ( Maikbatra ) di Aceh pada tanggal I 0 Maret 1943. S~ 
bagai ketua ditunjuk Tuanku Abdul Aziz, yang sebelumnya me­
mang merupakan penasehat Chu-chokan dalam urusan Agama Is­
lam 1 8 . Lembaga ini bertugas untuk memberi penerangan kepada 
umat Islam ten tang pendudukan Jepang. Di sam ping itu ia juga m~ 
rupakan wadah konsultatif antara pemerintah Jepang dengan para 
ulama. 

Mengingat tugasnya yang demikian urgen, . kepengurusan Maik­
batra disempumllkan dan diperluas sehingga para ulama terwakili di 
dalamn.ya Lalu dibentuk kepengurusan baru dengan susunan pengu­
rus Ketua dan WakilKetua masing-masing, , Tuwanku Abdul Aziz, 
Teungku Muhammad Daud Beureueh, dan Teungku Hasbi, dan setia 
usaha Teungku M. Joenoes Jamil. Di sam ping itu terdapat beberapa 
orang komisi dan anggota yang mewakili organisasi atau aliran kea­
gamaan di Aceh. Untuk mengontrol organisasi ini, pemerintalun~ 
nunjuk beberapa orang pejabat .J epang sebagai dewan penasehat 19• · 

16. Kebijaksanaan yang hampir serupa dilakukan juga terhadap elite ulama c:li pul111 
Jawa. Ibid, hal 134- 200. 

17. Ibid 

18. Tu wanllll Abdul Aziz adalah salah seorang kerabat Sultan yang cullllp berpenp­
ruh di kalangan ulama. SejakJanuari 1943, ia sudah menjabat penasehat tenebut. Lihat 
A. J. Piekaar. op. cit., hal. 23- 4, 201 dan 205. 

19. Komisaris terdili dali T. Djohan Meuraksa mewaldli Muhammac:liyllh. daD 
T. Amin Pidie mewakili PUSA. Anggota terdiri dali Teungku Djakfar Sidc:liq Lamjabat, 
Teungllll Hasballah Indrapuli, Teungllll Abdulsalam, daD Teun.&llll Abdul Wllbab S~ 
meum. Sedangkan penasehat yaitu S.. Masub~chi .dan S. Jamama~o. Lihat dalam SM. AmiD. 
Kenang-Kenangan dali Masa Lamp111, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), hal 27. Tinda­
kan menempatkan pejabat Jepmg dalam badaD penaaebat at111 petimlianpD seperU Uu 
Juga dilakukan olehJepangtemadi!PMIAL Shumubu, JawaHookokal,Puten, danMu,vu­
mi di pulau Jawa. Uhat H.J. Benda. loc.cii. 
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Di samping penyempumaan pengurus, konferensi Maikbatra 
yang berlangsung pada bulan Maret 1943 memilih beberapa orang 
ulama, yang bakal mewakili Aceh dalam kongres ulama-ulama Islam 
Sumatra dan Malaya yang bakal berlangsung di Singapura pada tang­
gal 5-6 April 1943. 

Konferensi yang disponsori oleh pemerintah pendudukan Jepang itu 
sudah barang tentu bertujuan untuk menggalang persatuan umat Is­
lam serantau bagi membantu Jepang dalam perang Asia Timur Ra­
ya 20 . 

Pemerintah pendudukan Jepang menyadari bahwa surat kabar 
atau majalah merupakan salah satu media komunikasi yang ampuh 
untuk menyebarkan propaganda politik. Oleh karena itu Jepang 
mendirikan dan menerbitkan sebuah surat kabar bagi menggantikan 
surat-surat kabar yang sudah ada sebelumnya di Aceh· 21

. Realisasi 
dari cita-cita tersebut yaitu dengan diterbitkannya surat kabar Atjeh 
Shinbun pada buhmJuni 1942. Koran yang terbit dua kali seminggu 
( Rabu - Sabtu ) itu pada hakekatnya merupakan terompet pemerin­
tah dalam menyebarkan propaganda 22

. 

Peperangan Asia Timur Raya yang masih terns berlangsung men­
dorong pemerintah pendudukan untuk memobilasi rakyat bagi ke­
perluan perang. Lau pada permulaan tahun 1943 dibentuk lembaga 
Syu Min Koa HookolGi. ( Badan Kebaktian Penduduk Aceh Untuk 
Membina Asia ) dan Badan Perlindungan Tanah Air. Seperti lemba­
ga-lembaga lain, lembaga ini berada dibawah naungan Jepang yaitu 
Shu chokan S. linoo. Pemimpinnya terdiri dari tokoh-tokoh ulama 
dan uleebalang yang cukup berpengaruh. Dengan demikian Jepang 
berharap melalui lembaga ini akan daP.at dikumpulkan dana dan 
daya bagi keperluan perang. 

20. Dalam konferensi itu, Aceh diwakili oleh Tuwanku Abdul Aziz, Teungku Mu· 
hammad Daud Beureueh, Teungku Hasbi, dan Teungku M . Joenoes Jamil ,Majalah Mina­
miNomor kbusus Aceh. 

21. Sebelum kedatangan Jepang di Aceh terdapat beberapa koran. Di antaranya 
Atjeh Niewsblaad kepunyaan· pemerlntah Belanda, Koran PUSA Penyoeloeh di bawah 
Teungku Ismail Yakub, dan. beberapa koran lain baik yang berasal dAn Medan atau daerah 
lainnya seperti Penyedar dan sebagainya. Lihat A. Arief, op.cit., hal 15 atau Anthony 
Reid, The mood of the People· : Revolution and the End of traditional Rule in N orthe:rn 
Sumatra, (Kuala Lumpur: Oxford UniveJSity Press, 1980) hal 25. 

22. Koran teJSebut diterbltkan aleh Gunseikan Bu Atjeh Sinbunsha Kutaradja.Ke­
pala pengarang dijabat oleh S. Masubuti kemudian digantikan oleh S. Saaawa. Pemimpin­
nya A. Wahid seorang wartawan darl Medan. Sedangkan redaktur umumnya orang Aceh. Di· 
antaranya Amelz, A. Hasjmy, A •. ArieL A.Gani Mutiara, Teungku Ismail Yakub, dan T. Ali­
basyah Talsya. Lihat A.J. Piekar, op.cit., hal. 359, atau Anthony Reid, op.cit, hal. 108·109. 
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Kemajuan-kemjuan yang dicapai oleh tentara sekutu dalam pe­
perangan Asia Timur Raya pada tahun 1943, mempengaruhi Peme­
rintah pendudukanJepang dalam pengadaan tenaga militer di Aceh. 
J epang menyadari bah wa rakyat, teru tam a pemu da harus diiku t-ser­
ta:kan dalam tugas kemiliteran, setidak-tidaknya sebagai satlian mili­
ter pembantu disamping satuan ten tara reguler yang tersedia Untuk 
merealisasi rencana tersebut perlu dibentuk satuan-satuan militer 

untuk merekrut generasi muda bagi tujuan mobilisasi 28 • 

Di daerah Aceh, Jepang membehtuk beberapa satuan m1liter yang 
terdiri dari tokubetsu Keisatsutai ( polisi khusus ), Heiho ( serdadu 
peinbantu ), dan Gyl1 gun( ten tara sukarela) 24 . . 

Satuan militer yang pertama dibentuk adalah Tokubetsu Keisat­
sutai ( Febru¥i 1943 ). Lembagainimenjalankan tugassebagaipoli­
si dalam membantu roda pemerintahan. Kecuali itu ia jugadiberi tu­
gas untuk menjaga lapangan udara (Trumon dan Blang Peutek ). Pa­
ra anggota satuan ditarik dari pada pemuda Kepada mereka diberi­
kan pengetahuan dasar kepolisian 25 • 

Beberapa bulan kemudian dibentuk pula satuan Heiho ( Mei 
1943). Seperti halnya dengan Tokubetsu, para anggota kesatuan 
ditarik dari katangan pemuda Pada mulanya satuan Heiho ini di­
maksudkan untuk rriengkoordinir kelompok-kelompok pekerja 
kasar yang setiap s.!'llit dapat dikerahkan untuk rilengerjakan peker- · 
jaan-pekerjaan berat bagi keperluw perlengkapan tentara reguler 
Jepang. Dengan kata lain ia dibentuk sebagai ~atuan penunjang 
dari tentara reguler. Tetapi lambat laun mereka diberikan latihan 
militer dan digabungkan dalam satuan militer Jepahg. Kepada mere­
ka diberi pakaian seragam dan sistem kepangkatan sesuai dengan 
aturan yang ditetapkan. 

Berikutnya dibentuk pula satuan militer dalam bentuk Gyu 
gun di Aceh ( November 1943 ). Seperti halnya dengan dua satuar. 
terdahulu, para anggota . satuan direkrut dari kalangan pemuda di 

28. Pembentukm saiuan ·militer ini, di Jawa dikenal denpn Pet&, Seinendul; d.a 
Hisbuliah. Sedmglam di SUmatra yaiiu Tolalbetsl,l Kelaat~a~tai, Helho, d1111 oYu .... 
lihat "ILJ.Benda. op. cit., hal. 178- 183; Anthony Reid, op. cit., hill. 116 - l19; atllia 
Nueroho.NotOIU&IIlto, op.clt., hal42--:~86. 

24. Maslne-muing saiuan lni terbeniuk aecara bertahap di Aceh. Toku.bew KAII­
aawtai Febma:d, 1943, Heiho Mei 1943, dan Qvu IJ!n November 1943. Anth0117 R.eld, 
loc. cit. 

2~ Kepala Toku.bet.u Keiatmtai uniuk kezeaidenan Aceh diaebut Kalmubucho. P .. 
i1a waktll bel:allhirpenclululua Jepmg clperkiralam ada 750 o:rangsaium. IJhat N.mUOD, 
Sejarah Pe~mgm ·Nulonal di Bidang Be:menjata, ( Djakarta : Mega Book Store, 1964. ) 
haL 126. 
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Aceh. Satuan ini diharapkan bisa menjadi barisan kedua setelah ten­
tara re~r Jepang dalam peperangan menghadapi sekutu. Dengan 
kata lain, ia dimaksudkan sebagai pasukan defensif dalam memper­
tahankan wilayah Aceh dari serangan sekutu 26

• 

S~tUan Gyu gun tersebut dikelompokkan atas tiga tingkatan, 
~ hei tei ( peraju ri t ), kasikan ( bin tara ), dan syako ( perwira ). 
· Seseorang anggota Gyu gun akan bisa beralih dari satu tangga ke 

tangga yang lain berdasarkan keahlian dan ketrampilan, yang ia per­
tunjukkan dalam latihan militer. 

Sesuai dengan sifatnya sebagai pasukan defensif, satuan militer 
Gyu gun di Aceh mempunyai dua macam tugas. Pertama satuan 
Gyu gun yang mengawal pantai dan daerah pedalaman. Dan kedua 
satuan Gyu gun yang mengawal lapangan udara. Sejalan dengan tu­
gas yang bakal dilakukan, kedua kelompok itu mendapat latihan 
khusus. Satuan kelompok pertama dilatih di rensetasi (kamp lati­
han) ldi. Sedangkan kelompok kedua dilatih di rensetai Lhok 
Nga 2 ~:. 

Satuan-satuan militer baik dalam bentuk tokubetsu .keisatsutai, 
heiho, dan Gyu gun tampaknya telah menarik bagi sebagian pemu­
da eli daerah Aceh. Motivasi yang mendorong mereka untuk mema­
suki satuan-satuan militer tersebut adalah pelbagai macam. Di anta­
ranya dapat disebutkan keinginan untuk memperoleh jaminan hi­
dup karena kehidupan ekonomi petani yang kurang baik, keinginan 
untuk menghindarkan pelbagai macam kerja rodi bagi kepentingan 
pemerintah militer, keinginan untuk membela tanah air, dan unt4k 
memenuhi semangat petualang 28

• 

Semen tara itu, kemerosotan yang dialami oleh ten tara J epang 
dalam perang Asia Timur Ray a, mendoro"ngpemerintah pendudukan 
untuk memperluas partisipasi politik bagi bangsa Indonesia. Di sam­
ping untuk memperoleh dukungan bagi mereka, Jepang juga berha­
rap rakyat Indonesia nanti akan bisa mengatur diri sendiri dalam 

26. Ada dua gelombang penarikan Gyu gun di Aceh Penarikan gelombang pertama 
kebanyakan dijadikan heitai dan kasikan. Sedangkan penarikan gelombang kedua bersifat 
selek1if bagi keperhlan sya.ko. Mereka· yang ditalik untuk gelombang ini diutamakan dari 
kalangan bangsawan a tau barisan F., Syammaun Gaharu. Be be rap a Catatan Ten tang Perju· 
angan Kemerdekaan di Aceh Sejak Proklamasi Kemerdekaan Sampai Dengan Pengakuan 
Kemerdekaan Republik Indonesia. Prasaran pada Seminar Perjuangan Aceh, ( Medan, 
1976). 

27. Latihan di rensetai Idi dibuka pada tanggal 8 Desember 1943, dan di rensetai 
Lhok Nga pada bulan Maret- 1944. Lihat dalam Medan Area, op.cit., hal. 50· 51. 

28. Di samping jumlah anggota Heiho yang disebutkan di muka, ada 5000 anggota 
Gyu gun terdaftar di Aceh, menurut estimasi Medan Area, Ibid, hal 50· 51. Sedangkan 
anggota tokubetBU tak diketemukan berapa besar jumlahnya. 
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me~ghadapi sekutu. Sikap dan rencana demikiail tercermin pacta pi­
data perdana menteri Tojo di muka diet ( parlemen) Jepang, m~u­
p~n dal_~_ kun~_ngannya ke pulau Jawa pacta bulan Juli 1943. 29_ 

Untukmerealisasikan rene ana tersebu.t, pemerintah pendudukan: 
Jepang.membentuk Atjeh Shu Sangi Kai (Dewan Penasehat Daerah 
Aceh ) pacta tanggal 17 November 1943. Badan ini semacam badan 
legislatif di bawah pimpinan Teuku Nyak Arief, yang beranggota­
kan 30 orang :301

. Anggotanya terdiri dari pe1bagai macam kelompok 
elite dari Aceh. Setahun kemudian ( Februari 1945), keanggotaan · 
Shu Sangi Kai diperluas oleh Shu chokan S Iinoo. Perluasan itu di­
samping dima'ksudkan untuk menyempumakan susunan anggota, 
juga untuk menarik para elite dari pelbagai' macam kelompok di 
Aceh kedalam lembaga tersebut .a1 . Dengan demikian, pemerintah 
pendudukan Jepang secara leluasa mengontrol para elite berpenga­
ruh di Aceh melalui lem baga ini. 

c. Kehidupan Sosial- Ekonomi. 

Peperangan Asia Timur Raya yang berlangsung terus-mene­
rus selama masa pendudukan Jepang, .. di Aceh tampaknya amat 
berpengaruh terhadap kehidupan perekonomian rakyat Aceh, 
terutama dalam bidang pertanian dan perdagangan. Keadaan de­
mikian barangkali karena Jepang menghadapi blokade ekonomi 
dari sekutu, dan pabrik-pabrik atau perusahaan besar yang bero­
perasi di Indonesia se belumnya sudah seret karen a pemiliknya 
adalah orang Eropa, (terutama orang Belanda,) ditangkap atau 
melarikan diri. Faktor lain yang tidak kurang penting, yaitu pe­
ngerahan tenaga rakyat bagi menyelesaikan proyek-proyek besar 
milik militer Jepang 

Pacta mulanya Jepang memang bermaksud untuk meningkat­
kan kehidupan perekonomian rakyat Aceh dengan membentuk 
29. Lihat -H.J. Benda: op.cit., hal. 270-290-:-
30. Sebelumnya sudah terlebih dahulu dibentuk Shusangi In (Dewan Penasehat Pu· 

sat) Sumatra di Bukit Tinggi 24 Maret 1945. Dalam lembapltu Aceh dlwakill oleh Teuku 
Nyak Arief dan Teungku Muhammad Daud Beureueh. Sungguhpun Atjeh Sh':' Sane! Kal 
dibentuk pada bulan November, tetapi baru diresmikan oleh Shu chokan S Iinoo pada 8 
Desember 1943. Anggotanya terdirl dari 7 orang guncho, 7 orang sancho, dan 16. orang be· 
rasal dari ulama dan cendekia wan di Ace h. Daftar anggota lengkapnya llbat SM Am in, op. 
cit., hal. 21, atau A.J. Piekaar, op,cit., hal. 344 -345. 

31. Dengan ketetapan Atjeh Shu chokan No. 2 tanggal 1 Februari 1946, anuota 
Shu Sangi Kai dirubah dari 30 orang menjadi 40 orang. Anggota lama hanya 19 oranalagi. 
11 orang diganti dengan anggota baru. Dan juga diangkat beberapa anggota baru mewakill 
kelompok minoritas. Di antaranya Thlo Kie San, dan dr F.J. Nainuolan. Llbat A. J. 
Piekaar, ibid., hal. 346- 347.. 
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Atjeh Shu Seityo Sangu kotabutyo ( kepala urusan ekonomi 
dan lalu lintas daerah Aceh) di 6awah pnnpinan S. Mashubuti. 
Perangkat lembaga ini mempunyai rencana muluk bagi pening­
katan taraf kehidupan rakyat Aceh .. Beberapa rencana yang 
menjadi perhatiannya an tara lain adalah bidang pengairan, _per­
luasan areal persawahan, kerajinan ( teru tama pemeliharaan ulat 

-. - - 32 - -
sutera), dan JUga pertenakan . Kesemua rencana ini mempu-
nyai maksud agar rakyat Aceh berswasem bada dalam situasi 
masa perang. 

Dalam perkembangan selanjutnya temyata rencana yang 
disusun itu tidak terwujud sepenuhnya Pengairan dan perluasan 
sawah yang merupakan tulang punggung perekonomian Aceh 
tidak banyak dibenah. Pemerintah Jepang hanyamengandalkan 
pengerahan tenaga rakyat bagiperbaikanirigasi. Tambahanpara 
petani amat disibuki oleh tugas kerja rodi ataupun membuat 
ku bu-ku bu pertahanan militer. 
- -

Penyedotan tenaga oleh Jepang terhadap petani tentu mem-
bawa implikasi luas terhadap kehidupan pertanian, terutama sa­
wah di Aceh. Sehingga pengelolaan sawah di Aceh kurang tera­
tur. Tambahan lagi dengan dibentuknya semacam badan BDK 
oleh pemerintah Jepang untuk membeli dan mengutip padi dari 
sisa produksi petaiii buat keperluan suplai milite~ 33

• Kesemua 
faktor ini terjalin sedemikian rupa dan membawa pengaruh ke­
pada kegairahan para petani untuk bersawah. lni tentu memba­
wa akibat kepada merosotnya produksi padi di Aceh, yang pa­
da gilirannya akan menimbulkan bahaya kelaparan 34

• 

Kemerosotan perekonomian juga terasa dalam kehidupan 
pemiagaan. Dengan berkurangnya barang-barang impor atau 
substitusi impor, terutama tekstil sehingga barang itu menjadi 
langka di pasaran. Kekurangan tekstil ini amat berpengaruh pa­
da kehidupan rakyat Aceh yang mengandalkan tekstil import. 

32. Uraian mengenai rencana lembaga itu dapat dillhat pada Majalah Minami. 
33. Ba~n itu dibentuk ~mpai ketingkat oon. Harp pembelian gabah sudah mereka 

tentu_kan. Sungguhpun ada ketentwm padi yang mereka kutip adalah sisa produksi bag! ke· 
butuhan makan keluarga petani, tetapi tidak jarang peraturan ini mereka abaikan .Lihat da· 
lam T.Sabi Ubit, "Rakyat yang berjiwa patriotik melawan penjajahan Jepang",Berita Bua· 
na, (Jakarta, 22 Mei 1975). Dan wawancara dengan T.M.Amin. 

34. Pada bulan Mel 1944 diperkirakan 65% penduduk Aceh kekuranpn beras. Amat 
kontras denpn masa pendudukan Belanda di mana Aceh adalah surplus beras._ Lihat A.J. 
Piekaar, op.cit., haL 225 • 6 , 290 • 2. 
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Akibatnya sebagian besar penduduk terpaksa men_ggunakan g<r 
ni, tikar, bahkan kulit kayu se bagai bahan pakaian ·85

• 

D. Kehidupan Sosial Budaya. 

Seperti halnya dengan kehidupan sosial-ekonomi, kehidupan 
sosial budaya ( terutama perididikan, kesenian, dan kehidupan 
beragama ) masyarakat Aceh amat terpengaruh oleh peperangan . 
Asia Timur Raya selama pendudukan Jepang 

Pemerintah pendudukan Jepang amat menyadari bahwa 
pendidikan merupakan salah satu alat yang ampuh bagi proses 
sosialisasi. Oleh karena itu ia amat memperhatikan sistem pen­
didikan yang dijalankan baik oleh sekolah-sekolah pemerintah 
( sebelumnya Belanda ) maupun sekolah-sekolah yang dikelola 
oleh beberapa organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah 
dan Taman Siswa di Aceh. 

Pada dasamya Jepang mengelompokkan sekolah - sekolah 
umum yang terdapat di Aceh atas dua kelompok Pertama adlr 
lah kokumingko ( sekolah negara ) yang merupakan tingkat 
dasar sebagai ganti volkschool atau veiVolgschool sebelumnya. 
Dan kedua sekolah menengah, yang terdiri atas dua jenis yaitu 
Shu Takko ( sekolah lanjutan lima tahun ) dan Sihang Gakko 
( sekolah guru ) 86 

. 

Materi pendidikan pada sekolah-sekolah tersebut disesuai­
kan dengan kepentingan kolonialisme Jepang. Bahasa Belanda 
dan Inggris yang sudah diajarkan sebelumnya dihapuskan. Blr 
hasa pengantar yang dipergunakan adalah bahasa Melayu dan 
bahasa Jepang. Demikian juga tulisan Hirgana dan Katagana, 
serta lagu-lagu Jepang seperti Kimtgayo dan Taiso diajarkan pu­
la Bahkan pada setiap pagi, semua murid diharuskan melaku­
kan upacara sakerei ( sikap badan membungkuk atau rukuk 
menghadap ke istana kaisar di negeri Jepang ) 87. 

86. Bahkan pada tin&.kat tertentu diketemukan penduduk yanc meli.aantikan kain 
kafan (pembunckus mayat) denpn tikar. Kesulitan itu bukan saja menyan&]wt pablan, 
tetapi jup denean baban sandan& panean lainnya seperti gula. Wawancara denpn T. M.­
Amin. 

86. Sebal[an oesar guru-gurunya adalab e;uru-curu sebelumnya, d i antaranya untuk 
tingkat sekPlah menengah yaitu Karim Duriat, Suratno, Ali Murtolo, Hasyim MK., dan Bur­
hanudin Harahap. U.hat 10 Tahun Darussalam dan Harl Pendidikan (Banda Aceh : Yay.a­
san Pembina Darussalam. 1969), hal. 329. 

37. Ibid., hal 374. 
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Perhatian Jepang bukan saja kepada pendidikan umum yang 
bercorak Barat, malahan juga terhadap lem baga-lem baga pendi­
dikan keagamaan yang sudah tumbuh dan berkembang di Aceh 

baik dalam bentuk pesantren maupun dalam bentuk madrasah. 
Untuk ini ditunjuk seorang inspektur yaitu Teungku Ismail Ya­
ku b yang bertugas mengawas dan membina pendidikan keaga­
maan di Aceh ·38 • 

Pagelaran kesenian rakyat yang biasa dilakukan baik dalam 
upacara keagamaan dan upacara daur hidup seperti dalail, dike 
mulod ( syair selawat kelahiran nabi ), seudati, ratoh, laweut, 
dan sebagainya sudah amat kurang dipertunjukkan. Keadaan 
demikian berkaitan erat dengan kehidupan perekonomian rak­
yat yang morat-marit karena situasi masih dalam keadaan pe-
rang 39 ·. . 

\ Kehidupan beragama juga terpengaruh sehingga agak kurang 
semarak selama masa pendudukan Jepang. Hal ini disebabkan 
karena' bermacam tugas pengerahan tenaga bagi keperluan mili­
ter dan kehidupan ekonomi yang lesu. Oleh sebab itu upacara 
pengajian di mesjid atau meunasah tidak begitu lancar 40

• 

Sungguhpun pada tingkat desa kehidupan beragama . agak 
merosot dan untuk menghindari gejolak akibat h.al itu, maka 
Jepang merangkul para elite ul<~rna, terutama yang modernis ke 
dalam orbitnya.· Ini dimaksudkan di samping untuk tujuan poli­
tik dan juga untuk menghindari jangan terjadi kelompok elite 
ini membakar $emangat rakyat untuk memberontak melawan 
mereka 41 

• Cara yang ditempuh yaitu dengan menarik dan 
menggiring mereka ke dalam lembaga-lembaga pemerintahan 
yang sudah dibentuk (Maikbatra, Shu Sangi Kai dsbnya). Mala 
hah untuk memperlihatkan penghargaan mereka kepada agama 

38. A.J.Piekaar, op. cit., hal. 284 • 286. 
39. Wawaricara, Teungku M Sufi dan T.M. Amin. 
40. Umumnya orang Aceh melakukan pengajian pada malam hari. Sedangkan mi· 

nyak lampu pada waktu itu amat sukar diperoleh.,Bahkan ada larangan untuk menghidup­
kan lampu stromking pada malam hari, karena sua sana perang. Wawancara dengan T.M. · 
A min. 

41. Pada waktu itu sudah mulai berkembang ungkapan "Jajuz WaMa'jud" (sejenis 
mahluk jahat yang bakal merusak keimanan Muslim ) bagi Jepang. Malahan pada tingkat 
tertentu berkernbang ungkapan "talet asee, tapeu tamong buy" (kit a kejar/usir anjing, kita 
masukkan babi). 2 binatang haram Islam untuk sebutan bagi Belanda dan Jepang. Seberapa 
jauh rasa frustasi ini terlihat pada peristiwa Cot Plieng di ba wah pimpinan Teungku A.Jalll 
(November 1942). Lihat A.J. Piekaar, op.cit., hal. 112- 113,304 • 07. 

20 



Islam, Jepang membentuk shu kyo hoin (mahkamah atau lem­
baga pengadilan Islam), pada tanggal 15 Februari 1944. Lemba 
ga yang mempunyai birokrasi sampai ketingkat kampung ini 
kemudian diperluas tugasnya sehingga meliputi juga urusan za­
kat dan wakaf 42 

. 

E. Impak Pemerintah Pendudukan Jepang Terhadap Rakyat Aceh. 

Kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerin-' 
tah pendudukanJepang (1942-1945) yang dimaksudkan dalam 
rangka mewujudkan persekemakmuran Asia Timur Raya mem­
bawa implikasi luas terhadap kehidupan masyarakat Aceh. Im 
plikasi itu dinyatakan pada struktur pemerintahan, kekuatan 
politik, dan partisipasi masyarakat . dalam kekuasaan dengan ka­
dar yang berbeda-beda. 

Perluasan partisipasi kepada para elite di Aceh dengan mem­
berikan kesempatan untuk menduduki pelbagai macam lembaga 
(pemerintah lokal, Maikbatra, Shu Sangi Kai, Shu kyo Hoin dsb 
nya) secara tidak langsung memberikan latihan atau ketrampilan 
untuk menjadi administrator. Pengalaman yang mereka peroleh 
dalam pelbagai kedudukan itu memberi modal bagi diri mereka 
untuk membentuk struktur pemerintahan pada masa berikut­
nya. 

Demikian juga dalam bidang kemiliteran. Satuan-satuan mi­
liter yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan J epang mem-· 
beri bekal pengalaman tentang pengetahuan militer moderen di 
kalangan pemuda Aceh. Para pemuda yang mendapat pendidi­
kan kemiliteran ini bakal bisa mengorganisir I em baga kemilite · 
ran pada masa berikutnya. 

Dukungan yang diberikan oleh pemerintah kolonial terh£> 
dap golongan elite ulama dengan maksud mengharapkan partisi 
pasi mereka memberi efek yang dalam pada kehidupan politik 
di Aceh pada masa berikutnya. Kecuali terjadi mobilitas 
vertikal, para ulama mendapat pengalaman baru · bagaimana 
menjadikan diri sebagai administrator. Akibat lain lagi yang ti­
dak klirang penting, yaitu semakin luasnya perana11ulama da-

42. S. M. Amin, op. cit. , hal. 27 . 
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lam kehidupan politik di Aceh (melalui Maikbatra, Atjeh Shu 
sangi kai dsbnya). Malahan organisasi mereka semakin intensif 
melaJui lembaga Atjeh Shu Kyo Hoin. 

Di lain pihak, elite uleebalang tidak mendapat konsesi poHtik. 
yang luas seperti elite ulama. Mereka masih tetap meneruskan 
peran tradisionalnya. Kemajuan yang diperoleh yaitu dengan di­
beri kepercayaan menduduki jabatan guncho, yang sebelumnya 
dijabat oleh Belanda. Sungguhpun jabatan guncho tersebut di­
berikan oleh J epang pada pihak mereka, namun dalam batas ter­
tentu Jepang memperlonggar kedudukan tersebut bagi golongan 
lain. 

Kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerin­
tah pendudukan' Jepang bukan tidak dibayar dengan harga rna­
hal. Tekanan ekonomi yang diderita oleh rakyat, pengerahan te­
naga rakyat bagi keperluan militer J epang, usaha J apanisasi ter­
hadap kehidupan sosial kultural menimbulkan perasaan frustasi 

· di kalangan rakyat Aceh, yang tadinya berharap harap terlalu 
banyak kepada pemer:intah pendudukan Jepang. Sikap frustrasi 
ini pad a tingkat tertentu menim bulkan konflik seperti yang ter­
jacl.i pad a perang Cot Plieng Bayu, Perang Pandrah J eunieb, dan 
perlawanan pasukan gyu gun di bawah pimpinan Teuku Hamid. 
Seberapa jauh sikap kurang senang yang dipertunjukkan oleh 
rakyat terhadap J epang tampak dalam perlawanan fisik yang 
mereka pertunjukkan, tetapi juga dalam ungkapan-ungkapan 
seperti Jajuz Wa Ma'juz dan taleet Asee, ta teurimong buy seba­
gai ungkapan kekesalannya kepada J epang. 
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BAB Ill 

PROKLAMASI KEMERDEKAAN DI ACEH 

A. Sambutan Masyaraka t Aceh. 

Seperti telah dijelaskan dalam bab terdahulu, bahwa penda­
ratan Jepang ke Aceh pada mulanya mendapat dukungan sepenuh­
nya dari berbagai lapisan masyarakat. Hal ini tidak lain oleh karena 
rakyat mengharapkan dengan kedatangan Jepang berarti kemerde­
kaan yang telah demikian lama dinantikan akan segera terwujud, 
sesuai dengan janji yang telah pernah diucapkan sebelum mereka 
memasuki Aceh. Janji yang telah mempengaruhi rakyat itu, ter­
utama disampaikan melalui barisan Fujiwara Kikan dan juga seba­
gai hasil pertemuan dengan delegasi PUSA yang diutus ke Malaya 
dan Pulau Pinang. 

Tetapi apa yang diharapkan oleh rakyat itu, ternyata sebalik­
nya yang terjadi. Rakyat Aceh semenjak daerahnya diduduki 
Jepang telah merasa, bahwa perlakuan Jepang kadang-kadang lebih 
kejam dari apa yang telah pernah dipraktekkan oleh pemerintah 
Kolonial Belanda. Seperti telah disinggung juga di muka rakyat 
sangat menderita terutama dalam bidang kehidupan ekonomi. 
Banyak harta rakyat yang dirampas untuk kepentingan perang me­
lalui kaki tangannya, seperti BDK, ; demikian pula tenaga rakyat 
di peras untuk membuat kubu-kubu pertahanan, lapangan terbang 
dan lain-lain melalui pengarahan tenaga rakyat yang dikenal de­
ngan romusha. Hal-hal yang demikian itulah yang menyebabkan 
rasa kebencian rakyat semakin hari semakin bertambah, yang 
untuk ini tercermin dari perlawanan-perlawanan yang dilakukan 
oleh rakyat,seperti peristiwa yang dilancarkan oleh Teungku Abdul 
Jalil, Gerakan Gyugun di bawah pimpinan Teuku Abdul Hamid 
di Meureudu dan Peristiwa Pandrah-Jeunib yang berlangsun_g 
beberapa bulan sebelum Jepang meninggalkan Daerah Aceh 1 . 

Keadaan yang demikian tidaklah akan berlangsung lebih 
lama; tetapi segera berobah, terutama setelah pasukan Sekutu da­
pat menguasai beberapa daerah di Pasifik. Sebagai akibat dari 
perobahan situasi internasional pada waktu itu, menyebabkan 

1 Mengenai perlstiwa yang digerakkan oleh Tgk. Abdul Jalil (Perlstiwa Cot flieD& 
Bayu), Gerakan Gyugun eli Meureudu dan Perlstiwa Pandrah- Jeunieb, lihat leblh 
lanjut, Muhammad Ibrahim et. al, Sejarah Daeroh Propinai Daerah I.timewa Aceh, P3KD, 
Dep, P danK, (Jakarta; 1977/1978), hal. 190- 199. 
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Jepang ha:rus mengadakan perobahan berusaha untuk mendekati 
penduduk kembali; berbagai daya upaya dijalankan dengan tujuan 
mengambil hati rakyat yang telah lama membenci mereka. Pelak­
sanaan dari politik yang dianut ini dapat dilihat antara l~in, di­
mana-mana diadakan rapat umum; demikian pula dengan meng­
gunakan mass-media, seperti harlan Aceh Sin bun, untuk meriarik 
hati rakyat. 

Meskipun Jepang telah berusaha semaksimal mungkin agar 
rakyat tetap bersimpati kepada mereka, namun rasa kebencian 
itu tidak dapat terkendalikan lagi; sampai pada saat Jepang akan 
meninggalkan Aceh masih ada saja peristiwa-peristiwa berdarah 
yang diakibatkan dari rasa kebencian itu. Menjelang diumumkan 
kapitulasi atau pada saat-saat telah mulai jatuhnya beberapa 
front pertahanan didaerah-daerah yang telah mereka rebut pada 
awal perang Pasifik keadaan di daerah Aceh semakin bertambah 
gentin~. Dalam saat-saat yang demikian pemerintah Jepang telah 
mengambil beberapa langkah kebijaksanaan yang lebih meru­
pakan pengamanan terhadap rakyat umum. Diantara tindakan 
pengamanan itu adalah menyita pesawat radio yang dimiliki oleh 
dan mengawasi dengan ketat kantor berita Domei yang selama ini 
memonitoring berita -tentang kemenangan Jepang atau pesan-pe­
san pemerintahannya kepada daerah-daerah penduduk. Demikian 
pula halnya dengan mass-media lainnya; bahkan satu-satunya surat 
kabar resmi pada waktu itu di Aceh, yaitu : Aceh Sinbun, juga di­
awasi dengan ketat agar berita-berita tentang kemunduran Jepang 
di front Pasifik, yang mungkin diketahui oleh para anggota redaksi 
secara rahasia (staf redaksi terdiri dari orang Jepang dan Indonesia) 
tidak dimuat sebagai berita. a. 

Dengan tindakan pemerintah Jepang itu menyebabkan para 
pemimpin di daerah Aceh menjadi sulit dalam mengikuti bagaima­
na perkem)::>angan politik internasional yang sesungguhnya pada 
waktu itu. Dan hal ini pulalah yang menyebabkan hampir tidak 
ada komunikasi lagi antara pemill)pin~pemimpin pergerakan di­
suatu daerah dengan daerah lainnya. Kini yang diketahui umum­
nya hanya siaran-siaran resmi pemerintah atau pemberitahuan 

2 Lihat juga, S.M. Amin, Kenang-kenangan dari masa lampau, Pradnya Paramita, 
(Jakarta : 1978), hal. 10- 16. 

3 Muhammad Ibrahim, et. al., op. cit., hal. 201. 
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1besar-pembesar Jepang yang selalu menganjurkan . agar 
ersatu padu dalam menghadapi sekutu dan sebagai imba­
:pang akan tetap memelihara keamanan di Daerah Aceh 
tiba saat]:iya bangsa Indonesia menerima kemerdekaan 
rang telah pemah di janjikannya. Sehubungan dengan ini 
lar Aceh Sinbun dalam penerbitan istimewanya, Jum'at 
'I September 1944 menyiarkan Pidato Radio Perdana 
epang, yang antara lain berbunyi : 

.. ... .. ..... Kemaharajaan Dai Nippon memakloemkan de­
•es terang, bahwa kemoedian hari Hindia Timoer akan di-

. ~emerdekaannja soepaja dapat mentjapai kebahagiaannja 
·' '·. oentoek bal1gsanja sendiri. 

kejoejoeran Kemaharajaan Nippon atas pendoedoek-pen-
li Asia Timoer ini ................. Marilah kit a bersama - sama 
oei hati dengan kokoh sebagai wadja dan serahkan1ah se­
ga oentoek mentjapai kemenangan bersama-sama majoe 
emoelihkan Asia oentoek Asia. Kalaoe dilak~kan sede­
l.ffi peperangan soetji sekarang ini pastilah kita dapat 

\ !mn moesoeh-moesoeh kita Amerika, Inggeris, dan 

m penerbitan lain dimuat pula semboyan : "Bergi-
• .:. embantu Tentara, Menunju kearah Indonesia Mer-
deka· inbun Kamis 15 Februari 1945 atau 15 Ni Gatu 
2605). Dantu_, •1 hari sebelum Jepang menyerah, Aceh Sin bun sekali 
lagi memuat berita mengenai kemerdekaan yang dijanjikan J epang 
itu, yaitu dalam nomor istimewanya yang terbit tanggal 7 Agus­
tus 1945 : 

"Kemerdekaan Indonesia jang di idam-idamkan akan ditjip­
takan dalam masa jang singkat ini, demikian boenji Makloe-
mat Balatentara Kawasan Selatan .................... ... Dasarnja 
dan Pokoknja Negara Indonesia Merdeka jang akan Jahir 
dan soesoenan siasatnja serta hal - hal jang penting, akan di­
tetapkan oleh Panitia. Kemerdekaan Indonesia dengan me­
roendingkan seteliti-telitinja. Berhoeboeng dertgan ini pada 
hari ini Soe1na tera Saikosikikan Kakka memberi nasehat 

jang menjatakan Kemerdekaan l'ndonesia akan segem terkabul, 
- Negara Indonesia akan menjadi satoe. 

4 
Nomor istimewa Aceh Sinbun itu tersimpan pada Aboe Bakar Bsf. d~ telah 

dimuat pula, sebagai halaman tambahan, dalam buku yang diter:lemahkannya, yaiw 
H. C. Zentgraaf, Aceh, belum diterbitkan, hal. 407 - 8. 
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bahagian dari lingkungan Asia Timoer Raja yang gilang gemi • 
lang jang Nippon sebagai poesatnja 5• 

Tetapi bagai manapun ketatnya dilakukan pengawasan agar 
kekalahan mereka tidak diketahui ataupun tidak tersiar kepada 
rakyat, namun kemudian hal itu bisa juga diketahui, terutama me­
lalui perwira-perwira Gyugun yang masih dipekerjakan oleh J epang 
dan ditempatkan di staf intelijen. Selain itu juga melalui beberapa 
anggota redaksi Aceh Sinbun (disini ditempatkan sebuah radio 
untuk kepentingan Jepang); Secara rahasia, dan sepengetahuan 
redaksi orang Jepang, mereka selalu berusaha untuk mendengar 
berita - berita yang berasal dari pihak sekutu. Kemudian baik 
para perwira Gyugun, maupun para anggota Aceh Sinbun secara 
lisan dan rahasia berusaha pula untuk menyampaikan berita -
berita tersebut, terutama yang menyangkut dengan kedudukan 
J.epang dalam Perang Asia Timur Raya kepada para pemuka 
masyarakat. Penyampaian secara rahasia ini dimaksudkan agar 
terhindar dari jaringan Intelijen Jepang yang selalu mengamat­
amati gerak para pemuka masyarakat. 6 Kall\U sekira­
nya diketahui pasti akan membahayakan mereka; bagi -pemuka 
masyarakat yang dicurigai atau dituduh tidak memihak Jepang 
akan ditangkap, bahkan ada pula yang dibunuhnya. Penangkapan 
dan pembunuhan dalam jumlah yang besar terhadap orang-orang 
yang dicurigai telah direncanakan 7 dan juga telah pernah dila­
kukan, seperti penangkapan atas diri Teuku Raja Jum'at Lhong, 
Teuku Ali Basyah Peukan Bada dan Teuku Dullah Seulimeum. 
Demikian pula pembunuhan terhadap Teuku Mohd. Hasan Geu­
leumpang Payong dan Rizal, bekas pengurus perkara-perkara 
di Landraad Kutaraja. Kepada mereka ini dituduh melakukan 
perlawanan terhadap Dai Nippon dan menghambat kemenangan 
dalam perang Asia Timur Raya 8

. 

5 Ibid., terbit tanggal 15 Pebruari 1945 tersimpan pada Muhammad Ibrahim (EJD 
dan penautip) 

6 A. Hasjmy dan T. Alibasyah Talsya, Hari-hari pertama Reuolusi 45 di Daerah 
Modal, Kanwil Dep. P dan K Prop. Daerah Istimewa Aceh- Sl. Aceh, 1976, hal. 7 - 8. 

7 . Nama-nama Pemimpin Rakyat yang direncanakan ditangkap dan dibunuh di Aceh 
Timur, lihat, Abdullah Hussain, Terjebak (I) Pustaka Antara; (Kuala Lumpur; 1965), 
hal. 371-6. 

8 . S.M. Amin, op. cit., 15 -16. 
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Di lain pihak, yang makin menambah keyakinan para pemim­
pin rakyat akan kemunduran tentara Jepang disetiap front adalah 
dati tindakan atau perbuatan mereka sendiri dibeberapa tempat di 
Aceh. Tindakan tersebut adalah pemberhentian sukarelawan 
angkatan laut J epang yang berasal dati ban gsa Indonesia, di 
Sabang dan pembubaran kesatuan Gyugun serta menyuruh mereka 
agar pulang ke kampung masiilg-masing dan jika diperlukan lagi 
akan dipanggil kembali nanti. Dalam pada itu tersiar pula. betita 
ten tang adanya beberapa opsir Jepang yang melakukan tindakan bu-
nuh diri. 9 Dati kejadian-kejadian terse but semakin memperkuat du­
gaan mengenai kekalahan yang diderita Jepang, sebab hal-hal yang 
serupa itu sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh Jepang di 
Daerah Aceh. 

Sejalan dengan politik yang telah disebutkan di atas, yakni 
politik ingin mendekati rakyat dati berbagai golongan, baik para 
bangsawan, ulam:a ataupun lain-lain, maka pada bulan Juli 1945 
para pembesar Jepang menghubungi tokoh-tokoh pemuda yang 
ada di" Kutaraja, an tara lain Tuanku Hasyim. Dalam pertemuan 
pada waktu .itu, pihak Jepang kembali menegaskan, bahwa Dai 
Nippon pasti akan .membetikan kemerdekaan kepada bangsa 
Indonesia. Oleh karena itu mereka meminta untuk mengkoordinir 
pemuda-pemuda sehingga lahir suatu angkatan pemuda yang kuat 
di Aceh. Bahkan beberapa hati ke~nudian Tuanku Hasyim diminta 
oleh Atjeh Syu Seityo Matsubushi(?) untuk mengadakan suatu rapat 
pemuda Kutaraja. Juga dijelaskan bahwa Atjeh Syu Tyokan (residen 
Aceh) S. lino dan ia sendiri akan hadir dan sekaligus menyampai­
kan pidato pada rapat tersebut. Rapat pemuda yang dimintanya 
itu akhirnya dapat dilangsungkan pada tanggal 14 Agustus 1945 
di Atjeh Bioskop Kutaraja dan dihaditi oleh pemuda-pemuda serta 
masyarakat dari setiap unsur. Suatu hal yang mengejutkan para 
pemuda - karena tidak diketahui tempat pada hati itu Jepang 
te1ah menyerah- ada1ah tidak hadirnya Syu Tjokan dan satu-satu­
nya yang hadir dari pihak Jepang adalah Matsyubushi, yang me­
ngucapkan pidato singkat tanpa bersemangat. Sedang dipihak 
pemuda te1ah menyampaikan pidatonya secara penuh membakar 
semangat, tidak saja dati unsur pemuda, seperti Ali Hasjmy, Tuan­
ku Hasyim, tetapi juga te1ah turut berbicara penuh semangat dua 

9 
&mail .Jacob, "Rl\11&yat Gema ·Proklamasl di Aceb", Warla Pendldikan dan .Ke· 

budayaan, np. 7, iabun 1971, Perw. Dept. P dui. K Propi.n.l Daerab IsUmewa A-eeh 
mu.2a. • 
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orang pemimpin Aceh, yaitu : Teuku Nyak Arief dan Tengku 
Muhammad Daud Beureueh 10 

Rapat pemuda yang diadakan tepat pada hari menyerah 
Jepang itu telah memberikan arti yang penting bagi para pemuda, 
terutama yang berada di Kutaraja dan Aceh Besar; mereka telah 
mendengar langsung pengarahan-pengarahan yang diberikan oleh 
para pemimpin mereka pada waktu itu. Karena tidak mengheran­
kan apabila nanti setelah diketahui Indonesia telah merdeka, para 
pemuda-pemuda cepat berhasil mengorganisir dirinya dalam satu· 
barisan pemuda yang diberi nama Ikatan Pemuda Indonesia (lihat 
bagian berikutnya dibawah). Ini adalah merupakan hasil nyata 
dari rapat tersebut, meskipun pada waktu rapat berlangsung tidak 
dengan tegas menyinggung hal-hal yang menyangkut dengan 
perlunya dikoordinir kekuatan pemuda untuk mempertahankan 
~emerdekaan yang akan di proklamirkan (tidak diberikan oleh 
Jepang) . 

Dengan gambaran sebagai mana yang telah dikemukakan di 
atas, dapatlah menunjukkan, bahwa suasana di lbukota .Aceh Syu 
(keresidenan Aceh) khususnya dan di tempat-tempat lain di Aceh 
umumnya, pada bulan-bulan terakhir menjelang kekalahan Jepang 
tampaknya kacau dan tidak menentu. Para pemimpin rakyat 
tidak mengetahui dengan pasti apa yang sedang terjadi, sebab 
berita~berita (informasi) umumnya tidak dapat dijadikan pegangan. 
Karena peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada waktu itu .. 
tidak dapat diketahui dengan segera; kapitulasi J epang tanggal 
14 Agustus 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 
tanggal 17 Agustus 1945 tidak dapat didengar pada saat peristiwa 
itu berlangsung. Kedua peristiwa bersejarah ini baru diketahui 
oleh rakyat Aceh setelah beberapa waktu berselang. 

Mengenai peristiwa kapitulasi J epang pada mulanya hanya 
diketahui ~ecara samar-samar, yaitu melalui para perwira Gyugun 
yang masih bekerja di staf intelij.en Jepang dan juga melalui be­
berapa orang Indonesia (Ghazali Yunus, M. Nur, Amiruddin S, 
Bustamam dan Bustami) yang bekerja pada kantor berita Domai 
di Kutaraja. 11 

10 . Tuanku Hasyim, "Detik-detik Proklamasi 1945" Warta Pendidikan dan Kebu­
dayaan,op. cit., hal. 13. 

11 Aboe Bakar Bsf, op. cit. , hal. 563; Ismail Jacob, op. cit., hal. 22. 
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Mula-mula berita yang samar-samar ini tidak begitu terpengaruh 
dalam masyarakat, tetapi kemudian setelah terlihat tindakan 
dan gerak-gerik Jepang sendiri, sebagaimana telah disebutkan di­
atas maka berita tersebut semakin tersebar luas dalam masyarakat. 
Keadaan yang serba tidak kepastian itu pada mulanya tidak di­
tanggapi secara serius oleh para pembesar Jepang di Aceh. Tyokan 
sendiri, . sebagai penguasa tertinggi di sana tidak pernah niemberi­
kan keterangan resmi mengenai kekalahan J epang itu. Hal ini 
mungkin di dasarkan pada pertimbangan, bahwa jika situasi yang 
sesungguhnya diketahui oleh rakyat, diperki rakan mereka akan 
mendapat perlawanan dari rakyat, sebagai mana yang telah dialami 
oleh Be1anda sebelumnya, yaitu pada waktu mereka akan mening­
ga1kan Aceh (apa yang diduga itu, seperti akan diuraikan da1am 
baiian berikutnya, memang benar terjadi). 

Karena situasi daerah semakin tidak menentu, maka pada. 
tangga1 23 Agustus 1945 Tyokan S. Iino terpaksa memanggi1 
para pemimpin rakyat ke tempat kediamannya (pendopo Guber­
nur sekarang). Adapun tokoh-tokoh pemimpin yang dipanggil itu 
ia1ah : · 'reuku Nyak Arief, Teuku Panglima Polem Mohd . . Ali, 
Tengku Mohd.Daud ~eureueh, Said Abu BaiCar dan Teuku Ahmad 
Danu 12

. Dalam pettemuan itu S. lino secara resmi menyampai­
kan hal-hal yang menyangkut dengan situasi daerah Aceh dan posi­
si Jepang. pada waktu itu, tetapi tidak sedikitpun menyinggung 
mengenai. Proklamasi Kemerdekaan indonesia; Ia hanya menegas­
kan bahwa perang telah selesai dan kepada para pemimpin rakyat 
dianjurkan untuk bersama dengan pemerintah J~pang menjaga 
keamanan · di daerah Aceh. Selain itu pada tangga1 24 Agustus 
1945 Bunsyutyo Aceh Timur, Obara, juga te1ah menyampaikan 
hal yang serupa kepada para guntyo, suntyo dan kutyo yang 
ada da1am wilayahnya. Ditambahkan lagi olehnya kata-kata : 
"Apa bo1eh buat_ perang sudah damai, jadi Indonesia tidak dapat 
merdeka 1agi" 13 (yang dimaksudkan tentu kemerdekaan "ha­
diah" J epang, sebab kemerdekaan yang diproklamirkan o1eh 
bangsa Indonesia sendiri · telah terjadi tujuh hari sebe1umnya; 
dan ini tidak diberitahukan kepada yang hadir pada waktu itu). 

Pembicaraan antara pemimpin rakyat dengan Tyokan S. lino 

12 Ibid., hal. 23. 

13 Abduilah Hussain, Perlstlwa, (11) Pustaka Antara (Kuala Lumpur : 1986), hal. 6; 
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tangga1 23 Agustus -itu tidak diketahui o1eh rakyat umum, ber­
hubung pertemuan diadakan tertutup dan yang hadir juga terba­
tas. Karena itu mengingat pentingnya, diminta agar Tjokan me­
ngumumkan secara resmi mengenai apa yang te1ah disampaikannya 
da1am pertemuan tersebut kepada segenap 1apisan masyarakat. 
Untuk maksud inilah pada tangga1 25 Agustus 1945 Tyokan 
S. Iino menge1uarkan sebuah mak1umat yang ditujukan kepada 
se1uruh rakyat Aceh. pada hari itu juga, sete1ah semua pegawai 
gunseibu, baik bangsa J epang maupun ban gsa Indonesia, hadir 
di halaman pendopo, Tyokan memberikan penjelasan mengenaJ 
te1ah terjadinya perdamaian antara Dai Nippon dengan sekutu. 
Penjelasan itu diberikan berdasarkan maklumat Soematera Sai­
kosikikan Kakka, yang menyatakan bahwa peperangan Asia 
Timur Raya telah berakhir dan kemaharajaan Dai Nippon telah 
bersedia melangsungkan perdamaian dengan Amerika, lnggris, 
Rusia dan China. Selanjutnya Tyokan S. Iino juga menyampai­
kan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala bantuan 
rakyat Aceh serta kerja sama yang baik dengan Dai Nippon se1a-

. . 14 mam1 
Maklumat resmi yang dikeluarkan olehAtjeh Syu Tyokan itu 

dalam waktu yang relatif singkat telah tersebar luas keseluruh 
pe1osok daerah Aceh. Harlan Atjeh Sinbun yang terbit sebagai 
edisi ter-akhir pada hari keluarnya maklumat tersebut juga memuat 
nya, karena dianggap isinya penting untuk diketahui secepat 
mungkin oleh rakyat umum dan tentu iu_ga sebagai kenang-kenang­
an terakhir pada penutup usianya itu 15 

. Demikian pula hahfya 
dengan para pemuda yang telah memperoleh maklumat tersebut; 
secara cepat diperbanyak dan ditempelkannya disetiap sudut kota, 
bahkan secara meraton dikirimkan keluar Kutaraja, sehingga da-
1am waktu beberapa hari saja sebagian besar rakyat telah menge­
tahui keadaan yang sesun~guhnya 16

. 

M.engenai dengan berita proklamasi Kemerdekaan Indonesia 
yang diucapkan oleh Bung Karno dan Hatta tanggal 17 Agustus 
1945 juga ter1ambat beberapa hari di terima di Aceh. Agaknya hal 

14 
Ismail Jacob. op. cit., 'hal. 23-4. 

15 
Ismuha, "Pengetahuan ·saja sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945", Warta P danK, 

no. 7 tahun 1971, Perw. Dep. P danK Propinsi Daerah Istime'wa Aceh, hal.~. 

16 
Ibid., : Ismail Jacob , l(>c. cit. 
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ini juga menjadi salah satu faktor sehingga setelah diketahui Je­
pang telah menyerah kalah, tim bul keragu - raguan pada sebagian 
masyarakat Aceh terutama di wilayah-wilayah afdeeling, siapa se­
benarnya, setelah J epang, yang akan mendarat lagi ke Aceh, 
Am erika, lnggeris, Australia, China a tau Belanda; bahkati orang 
China telah bersiap-siap untuk menyambut kedatangan tentara 
Tjiang Kai Sek pada waktu itu . 17

. Tetapi keadaan segera berobah 
setelah berita proklamasi Kemerdekaan diterima dengan pasti dan 
khususnya para pemuda mulai bertindak tegas dengan meng­
organisir dirinya ke dalam barisan-barisan Pemuda. 

Sebelum berita Proklamasi Kemerdekaan sampai ke Aceh 
umumnya rakyat di sana hanya mengetahui, bahwa dari pulau 
S~mateni ada wakil yang ditunjuk untuk mewakili Sumateta se­
bagai anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Mereka 
ini terdiri dari Mr. Teuku Moh. Hasan, Dr. Alp.ir dan Mr. Abbas, 
yang pada tanggal 7 Agustus 1945 berangkat ke Jakarta melalui 
Singapura untuk menantikan kembalinya Bung Kamo dari Saigon. 
Dari Singapura tanggal 14 Agustus mereka bersama-sama Bung 
Kamo menuju ke Jakarta. 18 Mengenai apa kegiatan ketiga wakil · 
dari Sumatera itu sejak keberangkatannya tanggal 7 Agustus 
tidak diketahui dengan pasti, oleh karena komunikasi antara 
Daerah Aceh dengan Jakarta, tidak la:rtcar lagi terutama sejak 
menjelang dan setelah kapitulasi Jepang. 

Mr. Teuku Mohd. Hasan ber:.ama dengan ke dua rekannya 
itu baru kembali ke Sumatera melalui Palembang pada tanggal 
24. Agustus 1945. Di Palembang Mr. Mohd. H_asan, yang telah 
diangkat menjadi Wakil Pemimpin Besar untuk Sumatera sejak 
tanggal 22 Agustus, meminta kepada Dr. A.K. Gani untuk mem­
bentuk Komite Nasional Indonesia (KNI) daerah Sumatera Seta­
tan dan mengharapkan agar dapat menyiarkan berita Proklamasi 
Kemerdekaan ke daerah-daerah lain menurut cara yang mungkin 
ditempuhnya. Dari Palembang ketiga Tokoh peminipin ini mene­
ruskan perjalanan menuju ke Medan dengan singgah dibebeiapa 
kota seperti Jambi, Bukit Tinggi, Tarutung dan baru sampai di 

17 
· Abdullah Hussain. op. cit. ( II ) , hal. 14, sekst Peneranpn 1 Dokumentul 

Komite Musyawarah Angkatan 46 Daerah Istimewa Aceh, Modal Reuolusi 45, 1960, 
hal. 54; lihat juga bahan Seminar Sejarah Perjuangan Pemuda Indonesia Daerah Tk. II 
Aceh Tengah, (Takengon: 24 - 25 Pebruari 1965) Kolonel Haji Syahadat, PerjUongan 
Rakyat Aceh Tenggara sejak tahun 1873 s/d K emerde'kaan RT Mendatang PerajaJahan 
Prasaran, 1976, hal. 124. 

18 
Teuku Mohd. Hasan, Wawancara, tangl(al 20 Juni 1979. 
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sana pacta tangga1 29 Agustus 1945. , Di kota-kota yang dising­
gahi itu Mr. T. Mohd. Hasan juga menganjurkan pembentukan 
KNI daerah setempat serta menyebarluaskan berita prok1amasi 
kemerdekaan. Di Bukit Tinggi anjuran itu disampaikan tangga1 
26 Agustus melalui A<;linegoro dan Muhammad Syafii, se1aku 
ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera (Soematera Tyo­
Sangi In) 19 

Sete1ah tiba di Medan , Mr. T. Mohd. Hasan sebagai wakil 
Pemerintah Pusat R.I. untuk Sumatera juga segera melaksanakan . 
tugasnya seperti yang te1ah di1akukan sebelumnya di daerah.­
daerah lain di Sumatera, yaitu menyampaikan berita prok1amasi 
dan anjuran pembentukan KNI daerah di Sumatera bagian Utara, 
tem1asuk daerah Aceh. Namun sebelum datang berita resmi itu, 
secara tidak resmi sebenarnya berita Proklamasi Kemerdekaan 
juga te1ah 1ebih dahu1u diterima di daerah Aceh ; hanya pacta 
waktu itu be1um rne1uas diketahui oleh seluruh rakyat di sana, 
tetapi terbatas pacta beberapa orang pernuka masyarakat saja. 
Menurut Hoesin Yoesoef (bekas Panglima Devisi X TNI Sumatera) 
berita yang pertama diketahui tentang Prok1arnasi Kemerdekaan 
ada1ah di Bireuen pacta tanggal 19 Agustus 1945. -Berita itu dike­
tahui oleh Hoesin Y oesoef, yang pad a waktu itu bekerja pacta 
staf intelgen resmi Fojoka dengan pangka( Letnan Gyugun , me­
lalui sebuah radio Jepang yang di tempatkan di sana. Kemudian 
berita tersebu t segera disarnpaikan kepada perwira-perwira Gyu­
gun Iainnya, seperti kepada Agus Husein dan lain-lain , serta ke~ 
pacta pernuka-pernuka masyarakat di sekitar Kota Bireuen. 

20 

Di Kutaraja berita tentang Proklamasi Kemerdekaan baru 
diketahui pacta tangga1 21 Agustus 1945 , yaitu me1a1ui para pe­
muda (Ghazali Yunus dan kawan-kawan) yang bekerja pacta 
kantor berita Jepang, Domei. Mereka secara rahasia berhasil 
mendengarkan radio yang ditempatkan disana dan setelah itu 
segera rnernberi tahukannya kepada ternan-ternan akrap mereka, 
sehingga pacta hari ·itu juga para pemuda Indonesia yang bekerja 
' . 

19 
Ibid. 

20 
Hoesin Yoesoef, "Sejarah Perjuangan Pemuda di Daerah Aceh" , Warta Pendidik­

an dan Kebudayaan , no. 7 th . 71, hal. 30; Seksi Penerangan/Dokumentasi Musyawarah 
Angkatan 45 Daerah Istimewa Aceh, op. cit., hal. 41-2. 
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pacta Hodoka (Kantor Berita penerangan Jepang) dan harian 
Atjeh Sinbun di Kutaraja telah mengetahui berita gembira itu 

21
. 

Selanjutnya, beberapa hari kemudian Teuku Nyak Arief juga 
menerima kawat pemberitahuan tentang Proklamasi Kemerdeka­
an dari Dr. A.K. Gani di Palembang, serta Muhammad Syafei dan 
Adinegoro di Bukit Tinggi yang secara resmi melalui Mr. Teu h~ 
Mohd. Hasan - telah mengetahui berita tersebut , seperti disebut~ 
kan di atas, masing-masing tanggal 24 dan 26 Agustus yang lalu 22 

· 

Setelah itu, sampai tibanya berita resmi dari wakil Pemerin tah 
Pusat yang kemudian diangkat menjadi Gubernur Sumatera, 
Mr. Teuku Mohd. Hasan, selama akhir Agustus - September 1945 
berita Proklamasi Kemerdekaan dengan cepat mulai tersebar ke 
seluruh pelosok daerah Aceh, sejak dari pesisir u tara , Timur, 
Barat dan Selatan sampai ke daerah Aceh Tengah dan Tengga­
ra 23 

Seiring dengan diterima~ya berita Prok iamasi Kt;merde •aan 
Indonesia di tempat-tempat, itu dilakukan pula pengibaran bendera 
sang merah putih. Pengibaran bendera itu terutama dilakukan 
di depan kantor-kantor resmi pemerintah Jepang yang selalu men­
dapat tantangan dan perlawanan dari tentara Jepang 24 

· Kemudian 
meluas ke tempat-tempat umum , seperti tanah lapang, toko-toko 
dan lain-lain yang juga selalu dihalang-halangi oleh pihak penguasa 
Jepang yang masih berkuasa atas nama sekutu pada waktu itu. 

Dari sekian tempat yang · telah dikibarkan bendera Sang 
Merah Putih, yang terpenting adalah yang dilakukan pacta tanggal 
24 Agustus 1945 di depan kantor Keimubu (Kantor Polisi Jepang; 
Kantor Baperis sekarang) oleh para pegawai bangsa Indonesia. 
Dalam penaikan bendera di sini telah tirnbul insiden dengan ser­
dadu Jepang yang sedang mengawal Tyokan tidak jauh dari kantor 

· itu (Pendopo Gubernur sekarang). Insiden ini terjadi sewaktu 
Muhammad Hasyirn , Wakil Kepala Polisi yang diangkat Jepang 

21 seksi Penerangan/Dokumentasi Musya w arab Angkatau 45 Dae;:ah Istimewil 
Aceh, op. cit., hal . 54; A . Hasjmy dan T .Alibasyah, o p . c it ., hal. 11 ; Jaxahdam !/Iskandar 
Muda, Dua Windu Kodam 1/Iskandar Muda , 1972, hal . 7 9 ; Abo e Bakar Bsf, op.cit., 
hal. 390. 

22 Ismuha, op. cit. , hal. 7 ; Ismail Yacob, op .cit. , hal 2 6 . 

23 Mengenai tersiamya berita Pro klamasi ke daerah-<iaezall te;:seb ut, liilllt . Seksi 
Penerangan Angkatan 45, op. cit. Abdullah Husein , op. cit ., (II), Kolonel Hail S y aha­
dat, op. cit., hal. 123 dst ; Panitia Seminar Periuangan Pemuda Aceh Tengah, op. cit. , 
hal. 9 dst. 

24 Jarahdam I. op. c it. , hal . 80 ; Ismuha op. c it. , hal. 8 . 
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sedang memimpin penaikan bendera Merah Putih di sana. Pada 
waktu itu Muhammad Hasyim ditegur dan dihalang-halangi~ bah­
kan kemudian bendera yang telah dikibarkan itu diturunkannya. 
Perbuatan serdadu Jepang itu tidak diterima dan pada saat itu 
pula seorang peserta, yaitu Muhammad Amin Bugis, dengan 
bersemangat merampas kembali Bendera Merah Putih dari ser­
dadu J epang itu, lalu menaiki tiang bend era untuk selanjutitya 
mengikat tali bersama bendera kembali. · Tindakan dengan sema­
ngat yang meluap ini tidak berhasil dihahmgi oleh pihak Jepang, 
sehingga mereka membiarkan ~aja Bendera Merah Putih berkibar 
di depan kantor Keimubu itu 26 • Dan di tempat ini pula kemu­
dian dibangunkan sebuah tugu untuk memperingati penaikan 
bendera Merah Putih yang sampai saat ini dianggap pertama kali 

· di daerah Aceh (tugu tersebut sekarang dapat kita saksikan di de­
. pan Kantor Baperis). 

Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 1945, pemuda A. Ha­
sjmy beserta rekan-rekannya juga menaikkan bendera Merah Putih 
di depan kantor Aceh Sinbun. Di sini juga mendapat tantangan 
dati- pihak pembesat Jepang, antara lain dari H. Nagamatsu, se­
orang pejabat teras pada Hodoka (Kantor penerangan Jepang), 
namun usaha mereka menemui kegagalan 26 ·• Setelah itu kegiatan 
penaikan bendera Merah Putih semakin bersemangat dilakukan 
ditempat-tempat lain di Kutaraja dan sekitarnya. Dan selama 
bulan September sampai awal Oktober 1945 pengibaran Beildera 
Merah Putih telah berlangsung di Kota-kota lain di seluruh Aceh, 
seperti : Sigli, Bireuen, Lho' seumawe, Lho' sukon, ldi, Langsa, 
Kuala Sim_pang, Kuta Cane, Takengon, Meulaboh, Tapaktuan dan 
lain-lain 27 . . 

Untuk lebih meratakan pengibaran bendera Merah Putih 
sampai ke pelosok-pelosok desa dan sejalan pula dengan mempe­
ringati dua bulan Proklamasi Kem·erdekaan, tanggal 13 Oktober 
1945 Komite Nasional Indonesia (KNI) Daerah Aceh, melalui 
Maklumat Nd. 2 secara resmi memerintahkan pengibaran bendera 

'25 . ···. ·.. · ... 
· Jarah!M(m !/Iskandar Muda, op. cit., hal. 79. 
26 

T.A. Talsya, "Perjuanpn Kemerdekaan di Aceh" ,Santunan, no: 18-tb. ru, 
April1978, hal. 10; A. Hujmy dan T. Alibasyah Talsya, op. cit., hal. 8.13. 

27 . 
Men1enal kepatan penalkan bendera di kota-kota tenebut, lihat a.l., Seksi Pene­

ranaan Komite Muayawarah Anlkatan 46 Daerah Istimewa Aceh, op. cit. : Abdullah 
Husein, op. cit. , (II), hal. 62 dat.; Kolonel_HeJi Syahadat, op. cit., hal. 123 dat. 
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sampai tanggal 17 Oktober pada ,tiap-tiap rumah di seluruh Daerah 
Aceh. Adapun isi maklumat tersebut selengkapnya 28

, ialah : 

MAKLOEMAT NO.2 

Dipermakloemkan kepada segenap pendoedoek bangsa Indo­
nesia di daerah Atjeh, soepaja dimoeka tiap-tiap roemah 
dikibarkan bendera kebangsaaan Indonesia, dengan keten­
tuan: 

a. dikibarkan moelai ini hari sampai tanggal 17 Oktober 
1945. 

b. Bendera dikibarkan moelai djam 7 pagi sampai djam 6 
sore (Sumatera). 

c. Djikalau waktoe hoedjan, bendera tidak usah dikibarkan. 

Koetaradja, 13 Oktober 1945, Ketoea Poesat 
Komite Nasional 

Tqeankoe Mahmoed. 

Mengenai pembentukan KNI daerah Aceh, yang sampai saat 
itu telah mengeluarkan tiga buah maklumat (yang pertama, tang­
gal 4 Oktober tidak bernoHlor mengenai pemerintahan R.I. di Su­
matera dan Aceh; kedua tanggal 10 Oktober maklumat no. 1 me­
ngenai uang kertas J epang masih berlaku dan uang kertas Beland a 
cetakan baru tidak berlaku di daerah Aceh 29

) , sebenamya telah 
dirintis sebelum bulan Oktober. Pada tanggal 28 Agustus 1945 
Teuku Nyak Arief, setelah menerima kawat dari Dr. A.K. Gani 
dan Muhammad Syafie, telah mengarribil inisiatif untuk itu. Se­
bagai ketua pertama terpilih Teuku Nyak Arief yang selama ini 
juga memangku jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh 
bentukan Jepang (Aceh - Syu Sangi-Kai) dan sebagai wakil ketua 
terpilih Tuanku Mahmud. Tetapi pada waktu susurian anggotanya 
bel urn sempurna ; baru setelah secara resmi pemerintahan R.I. 
dl daerah Aceh terbentuk (Keresidenan Aceh sejak tanggal 3 Ok­
tober 1945), · susunan anggotanya disempurnakan, yakni sejumlah 
65 orang (lihat lampiran) dan ditunjuk (belum mungkin diadakan 
pemilihan) berdasarkan pencalonan dari partai-partai. Selanjutnya 

:.!tl Foto asli maklumat itu, lihat. Seksi Peneranaan/Dokumentaai Muayawuah Ana­
katan 45 Daerah Istimewa Aceb, op. cit. hal. 66. 

29 Ibid., bal. 40; Aboe Dakar Bsf, op. cit., hal. 392. 
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jabatan ketua, sejak tanggal I 0 Oktober 1945, seperti terlihat dari 
maklumat yang dikeluarkan, digantikan oleh Tuanku Mahrnud, 
sedang Teuku Nyak Arief tetap memangku Jabatan residen Aceh, 
yang telah dijabatnya sejak· 3 Oktober 1945. ~ Adapun kantor KNI 
Daerah Aceh yang pertama adalah bekas Centraalkantoor derland­
schapskassen di Kutaraja (JalanCut Mutia sekarang)dan kemudian 
berpindah kesebuah gedung bekas milik seorang pengusaha Belan­
da, bernama Kerlen (sekarang menjadi Kantor Polisi Resort Ko­
tamadya Banda Aceh/Kabupaten Aceh Besar di jalan Cut Mutia)30 

Selain itu dapat juga ditambahkan, bahwa sejak berita Prok­
lamasi Kemerdekaan diterima di daerah Aceh, Teuku Nyak Arief 
selalu mengibarkan bendera Merah Putih kecil pada mobil 31

· Hal 
ini juga menyebabkan rakyat semakin berani bertindak untuk me­
ngibarkan bendera, baik di tempat-tempat umum, maupun di de­
pan rumahnya sendiri. 
Dan beriringan dengan kegiatan pengibaran bendera Sang Merah 
Pu tih di seluruh Daerah Aceh berlangsung pula tindakan pengam­
bil-alihan kekuasaan dan perebutan senjata dari pihak J epang serta 
membentuk pemerintahan R.I. di sana. Hal ini akan dibicarakan 
lebih lanjut dalam bagian berikut dibawah ini. 

B. Pembentukan Pemerintahan Republik Indonesia di Daerah Aceh. 

Meskipun berita Proklamasi Kemerdekaan telah tersebar luas 
di Daerah Aceh sejak akhir Agustus - September 1945, namun 
pemerintahan R.I. yang definitif baru terbentuk dan digerakkan 
di sana sejak tanggal 3 Oktober 1945, yaitti setelah keluarnya 
pengumuman resmi Gubernur Surr:tatera yang menyatakan bahwa: 
"Pemerintahan Negara Repoeblik Indonesia moelai dengan resmi di­
jalankan dengan Poelaoe Soematera, dengan pengangkatan residen­
residen seloeroeh dan staf Goebernoer dengan mempergoenakan 
kekoeasaan yang diberikan Presiden Negara Repoeblik Indone­
sia" 32

• Tetapi ini tidak berarti pada waktu sebelumnya para 
pemimpin di Aceh tidak berusaha ke arah itu, bahkan pengumum­
an tersebut lebih merupakan pengesahan dari pihak atasan kepada 

au Mardanas Safwan, Teuku Nyak Arie(, Proyek Biografi Pahlawan Nasional Dept. 
P dan K, (Jakarta; 1975), hal. 11,88; S.M. Amin, op. cit. hal. 35; Aboe Bakar Bsf, 
op1dt., op. cit., hal. 568. 

31 
Mardanas Safwan, op. cit., hal. 11. 

32 Panitia penerbitan Boekoe Peringatan, Saroe Tahoen N.R.I. Di Soematera 
(17-8-1945- 17-8-1946), diterbitkan oleh Pemerintah Poesat Soematera. 

36 



pemerintah daerah keresidenan Aceh yang telah disusun sebe­
lumnya dan telah menyatakan sumpah setia kepada Negara Re­
publik Indonesia, serta kendatijmn adanya hambatan-hambatan 
dari pemerintahan pendudukan Jepang yang masih berkuasa atas 
nama sekutu pada waktu itu mulai menggerakkan roda pemerin­
tahan disana. 

Sehubungan dengan eli atas, pada bulan September 1945 
Teuku Nyak Arief dalam kedudukannya selaku Atjeh-syu Sangi­
kaHyo (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh; dan secara 
tidak r~smi pada waktu itu Teuku Nyak Arief juga telah menjadi 
ketua Komite Nasional Daerah Aceh), telah membuat surat Pe­
rintah kepada Teuku Panglima Polem M~hd. Ali (Panglima Sagi 
XXII Mukim Aceh Besar) untuk menerriui Atje_h Syu Sei Tyo 
"Somubu-tyo (Kepala Urusan Pemerintahan umum pada Kantor 
Keresidenan Aceh). Dalam surat itu Teuku Nyak Arief meminta 
agar Somubu Tyo' menghadap Atjeh Syu Tjokan (Residen Aceh) 
S. lino un'tuk membicarakan penyerahan pemerint~an dari 
Jepang kepada Teuku Panglima Polem. Ditegaskan juga melalui 
Panglima Polem, bahwa sejak waktu itu 'Teuku Nyak Arief tidak 
bersedia lagi mengadakan hubungan dengan Jepang. Pembicaraan 
pada hari itu tidak memperoleh hasil yang positif; alasannya ialah 
Tyokan (Residen) tidak dapat bertindak lebih jauh selain dari 
yang telah ditentukan oleh sekutu. Namun, nampaknya sikap 
Tyo kan S. Iino tidak sekeras laci seperti pada waktu yang lalu. 
Hal ini tampak juga dari kedatangan Somubu Tyo ke rumah Teuku 
Panglima Polem pada sore harinya dengan membawa uang seba­
nyak R. 100.000;- (seratus ribu rupiah Jepang) yang katanya 
berasal dari pemberian Tyokan untuk dapat dipergunakan dimana 
perlu. Uang itu kemudian oleh Teuku Panglima Polem diserahkan 
kepada Teuku Nyak Arief yang dipergunakan sebagai modal per­
tama untuk meQggerakkan roda pemerintahan Republik Indonesia 
di Daerah Aceh 33 

• 

Karena sikap Tyokan S. lino yang demikian menyebabkan 
para pemimpin di Aceh menentukan sikapnya sendiri. Mereka 
segera bertindak untuk menyusun aparat pemerintahan Keresi­
denan Aceh. Dan dalam bulan September 1945 itu juga semua 

33 Wawancara Aboe Bakar Bsf. dengan Almarhum Teuku Panl)ima Poleh Mohd. 
Ali tanggal 17 Nopernber 1971, yang seluruhnya dirnuat kembali oleh pewawancara 
sebagal halarnan tarnbahan dari buku yang diterjemahkannya: H.Z. Zentgraaff, Atjeh , 
terjemahan bel urn diterbitkan, hal. 409-10. Juga dimuat dalarn memol.ree TMA Pang· 
lima Polern, terjernahan J.H.J. Brendgen. 1972, hl. 13. 
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pegawai bangsa Indonesia, yang selama ini bekerja pada kantor 
pemerintahan Jepang di ibukota Kutaraja, disumpahkan oleh 
Teungku Ismail Jao'cob menjadi pegawai Pemerintah Republik 
Indonesia 84

· Kegiatan pengambil alihan pemerintahan dari ta­
ngan Jepang secara bertahap terus ; dilaksanakan; dan tampaknya 
ten tara J epang tidak mampu mengatasinya, walaupun Tyokan 
S. lino sejak tanggal 25 Agustus 1945 · telah mengeluarkan mak­
lumat y~mg mengancam: "Barang siapa yang melaksanakan ke­
amanan atau mengganggoe kesentosaan negeri akan dikenakan 
hoekoeman berat" 36

. 

Hal ini tentu erat hubungannya dengan adanya semangat rakyat 
yang me1uap-luap, terutama dalam rangka kegiatan mereka mere­
but senjata dari tentara Jepang, di samping sikap keras dan diplo­
matis para pemimpin Aceh dalam menghadapi pejabat teras pe­
merintahan Jepang di sana, sehingga membuat mereka, yang pada 
waktu itu memang tidak bersemangat lagi, menjadi 1emah dan 
tidak berdaya. 

Langkah selanjutnya yang perlu mendapat perhatian segera 
adalah mengenai kepala pemerintahan di daerah-daerah seluruh 
Aceh. Untuk ini para pegawai Indonesia, yang se1ama ini dite­
tapkan o1eh Jepari.g sebagai Fuku Bunsyu-tyo (Wakil Asisten 
Residen; Asisten. Residen adalah orang Jepang sendiri) sementara 
ditunjuk untuk' menjabat Asisten di daerahnya. Sedang Guntyo 
(Contreleur atau Kepala Wilayah ) dan Suntyo yang mengepalai 
daerah Uleebalang sebagaimana biasa tetap mengepalai pemerin­
tahan di daerah mereka masing-masing. Mengenai nama-nama dae­
rah terse but pada mulanya dikem balikan seperti nama sebe1um masa 
pendudukan Jepang, yaitu : daerah-daerah yang dikepa1ai o1eh 
Asi$ten Residen disebut Afdeeling (kemudian tahun 1946, men­
jadi Kabupaten di kepalai oleh Bupati) dan daerah-daerah yang 
dikepalai o1eh Contreleur atau kepa1a Wilayah disebut Onderaf­
deeling ( tahun 1946 menjadi wilayah dan kemudian Kewedana­
an) Sedang daerah-daerah Uleeba1ang yang dipimpin oleh seorang 
u1eebalang (Teuku Chik, Keujruen, Raje dsb), namanya tidak di­
·kembalikan menjadi daerah Ze1fbestuur atau u1eebalang seperti 
pada masa pemerintah:an Ko1onial Be1anaa; me1ainkan tetap dise-

1:1
4 Ibid., bal. 410. 

36 Foto asli makloemat tezsebut, llbat, aeksi Peneranaan/Dokumentui ~omite 
Muayawarah Anckatan 4& Daerah Istimewa Aeeh, op. elt., bal. 83; 
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but daerah Uleebalang (sete1ah terjadi revo1usi sosia1, pada awal 
tahun 1946 daerah ini disebut Negeri dengan dikepalai o1eh 5 
orang Dewan Pemerintahan Negeri ). 

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas menjadi je1as, 
bahwa, sekalipun ada tekanan dan hambatan dari tentara ·dan 
pemerintahan Jepang yang pada waktu itu masih berku~sa atas 
nama sekutu, secara tidak resmi unsur-unsur pemerintahan negara 
Republik Indonesia di daerah Aceh te1ah mu1ai bekerja sebelum 
ke1uarnya pengumuman dan penetapan resmi Gubernur Pro­
pinsi Sumatera (salah satu Propinsi , yang membawahi beberapa 
keresidenan, termasuk k,eresidenan Aceh di Sumatera, dari 8 Pro­
pinsi Negara Republik Indonesia sesuai dengan keputusan sidang 
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 19 Agustu~ 
1945). 

Pada tangga1 22 Agustus 1945 Ir. Soekarno atas nama pf' 
mimpin Besar Bangsa Indonesia pada waktu itu mengangkat M: 
Teuku Muhammad Hasan, anggota Panitia Persiapan Kemerdek: 
an Indonesia dari Sumatera, sebagai wakilnya di Sumatera; da , 
"mewajibkan beliaoe serta memberikannya koeasa oentoek m·, 
nyelenggarakan segala kepoetoesan yang diamhil dalam sidall 
Panitia Persiapan Kemerdekaan dan Oentoek mewoejoedkan· ci t;, 
cita yang lain, yang telah dilahirkan dalam sidang tersebtit. ~l · 
Kemudian, untuk lebih mempertegas pengangkatan ini, pada taw 
gal 29 September 1945, Presiden Negara Republik Indonesi 
Ir. Sukarno, menetapkan Mr. Teuku Muhammad Hasan menja( 
Gubemur Propinsi Sumatera dan wakil Pemerintah Pusat disan:, 

Berdasarkan wewenang yang diberikan itu, mak pada tanggal 3 Ok 
tober 1945 Gubernur Sumatera mengeluarkan pengumuman seper­
ti yang telah disebutkan di muka yang kemudian disusul dengan 
ketetapan-ketetapan mengenai pengangkatan residen di seluruh 
Sumatera, susunan staf pemerintahan Sumatera dan jawatan-jawat­
an beserta dengan kepala J awatan masing-masing, ba:ik pada ting­
kat propinsi maupun pada tingkat Keresidenan. Sebagai wakil 

36 
Kutipan dari IUHt INIDI&nlkatan rami yana dltandatan&anl oleb Pemtmpln Beau 

Banpa lndoneaa, Ir. Sukamo: Dolcumen, Mr. Muhammad Huan, Mkaran& ·bertempat 
tiDual dl Jakarta. Dalam Surat Penaan&J<atan lnl selain Mr. T.M. Huan, Juaa dlan&J<at 
wakU untuk Boemeo, Selebea, Sunda Kecll dan Maluku, maslna-muln& Ir. Panpran Moe­
bammad Noer, Dr. G.S.S. J.Ratulan&le, Mr. I Goestl Ketoet Poedja dan Mr. J: Latubar­
bul. 
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pemerintah pusat Negara Republik Indonesia, Gubernur Sumatera 
juga menetapkan sejumlah peraturan yang seharusnya menjadi 
wewenang pemerintah pusat, seperti : Peraturan tentang Pemben­
tukan Dewan Perwakilan Sumatera (tanggal 12 April 1946, no. 8/ 
M.G.S.), Peraturan Gaji Pegawai Negeri di Sumatera (PGS 1946, 
tangga1 22 J uli 1946, no. 128 a), Peraturan ten tang pengehJaran 
uang/tanda pembayaran resmi di Sumatera (tanggal 8 Apri11947, 
no. 92/K.O) dan masih banyak 1agi 37 

· 

Dengan ketetapan-ketetapan ini, maka admmistrasi ptmerintan 
Republik Indonesia secara resmi te1ah mu1ai dija1ankan di Suma­
te!'a, termasuk juga di daerah Aceh. 

Sejak tanggal 3 Oktober 1945, berdasarkan ketetapan Guber­
nur Sumatera dari Negara Republik Indonesia No. 1 /X, Teuku 
Nyak Arief selama ini seperti te1ah disebutkan di muka se1aku Ke­
tua Komite Nasional Indonesia Daerah Aceh te1ah banyak berpe­
ranan dalam menggerakkan roda pemerintah Republik Indonesia 
di sana, diangkat menjadi Residen Aceh. 38 Setelah itu disusul 
pula dengan sejum1ah ketetapan lain, seperti Ketetapan Gubernur 
tanggal 28 Desember 1945 , no. 71, tanggal 23 Pebruari 1946, 
no. 48, tanggal 11 Agustus 1946, No. 204 dan lain-lain, yang 
berhubungan dengan pembagian Wilayah administrasi keresidenan 
Aceh , penunjukan kepa1a-kepala Jawatan, asisten residen dan 
kepala-kepala wilayah (controleur) di seluruh daerah Aceh (untuk 
daerah-daerah Uleebalang kepala Pemerintahan dipegang secara 
turun temurun dan segera bera1ih setelah te:?jadi revo1usi sosia1, 
dimana status daerah-daerah tersebut menjadi negeri yang da1am 
proses selanjutnya menjadi Kecamatan) . Pada dasamya ketetapan­
ketetapan yang dikeluarkan itu adalah merupakan pengesahan te.r­
hadap kebijaksanaa11 yang te1ah ditempuh ~ebelumnya oleh para 
pemimpin daerah ~. }\ceh pada umumnia dan Teuku Nyak Arief 
khususnya. Mengenai para pejabat yang diangkat itu pada unrum­
nya te!'diri dari pejabat-pejabat, seperti juga te1ah disinggung di · 
muka, yang telah pernah di tetapkan oleh perrierintah Jepang se­
belumnya (Fuku Bunsyutyo, Guntyo dsb) ; dan sebagi~n besar 

37 . 
Pen)e!asan tentang Jredur\ukan Mr. T.M. Hasan sebagai Wakil Pemerintah Pusat 

~-j· St~~eter.a . .!Jofno71 et: rnil i!~ Mr. T._M_ 1-lasa n. 

38 
lsi len~kap ketetapan Gu1Jemur tangga! 3 Oktoher 1945, no. 1/X, lihat, Mardanas 

Safwen,?ah lawan Nas ional T.qu/m Nyak A t·ief. llroyek. Biografi Pahlawan Nuion!ll Dept. 
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dari mereka adalah terdiri dari para uleebalang yang memang mem­
punyai keahlian untuk itu, berhubung dengan tingkat pendidikan 
mereka yang pernah diperoleh pada masa pemerintahan kolonial 
Belanda dahulu. Hal ini akan banyak mengalami pergeseran nanti 
pada tahun 1946, setelah terjadinya revolusi sosial (mengenai na­
ma-nama pejabat pemerintahan sampai tahun 1948, pembagian 
wilayah administrasi Keresidenan Aceh, 1ihat lampiran dan ban­
dingkan nama-nama pejabat tersebut sebelum dan sesudah terjadi 
revolusi sosial). 
Dalam menjalankan Pemerintahan sehari-hari Residen T. Nyak 
Arief dibantu oleh wakil Residen T. Mohd. Ali Panglima Polem 
dan Badan Eksekutif Komite Nasional Indonesia (KNI) Daerah 
Istimewa Aceh yang diketahui Tuanku Mahmud (Wakil Ketua, .. 
k~mudian ketua KNI Daerah Aceh) dengan di dampingi oleh 
anggota staf harlan KNI yang terdiri dari M. Hoesin, Teuku Hana­
fiah, S.M. Geudong, Hasan Basri dan M. Mochtar. 39 Demikian 
juga di afdee1ing~afdeeling (Kabupaten), asisten Residen menja­
lankan pemerintahan di sana bersama-sama dengan Komite Na­
sional setempat. Mengenai pembentukan Cabang Komite Nasio­
n<i'l di sini, juga tidak luput . dari hambatan-hambatan tentara 
Jepang, sehingga ada daerah-daerah barn pada awal tahun 1946 
berhasil membentuknya, seperti daerah Aceh Tengah umpamallya 
secara definitif pembentukannya barn dapat dilakukan pada tang­
gal 19 Pebr:uari 1946, yang dilantik oleh Residen Teuku Muham­
mad Daudsyah (Residen Aceh yang ke dua) dengan susunan_pengu~ 

rusnya terdiri dari Ketua I dan II: s ·aleh Yafas dan Muda sedang, 
40 .. 

setia usaha Mukhtar S.K. dan beberapa orang anggota . . 
·cuntuk dapat diketahui secara lebih luas mengenai pem bentukan 

peinerintahan Republik Indonesia di Sumatera umumn_ya dan dae­
rah Aceh khususnya serta mengenai situasi negara pada waktu itu 
setelah satu hari pengangkatannya, Residen Teuku Nyak Arief se­
laku ketua Komite Nasional Indonesia (KNI) Daerah Aceh pada 
tanggal 4 . Qktober 1945 mengeluarkan maklumat yang ditujukan 
kepada seluruh rakyat di daerah Aceh.Men~ngat pentingnya maklu 
mat tersebut, sebagai maklumat pertama (bukan Makloemat No.I) 

39 
Aboe Bakar TJsf, op. cit., hal. 411 . 

40 . . . 
Panitia, Seminar Sejarah Perjuangan Pemuda Daerah Tingkat II A ceh Tent~ah 

(Ta.l<engon: 24-25 Pebnt~.ri 1965 ), h!ll. 12. ' · 
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yang secara resmi dikeluarkan oleh KNI · Daerah Aceh, baiklah isi 
seluruhnya dikutip seperti berikut 41 · 

MAKLOEMAT. 

1. Siaran pihak Belanda, bahwa Ir. Soekarrto dan Drs. Hatta 
ditangkap bohong semata-mata. 

2. Republik Indonesia de facto diakoei, de jure beloem. 
3. Van der Plas dan Van Mook ingin mengadakan moesja­

warah dengan Soekarno. 
4. Belanda tidak dibolehkan oleh Sekoetoe mendatangkan 

lasjkarnja sebab mungkin terjadi peperangan antara Indo­
nesia dan Belanda. 

5. Goebernoer So.emateni Mr. T. M. Hasan. 
6. Residen Aceh Teuku Nyak Arief. 
7. Pemerintah Republik Indonesia bekerdjasama antara ten­

tara lnggris dan India sebagai wakil sekoetoe oentoek 
menjaga keamanan. 

8. Amerika, lnggris, Sovjet dan Tjoengking sekarang se­
dang membentoek Madjelis Tinggi Oentoek Oeroesan 
Asia Timoer Raja. 

9. Sjech Djamil Djambek Menjeroeka~ kepada Kaoem 
Moeslimin seloeroeh Soematera oentoek mencoerahkan 
segala tenaga lahir dan bathin oentoek Repoeblik Indo­
nesia. 

10. Di Langsa dan Tapak Tuan telah berdiri barisan Pemoeda. 

Pengoeroes Komite Nasional Daerah Atjeh 
Teuku Nyak Arief. 

Dengan terbentuknya badan Pemerintah Republik Indonesia di 
Daerah Aceh dan disusul pula dengan maklumat tersebut di atas 
kedudukan. pemerintah · Jepang di sana semakin terdesak; apalagi 
setelah Tuanku Mahmud secara diam-diam menyerukan kepada 
pegawai-pegawai bangsa Indonesia yang bekerja pada kantor-kantor 
pemerintah J~pang di · Kutaraja agar mereka tidak melakukan 
tugasnya selama 3 hari dan berhasil baik 42

• Semen tara itu pada 
mobil Residen Teuk'!J Nyak Arief selalu dikibarkan bendera Merah 

41 
Aboe Baku Bat, op. cit., hal, 392; asli Makloemat tenebut ada tenimpan pada 

penuJIIIDl. 
42 

Ibid., hal. 411 ; penulil 1D1 (Aboe Bakar Bsf.), sebapi pepwal pada waktu itu 
turut aena dalam akai teaebut. ' 
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Putih kecil yang juga tllrut memberi pengaruh psikologis kepada 
pegawai-pegawai bangsa Jepang, terutama dalam kaitan dengan 
usaha pegawai-pegawai bangsa Indonesia · untuk menguasai kantor­
kantor pemerintahan. Dan ber).cat sikap diplomatis Tuanku Mill­
mud selaku Ketua Badan Eksekutif KNI Daerah Aceh dalam meng­
hadapi perundingan -perundingan .dengan Tyokan S. lino (Residen 
Jepang), satu demi satu kantor-kantor pemeiintahan Jepang itu 
berh8sil dikuasai oleh pegawai-pegawa! bangsa Indonesia, yang se­
benarnya, setelah disumpah pada bUlan September 1945, telah 
menjadi pegawai neg~ri Republik Indonesia, tanpa bariyak meng­
hadapi rintangan dan beptrokan. 

Bagaimana:gun, Pemerintahan Republik Indonesia di daerah 
Aceh, yang baru dibentuk dibawah pimpinan Residen Teuku 
Nyak Arief dan Tuanku Mahmud selaku Ketua Badan Exsekutif 
KNI daerah Aceh, harus mtmghadapi berbagai masaalah y~ng men­
desak sesuai.- dengan situasi n~gara pada waktu itu, ada pun masa­
lah-masalah tersebut, yang memerlukan penyelesaian dengan se .. . . .. . .. 
cepat mungkin, dalam garis besarnya dapat diperinci sebagai beri-
kut: '! . 

1. Masalah pertahanan negara yang menghadapkan pemetjntah 
daerah dalam waktu singkat . harus mengorganisir kekuatan ber­
senjata di seluruh daerah Aceh. 

2. Masalah tentara pendudukan Jepang yang belum meningplk~ 
daerah Aceh dan kedatangan utusan sekutu, di samping tujuan 
lain yang meteka sembunyikan (dimaksudkan di sini adalah 
mempelajari situasi daerah Aceh untuk membuka jalan: kalau 
mungkin, bagi masuknya tentara koloriial Belanda kembali ke 
sana). . 

3. Perpecahan antara sesama pemimpin Aeeh dan kemudian men­
jurus kepada pecahnya perang saudara yang dikenal dengan na­
ma revolusi sosiaf. 

Meskipun Teuku Nyak Arief, sebagai Residen Aceh ,hanya 
4 bulan memimpin pemerintahan di sana, namun k~ tiga n'lasalah 
pokok yang disebutkan di atas berhasil diselesaikannya d.engan 
baik- sekali. Pada waktu ia meletakkan jabatan, pada bulan Ja­
nuari 1946, dasar-dasar pemerin'tahan R.I. yang' permanent · telah 
terwujud di, sana, sehingga penggantinya, ~esiden Teuku Muham­
mad Daudsyah dapat meneruskan ke arah kesemp\U'Il&an. Ba-

·43 : . . 
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gaimana peranan Teuku Nyak Arief, dalam mendarma baktikan 
tenaganya bagi kepentingan Negara Republik Indonesia selama 
masa jabatannya yang singkat itu, akan diuraikan lebih lanjut 
dalam bagian-bagian berikut dibawah ini : 

C. Pembentukan Organisasi Kemiliteran dan Kelasykaran Rakyat. 

Sejak berita proklamasi diterima di daerah Aceh, khususnya 
di Kutaraja, para pemimpin di sana telah memikirkan dan berusa­
ha ke arah pembentukan Organisasi pertahanan dan keamanan 
rakyat di daerah Aceh, dalam rangka mempertaha:o.kan Kemerde­
kaan Indonesia yang baru diproklamirkan itu. Inisiatif ini pada 
mulanya datang dari beberapa bekas perwira Gyugun (organisasi 
pertahanan rakyat atau tentara sukarela yang dibentuk Jepang dan 
kemudian dibubarkan) di Kutaraja, an tara lain : Syamaun Gharu, 
Nyak Neh Rika, Usman Nyak Gade, Teuku Hamid Anwar, Said 
Usman, ,Bakhtiar ldham dan masih banyak lagi. 

Pacta tanggal 27 Agustus 1945 (hari Sentn) pant perwira ter­
sebut berkumpul di salah satu kamar Hotel Seritral, Jalan Mohd. 
Jam Kutaraja (sekarang telah dibongkar). Pertemuan yang per­
tama kali ini dan tidak resmi karena menghindari pengawasan J epang 
telah menghasilkan suatu keputusan, yaitu : mengirim utusan yang 
terdiri dari Syammaun Gaharu dan T. Hamid Azwar kepada 
Teuku Nyak Arief, guna mendengar pendapat beliau mengenai 
gagasan mereka. Hasil konsultasi itu ternyata sangat memuaskan; 
Teuku Nyak Arief, yang pacta waktu itu belum menjadi residen 
Aceh, tetapi selalu diminta pertimbangannya sesuatu yang oleh 
para pemimpin disana, menyambut baik idee pembentukan suatu 
badan (organisasi) yang dapat mempersatukan semua bekas Gyu­
gun, Heiho, Tokubetsu Hikojo Kinmutai dan Tokubetsu Keisat­
sutai, yang akan menjadi dasar bagi tumbuhnya angkatan perang 
Indonesia di Aceh nanti. Disarankan juga agar dalam pembentukan 
itu diikut sertakan bekas tentara KNIL (tentara Hindia Belanda) 
dahulu, sehingga · mereka dapat menyumbangkan. pengalaman dan 
keahliannya bagi Negara Indonesia merdeka. 43 

43 . Lihat lebih lanjut, Usman Nyak Gade, Sekitar pembentukan Angkatan Pemuda 
Indonesia (API) di Aceh, MSI, (Banda Aceh): hal. 2-3; Seksi Penerangan dan Dokumen­
tasi Komlte Musyawarah Angkatan 45 Daerah lstlmewa Aceh, op. cit., hal. 27-30; 
A. Hasjmy dan T. Allbasjah TalBYa. op. cit hal. 14-15: Majalah San tun an, no. 21 thn. Ill, 
hal. 9 . 
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Setelah melakukan pembicaraan yang mendalam melalui 
beberapa kali musyawarah, akhirnya diputuskan untuk mendiri­
kan Angkatan Pemuda Indonesia (API) diseluruh daerah Aceh. 
Maka pada permulaan bulan Oktober 1945 . tersusunlah secara de­
firtitif struktur dan susunan pengurus API di Aceh, yang terdiri 
dari: 

1. Markas daerah, berkedudukan di Kutaraja (markasnya mula­
mula di Hotel Sentral, kemudian berpindah ke Toko .J. Pinke 
Ujung Peunayong, Toko B. Naas sekarang Sabang Coy., As­
rama· Kuta Alam dan akhirl}ya ke Asrama Keraton) dengan su­
sunan pengurus, Ketua/Komandan : Syamaun Gaharu; Kepala 
Staf : T.A. Hamid Azwar; Sekretaris : Husin Yijsuf; anggota 
sekretariat : Ishak; Anggota : Nyak Neh Rika, Said Usman, 
Said Ali, T.M. Daud Samalanga, T. Sarong, Bakhtiar ldham, 
T. Abdullah dan Saiman. 

2. Wakil Markas Daerah, untuk sementara dibt11ruk hanya 4 dae­
rah, yaitu : 
2.1. Wakil Markas daerah Aceh Besar dan Pidie, di bawah 

pimpina.n Nyak Neh; 
2.2. Wakil Markas Daerah Aceh Utara dan Tengah, di bawah 

pimpinan T.M. Syah; 

2.3. W.akil Markas Daerah Aceh Timur, di bawah pimpinan 
Bakhtiar; dan 

2.4. Wakil Markas Daerah Aceh Barat dan Aceh Selatan, di­
bawah pimpinan Tjut Rachman. 44 

Setelah staf pengurus API daerah Aceh berhasil di susun, 
pada tanggal 6 Oktober 1945, jam 13.00 waktu setempat, dike­
luarkan seruan yang ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat 
agar membantu dan menyokong API yang lahir itu. Seruan yang 
telah mengejutkan pemerintah Jepang di Kutaraja pada waktu itu, 
selengkapnya berbunyi : 

SEROEAN T ANAH AIR. 46 

Di seloeroeh Atjeh telah berdiri Angkatan Pemoeda Indo­
nesia - A . P . I . 

44 . seiad Penerangan dan Dokumentasl. Komite Musyawu-ah AnlkatQ 46 
Daerah Istimewa Atfeh. op.clt, hal, 31, 

46 
Lihat juga photo aali Seruan tersebut., dalam Ibid., hal. 31. 
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A.P.I. akan mendjae!i dasar tentara . Repoeblik Indonesia. 
A.P.I. akan mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. 
A.P.l. akail mendjaga keamanan dan ketenteraman Oemoem. 

SOKONGLAH A~ P. I. 

Be:qtoeklan badan penjokong API (Bapa) disegala pelosok. 
Bapa moesti berdiri di samping API kalau tidak API ta' 
moengkin bergerak. 
Kaoem hartawan ! ! Lemparlah Keradjaan toean-toean · pada 

ini waktoe oentoek Indonesia Merdeka. 
Kaoem bangsawan ! ! Bangoen, sadar dan toendjanglah tjita­

tjita jang soetji ini. 
Segala lapisan dan segala golongan ! 
Korbankanlah harta, tenaga dan pikiran 
harta djiwa sekalipoen asal oentoek Ke­
merdekaan INDONESIA. 
API . mempoenjai poe~oehan pasoekan 
dan riboean Angkatan Pemoeda di se­
loeroeh Atjeh. 

A:P.I. menoenggoe B.A.P.A. 

Markas Daerah Angkatan 
Pemoeda Indonesia (M.D.A.P.I). 

Dengan lahirnya API di Daerah Aceh maka dasar yang kuat 
untuk tumbuhnya tentara resmi Negara Republik Indonesia di 
sana telah mulai diletakkan. Dalam proses selanjutnya API ber­
tukar nama menjadi TKR (Tentera Keamanan, kemudian Kese­
lamatan Rakyat), lalu menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia) 
dan akhirnya menjadi TNI (Tentera Nasional Indonesia) sesuai de­
ngan ketentuan dari pemerintah Pusat. Dan pada · uraian-uraian 
berikut selanjutnya akan dikemukakan peranan API dalam me­
ngemban tugasnya, seperti yang telah diikrarkan, yaitu : mem­
pertahankan kemerdekaan Indonesia serta menjaga keamanan 
dan ketenteraman umtim _Oihat di atas). 

Sem~ntara itu, pada b~lan September_l945, bekas anggota 
KNIL (Tentera Hindia Beianda) juga niengambil inisiatif · un­
tuk membentuk polisi istimewa di Kutaraja. Pasukan Kepolisian 
ini, setelah dibentuk polisi tentara, pada bulan Februari 19.46 
dilebur menjadi pasukan meriam di" bawah . pimpinan · b'ekas 
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· Letnan II KNIL, Untong, yang berasal dari daerah Minahasa 
(Sulawesi Utara) ••. Pasukan Meriam ini diperlengkapi dengan 
senjata-senjata berat yang direbut dari Jepang, terutama dalam 
pertempuran yang teljadi di Lho 'Nga pada bulan Desember 1945 
(lihat di bawah); dan telah turut beljasa di sam ping pasukan 
meriam lainnya, dalam menjaga pantai di 8ekitar Kutaraja selama 
Revolusi Kemerdekaan. Selanjutnya dari pihak Kepolisian, mulai 
tampak kegiatan Polisi-polisi bangsa Indonesia untuk melepaskan 
diri dari ikatan pemerintah Jepang. Bahkan di Langsa, Acet1 
Timur, sejak 1 Oktober 1945 Kepala Polisi di sana Abdullah Hu­
sein telah mulai bertindak kearah itu; dan dalam bulan Oktober 
itu juga ia beserta anak buahnya telah menyatakan diri menjadi 
Polisi dari Negaia Republik Indonesia. ·~7 Di Kutaraja1 Wakil 
Kepala Polisi Daerah Aceh, Muhammad Hasyim, setelah meneri­
ma kawat tanggal 1 Oktober 1945 dari bawahannya, Abdullah 
Husein di Langsa, juga segera ber~dak untuk menguasai Kantor 
Polisi daerah Aceh. Seperti telah disebu~kan dimuka pada · akhir 
1945 dengan pistol ditangan ia te1ah memimpin penai~n bendera 
Merah ~tih di samping Kantor Polisi Jepang. 
Atas inisiatifnya dalam waktu relatif singkat barisan Kepolisian 
Negara RepubHk Indonesia berhasil dib~ntuk d~ daerah Aceh dan 
Muhammad Hasyim pada awal Revoh.isi Kemerdekaan ditunjuk 
menjadi Kepala Polisi R.I. yang pertamadi sana. •8 · 

Dipihak lain, para pemuda yang tidak bergabung dalain API 
juga berusaha untuk mendirikan badan Peljuangan Rakyat dengan 
tujuan yang sama, yaitu mempertahankan proklamasi dari segala 
rong-rongan musuh, baik yang datang dari luar'maupun dan dalam 
daerah. Di kantor Surat Kabar Aceh Sinbun (Surat Kabar masa 
Pendudukan Jepang di ~awah asuhan tenaga-tenaga Indonesia dan 
Jepang; setelah ProJdamasi tidak terbit lagi), ·para pengasuh surat 
kabar tersebut seperti A. Hasjmy, Tals.y~ dan lain-lain, sej~k berita 
Proklamasi diterima di sana telah melakukan kegiatan untuk men­
dirikan sebuah organisasi pemuda yang diberi nama lkatan Pemuda 
Indonesia (IPI). Pada tanggal 4 Oktober· 1945 susunan pengurus 
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IPI yang pertama telah tersiar, terdiri dari, Ketua I dan II : A. Ha­
sjmy dan T. Manyak Arief; Setia Usaha I dan II : Usman dan 
Anwar Manyak; Bendahara : Zaini Bakry; Pembantu - pembantu 
M. Saleh Rahmany, Muhammad ZZ. Tuanku Abdul Wahab dan 
Muhammad Juned; dan .diperlengkapi dengan koinisaris-komisaris 
Tuanku Hasyim, Ghazaly Yunus, Murdani, Tungku ldris, Asman 
Potan Harahap, Mukhtar Lubis, Said Ahmad Dahlan dan H. Ja­
min. 49

. Kemudian pada tanggal 6 Oktober 1945 IPI bertukar 
nama menjadi Barisan Pemuda Indonesia (BPI) dengan susunan 
pengurus yang diperbaharui, terdiri dari, Ketua Umum, I dan II : 
A. Hasjmy, M.Saleh Rahmany dan Muhammad Z.Z.; Setia Usaha 
Umum, I, II, III , dan IV, masing-masing terdiri dari Tuanku Ha­
syim, Potan Harahap, Sulaiman Arsyad Abubakar dan Sang Syarif: 
Bendahara : H. Jamin ; dan diperlengkapi dengan, badan Keuang­
an, ketua : Muhammad Junat ; Badan Penerangan Ketua : Said Ah­
mad Dahlan; Bad an pengarahan tenaga, Ketua : Sauni dan Zaini 
Bakry ; Badan Kepanduan, ketua: Murdani, dan Badan Palang 
Merah , Ketua : Asman .50 

Dengan terbentuknya API dan BPI berarti dasar-dasar orga­
nisasi kemiliteran dan perjuangan telah mulai diletakkan di Aceh. 
Dalam waktu relatif singkat ke dua organisasi itu meluas ke se­
luruh daerah . Dan ini, seperti telah disinggung juga di atas , san gat 
mengejutkan pemerintah Jepang di Kutaraja. Karena itu pada 
malam hari tanggal 6 Oktober 1945, setelah siangnya keluar seruan 
API dan terbentuk susunan pengurus BPI, AtJeh. Syu Tyokan 
S. Iino mengundang para pemimpin Aceh ke rumahnya guna 
membicarakan situasi ibukota Kutaraja khususnya dan daerah 
Aceh pada umumnya. 
Mereka yang turut hadir pada malam itu, dari pihak Aceh : Teuku 
Nyak Arief (Residen R.I. Daerah Aceh), Tuanku Mahmud (Ke­
tua KNI Aceh), Teungku Muhammad Daud Beureueh (Ketua 
PUSA dan anggota KNI Daerah Aceh), Syamaun Gaharu (Ketua 
Markas API), A. Hasjmy. (Ketua BPI) , T. Ahmad Jeunieb (Asisten 
Residen R.I. Aceh Besar) , T. Tiut Hasan (Konsul Muhammadyah 
Daerah Aceh) dan Said Aboe Bakar (pelopor fujiwara kikan) ; dari 
pihak Jepang: Tyokan S. Iino sendiri , Atjeh Syu Seityo S. Masu­
butsi, Keimutyo (Kepala Polisi), Bo- ei Tai tyo (Ke{)l}la Perta-

.49 
Ibid ., hal. 393. 

50 Ibid., hal 394; juga, A. Hasjmy& Talsya, op. ci t, hal. 12- 9 . 
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hanan)l Kempei T~tyo (Kepala Polisi Militer) dan Juru Bahasa 
T. Eiri Dalam pertemuan itu S. Iino menegaskah bahwa, meski• 
pun Jepang telah kalah, namun masih diberi kuasa oleh sekutu 
dan bertanggung jawab di dalam hal pemerintahan dan keamanan 
daerah ini. Karena itu segala kegiatan yang dilakukan harus deng­
an izin pemerintah Jepang. Dan diminta agar API dan BPI yang 
telah didirikan tanpa seizinnya serta mengarah seperti organisasi 
ketentaraan segera dibubarkan. Teuku Nyak Arief, seperti biasa 
kalau berhadapan dengan penjajah, menjawab dengan pedas, 
yang intinya, bahwa Jepang harus tahu diri mereka telah kalah 
dan tidak berhak lagi mengatur rakyat Indc:~mesia, seperti pada 
masa mereka berkuasa dulu. Sedang Syamaun Gaharu menegas­
kan, bahwa tidak seorangpun berhak memerintahkan untuk mem­
bubarkan API, kecuali kalau Residen Negara Republik Indonesia 
yang memerintahkannya. 51 Dapat dikatakan pertemuan malam 
itu gagal total dan merupakan pukulan berat bagi pemerintah 
Jepang di daerah Aceh. 

Pada tanggal 9 Oktober 1945 Teuku Nyak Arief, selaku Re­
siden Aceh dari Negara Republik Indonesia memerintahkan agar 
API sebagai dasar dari · Tentara Republik Indonesia harus lebih 
disempurnakan, sehingga benar-benar mengarahkan kepada orga­
nisasi ketenteraan yang lengkap. Karena itu Syamaun Gaharu sela­
ku Ketua Markas Daerah segera melaksanakan perintah itu. Wakil 
Markas Daerah (WMD) yang sebelumnya hanya 4 buah ditambah 
menjadi 8 WMD dan pada tiap-tiap WMD dibentuk 3-4 pasukan 
yang dipimpin oleh seorang Komandan pasukan; kemudian disu­
sul pula dengan Surat Edaran yang ditujukan kepada seluruh bekas 
prajurit Gyugun, Heiho dll. agar dalam waktu singkat segera men­
daftarkan diri pada WMD atau pasukan setempat (mengenai nama­
nama WMD dan pasukan beserta Komandannya masing-masing 
lihat lampiran). 

Pada tanggal 12 'Oktober 1945 Residen T. Nyak Arief me­
lantik API seluruh daerah Aceh secara serentak di Kutaraja (dalam 
surat edaran yang disebutkan di atas pelantikan itu akan dilaksana­
kan pada tanggal 14 Oktober; jadi mundur dua hari dari rencana 
semula). 52 Semenjak itu secara resmi API Daerah Aceh menjadi 

51 -
Seksi penerangan{Dokumentasi Komite Musyawarah Anlkatan 45 Daerah 18ttme­
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organisasi Tentara Republik Indonesia yang sah di sana. Dalam 
proses selanjutnya, sejak tanggal 1 Desember 1945, API bertukar 
nama menjadi TKR (Pacta waktu itu tidak lagi Tentara Keamanan 
Rakyat, tetapi Tentara Keselamatan Rakyat) dengan Komandan­
nya tetap seperti semula yaitu Syainaun Gaharu (berpangkat Ko­
lonel) dan Teuku Nyak Arief, selaku residen Aceh, dengan pangkat 
Jenderal Mayor Tituler, menjadi pelindungnya. Sejak tanggal 24 
Januari 1946, sejalan dengan keputusan Pemerintah Pusat tanggal 
8 Januari 1946 mengenai penggantian nama TKR Menjadi TRI 
(Tentara Republik lndonesi), TKR Aceh menjadi TRI Devisi V 
Sumatera. Dalam penyempumaan selanjutnya, setelah penggantian 
Komandan Komandan pacta bulan Maret 1946 dari Syamaun 
Gaharu kepada Husen Yusuf, TRI Aceh (Devisi V Sumatera) . di­
jadikan Devisi Gajah 1/dengan pengecua\ian kesatuan di Kutacane 
yang dijadikan Batalyon I Resimen I Devisi Gajah II (Surriatera 
Timur); dan pacta bulan April 1947, Devisi Gajah l digabung 
dengan Devisi Gajah II menjadi TRI Devisi X Sumatera, yang pacta 
waktu aksi Militer Belanda pertama markasnya berkedudukan di 
Bjreuen (Aceh Utara), dengan Panglima dan Kepala Stafnya ma­
sing-masing Kolonel Husein Yusuf dan Kolonel H. Sitompul, 
bekas komandan devisi gajah II. Selanjutnya di Aceh juga diben­
tuk Angkatan Laut Daerah Aceh (ALDA), yang dipirnpin oleh 
Said Usman (Kutaraja}, H. Daud Daryah (Meulaboh) M. Adam 
(Langsa)dan lain-lain. 53 .. 

Sementara itu barisan Pemuda Indonesia (BPI), dalam rangka 
lebih meningkatkan organisasi itu sebagai Barisan Kelasykaran dan 
penyebaran keseluruh daerah, pacta tanggal 12 Oktober 1945 
mengadakan konperensi pertama dengan mengambil tempat di 
rumah Tuanku Abdul Azis, Jalan Mohd. Jam No. 1. Konperensi 
di ikuti oleh para pemuda yang datang dari berbagai pelosok dae­
rah Aceh a~as undangan Husein AI Mujahid yang pacta mulanya 
dimaksudkan untuk membentuk suatu gerakan pemuda dengan 
tujuan mempertahankan proklamasi Kemerdekaan lndonesi~, te­
tapi berhubung telah ada BPI rencana itu dibatalkan. Dalam koh­
pereilsi itu diputuskan, bahwa pengurus pusat BPI yang telah di-

53 
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susun sebelumnya disetujui dan ditempatkan di Kutaraja, sedang 
di daerah-daerah Aceh Besar, Aceh Utara, dan Aceh Selatan, ma­
smg-masing ditempatkan seorang wakil maHis Daerah (WMD), yai­
tu Teungku Abdul J alii Amin, Teungku Abdu' Gani, Teungku 
Usman Peureulak dan Teungku Muhammad Abdul Syam. u. 

Selan]utnya 5 hari kemudian, tepatnya tanggal 17 Okto­
ber 1945, BPI bertukar namanya menjadi Pemuda Republik 
Indonesia (PRI); dan sejak waktu itu PRI Daerah Aceh mulai 
membentuk cabang-cabangnya diseluruh wilayah daerah Aceh, 
bahkan juga ranting-rantingnya di Kemukin:zan (Daerah di bawah 
Negeri atau Kecamatan sekarang). Pacta hari itu juga PRJ Daerah 
Aceh mengeluarkan Maklumat No. 4, berisi "panggilan umum" 
yang ditujukan kepada seluruh Pemuda Indonesia yang berumur 
18 tahun ke · atas untuk mendaftar diri menjadi anggota PRJ di 
wilayah atau ranting setempat. Ditegaskan pula dalam maklumat 
itu, bahwa : "Kemerdekaan Tanah Air tidak didapati dengan 
jalan mengemis, tetapi ia harus ditempa oleh tangan Poeteranya 
sendiri". Kemudian pacta tanggal 20 Desem her 1945 berdasarkan 
Ketetapan markas Tertinggi Pemuda Republik Indonesia di Yog­
yakarta, .nama PRJ Daerah Aceh mengalami perobahan lagi. yaitu 
Pemuda Sosialis Indonesia (PESINDO ) Daerah Aceh, dengan 
Ketlianya tetap seperti semula, ialah : A. Hasjmy. 

Dapat ditambahkan, bahwa, meskipun Pesindo daerah Aceh 
bemaung di bawah Pesindo Pusat, namun orientasi idiologi -
nya jauh berbeda, sehingga akibat sikapnya yang demikian Komi­
sariat Dewan Pusat Pesindo Sumatera menganggap Pesindo daerah 
Aceh tidak sah; dan setelah meletus peristiwa Madiun (Pemberon­
takan PKI/Muso ), pad a tanggal 19 Oktober 1948 Pesindo daerah 
Aceh melepaskan hubungan organisasinya dengan Pesiudo Pusat 
yang telah turut campur dalam pemberontakan PKI itu. M» 

Karena Pesindo daerah Aceh mempunyai cabang dan ranting 
tersebar diseluruh Wilayah, maka dengan tidak banyak menemui 
kesukaran organisasi itu berhasil baik mengkoordinir Lasykamya, 
yaitu : Kesatria Pesindo, yang kemudian dikenal dengan nama : 
Devisi Rencong, Barisan Kelasykaran ini terdiri dari 7 resimen, 
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masing-masing ditempatkan di Kutaraja, Sigli (Pidie), Lhokseuma­
we (Aceh Utara), Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Barat dan 
Aceh Selatan; ditarrlbah dengan resimen wanita Pocut Baren de­
ngan Komandannya dari wanita sendiri, ialah : Zahara d~ satu 
Batalyon Istimewa Altileri yang dipimpin langsung oleh Ko­
mandan Devisi Nyak Neh Lhok Nga. Selain itu, devisi juga diper­
lengkapi dengan a.l. perbekalan/persenjataan, di Lhok Nga, pelaya­
ran di Ulee Lheue dan Bank Pesindodi Kutaraja (mengenai struk­
tur organisasi dan personalia Divisi Rencong selengkapnya, lihat 
1 . ) 56 ampuan . 

Devisi Rencong Pesindo merupakan badan kelasykaran yang 
terlengkap, baik dari segi struktur organisasinya, maupun dari segi 
persenjataannya dan yang pertama lahir di daerah Aceh. Setelah 
itu menjelang tahun 1946dibentuk pula Barisan Mujahidin di ba­
wah pimpinan Teungku Mohd. Daud Beureueh dan Cek Mat 
Rahmany. Barisan Kelasykaran Mujahidin dikenal dengan nama 
Devisi X/Teungku Chik Di Tiro yang pada mula, Komandan ·oe­
visinya Hasballah Daud, kemudian Cek Mat Rachmany; dan ter­
diri dari 5 resimen, yang masing-masing resimen membawahi be­
berapa batalyon (Susunan selengkapnya, lihat lampiran). Pada 
pertengahan tahun 1946 dibentuk lagi Barisan Berani Mati Lasykar 
Teungku Chik Paya Bakong, sebagai penjelmaan Tentera Perjuang­
an Rakyat (TPR) yang lahir pada permulaan tahun 1946. Markas 
Devisi ini tidak di tempatkan di Kutaraja seperti dua badan Ke­
lasykaran yang disebutkan terdahulu, melainkan di Idi (Aceh Ti­
mur), yaitu kota kelahiran Tentara Periuangan Rakyat (TPR), di 
bawah pimpinan Amir Husein AI Mujahid. 

Adapun struktur organisasi divisi terdiri dari staf pimpinan 
divisi, komandan batalyon divisi berani mati, anggota staf Tentara 
Perjuangan Rakyat, staf Istimewa/mobilisasi dan staf istimewa/m~ 
bilisasi wanita (personalia tiap bagian itu,lihatlampiran). Selain tiga 
badan kelasykaran yang telah disebutkan itu, di daerahjuga terdapat 
dua resimen Tentara Pelajar Republik Indonesia (TRIP, dibentuk 
Bulan September 1947); dan ke dua, yang dibentuk pada bulan 
Desember 194 7 dan langsung berada di bawah Komando Divisi X 
TNI Sumatera, adalah Tentara Pelajar Islam· (TPI). Badan Kelasy­
karan Pelajar ini juga diperlengkapi dengan bagian Palang M~rah 

56 Jarahdam I/Isk8ndar Muda. Duo Windu Kodom - 1/lalcondor Mudo. Jarahdam-1/ 
llkandar Muda, 1972, hal 103- 5; Aboe Bakar Baf, op. cit, hal 406- 6 
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dan Dapur Umum (Struktur organisasi dan persortalia kedua resi-
men tentara pelajar ini, selengkapnya lihat lampiran. 57 

. 

Perlu juga dikemukakan, bahwa selama Revolusi Kemerdeka­
an ( 1945 - 1949) an tara kesatuan-kesatuan angkatan bersenjata 
resmi (TKR/TRI) dan badan-badan kelasy karan di daerah Aceh, 
yang pada masa sekarang anggota-anggotanya itu dihitung sebagai · 
veteran pejuang Kemerdekaan dan jumlahnya diperkirakan tidak 
kurang dari 60.000 orang, tetapi yang baru terdaftar Secara resmi 

. pacta kantor Administrasi Veteran I, Pusat Cadangan Nasional Dae-
rah Aceh hanya 35.075 orang, 58 Dalam berbagai kegiatan per­
juangan yang inereka 1ancarkan, selalu tampak berada dalam suatu 
koordinasi yang utuh; tidak terdapat unsur-unsur pemecahan dan 
persaingan yang berarti yang dapat melemahkan perjuangan pacta 
waktu itu. Hal ini, nanti setelah keluarnya perietapan pemerintah 
(Berita Negara no. 24 tahun 1947) dan Ketetapan Wakil Presiden, 
Se1aku Panglima Tertinggi TRI pacta waktu itu, tertangga1 Bukit 
Tinggi, 26 Agustus 1947, no . 3/BKPU/47 mengenai penyatuan 
TRI dengan lasykar-lasykar Rakyat menjadi Tentara Nasional 
Indonesia (TNI) di seluruh Indonesia, merupakan faktor yang 
memperlancar proses penyatuan TRI dengan Badan-badan Ke­
lasykaran (Divisi Rencong, Teungku Chik di Tiro, Teungku Chik 
Pay a Bakong, Resimen TRIP dan TPI) di daerah Aceh. 59 

Setelah terbentuknya Pemerintahan Republik . Indonesia 
dan Badan Perjuangan (API dan IPI/BPI) di daerah Aceh, maka 
mulai direncanakan perebutan senjata dari Jepang secara lebih 
intensif. Sebelumnya kegiatan pengumpulan senjata juga telah 
dilakukan, yaitu senjata-senjata yang berasal dari kesatuan 
Gyugun, direbut secara diplomasi atau disembunyikan pacta 
saat organisasi militer itu dibubarkan oleh Jepang. Dalam hubung­
an ini, umpamanya seperti yang disembunyikan di sebelah Utara 
kota Bakongan (Aceh Selatan) sebanyak 12 pucuk senjata beserta 
6.000 peluru atas inisiatif Abdullah Syarief dan kemudian diserah­
kan kepada kesatuan API di sana. 60 

; juga di Calang (Ace~ Barat), 

57 Ibid., hal. 103- 112; Ibid., 

58 Hari•n Pelita, Jum'at 27 Apri11979, hal. III. (Jumlah yang terdaftar se~ara relllll 
itu adalah catatan terakhir berdasarkan team Tibirninvet Puscadnas tahun 1977) 

59 S.M. Arnin, op. cit.; hal. 96-7; Jarahdam-1/lskandar Muda, op. cit., hal. 108, 
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atas inisiatif A.K. Jailani beserta dengan kawan-kawannya, 2 sena• 
pan mesin 4 bren dan 50 pucuk karabin tidak berhasil dilucuti nlP.h 

pihak J epang. 61 
' 

·Ada dua faktor yang juga turut memberi dorongan dan se­
mangat kepada se1uruh rakyat Aceh da1am merebut senjata dari 
Jepang. yaitu : Mak1oemat Oe1ama Se1oeroeh Atjeh dan seruan 
kepada kaum Muslimin, berasal dari seorang Ulama Besar di Aceh, 
Teungku Haji Hasan Krueng Ka1ee, mengenai kewajibari memper­
tahankan Kemerdekaan Indonesia yang baru di piok1amirkan itu. 
Maklumat Ulama tersebut, tertanggal Kutaraja 15 Oktober 1945, 
ditandatangani oleh 4 orang u1ama besar, yaitu : Teungku Haji 
Hasan Krueng Kalee, Teungku Muhd. Daud Beureueh , Teungku 
Haji Jakfar Sidiq Lamjabat dan Teungku Haji Ahmad Hasballah 
Indrapuri serta disetujui oleh residen Aceh, Teuku Nyak Arief 
dan Ketua Komite Nasional Daerah Aceh, Tuanku Mahinud. 
lsi pokoknya adalah, se1ain seruan bersatu padu di bawah kepe­
mfmpinan lr. Soekarno, juga penegasan bahwa perjuangan mem­
pertahankan Kemerdekaan adalah perjuangan suci yang disebut 
dengan "perang sabil" (perang di jalan Allah), suatu penegasan 
yang mendahu1ui revolusi Muktamar Umat Islam Indonesia di 
Yogyakarta, tanggal 7 - 8 Nopember 1945 dengan isi yang serupa, 
yaitu : 60 Miljoen Kaoem Moeslimin Indonesia siap berdjihad 
Fi Sabilillah. Perang di Djalan Allah oentoek menentang tiap­
tiap pendjadjahan" 62 (mengenai isi selengkapnya maklumat ula­
ma itu lihat lampiran). 
Mengenai seruan yang . dike1uarkan oleh Teungku Haji Hasan 
Krueng Ka1ee pada tangga1 18 Zulkaedah 1364 H (akhir Oktober 
1945) dan kemudian disiarkan oleh Pimpinan daerah PRI secara 
me1uas kese1uruh Aceh dengan surat pengantar tanggal 8 Nopem-

ber 1945, no. 116/1945 63
, intisari isinya tidak berbeda dengan 

maklumat ul.ama yang terdahulu, yaitu kewajiban mengorbankan 
jiwa dan harta untuk memerangi kafir penjajah membela kemer­
dekaan tanah air. Tegasnya kedua pernyataan tersebut telah mem­
beri kekuatan batin bagi rakyat Aceh dalam berjuang selama 

· revolusi Kemerdekaan yang diawali dengan perebutan kekuasaan 
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dan senjata dari tentara pendudukan Jepang. 

Dalam proses perebutan senjata tersebut, langkah-langkah 
yang ditempuh oleh rakyat Aceh pacta umumnya dan badan per­
juangan/ketentaraan (API/TKR; BPI/PRI) khususnya, adalah pacta 
mula-mula dengan jalan diplomasi dan intimidasi, tetapi kalau · 
menemui kegagalan, diikuti pula dengan tindakan kekerasan, yaitu 
dengan melakuhn penyerangan terhadap pos-pos konsentrasi 
tentara Jepang. Cara ini, dalam garis besarnya, dapat dijelaskan se­
bagai berikut, Mula-mula sekelompok rakyat yang dikoordinir 
oleh API/TKR dan/atau BPI/PRI dengan bersenjatakan rencong, 
tombak, pedang dan sebagainya, turun ke·· kota-kota dan mem­
bayangi pos-pos tentara Jepang di sana. Kadang-kadang sebelum 
tindakan ini dimulai, lebih dahulu telah dikeluarkan selebaran­
selebaran berisi berbagai ancaman , yang pacta dasarnya seakan­
akan keselamatan Jepang tidak terjamin lagi di Aceh. Hal ini 
menjadikan tentara Jepang, yang sudah kalah dan tidak bersema­
ngat lagi pacta waktu itu, gelisah dan ketakutan . Karenanya me­
reka segera memanggil para pemimpin rakyat dikota tersebut, 
baik yang duduk dalam badan pemerintahan R.I., ketentaraan, 
atau kelasykaral) . Dalam pertemuan yang berlangsung itu, para 
pemimpin rakyat menekankan, bahwa yang diinginkan oleh rak­
yat adalah senjata dari Jepang dan diancam pula, sekiranya Jepang 
tidak memberikannya, rakyat akan menyerang. Dan memang 
kalau pertemuan gagal penyerangan segera dimulai, yang setelah 
berlangsung beberapa waktu, kadang-kadang dilanjutkan dengan 
perundingan kern bali yang berakhir dengan kemenangan dipihak 
pemimpin rakyat. 

Dengan cara sebagaimana disebutkan di atas, kegiatan pere­
butan senjata dari pihak Jepang selalu terjadi di kota-kota/tem­
pat-tempat di mana tentara Jepang ditempatkan, di seluruh dae­
rah Aceh. Dalam wilayah Aceh Besar, di Seulimum tangga1 25 
Nopember 1945 tentar:~ Jepang terpaksa menyerahkan 180 pucuk 
senjatanya, akibat kepungan API bersama dengan barisan rakyat di­
sana dan besoknya dilanjutkan dengan penyerahan 3 pucukmeriam 
dan 3 gudang amunis~ 4 • Akibat kepungan API dan barisan rakyat i­
tu, tanggal 3 Desember 1945 pasukan Jepang meninggalkan Seuli­
m:tm menuju 1apangan udara Blang ~in tan~ te~Eat pemusatan ten-

64 Jarahdam I/ Iskandar Muda. op. cit., hal, 88. 
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tera Jepang untuk diberangkatkan keluar daerah Aceh. Kemudian, 
di Lhok Nga setelah terjadi pertempuran sengit tanggal 1 Desem­
ber, pihak Jepang menyerah~an lOpucuk senjata; dan pada waktu 
pasukan Jepang mengosongkan Lhok Nga tanggal 6 Desember 
1945 untuk seterusnya menuju Blang Bintang, pihak T](R dan 
PRI te1ah berhasil menguasai sejumlah besar meriam pantai bersa­
ma dengan tujuh gudang amunisi 65

. Sasaran berikutnya ialah 
B1ang Bintang; penyerangan dilakukan pada tanggal 7 Desember, 
tetapi pihak TKR dan Barisan Rakyat (PRJ) tidak berhasil me­
nguasai berhubung kuatnya pertahanan tentera Jepang di sana. 
Sementara itu Tyokan (Residen) Aceh, S. Iino, berhubung adanya 
tekanan yang terus menerus, juga telah menyerah terimakan 600 
pucuk senjata kepada pihak TKR 66 

Demikian pula di tempat-tempat lain di luar Wilayah Aceh 
Besar. Dengan taktik yang serupa TKR bersama dengan barisan 
rakyat selalu berhasil memperoleh senjata dari pihak Jepang. 
Umumnya, di Sigli (Pidie), akhir Nopember 1945, sebanyak 200 
pucuk senjata; di Aceh Utara ; yaitu : di Bireuen dan Lhok 
Seumawe (tanggal 18 Nopember, masing-masing sebanyak 320 dan 
300 pucuk, di Juli (20 Nopember, 6 buah Tank, 3 meriam pantai, 
3 senapan mesin, 2 buah truk, 72 karabin dan 7 gudang amunisi), 
di Gelanggang Labu (22 Nopember, sebanyak 620 pucuk), dari 
Krueng Panjoe (tanggal 24 Nopember, disini terjadi pertempuran 
sengit selama 3 hari dan berakhir dengan penyerahan 300 pucuk 
senjata); di Aceh Timur, terutama di Idi dan Langsa, masing-ma­
sing tanggal 9 dan 13 Desem ber 1945 sebanyak 220 dan 300 pu­
cuk senjata 67

. Selain itu juga di daerah-daerah Aceh Barat, 
Aceh Selatan dan Aceh Tengah (Aceh Tenggara pada waktu itu 
termasuk Wilayah Aceh Tengah) 68

. 

Untuk sekedar perbandingan mengenai hasil yang dicapai 
selama kegiatan perebutan dan pelucutan senjata dari Jepang itu 

:+ dapat dicatat : pada upacara memperingati 6 bulan Kemerdekaan 
Indonesia (17 Pebruari 1946) di Lapangan Blang Padang Kutaraja 

65 
Ibid., hal. 89;Harian Waspada, Medan 17 A&U$tus 1979. 

66 
T.A.Talsya "Pe\'juangan Kemerdekaan di Aceh", Santunan, No. 28, Pebruari 

1979, hal. 10. 
67 

Jarahdam-1/lskandar Muda, Loc. Cit., hal. 91~; Komite Musy~~owarah Angkatan 
45, op. cit. ,; Santunan, No. 28, Pebruari 1979 hal. 10. 

· 
68 

Ibid.; Untuk daerah Aceh Ten&ah/Tenggara, lihat juga panitia Seminar, Sejarah 
Perjuangan Pemuda Indonesia Daerah Tk . II Aceh Tengah, Takengon, 24-25 Pebruari 
1965, hal. 9-12; H. Syahadat, Perjuangan Aceh Tenggara sejak tahun 1873 s/d Kerner· 
dekaan R.I: Menentang Penjajahan, Seminar perjuangan Aceh Sejak tahun 1873 s/d 
Kemerdekaan R.I., Medan, 22-26-Maret 1976, hal. 123-9. 
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TRI telah dapat mertgadakan parade dengan satu resimen pasukan 
lengkap dengan persenjataannya 69

. Ini belum lagi persenjataan 
yang dimiliki oleh TRI dan lasykar-lasykar rakyat di daerah-dae­
rah kabupaten dan kewedanaan di seluruh Aceh. 

Rupanya aksi perebutan d<!Jl pelucutan senjata yang dilancar­
kan oleh API/TKR bersama der.igan barisan rakyat telah menye­
babkan posisi tentera penjajahan 1Jepang semakin terdesak. Tam­
paknya mereka tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi di 
Aceh . . Oleh karena tentera Jepang yang telah dikonsentrasikan di 
Blang Bintang, pada tanggal 15 D~sember 1945 meninggalkan la­
pangan terbang itu menuju pelabuhan Ulee Lheue. Dalam perja~ 
lanan sampai di Kutaraja, mereka sempat juga menyandra bebera­
pa tokoh pimpinan TKR, seperti Syamaun Gahar,u, Teuku A. Ha­
mid Azwar, :Teuku Mohd. Syah dan lain-lain, 'yang dibawa bersama 
mereka ke Ulee Lheue. Tetapi, kemudian, setelah melalui perun­
dingan yang dilakukan oleh Tuanku Mahmud dengan para pejabat 
J epang dan disusul pula· dengan ultimatum yang dikeluarkan oleh 
Residen Teuku Nyak Arief, para perwira TKR itu dibebaskan 
kembali. Dan pada tanggal 18 Desember 1945 tentera Jepang ber­
sama dengan pegawai sipil peinerintahannya dengan kapal sekutu 
meninggalkan Ulee Lheue setelah lebih dahulu meledakkan seba­
gian besar kenderaan bermotomya 70 

Selain itu tentara Jepang yang dikonsentrasikan di Langsa 
(Aceh Timur), pada tanggal 22 De'sember 1945 juga menjnggalkan 
Aceh menuju Sumatera Timur (Medan). T~tap'i kemudhin pihak 
sekutu memerintahkan mereka kembali ke Aceh untuk mengambil 
se~jata yang ditinggalkan disana, yakni senjata-stmjata· yang telah 
berhasil direbut oleh TKR dan lasykar rakyat, bukan senjata yang 
ditinggalkan dengan sengaja yang memang tidak ada. Ini berarti 
tentara Jepang harus menghadapi kembali TKR dan Lasykar· 
rakyat yang sudah lengkap persenjataannya - yang hampir selu­
ruhnya berasal dari mereka pula, sehingga sudah dapat diperkira­
kan; bagaimanapun, mereka akhirnya akan menerima kegagalan; 
namu.n karena perintah itu datang dari sekutu yang telah menga­
lahkannya, mereka tidak bisa mengelak dan terpaksa harus melak­
sanakannya. 

69 
Komite Musyawarah Angkatan 45, Loc. cit. , ; Santunan No 28 Banda Aceh 

Pebrw11:i 1979. · • , 
70 Aboe Dakar Bsf., op. cit .. hal. 405. 
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tJntuk membendung tentara Jepang yang menyerbu ke wi­
layah Aceh Timur itu pihak TKR mendatangkan pasukan tam­
bahan dari Kutaraja, Bireuen, Takengon, Lhok Seumawe dan Lhok 
Sukon, sedang pasukan TKR dan Lasykar rakyat yang berada di 
bagian Timur, seperti d~i ldi dan lain-lain, sebagian besar dipusat­
kan ke sekitar kota Langsa. Tujuan tentera J epang pertam;1-tama" 
adalah menduduki kembali kota Kuala Simpang dan Langsa. Maka 
terjadilah pertempuran sengit di sekitar ke dua kota tersebut, se­
perti : Kampung Durian dan Kampung Tupak (tanggal 24 Desem­
ber 1945); pada hari itu juga Kuala Simpang berhasil diduduki ' 
dan menyusul Langsa tanggal 25 Desember setelah terjadi pertem­
puran di Kampung Upak dan Bukit Meutuah; Tetapi pasukan 
Jepang itu tanggal 26 Desember terpaksa mundur kembali ke 
Kuala Simpang. Dan setelah pertempuran berlangsung selama 
hampir satu bulan, maka pada tanggal 20 Januari 1946 pihak TKR 
bersama lasykar rakyat berhasil memukul mundur tentera Jepang 
kern bali ke Medan. 71 Dengan demikian daerah Aceh berhasil diber­
sihkan dari tentera Jepang dan kekalahannya itu merupakan pu­
kulan berat tidak saja bagi Jepang, tetapi juga bagi sekutu sendiri 

D. Kedatangan tentara Sekutu dan tentara Nica di Daerah Aceh. 

Sebagaimana telah disebutkan dalam bagian · pendahuluan, 
bahwa satu-satunya wilayah daerah Aceh yang berhasil diduduki 
oleh sekutu/Belanda selama Revolusi Kemerdekaan adalah Pulau 
Weh (Sabang). Pulau yang terletak di ujung paling Utara Sumatera 
itu, dilihat dari segi kemiliteran memang cukup strategis, sebagai 
basis pertahanan terdepan dari arah BaFat Laut Indonesia; karena 
tidak mengherankan, apabila Jepang menjelang saat kekalahannya 
menempatkan kira-kira 10.000 kekuatan tentaranya disana di 
bawah komlmdo Vice Admiral Hirose . Demikian pula dengan 
tentara Sekutu/Belanda, pertama-tama perhatiannya diarahkan ke 
pulau tersebut. 

Pada tanggal 25 Agustus 1945 armada Sekutu yang terdiri 
dari beberapa kapal perang lnggeris telah berada di muka pelabuh-

71 Jarahdam-1/Iskandar Muda. op . cit .. hal. 96-100; Pemerintab Poesat Soematera, 
op. cit., hal. 6. 
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an Sabang. Qalam pasukan ini ikut serta Kesatuan Marine Belanqa 
dan juga ~emerintah BeHmda yang menjadi bagian dari AMACAB _ 
(Allied Military Administration Civil Affairs Branch). Pada hari 
itu juga Hiros~ menyerah .terimakan Pulau Weh kepada Sekutu 
yang disusul dengan pendaratan tentara serta pengibaran bendera 
Ingge.ris da.w bendera Belanda di kota pelabuhan tersebut. Kemu­
dian, untuk menggerakkan adrninistrasi pemerintahan di pulau 
Weh ditetapkan seorang perwira Belanda, Letnan -Hamers yang 
bertindak atas nama Panglima Sekutu, tetapi dengan tidak lang­
sung seperti ternyata kemud,ian atas nama pemerintah · Hindia 
Belanda. Setelah itu dipertahankan pulaagar Jepang segera me­
ngemballkan .ribuan kuli kebun, yang berasal dari daerah Aceh, 

' \ 

Sumatera Timur dan Tapanuli dan yang selama: ini bekerja sebagai 
rumusnya disana, ke tempat asal mereka niasmg-masillg 78 ~ 

Pada tanggal 29 Agustus 194~ Sekutu memanggi1 Guntyo 
Sabang, Teuku Al;>aih, ke kapalnya untuk diberitahukan, bahwa 
Jepang t.elah menyerah dan karenanya pulau Weh telah diserahkan 
kerriball 'kepada Pemerintah Hindia Belanda. Dalam hubungan ini 
Teuku Abaih, · seba~i Kepala pemerintahan angkatan Jepang, 
khususnya dan rakyat pada umumnya, mengingat kekuat~ ten­
tara Sekutu dan Jepang yang besar di sana, tidak mungkin mela­
kukan tirtdakan apa-apa se1ain dari I}lenerima pemberitahuan ten­
tara Sekutu terse but. Semenjak _ itu, dengan, dukungan sekutu, 
pemerintahan NICA (Netherlands Indies Civil Administration) 
muiai dirintis di pulau Weh. Dan sejak tanggal3 September 1945, 
.Letnan Hamers yang selama ini bertindak atas nama sekutu, digan­
tikan oleh seorang pegawai Nica, bernama; C.A. Sani 'dalam ke­
dudukannya selaku Comanding Officer. Untuk melaksanakan tu­
gasnya sehari-hari, C.A. Sani dibantu oleh seorang kepala W 
(Politike Inlichtingen Dienst) yang be mama Emil Dahniel 74 

Dengan berhasilnya, diduduki pulau Weh berarti pula Tenta­
ra NICA mempunyai basis pertahanan yang kuat di ujung Barat 
Laut Indonesia. Dari sini, selama Revolusi Kemerdekaan, nierelca 

7li A. J. Piekaar, Atjeh en de :Oorlo1· met Japan, W. Van Hoeve, BandUDI, '1949, 
bal. 246; Aboe Bakar Bsf, op. cit., bal. 424; T.A. Talsya, op. cit., bal. &8---e. 

74 . 
A. Hasjmy &: T.A. Talsya, op. cit., hal. 30. 
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selalu melancarkan operasi Militer, me1akukan pengawasan yang 
ketat diperairan Se1at Malaka dan Samudera Indonesia, terutama 
dalam kaitan dengan usaha mereka untuk mendarat ke daratan 
Aceh dan membendung kegiatan rakyat Aceh mengadakan hubu­
ngan perdagangan dengan 1uar negeri. Namun usaha-usaha mereka " 
itu dapat dikatakan se1alu menemui kegagalan, sampai pengakuan 
kedaulatan Indonesia, mereka tidak pemah berhasil mendarat di­
sana dan rakyat Aceh selalu berhasil menem bus blokade Belanda itu. 

Di wilayah Qaerah Aceh 1ainnya, juga sekutu berusaha untuk' 
mendaratkan tentaranya. Beberapa waktu menjelang kekalahan . 
Jepang tangga1 14 Agustus 1945, sekelompok pasukan dari 1.3.6. 
fore~, di bawah pimpinan bekas kepala Pabean Be1anda di Sigli, 
B.W. Lefrandt, telah berada di sekitar pegunungan Seulimeum 
(Aceh Besar) dalam rangka memb).lat persiapan untuk memung­
kinkan peneijunan pasukan payung Sekutu yang akan menunjang 
rencana penyerbuan pertahanan pantai Jepang di. pesisir Aceh 75 

• 

Tetapi penyerbuan ini tidak. jadi dilaksanakan berhubung J epang 
telah lebih dahulu menyerah dari rencana penyerbuan vang di­
persiapkan itu. 

Se1anjutnya kira-kira dua bulan sete1ah Jepang menyerah, 
satu kelompok dari A.D.C.B. 1.3.6. force di bawah pimpinan 
Mayor Marteen J. Knottenbelt tiba di Kutaraja dalam rangka penye­
lidikan mengenai keadaan militer, politik dan ekonomi di Aceh. 
M.J. Knottenbelt adalah anggota pasukan Belanda dan datang ke 
Aceh atas perintah SACSEA (Supreme Allied Commander South 
East Asia). Tanggal 1 Oktober 1945, ia bersama dengan seorang 
Kapten Inggeris dan seorang Letnan Belanda diterjunkan di dekat 
Medan: untuk sampai ke tujuannya, yaitu ke ibukota Daerah 
Aceh, Kutaraja, di Medan Knottenbelt menghubungi para pejabat 
Jepang guna memper.oleh perlengkapan dan tambahan rombongan. 
Pada tangal 4 Oktober 1945 sebagian rombongann'ya berangkat 
melalui darat, sedang besoknya tanggal 5 Oktober, Knottenbelt 
berangkat dengan pesawat pembom ringan milik Jepang dan men-

75 
A.J. Piekaar. op. cit., hal . 246 ; terjemahan karangan A.J. Piekaar untuk bagi.an ini 

(hal. 246- 251), lihat Aboe Dakar Bsf., Op . cit., hal . 423- 30 . 
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darat di Lhok Nga (Lapangan Udara .Militer yang dibuat o1eh Je­
pahg, kira-kira 14 km aiah ke selatan Kutaraja) 76 

• 

Meskipun Knottenbelt datang se1aku wakil sekutu, namun 
pada mobilnya se1a1u dikibarkan bendera kecil Belanda, sehingga 
menjadikan suasana semakin pa11as karena me1uapnya ainarah 
rakyat. Se1ama di. Kutaraja, da1am rangka tugasny.a, ia berusaha 
untuk mengadakan kontak dengan para pemimpip. Indonesia; 
dan kepada berbagai instansi J epang ia mengirimkan sejum1ah ang­
ket yang menyangkut dengan keadaan militer,..-politik dan eko­
nomi di Aceh. Berdasarkan jawaban ang~et yang dite:rima dari 
paia pejabat J epang, pad a tangga1 14 Oktober 1945._ Knottenbelt 
dapat mengiijmkan laporan kepada Markas Besamya; dan sejak itu 
diimggap tugasnya telah seles;ri, meskipun belum berhasil meng­
hubungi para pejabat Indonesia. 

Berdasarkan saran-saran yang diterim~ dari pibak Jepang, 
rombongan segera akan meninggalkan Kutaraja kembali ke Medan 
atau ke' Sabap.g. Tetapi berhubung datangnya perintah atasan un­
tuk mengamati perkembangan selanjutnya maka rencana keberang­
katan tersebut diurungkan. Karena itu Knottenbelt kembali ber­
usaha untuk mengadakan kontak dengan para pemimpin Indone­
sia, meskipun dihmangi o1eh para pejabat Jepang yang merasa ta­
kut, kemungkinan akan dituduh oleh pihak Sekut~, bahwa mereka 
banyak memberi "angin" kepada para pemimpin rakyat dalam 
menggerakkan roda pemerintahan Republik Indonesia ·di daerah 
Aceh. 

Pada tangga1 ·15. Oktober 1945, atas "jasa baik" s~orang Cina 
peranakan , Goh Moh Wan yang dimasa pendudukan Jepang 
menjadi juru bahasa Kompeitai, Knottenbelt berhasil bertemu 
dengan Residen Aceh Teuku Nyak Arief. Da1am pertemuan yang 
diliputi oleh suasana ketegangan pada hari itu, Teuku Nyak Arief 
sambil mengepa1kan tangannya dengan nada keras- sesuai dengan 
yang ditulis o1eh Knottenbelt sendiri - menegaskan, bahwa .. .... . 
"ia suka bekerja sama dengan Sekutu, tetapi tidak dengan orang-

76 
Uralan secara lebib luas, libat tulisan Knaottenbelt sendil:i, "Kontalt denpn 

Aceh~ dalam, V~j _Nederkmd, tahun 6 no. 26, London, 19 Januarl 1946; wiat jup, 
A.J.Piekaar, loc. CJt. , : dan Aboe Dakar Bsf., loc. cit. 
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orang Belanda, Penguasa-penguasa Belanda- babi-babi sombong-
. 77 

tentara Belanda yang keparat ! Selanjutnya Teuku Nyak 
Arief menegaskan lagi, bahwa masalah pelucutan senjata Jepang 
menjadi tanggungannya; oleh karena itu tentara sekutu ti~ak ada 
gunanya datang ke daerah Aceh. Dalam pada itu Knottenbelt 
sempat pula bertemu dengan 6eberapa tokoh pemimpin Indonesia 
lainnya, seperti dengan Ketua Komite Nasional Indonesia Daerah 
Aceh, Tuanku Mahniud, namun pertemuan-pertemuan terse but le­
bih banyak menemui kegagalan bahkan dengan kegiatan-kegiatan 
yang dilakukan oleh utusan Sacsea itu tampak turuj lebih mem­
per~ndng suasana di daerah Aceh. 

Sampai dengan awal Nopember 1945 semakin terasa lagi 
bagi Knottenbelt, bahwa keselamatan dirinya di daerah Aceh kian 
hari semakin tidak terjamin; hampir tiap malam selalu datang 
ancaman, berupa pelemparan batu dari jauh tlan sebagainya ke 
arah rumah tempat tinggalnya dipinggiran lapangan Blang Padang. 
Karena itu ia mengambil keputusan untuk tidak perlu lagi lama­
lama tinggal di Kutaraja dan tanggal JO Nopember ia kembali ke 
Medan. Betapa gawa.t keadaan pada waktu itu dapat dilihat pada 
hari keberangkatan rombongan Knottenbelt'; kenderaan; Teuku 
Nyak Arief terpaksa berjalan di depan sekali untuk menghindari 

. hal-hal yang mungkin dapat mengancam jiwa utusan SACSEA 
itu. 

78 

Hasil penyelidikan Knottenbelt selama satu bulan lebih di 
daerah Aceh dituangkan dalam bentuk laporan sementara yang 
sekaligus juga merupakan sebuah rekomendasi yang berharga bagi 
Sekutu. dan Belanda dalam menentukan sikap selanjutnya. Adapun 
isi laporan itu seluruh,nya adalah sebagai berikut : 

62 

" Hendaknya dianggap sebagai kewajiban saya untuk memper­
ingatkan disini, bahwa, menurut hemat saya, adanya utusan 
Sekutu di Aceh dapat lebih memperburuk suasana. Sebab­
sebabnya ialah: pertama; perselisihan paham yang timbul an­
tara pihak Jepang dengan Indonesia mengenai masalah 'siapa 

77 Knottenbelt, op, cit., menurut terjemahan, Aboe Bakar, PDIA, 13 Mei 1979. 



yang berkuasa sekarang' yang sehari kesehari menjadi sema­
kin pa~ah; kedua~ dengan adanxa utusan sekutu d,i tempat 
tahulah orang-orang Jepang, bahwa tindak-tanduk mereka itu 
diamat-amati dan tahu pula orang-orang Indonesi, bahwa 
mereka tidak dapat mempengaruhi orang-orang Jepang untuk 
tidak mentaati perintah-perintah SECSEA; ke tiga, Aceh 
dapat diibanitkan sebagai sebuah tong mesiu .yang untuk me­
ledaknya hanya diperlukan sebuah nyala api kecil, sementara 
seorang utusan SECSEA yang bijak sana dan ahli tidak akan 
mungkin dapat .niemadamkannya jika ia telah meledak, akan 
tetapi ia akan berguna sekiranya tangan yang mematikan api 
itu bel urn sempat .mendatangkan suat4 malapetaka." 79 

Berdaswkan laporan terse but, maka pihak Sekutu tidak men-
datangkan lagi utusannya ke Aceh dan rencana ·untuk menduduki 
daerah ini j\}ga diurungk~. Demikian pula dengan pihak NICA, 
meskipun tidak sepenuhnya, mereka juga terpengaruh oleh re­
komendasi Knottenbelt itu . Disini ditulis "tidak sepenuh.nya" dan 
"terpettgaruh", karen a, seperti juga telah disinggung dimuka, 
tentara Nic~ , paik y~ng ditempatkan di Sahang maupun di Medan, 

· selalu berusaha untuk mendarat di daerah Aceh, tetapi dengan per­
hitungan yang teliti dan hati-hati. Rencana pendaratan ini lebih 
digiatkan lagj. seteiah pecahnya aksi Militer Belanda II, 18 De­
sember 1948. Pada waktu itu berkali-kali dilancarkan serangan 
udara terutama terhadap Komando 'Aiteleri TNI di Lapangan 

-· . 
Udara Lhok Nga dan beberapa kota lainnya, seperti Ule~ 

Lheu , . Sigli, Lhok Seumawe, Langsa, Meulaboh dan sebagainya. 
Terhadap serangan-serangan tersebut selalu dibalas dengan meriam­
meriam anti pesaw.at,. yang di Aceh pada waktuitu dikenal dengan 
nama : pompom . 8~ Demikianpula dengan' marine Belanda selalu 
berusaha melakukan percobaan pe~daratan: pacta tempat-tempat 
yang strategis dan pelabuhan-pelabuhan dj sepanjang pantai Aceh, 
seperti : Ulee Lheue, U:yongBatee, Krueng Raya, Sigli, Ulee Ka-

-
79 

"Libat Jebib lanjut, A.J. Plekaar, op. ci t., 248; Aboe Bakar Bat, op. cit., bal. 394, 
402, 426; A. Hasjmy 4t T.A. Talsya, op. cit., bal. 3Q-3; T.A. Talsya, "Periuancan Ke­
merdekaan di Aceb" Santunan, Tahun ke IV, ·rio. 34, Agustus 1979, hal. 20. 

80 
Uraian lebib lanjut, libat, A.G. Mutlara, "Banda Aceb Pemab Berperan ·sebalai 

lbukota R .I.'; Seminar Pej-juangan Aceh aejak 1872 sampai dengan Kemerdekaan Indo· 
neal4, · Medan Maret 1976; libat jup, Hoesin Joesoef, op. cit. , bal. 6o-1; A. Hasjmy &. 
T .A, Talsya., op. cit. , hal, 26 - 8. 
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reung, Lhok Seumawe, Kuala Langsa, Meulaboh, Tapak Tuan dan 
lain-lain. Armada-armada perang Belanda yang sering beroperasi 
di perairan Aceh pada waktu itu, antara lain Jan van Bukker, Banda 
dan Jan van Galle11 81 

. Tetapi karena kuatnya pertahanan pantai 
yang di perlengkapi dengan meriam-meriam pantai hasil rampasan 
dari tentara Jepang serta dilandasi pula oleh semangat raky.at yang 
bergelora untuk mempertahankan Kemerdekaan dan hal-hal ini 
selalu diselidiki oleh pihak Belanda, a.l. melalui nelayan yang se­
dang mencari ikan dengan menyeret mereka ke kapal untuk di­
minta berbagai keterangan mengenai situasi di darat maka rencana 
pendaratan Belanda itu selalu ditemui kegagalan. Rupanya apa 
yang ditunggu Belanda agar suatu waktu Aceh tidak lagi, sebagai­
mana disebutkan oleh Knottenbelt, sebagai tong mesiu yang kalau 
dil).yalakan, dengan nyala api yang kecil sekalipun, akan menda­
tangkan malapetak.a (tentunya bagi sipenyala sendiri), tidak per­
nah tiba sampai mereka mengakui Kemerdekaan Indonesia. 

81 Mengenai rencana dan usaha Belanda untuk mendarat di Aceh, lihat lebih lanjut 
dalam buku·buku pada cetakan kaki no. 80 di atas . 
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BAB IV 

REVOLUSI KEMERDEKAAN INDONESIA DI ACEH 

A. Peristiwa Cumbok dan Aksi TPR 

Pada masa proklamasi kemerdekaan muncul be berapa ke­
lompok elite di Aceh, yang mempunyai orientasi politik tertentu. 
Orientasi politik yang mereka anut tercermin dalam cara mereka 
memberi tanggapan dan penafsiran terhadap proklamasi kemerde­
kaan. Karena itu konstelasi politik sesudah proklamasi atau sela­
ma masa revolusi di Aceh merupakan refleksi dari interaksi yang 
berlangsung an tara masing-masing kelompok elite. 

Kelompok elite pertama adalah golongan uleebalang, yang 
secara tradisional menduduki jabatan pemerintahan lokal di Aceh. 
Sungguhpun secara sederhana uleebalang digolongkan kepada satu 
kelompok, tetapi sebenarnya mereka mempunyai status yang ber­
beda-beda. Perbedaan status ini berkaitan erat dengan usia silsilah 
dengan Sultan Aceh, dan otoritas politik dalam tata feodal seperti 
luas daerah kekuasaan, dan sebagainya. 1 

Kedua, elite ulama, yang secara tradisional merupakan pe­
mimpin spiritual dalam masyarakat Aceh. Seperti halnya dengan 
golongan bangsawan atau uleebalang, mereka yang tergolong da­
lam kelompok elite ulama ini memiliki status yang berbeda sejalan 
dengan kwalitas ilmu yang dimilikinya. Di samping itu, elite ula­
ma ini dapat dikelompokkan kepada dua kelompok, yaitu elite 
ulama modernis dan elite ulama ortodoks. Di antara kedua ke­
lompok ini tampaknya elite ulama modernis yang sudah mempu­
nyai organisasi yang agak teratur yaitu PUSA. Dengan demikian 
mercka mempunyai jaringan komunikasi dengan seluruh anggota­
nya yang tersebar di seluruh Aceh . Sejak masa pendudukan Je­
pang, elite ulama modernis sudah banyak menduduki jabatan ter­
tentu dalam pemerintahan, terutama yang berhubungan dengan 

1. Dilihat dari segi luar tentorial. terlihat aneka macam sebutan kaum baniSa­
wan. Diantaranya panglima sagi XXII. XXV. XXVI mukb;n. uleebal.an& uleeballlD8 cut, 
mukim dan keujruen. Demikian juga dalarn hubungan dengan kerabat sultan, seperti tu· 
wanku dan panglima polem. 



keagamaan 2
• Sedangkan elite ulama ortodok umumnya masih 

tetap menerliskan peran tr-adisiori-~Jnya, terutama di pesantren-pe­
santren. 

Kelompok elite ketiga adalah elite pemuda. Secara kasar 
mereka dapat digolongkan kepada dua golongan, yaitu elite · pe­
muda yang mendapat pendidikan militer J epang dan elite pemuda 
yang mendapat pendidikan sekolah keagamaan modernis. Mereka 
yang termasuk kelompok elite pertama umur:nnya bersatu untuk 
membentuk angkatan bersenjata di Aceh yaitu API 3

. Sedangkan 
kelompok elite kedua, membentuk badan-badan kelasykaran. 
Sungguhpun di antara mereka terdapat kepentingan politik terten­
tu, tetapi di antara para elitenya mempunyai hubungan tradi­
sional melalui organisasi Pemuda PUSA 

4 
• 

Kelompok elite yang keempat, yaitu elite minoritas. Mereka 
ini terdiri dari para cendekiawan ataupun pemimpin golongan mi­
noritas yang berasal dari daerah luar Aceh. Oleh karena itu mereka 
hanya terdiri dari beberapa orang saja. 5 

Proklamasi kemerdekaan dan kevakuman kekuasaan akibat 
penyerahan kekuasaan Jepang kepada sekutu , diberi tafsiran dan 
tanggapa11 oleh masing-masing kelompok. Di antara kelompok 
elite itu tampaknya kelompok elite ulama (terutama modernis) 
dan pemuda yang amat bernafsu untuk meraih pengaruh pada 
waktu itu . Mereka melihat jalur militer merupakan jalur yang 
ampuh untuk meraih kekuasaan. Justeru itu , mereka membentuk 
lembaga militer atau kelasykaran, yang bakal dijadikan ujung tom­
bak bagi perwujudan orientasi politiknya. 

Di pihak lain , kelompok elite bangsawan yang masih tetap 
meneruskan tradisi pemerintah lokal pada mulanya tidak memben­
tuk pasukah militer ataupun kelasykaran. Keadaan demikian 

2 . Di antaranya dapat disebutkan Teungku Muhammad Daud Beureueh, Teung· 
ku A. Wahab Seulimum, T eungku Hasballah lndrapuri dan Teungku Ismail Yakub. Mere­
ka menduduki jabatan Maikbatra, Syu Sangi Kai." dan sebagain y a, lihat bab. 11. 

3 . UmlpTlnya mereka bekas anggota Gyu Gun. Diantaranya Syammaun Gaharu 
dan T.A Hamid Azwar. 

4 . Di antaranya Teungku Amir Hu sin AI Mujahid. Ali Hasjmy, dan Cek Mat 
Rahmany . Sungguhpun sebelum -tahun l!l40, masing · masing kelompok mempunyai o.­
ganisasi, tetapi tatkala dibentuk Pemuda PUSA pada tahun 1940, mereka menyatakan 
diri bemaung di bawahnya. Lihat Anthony R eid, o p c it .. hal. 25. 27. 

5. Di antaranya Mr. SM. Amin, Sutikno Padmosuparto .John Lie, Ali Murtolo. 
Lihat Bab • II. 
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barangkali karena mereka sudah cukup puas dengan mem bina API 
yang dibentuk oleh para pcmuda bekas Gyu Gun pada bulan Okto­
ber 1945 yang lalu . Tetapi pembentukan lasykar-lasykar yang me­
rupakan "tentara bayangan" di samping API menimbulkan perasa­
an curiga di kalangan sebagian kelompok elite uleebalang, teru ta­
ma di daerah Aceh Pidie. Sikap kecurigaan demikian bisa difahami 
bila dihubungkan dengan hubungan yang terjalin antara pemimpin 

kelasykaran dan pengurus PUSA yang berkedudukan di Pidie l!am­
bahan lagi kekuatan API yang belum begitu tangguh. 

Sikap kecurigaan itu pada tingkat tertentu mcmbawa kepada 
konflik seperti yang telah terjadi antara Asisten Residen Teuku 
Cut Hasan dengan satuan lasykar BPI pada waktu upacara pengi­
baran bendera Sang Saka Merah Putih di Sigli, dcmikian juga hal:. 
nya dengan pcristiwa yang sama antara satuan BPI dengan uleeba­
lang Cumbok di Lameulo. 6 

Insiden Sigli dan Lameulo itu menimbulkan reaksi luas dalam 
kalangan elite ulama dan kelasykaran, yangmereka tafsirkan sebagai 
perlawanan terhadap pemerintahan republik. Sebaliknya para 
uleebalang di Pidie merasa dirinya terancam oleh reaksi dari pihak 
elite ulama dan kelasykaran. Tambahan lagi persekutuan yang 
terjadi antara sebagian golongan mereka (Teuku Nyak Arief dan 
Teuku Panglima Polem Muhammad Ali) dengan para lasykar dalam 
kedua kasus itu. 

Menyadari situasi demikian , Teuku Umar Keumangan, 
Beureunun, mengambil prakarsa untuk melaksanakan pertemuan 
uleebalang pada tanggal 22 Oktober 1945 di Beureunun, Pidie. 
Pertemuan untuk membicarakan masalah konsolidasi kekuatan 
dan memperkuat solidaritas antara para elite uleebalang tampak­
nya tidak semulus yang diharapkan. Hal demikian tampak pada 
ketidak hadiran beberapa orang di antara mereka. Di sini jelas 

6. Upacara penaikan bendera Sang Saka Merah Putlh baru terlaksana di kedua 
kantor itu setelah mereka mendapat tekanan dari Residen Teuku Nyak Arief. Lihat Na­
zaruddin Syarnsuddin, The Course of the National Revolution in Acheh, 1945 . 1949. 
thesisunpubl. (Monash University : 1974), hal . 122. 
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menunjukkan terjadinya perbedaan kepentingan dari masing-ma­
sing uleebalang. 7 

Sungguhpun terdapat beberapa uleebalang di daerah Pidie 
yang tidak menghadiri pertemuan itu, namun mereka b.erhasil 
mengambil sikap terhadap gerakan-gerakan revolusioner yang se­
dang berkem bang di daerah Aceh umumnya dan Pidie khususnya. 
Sikap itu diwujudkan dalam langkah usaha pembentukan markas 
uleeb~lang dibawah pimpinan Teuku Muhammad Daud Cumbok 

- dengan berkedudukan di Lameulo. Un tuk mehandingi lasy kar- la­
sykar yang sudah terbentuk di Aceh, lalu mereka memandang per­
lu untuk membentuk badan kelasykaran yang akan menjadi ujung 
tombak mereka, yaitu Barisan Penjaga Keamanan (BPK) dan Per­
himpunan Indonesia. 8 

Di antara kedua kelasykaran itu hanya BPK yang tumbuh dan 
berkembang. Lasykar tersebut dalam perkembangan berikut dipe­
cah atas 3 satuan, yang masing-masing mempunyai missi khusus. 
Ketiga satuan tersebut adalah sebagai berikut : 

I. Barisan Cap bintang dengan tugas utama menghadapi per­
lawanan rakyat yang menentang kekuasaan para uleeba­
lang. 

2. Barisan cap sauh dengan tugas utama di bidang usaha 
keuangan untuk membiayai gerakan mereka. 

3. Barisan cap tombak dengan tugas utama menangkap para 
pemimpin rakyat (lasykar) yang menentang atau meng­
halang-halangi mereka 9 

· 

Sifat dan tujuan yang melandasi pembentukan lasykar BPK 
ini tentu menimbulkan suasana yang tidak nyaman dengan lasykar 

7. l!ertemuan itu bukan saja tidak berhasil mengumpulkan para uleebalang yang 
cukup berpengaruh di luar Pidie seperti T Pandima Polem Muhammad AU. Teuku Nyak 
Arief dan Teuku Daudsyah, tetapl jue;a terhadaP beberaPa uleebalang di Pidie, yang pu­
ny a hubungan dengan kaum republlk seperti _Teuku Bentara Pineung (ayah Mr. T.M. Ha­
san Gubemur Sumatra) tidak menghadirinya. Lihat Nazaruddin Syamsuddin,op. cit, hal 
123. atau Revolusi 45 di Aceh hal. 18. 

8. BPK berpusat di Lameulci di bawah pimpinan adik Teuku Muhammad Daud 
Cumbok yaitu Teuku Mahmud. Sedangkan Perbimpunan Indonesia direncanakan tidak 
bersifat lokal tetapl meliputi seluruh Aceh di bawah Teuku Cut Hasan berkedudukan 
di Kutaraja. Organisasi terakhir ~idak berkembang karena sekall Jagi tldak mendapat 
restu dari beberapa uleebalang terkemuka yaitu Teuku Chiek Muhammad Johan Alarn­
syah Peusangan dan Teuku Muhammad Daudsyah Idie. Nazaruddin Syarnsuddin, op. cit 
hal. 123- 4 . 

9 . S.M. Amin op. cit. , hal. 132. Dan lihat juga Nazaruddin Syamsuddin, op. cit 
hal . 125- 6; Serta A. Arief, Disekitar Peristiwa Pengkhianat Tjumbok (Kutaradja : Pe­
nerbit A. Arief/ Semangat Merdeka, 1946) hal. 8- 9. 
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lainnya, terutama BPI/PRI yang sudah mengembangkan sayap di 
daerah-daerah keuleebalangan di Pidie. Suasana tidak nyaman 
terasa dalam rangka meraih pengaruh di kalangan masyarakat luas, 
terutama di daerah basis BPK, yaitu Lameulo. Suasana tidak aman 
dalam proses inter-aksi mereka pada tingkat tertentu menimbulkan 
konflik. Di antaranya dapat disebutkan tindakan penangkapan 
terhadap beberapa anggota satuan PRI di Lameulo pada tanggal 
3 November 1945. Malahan pada tanggal 8 November 1945 kan­
tor PRI Lameulo mereka duduki. 10 

Pedakuan yang diterima oleh satuan lasykar PRI di Lameulo 
dengan segera disampaikan ke markas induknya di Kutaraja sehing­
ga menjadi persoalan yang pelik bagi pemerintah daerah. Karena 
PRI adalah juga merupakan suatu lasykar yang cukup tangguh 
pada waktu itu di Aceh. Karena itu pemerintah daerah mengkha 
watirkan jangan . terjadi tindakan balas dendam. Mengha 
dapi situasi demikian. Tuanku Mahmud yang menjabat sebagai 
Ketua Komite Nasional Daerah terpak.sa mengirimkan wakil ke 
Lameulo untuk memperdamaikan sengketa yang terjadi an tara 
PRI dan BPK 11 

Suasana hubungan yang berlangsung antara markas Ulee­
balang dengan lasykar-lasykar di Aceh tampaknya kian hari kian 
bertambah tegang. Dalam suasana tegang itu berkembang 
issue tentang pembentukan Comite van ontvangst di. Lameulo 

yang bertujuan untuk mempersiapkan kedatangan Belanda. Issue 
tersebut dipergunakan oleh pihak kelasykaran dan kelompok revo-
lusioner untuk menyudutkan gerakan markas uleebalang 

12 

10. Nazaruddin Syamsuddin, op. cit •. hal. 128. 

11. Utusan tersebut tidak membawlj. penyelesaian tuntas karena tidak dipatuhi 
oleh pihak BPK; lihat SM. Amin loc. cit. 

12. Kebenaran tuduhan itu masih diragukan dan memerlukan penelitian yang 
mendalarn . Sebab literatur mengenai. Rhakan Cumbok di Aceh, selama ini arnat berat se­
belah. Karangan mengenai peristiwa Cumbi>K in! pada umumnya ditulis oleh lawan me­
reka. yang sangat subyektif dan sepih.u.;_ Selain itu terdapat juga penults yang agak 
netral seperti Mr. ·s. M. Amin, tetapi pada masa itu ia mempunyai &iiansi politik dgn 
kelompok revolusloner. Menarik untuk ·dikonfrontir bagaimana pemyataan antara 
Teuku Cut Hasan dan Teuku Mahmud dengan Mr. T.M. Hasan Gubemur Sumatra sewak· 
tu berkunjung ke Sigli 9 - 12 Desember 1945, yang menyatakan bahwa mereka ( ge­
rakan Cumbok) memiliki juga lencana merah putih. Lihat dalam Nazaruddin Syamsud­
din, op, cit., hal 130, 135·; .Abdullah Husein Peristiwa (Kuala Lumpur: 1956), hal. 263. · 
Demikian juga wawancara dengan Mr. T. M. Hasan. 
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Setelah berhasil mematahkan gerakan PRI di Lameulo, Markas 
Uleebalang mengalihkan perhatiannya ke Sigli, yaitu untuk mem­
peroleh senjata dari serdadu J epang yang bakal meninggalkan 
daerah Aceh. Tindakan ini perlu dilakukan secepatnya agar sen­
jata itu jangan jatuh ke tangan Jasykar-lasykar revolusioner. -Un­
tuk mewujudkan rencana tersebut satuan BPK berangkat me­
masuki kota Sigli pacta tanggal 25 November 1945. Rencana pihak 
BPK itu cepat diketahui oleh PRI. Oleh karena itu satuan mereka 
juga memasuki kota Sigli untuk menghalang-halangi agar senjata 
jangan diserahkan kepada pihak BPK. 

Kedatan~n dua kelompok lasykar yang saling bertentangan 
untuk memperoleh senjata dari tangan serdadu Jepang menimbul­
kan suatu hal yang pelik baik di pihak Jepang maupun di pihak 
TKR, yang pacta waktu itu amat kecil jumlahnya. Ini dapat di­
mengerti karena kedua satuan lasykar saling mengklaimdirinya 
sebagai yang berhak: Untuk menghindari jangan sampai terjadi 
krisis an tara kedua lasykar, pihak TKR menawarkan jasa baik agar 
pihak J epang mau menyerahkan senjata kepada TKR. N amun 
pihak Jepang tampaknya tidak berhasil diyakinkan oleh TKR. 
Malahan mereka memberi jawaban bahwa pemerintah pendudukan 
J epang masih terikat perjanjian dengan seku tu 13 . 

Tetapi dalam perkembangan selanjutnya ternyata Jepang me­
nyerahkan sebagian senjata kepada satuan lasykar BPK. Tindakan 
itu menimbulkan suasana genting antara BPK dengan PRL Akibat­
nya terjadilah bentrokan senjata antara kedua lasykar itu pacta 
permulaan Desember 1945. Bentrokan senjata yang berlangsung 
antara BPK dan PRI di Sigli mengundang perhatian pemerintah 

daerah. Atas inisiatif pemerintah daerah melalui TKR , pertempu­
ran yang berlangsung di Sigli dapat dihentikan (6 Desember 19-
45). Jalan penyelesaian yang ditempuh yaitu pengosongan kota 
Sigli oleh kedua Iasy kar, penyerahan. keamanan kota Sigli kepada 
TKR , dan penyerahan senjata kepada TK R. 14 

· 

Dengan terhentinya pcrtcmpuran di kota Sigli tidak berarti 
perdamaian telah tercapai. Ketetapan yang telah Jisctujui bcrsama 

13. S . M. Amin. op. cit. hal. 133- 4 . 

14. TKR dipimpin oleh Syammaun Gaharu dan Teuku Hamid Azwar. Lihat S.M. 
Amin, op. cit; hal 135 : atau f '<'mPrinlul> HI na,•rah A c••h fJ/J.,cil hal. 21- 22. 
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itu, tidak seluruhnya ditaati. Pertempuran masih saja berlangsung 
di 1uar kota; dan Markas Uleebalang ternyata tidak mengembali­
kan se1uruhnya senjata yang diperoleh dari Jepang kepada TKR. 
Kemudian , tanggal 10 Desember Markas U1eebalang untuk kedua 
kalinya mengadakan pertemuan di kediaman Teuku Laksamana 
Umar, Uleebalang Njong di Luengputu. Hasil pertemuan itu telah 
turut memperuncing suasana kembali dan ini berarti tidak mcng­
hiraukan Jagi ketentuan yang tclah disepakati bersam~ di Sigli, 
adalah mereka setuju agar Markas U1eebalang bertindak lebih 
tegas lagi untuk menanggapi dan kalau perlu membul):uh para 
pemimpin yang menentang gcrakan mereka. Dan diharapkan akhir 
Desember 1945 , pe1aksanaan rencana ini sudah dapat sclcsai. 15 

Untuk merealisasi keputusan pertemuan Luengputu, tentara 
Markas Uleebalang, BPK, segera bertindak. Mereka mulai melepas­
kan tembakan-tem bakan terhadap kampung-kampung yan~ diper­
kirakan sebagai tempat pemusatan kekuatan lawan mereka; ke­
mudian disusul pula dengan aksi pembakaran gedung-gedung yang 
diperhitungkan akan digunakan sebagai pertahanan atau tempat 
pertemuan pemuda-pemuda dan pemimpin-pemimpin 1awannya 
itu. Tanggal 16 Desember 1945, BPK dengan senjata-senjata berat 
yang dimilikinya, men em baki kampung-kampung di sckitar 
Luengputu dan Meutareum yang memang selama ini menjadi tern­
pat pemusatan para pemuda, terutama dari organisasi PRI. Dan 
tanggal 20 Desember 1945 mereka membakar gcdung sckolah 
agama di Tieteu serta kantor-kantor kehakiman di beberapa tem­
pat. 16 

Untuk menghadapi tindakan Markas Uleebalang yang sema­
kin meningkat itu , di pihak lain para pemimpin dan pemuda yang 
jiwanya tampak semakin terancam, mulai pula mengkoordinir diri 
secara lebih terpadu . Pacta tanggal 22 Desember 1945 , mereka 
mendirikan suatu organisasi yang diberi nama : Markas Besar Rak­
yat Umum (MBRU) dengan tempat kcdudukan scmentara di 
Gampong Gantt dan kemudian dipindahkan kc kota Sigli. Organi­
sasi ini ternyata mendapat sambutan hangat dari sebagian besar 

15 Ibid. 

16 Ibid. 
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rakyat kecil; di mana-mana di seluruh daerah Pidie didirikan ba­
risan-barisan perjuan~an yang tunduk di bawah komando MBRU 
itu. Akibatnya Markas Uleebalang lebih meningkatkan lagi serang­
an-serangannya; pada tanggal 30- 31 Desember 1945 , tembakan­
tembakan mereka kembali diarahkan ke Meutereum, Langga, llot 
dan Lala, sehingga kampung-kampung di sekitarnya mengal<imi 
kerusakan berat. 17 

D~lam pada itu Markas Besar Rakyat Umum (MBRU) juga 
J1.1Ulai bergerak. Gerakan mereka diawali dengan sebuah Maklumat 
y1ang ditujukan kepada kaum muslimin pengikut mereka yang po­
kok isinya adalah jangan membakar rumah dan mengambil harta 
orang, serta orang-orang yang ditangkap harus diperlakukan de­
ngan baik 18

. Suatu seruan yang secara psikologis telah dapat 
menarik simpati rakyat tetapi sebelumnya dilupakan oleh pihak 
Markas Uleebalang walaupun mungkin saja, seperti umumnya da­
lam suatu pertempuran, isi maklumat tersebut tidak terlaksana 
sepenuhnya. Sementara itu kekacauan tidak saja terjadi di wila­
yah-wilayah Lameulo , Beureunun dan Luengputu, tetapi telah me­
luas hampir ke seluruh wilayah Pi die, sejak dari Meureudu perba­
tasan Aceh Utara sampai ke daerah uleebalang XII Mukim Pidie 
pada perbatasan Aceh Besar. 

Dengan bertambah luasnya "perang saudara" di wilayah 
Pidie itu , Pemerintah Daerah di Kutaraja semakin khawatir akan 
bahaya yang sedang mengancam, terutama dalam kaitan dengan 
kekuatan perjuangan yang pada waktu itu sangat dibutuhkan un­
tuk menghadapi kemungkinan tentara NICA, yang memang se­
bagaimana telah diuraikan di muka telah merencanakan , melan­
carkan penyerbuan ke daerah Aceh. Karena itu, tanggal 6 Janu­
ari 1946 Markas Umum Petjuangan dan Pertahamm Rakyat 

Daerah Aceh (badan yang mengkoordinir kegiatan militer di 
daerah Aceh, didirikan dalam bulan Desember 1945) mengadakan 
sidangnya yang pertama untuk membahas situasi di Pidie. Dan 
kemudian dilanjutkan dengan sidangnya yang kedua tanggal 
8 Januari; dalam memberikan pendapat dan juga laporan, ialah 

17. lbid. 

18. Keempat fasal isi maklumat tersebut, lihat ibid ., hal. 27. 
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Ketua Markas Umum sendiri (Syammaun Gaharu, dari TKR), 
Teungku Mohammad Daud Beureueh dari Mujahidin, Ali Hasjmy 
dari Pesindo (keduanya dalam sidang pertama tidak hadir), Ismail 
Yakob (salah seorang tokoh PUSA, tetapi di sini mewakili PNI) 
serta Husein Yusuf dan Teuku Muhammad Syah, yang keduanya 
mewakili TKR 19

. Setelah sidang selesai dan demikian pula sete­
lah adanya desakan dari Komite .Nasional Indonesia (KNI) Daerah 
Aceh, pada tanggal 8 Januari itu Pemerintah Republik Indonesia 
Daerah Aceh, bersama dengan Markas Umum Perjuangan dan Per­
tahanan Rakyat Daerah Aceh (disingkat Markas Umum Daerah 
Aceh) mengeluarkan Maklumat dan Ultimatum yang ditujukan 
kepada Markas Uleebalang di Lameulo. Kedua pemyataan ini 
dita11datangani oleh Wakil Residen Aceh, Teuku Panglima Polem 
Mohammad Ali dan Syammaun Gaharu, selaku ketua Markas 
Umum Daerah Aceh. 

Dalam Maklumat tersebut Pemerintah Daerah dan Markas 
Umum Daerah Aceh menyatakan, setelah diadakan penyelidikan 

0 • 

secara rnendalam, bahwa mereka yang mengadakan perlawanan di 
daerah Cumbok, Lameulo dan di tempat-tempat lain dalam wila­
yah Pidie adalah "musuh Negara Republi_k Indonesia". Dan di­
peringatkan bagi orang-orang yang telah terpengaruh agar meng­
hindari diri dari mereka, kalau tidak-mereka juga akan dikenakan 
hukuman · sesuai dengan kesalahannya 20

. Sedimg Ultimatum 
yang mengiringi Maklumat tersebut, isinya memerintahkan me­
reka, yang telah dinyatakan sebagai musuh Negara Republik 
Indonesia itu , mulai hari Kamis tanggal 10 Januari 1946, jam 12 
siang, supaya menghentikan perlawanan dan menyerah; kalau 
tidak, fl:!ereka akan ditundukkan dengan kekerasan 21

. 

Ternyata Ultimatum yang dikeluarkan Pemerintah itu tidak 
diindahkan sama sekali oleh pihak Markas Uleebalang. Aksi-aksi 
mereka tidak menjadi re<;la, bahkan semakin meningkat. Daerah­
daerah yang cukup parah dilanda oleh aksi perlawanan mereka, 

~9. Uraian selen&kaPnya. lihat Nazaruddin Syamsuddin, op, cit. , hal 141- 3. 

20. lsi Maklumat iersebut selen&kapnya. lihat S.M. Amin op.cit., hal 137. 

21. lsi selenakapnya Ultimatum terse but, lihat ibid. Juaa Pemerin tala R . l Daerah 
Atjeh, op. cit. hal 27. · · 
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selain Lameulo, juga Keumala, Beureunun, Luengputu, Panteraja, 
Trienggading, Meureudu dan lain-lain. Ada dua faktor yang cukup 
menentukan, sehingga Markas Uleebalang menolak untuk menye­

rah. Pertama, perhitungan mengenai adanya kemampuan mereka 

untuk bertempur sampai tercapai kemenangan, mengingat per­
senjataan yang mereka miliki jauh lebih kuat, bila dibandingkan 
dengan TKR, apa lagi dengan senjata yang dimiliki barisan pengi­
kut Markas Besar Rakyat Umum (MBRU). Kedua, "hukuman" 
yang dijatuhkan kepada mereka justeru oleh Pemerintah sendiri , 
melalui Maklumatnya itu sebagai pengkhianat dan musuh Negara, 

bahkan . dipertegas lagi oleh kelompok lawannya, sebagai kaki 
tangan NICA 22 

, pengkhianat Bangsa dan Agama 23
, tampak­

nya terlampau berat dirasakan dan besar sekali konsekwensinya. 
Dengan "hukuman" yang dijatuhkan itu mereka telah dapat mcm­
perkirakan setelah menyerah akhirnya juga mereka setidak- tidak­
nya terbatas terhadap para pemimpin mereka-akan dihadapkan ke 

"pengadilan revolusi" sesuai dengan suasana revolusi pacta waktu 
itu. Oleh karen a itu mereka bertekad le bih baik mcneruskan per­
lawanan dan mati di medan pertempuran. 

Setelah batas waktu yang ditentukan bcrlalu . maka TKR 
dengan didukung oleh barisan yang bcrada di bawah komando 

MBRU mulai bertindak. Satu demi satn kota-kota . seperti Mcureu­
du, Luengputu. Beureunun dll . . dalam waktu yang relatif singkat 
berhasil dibersihkan dari pcngikut Markas Ulecbalang. Kcmudian 
seluruh kekua tan diarah kan kc Lameul o . yang bclum dapa t di­
kuasai. Dcngan didukung olch satuan-satuan tambahan yang khu­

sus didatangkan dari Kutaraja. akhirnya pada tanggal 13 Januari 

1946 , TKR berhasilmerebut kota kedudukan Markas Uleebalang 
itu, meskiptm selama ini tentara mcreka. Barisatl Pcnjaga Kcaman­
an · (BPK) dengan se kuat tenaga sclalu mch1pertahankannya. 

Un tu k menghindari hal-hal yang tidak diingin kan. dalam 
sua sana kem enangan . . pad a hari i tu juga ( \3 J anuari) M arkas Bcsar 
Rakyat Umum (MBRU) mengcluarkan scbuah Maklumat yang 

22. Maklumat Penjelasan Mark as B<>sa r R a kvat Urn urn tan~~a l I 7 .Janu a ri 1946. 
23. S . M. A min, op cit., hal. 152 · .1 . 
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memberitahukan bahwa kekuatan Markas Uleebalang telah dapat 
dipatahkan dan karena itu diharapkan kepada seluruh lapisan rria­
syarakat agar tetap tenang. Ditegaskan lagi, bahwa merampas dan 
menggelapkan harta pihak lawan dilarang keras; sedangkan senja­
ta-senjata yang dirampas dari mereka harus diserahkan kembali 
kepada Markas Besar Rakyat Umum (MBRU) 24 . 

Setelah kota Lameulo jatuh, sisa-sisa pasukan Barisan penjaga 
keamanan (BPK) bersama dengan para pemimpin Markas Ulee­
balang lainnya, termasuk Teuku Muhammad Daud Cumbok sendi­
ri, mengundurkan diri ke gunung-gunung dengan maksud hendak 
meneruskan perlawanan secara bergerilya. Namun dalam waktu 
tiga hari- saja, yaitu pada tanggal 16 Januari 1946, mereka dapat 
ditangkap semuanya. Mereka yang tertangkap itu terutama para 
pemimpin mereka, dibawa ke Sigli, lalu ke Sanggeue untuk dimin­
takan berbagai keterangan sehubungan dengan kegiatan me:reka 
selama ini; dan selanjutnya untuk "diad\}i". Kemudian untuk 
lebih diketahui dan dipahami oleh segenap lapisan masyarakat 
menge~ai gerakan Markas Uleebalang yang telah berhasil dipatah­
kan itu, pada tanggal 17 Januari 1946, sekali lagi Markas Besar 
Rakyat Umum (MBRU) mengeluarkan sebuah Maklumat. Pada 
dasarnya isi Maklumat, yang diberi nama ':Maklumat Penjelasan" 
itu, adalah merupakan kelengkapan _penjelasan dari Maklumat yang 

terdahuru (13 J anuari) 25 

Kekalahan yang diderita oleh pihak gerakan Cumbok di 
Pidie itu agaknya disebabkan oleh pe1bagai faktor. Faktor perta­
ma yaitu gerakan mereka kurang mendapat bantuan dari para 
elite uleebalang di daerah lain, karena para uleebalang di Aceh 
pada waktu itu terpecah atas beberapa golongan mengenai panda~ 
ngan mereka terhadap kemerdekaan. Akibatnya gerakan Cumbok 
itu hanya terbatas pada beberapa daerah keuleebalangan yang 
mempunyai ikatan solidaritas dengan Teuku Muhammad Daud 
Cumbok. 

24.Isi selengkapnya Maklumat tersebut • lihat, Pemerintah R.I. Daerah At}eh., 
op,cit., hal. 28- 9. 

25.Isi selengkapnya Maklumat teJSebut, lihat ibid. hal 32 - 5. Dan juga S.M. 
Amin. op.cit., hal 139- 41. · 



Faktor kedua yaitu kelihaian dan kepintaran golongan 
lasykar rakyat menggunakan simbol-simbol keagamaan dan kemer­
dekaan dalam rangka menarik perhatian dan pengaruh dari seba­
gian besar rakyat Aceh. Dengan mengemukakan simbil-simbol ke­
agamaan dan kemerdekaan, pihak lasykar memandang dan meng­
klaim gerakan mereka sebagai tugas suci keagamaan. Untuk mene­
guhkan gerakan mereka, pihak lasykar tidak segan-segan mengemu­
kakan fatwa-fatwa yang diperoleh dari beberapa orang ulama. 
Reaksi emosional yang dipertunju kkan oleh para anggota BPK 
seperti penganiayaan kepada ulama dari pihak lasykar dan tem­
bakan yang mereka lakukan terhadap bangunan keagamaan, ma­
langnya dim an faa tkan oleh pihak lasy kar un tuk mem benarkan 
tuduhan mereka. 

Faktor ketiga yaitu keberhasilan dari para elite kelasykaran 
mempengaruhi ·pendapat umum di ibukota keresidenan Aceh. Me­
dia komu-nikasi yang terdapat di Kutaraja, terutama surat kabar 
Semangat Merdeka sangat aktif mempengaruhi pendapat umum 
mengenai gerakan itu 26 

. Keberhasilan mereka mempengaruhi 
massa lewat media. karena media tersebut dikelola oleh para 
aktivis mereka. 

Faktor yang terakhir yaitu keberhasilan mereka merangkul 
pihak pemerintah daerah baik sipil maupun militer. Keberhasilan 
ini tampak aliansi yang berbentuk antara pihak lasykar revo­
lusioner dengan pemerintah daerah (residen dan komite nasional 
daerah) dan militer, yaitu TKR dalam menumpas gerakan cumbok 
tersebu t. 

Penumpasan terhadap gerakan Cumbok itu rupanya belum 
memuaskan hati bagi sebagian pemuda revolusioner yang terlalu 
berharap banyak. Amir Husin AI Mujahid. yang pada waktu se­
belumnya adalah ketua pemuda PUSA, memandang bahwa masih 
banyak pejabat baik bersifat lokal maupun kedaerahan (keresi-

. _26.Para redakt<Ir koran Semangat Merdeka adalah mereka yang bekerja pada 
At)eh Smbun sebelumnya. Di antaranya A. Arief dan A. Hasjmy pimpinan PRI Divisi 
Rencong. Ekspresi membandingkan T . Muhammad Daud Cumbok dengan Musailamah 
(nabi palsu): lihat A. Ari~f, op. cit .. hal. 2. Demikian juga sanjak A. Hasjmy memuja­
mU)a kematian M. Ah Anef dengan judul 1-:nl/l.-au /'ahluwan dalam tahihu karena kema­
tlannya dalam insiden tersebut. Lihat harian Seman11al Merdelw (Kutaraja: 14- 1- 1946) 
hal.l 
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denan) yang harus dibersihkan 27
. Untuk merealisasikan renca­

nanya itu ia membentuk satuan lasykar khusus dengan sebutan 
Ten tara Perjuangan Rakyat (TPR) pada bulan J anuari 1946 di 
I die. 

Langkah pembersihan pertama yang ia lakukan yaitu terha­
dap beberapa orang uleebalang yang mereka pandang feodal di 
Aceh Timur. Beberapa orang uleebalang, di antaranya Teuku 
Abdullah Paloh, Teuku Ali Basyah, Teungku Arifin dan Teungku 
Sulong dicopot dari jabatan mereka baik sebagai zelfbesturder 
maupun sebagai kontroleur atau asisten residen. Sebagai penggan­
tinya ditunjuk orang-orang yang mereka anggap revolusioner 28

'. 

Setelah melakukan gerakan pembersihan di Aceh Timur, 
mereka mengalihkan perhatian ke bagian Aceh lainnya, terut;tma 
ke daerah Aceh Utara, Pidie, dan Aceh Besar. Teungku Amir 
Husein AI Mujahid menyadari bahwa satuan TPR yang ia miliki 
tidak begitu kuat untuk melakukan gerakan yang demikian be.sar. 
Ul).tuk' mengamankan dan melicinkan gerakan yang ia lakukan, 
perlu diadak~;tn persekutuan dengan pihak TRI. Lalu ia menjalin 
hubungan dengan Mayor Husin Yusuf, yang pada waktu itu men­
jabat sebagai ajudan dan staf umum Divi~i V TRI di Bireun 211

• 

Dan rupanya kedua tokoh ambisius ini mempunyai kesamaan pi­
kiran dalam melakukan gerakan peinbersihan. 

Kerjasama yang dijalin antara TPR dan TRI ini memberi 
dorongan pada Teungku Amir Husin Al Mujapid untuk meng­
gerakan satuan TPR ke luar daerah Aceh Timur. Dalam gerakan 
penjarahan yang ia lakukan tatkala ia menuju ke Kutaraja, satuan 
lasykar TPR Teungku Amir Husin Al Mujahid berhadapan dengan 
lasykar Teuku Inbrahim Panglima Agung di Cunda, 1.-hok Seu­
mawe 30

. Akibatnya terjadi bentrokan fisik antara kedua lasykar 

27 Menurut informasi., persetujuan yana dijalin oleh Mayor Husin Yusuf tidak 
pemah dilaporkan kepada pimpinan Divisi V TRI Kolonel Syammaun Gahljl"U. Ini me­
nunjukkan betapa lemahnya lembqa organisasi TRI pada waktu itu. i:..ihat Nazaruddin 
Syamsuddin, "0P. cit, hal. 152- 3. 

28. Daiam aerakan itu Abdullah Husin (kepala polisi Lan&sa) ditunjuk seba&ai 
Wedana Lanasa. Dan Teuku Muhammad Ali sebaaal asisten residen Aceh Timur. Lihat 
AbduBah Husin, op. cit., hal. 176. 

29.Ibid. 

30 Ia kemenakan dari Teuku Raja Bulan& Uleebalan&. Nisam 
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tersebut, yang masing-masing pihak ingin mempertahankan kedau­
lataimya. Rupanya pasukan Teuku Ibrahim Panglima Agung cu­
kup tangguh. untuk dikalahkan oleh TPR. Oleh karena itu, pihak 
TPR terpaksa meminta bantuan lasykar Mujahiddin dari Teungku 

Muhammad Daud Beureuh untuk mengakhiri perlawanan yang di­
berikan oleh pasukan Teuku Ibrahim tersebut. 31 

Setelah berhasil mengalahkan pcrlawanan lasykar Teuku 
Ibrahim, maka lasykar TPR scara lempang menuju ' ke Kutaraja. 
Sepanjang rote yaQg dilalui, mereka melakukan penjarahan terha­
dap uleebalang-uleebalang yang mereka anggap perlu diganti . Di 
Kutaraja satuan TPR mendapat bantuan dari lasykar kesatria Pesin­
do. Gabungan lasykar TPR dengan Pesindo inilah yang menerus­
kan gerakan penjarahan terhadap uleebalang-uleebalang di pantai 
Barat Aceh. 32 

Kerjasama yang terjalin antara TPR - TRl (Husin Yusuf) -
lasykar Pesindo, menimbulkan nafsu yang meluap-luap pada diri 
Teungku Amir Husein Al Mujahid . Tambahari lagi mabuk keme­
nangan yang ia peroleh selama gerakan penjarahan. Kesemua ini 
mendorong dirinya untuk menuntut lebih banyak. Sikapnya itu 
dituangkan dalam bentuk tuntutan agar residen Teuku Nyak 
Arief dan Komandan Divisi V TRI Sumatera di Aceh Kolonel 
Syammaun Gaharu supaya meletakkan jabatan. 33 

Demi untuk tetap terpeliharanya keutuhan dan persatuan 
bangsa yang sangat dibutuhkan pada waktu itu dan untuk tidak 
terjadi pertumpahan darah yang lebih besar lagi, maka Teuku 
Nyak Arie\ dan Syammaun Gahant bersedia meletakkan jabatan­
nya. Pada awal bulan Maret 1946, Teuku Nyak Arief menyerah­
terimakan jabatan Residen Aceh kepada Teuku Muhammad 

31.Satuan Lasykar yang dikirim oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh 
dipimpin oleh Daud Tangse. Nazaruddin Syamsuddin, op. cit. , hal. 154 • 5. 

32. Satuan Pesindo yang· mendampingi satuan TPR melakukan penjarahan ke pantai 
Barat Aceh di bawah pimpinan Teungku M. Sahim Hasjmy. Di pantai barat para uleeba­
lanl dikumpulkan di Meukek kemudian dibawa ke Takengon. Wawancara dengan M. Sa­
him Hasjmy. 

33. Selai-n dari Teuku Husin Trumon, Asisten Residen Aceh Besar yang sudah 
diamankan mereka juga melakukan tuntutan kepada dua pucuk pimpinan pemerintah 
keresidenan . Lihat Nazaruddin Syamsuddin. ibid. 
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Daud-Syah, uleebalang ldi Rayeuk yang sebelumnya telah me­
mangku jabatan sebagai Asisten Residen Aceh Timur dan kemu­
dian sebagai Asisten Residen diperbantukan pada kantor Residen 
Aceh. Sedang jabatan Teuku Nyak Arief sebagai Staf Umum TRI 
Komandemen Sumatera dengan pangkat Jenderal Mayor Tituler, 
tanpa lebih dulu . mendapat persetujuan Koman dan Tertinggi TRI 
Sumatra, telah diserah-terimakan bersama dengan pangkatnya -
kepada Teungku Amir Husein Al Mujahid, pimpinan tertinggi 
TPR itu. Kemudian Teuku Nyak Arief diasingkan ke Takengon 
dan pada tanggal 4 Mei 1946 Pemimpin Rakyat yang telah meng- · 
habiskan usianya untuk kemerdekaan tanah airnya itu meninggal 
dl\nia di saria 34 

. . 

Selanjutnya, setelah staf Divisi TRI mengadakan pertemuan 
di rumah kediaman Teuku Panglima Polem Muhammad Ali (Wakil 
Residen Aceh), maka Kolonel Syammaun Gaharu juga menyerah­
terimakan jabatannya kepada Husin Yusuf, salah seorang ba­
wahannya (Ajudan Staf Umum Divisi dengan pangkat Mayor) yang 
telah mengadakan hubungan rahasia di Bireun dengan Teungku 
Amir Husein AI Mujahid , sehubungan dengan rencana gerakan 
TPR itu 35

. Dan tanggal 12 Maret 1946, berdasarkan Maklumat 
T~I No, 4 tahun, 1946 yang dikeluarkan oleh "Jendral Mayor 
Teungk4 Amir Husin Al Mujahid"; selaku "Ang~ota StafUmum 
TRI Komandemen Sumatra" (pangkat dan jabatan yang diperoleh 
dari Teuku Nyak Arief) disusunlah staf pimpina:r:t TRIAceh (Di­
visi V TRI Sumatera) yang baru, yaitu : Sebagai Komandan Divisi, 

.i Husin Yusuf dengan pangkat sama dengan Syammaun Gaharu, 
Kolonel; Wakil, Nurdin Sufi dengan pangkat letnan Kolonel dan 
Kepala Staf Divisi, Bachtiar dengan pangkat Mayor; serta dileng­
kapi dengan personalia, kepala-kepala bagian divisi sampai kepada 
staf pimpinan resimen. 36 

. 34. Mengenai hidup dan perjuangan Pahlawan Nasional Teuku Arief, dapat dill­
hat m1salnya dalam, Mandanas Safwan. Teuku Nyak Arie(, Proyek Bioll'afi Pahlawan 
Nasional, Departemen P dan K, Jakarta, 1975. 

35. Mengenai serah terima jabatan itu, lihat selengkapnya wawancara Aboe 
Bakar Bsf dengan T. Mohd, Syah, Aboe ·Bakar Bsf, op cit. , hal 431-4. 

36. Susunan selengkapnya staf pimpinan yang diperbaharui itu,libat Sejarab M~ 
liter Kodam 1/lskandar Muda, op. cit hal. 114.- 6. 
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Tindakan-tindakan Teungku Amir Husin Al Mujahid bersama 
dengan TPR-nya itu, rupanya telah menimbulkan kegelisahan da­
lam masyarakat Aceh, termasuk dalam kalangan militer sendiri. 
Banyak yang tersinggung dengan perlakukan mereka, yang diang­
gap tidak wajar, terhadap para pemimpin yang salama ini dinilai 
oleh rakyat besar jasanya dalam membina Negara Republik Indo­
nesia di daerah Aceh. Rasa tidak senang itu semakin meluas, sete-
lah ternyata Teungku Amir Husin AI Mujahid sendiri, kemudian 
menjadi orang terkemuka dalam militer dan berkuasa di Aceh. 
Karena itu tidak mengherankan ketika dari kalangan militer tim­
bul sebuah kelompok yang merencanakan untuk menyatuhkan 
Teungku Amir Husin AI Mujahid dari kedudukannya. Pacta akhir 
April 1946 kelompok ini berhasil menculik Teungku Amir Husin 
Al Mujahid di tempat ia menginap, Hotel Aceh, Kutaraja. Kemu­
dian dia dibawa: ke Sigli dan diserahkan kepada Teungku Abdul 
Wahab Seulimum, seorang tokoh Markas Besar Rakyat Umum 
(MBRU) yang pacta waktu itu telah ditunjuk sebagai pejabat Bu­
pati Kabupaten Pidie. Di Sigli. Teungku Amir Husin AI Mujahid, 
direncanakan oleh kelompok yang menculiknya, akan dipertemu­
kan dengan Syammaun Gaharu dan dalam perten"iuan itu ia aka.n 
diminta untuk memberi penjelasan serta sekaligus mempertang­
gungjawabkan apa yang telah dikerjakannya selama ini. Tctapi di 
sana, berkat usaha para pengikutnya. Tcungku Amir Husin AI 
Mujahid berhasil dibcbaskan dan selamat dari bahaya yang scdang 
mengancamnya, sehingga ia dapat kcmbali mcnduduki jabatannya 
semula 37 . . 

Setelah peristiwa penculikan Tcungku Amir Husin a! Muja­
hid, maka berakhir pula revolusi sosial yang tclah banyak mcnelan 
korban jiwa. harta dan tenaga justcru disaat scdang bcrgcloranya 
Revolusi Kemerdekaan Indonesia di dacrah Aceh . Sejalan dcngan 
aksi tersebut, daerah-daerah kculecbalangan yang tcrdapat di Aceh 
dirubah sebutannya mcnjadi negeri yang kcmudian bcrubah lagi 
menjadi kecamatan. Pada setiap ncgcri dibcntuk Jcmbaga pcmc­
rintahan yang disebut bestuur comitie (dcwan pcmcrintah ncgcri) 

37. Mengenai penculikan Teungku Amir Husin AI Mujahid, lihat lebih Ian jut 
wawancara Aboe Bakar Bsf dengan Abdullah Masri, Aboe Bakar Bsf, op. ci 1. , hal. 434· 
48 Lihat juga dalam, Nazaruddiri Syamsuddin, op. cit .. hal. 169- 70. 
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Salah satu bu'kti seyHah yang menunjukkan usaha rakyat Aceh dalam 
mempertahankan taitah air. Gambar ini menunjukkan peristiwa yang ter­
jadi di Benteng_j(uto Reh (AcehTenggara) ketika Belanda 6efhasil me· 
rebutnya p~da- -tahun 1904 di bawah pimpinan VanDoalen. Belanda 
me,akukan pembunuhan massal terhadap"561 orang rakyat di antaranya 

orang wanita dan 59 orang anak - anak. 
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Cut Nyak Dhien ketika ~erhasil ditangkap dari salah satu tenrpat persern­
bunyiannya di kawasan Aceh Barat pada tanggal 4 Nop~mber 1905, da-: 
lam suatu operasi yang dilakukan patroli Belanda. cji bawah pimpinan 
Letnan Van · Vuuren. Kemudian di asingkan ke Sumedang (1 awa Barat) 
dan meninggal di sana pada tanggal 9 Nopember 1908. · . · · 

Teuku Chiek Muhammad Thayeb Peureulak. Anggota Volksraad dan 
Aceh sejak 23 Pebruari 1918 sampai 20 Mei 1920. Akibat terus me~e­
rus menentang kebijaksanaan pemerintah pendudukan Belanda, beliau 
tdk dipilrkenankan menyelesaikan masa jabatan sebagru anggota-



TeungkU Amir Hl>l&tv.lAI Mujahid. 

Teuku Muhammad Daud Beureueh. 
· Gubernur Militer untuk daerah Ace 

Langkat dan tanah Karo. 



Aceh Chokan Iino selaku pimpinan pemerintahan Jepang 
kukan pertemuan dengan pemimpin Aceh, di Kutaraja (Banda Aceh) ­
pada thn 1944. Pada gambar barisan depan (dari kiri ke kanan) Teuku 
Nyak Arief, Aceh Chokan fino dan Teungku Muhammad Daud Beureueh 
(Atjeh Sinbun). 



Mr. Teuku Muhammad HC@tlii. Gubernur Surnatera. 

Teuku Nyak Arief, Panglirna Sagi XXVI Mukirn. Pada tahun 1927- 1931 
diangkat sebagai anggota volksroad, di daliun Volksroad beliail di juluki 
"Rencong Aceh". Pada tahun 1945 + diangkat rnimjadi Residen Aceh · 
yang pertarna. 



Koman dan Devisi x dan staf setelah selesai melakukan inspeksi ke front 
Medan Area. Pada gambar (kclM11- k(~.i.t:) Komandan Batalion Kapten 
Hasan Saleh, Koman dan Batiilion Kapten A.M. Namploh, Koman dan 
Resimen II Letkol Teuk'.l Cut Rahman, dan Kolonel Husen Yusuf Ko­
mandan Devisi x. 

Para wanita di daerah Aceh turut aktif sebagai pejuang pada masa revo­
lusi. Pada gam bar menunjukkan satu resimen wanita (Resimen Pocut Ba­
ren) di bawah pimpinan Mayor Zahara, pada gam bar di sebe!~.h kiri . (Mo · 
da1 Revolusi, 45 ). 





Tugu kcnang-kenangan sebagai tempat pengibaran bendera merah putih 
yang pertama di Aceh. 

Tugu proklamasi yang terletak di Taman Sari Banda Aceh. 



;;· ' 

Laskar rakyat di siapkan untuk di kirim ke front Medan Area. Pada gam­
. bar ( tanda X ) Letkol Teuku Cut Rahman Komandan Resimen II. Divisi 
Gajah I ( Div. X ) memimpin upacara di Bireuen sebelum berangkat ke 
front Me dan Area. 

·. 

Gubernur Militer Tgk. Muhammad Dal.ld Beureueh sedang memeriksa 
persenjataan di Rantau Kuala Simpang. Letkol Teuku Cut Rahman (Ko­
mandan Resirnen II tanda X) dan Gubemur Militer ( paling kanan). 



Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh bergambar bersama dengan 
Pemerintah. Duduk di tengah pakai tongkat Gubernur Militer Aceh, 
Langkat dan Karo Tgk. Muhammad Daud Beureueh. 

Presiden Sukamo seu..ng memeriksa barisan meriam di Ku taraja pada 
tahun 1948 (Modal Revolusi 45). 



Pangkalan Berandan di bumi hanguskan oleh Pasukan Divisi X pada tliJ;Ig­

gal B Agustus 1947. 



Selesai melakukan perundingan tentang garis demarkasi an tara Fho Antui 
dengan Divisi Gajah I & II di Medan. Gambar no. 3 dari kanan Letkol 
Teuku Cut_Bahtn~_ Koman.4an Resimen II Div. I.._ ' 

meningkatkan pengetahuan kepada rakyat, oleh Kepala Jawatan 
Penerangan_ Aceh ( Osman Raliby) telah .memelopori berdirinya Panti 
Pengetahuan Umum (University Ex tension Qasses) pada awal tahun 
194 7 ( Album Perjuangan). 



Untuk membicarakan soal-soal pelaksanaan gencatan se.njata, tiga orang 
opsir KTN pada tanggal 10 Maret 1948 telah mengunjungi Gubemu_r 
Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo di Kutaraja (Banda Aceh). Pada 
gambar opsir KTN tampak bersama Gubmil Tgk. Mohammad Daud 
Beureueh ( bertongkat di t«~gah-tengah) (Album Perjuangan). 

Aceh banyak menghasilkan .sendiri alat-alat senjata seperti meriam 
yang dikerjakan di bengkel Lhoknga (Aceh Besar). Pada gambar Pre­
siden Sukarno dalam suatu inspeksi senjata - senja ta berat di Kutaraja 
(Banda Aceh) pada tahun 1948. (Modal Revolusi 45). 



__ .,._........__ 

"'c1.f91lc 
Wakil Presiden Drs. Mohd. Hatta dalarn kunjungannya ke Aceh pada 
tahun 1949. Pada gambar wakil Presiden (kanan) dan gubernur militer 
(kiri). (Deppen). 

Presiden Sukarno sedang menerima parade barisan meriam pada tahun 
1948 di Kutaraja (Banda Aceh). · 



Dua macam uang kertas Republik Indonesia yang dicetak dan berlaku 
di .Aceh pada _masa revolusi. (Modal Revolusi 45 ). 
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Selain uang Republik Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah, di 
Aceh terdapat juga alat pembayaran khusus ·berupa bon-bon kontan 
yang di keluarkan oleh Markas Pertahanan Aceh Timur di Langsa. (Gam­
bar ataS win tengah). 



yang beranggota lima orang wakil rakyat. Salah seorang di antara­
nya menjabat sebagai kepala negeri 38

. 

Dengan berakhirnya revolusi sosial, tidak berarti kegelisahan 
dalam masyarakat Aceh berakhir pula. Adanya usaha-usaha dari 
anasir-anasir yang tidak berhak urituk mengambil harta peninggal­
an pihak uleebalang yang telah dikalahkan itu dan tidak terjamin­
nya keselamatan ji_wa, dengan adanya penganiayaan-penganiayaan 
terhadap famili mereka atau yang dianggap sebagai sisa-sisa pengi­
kut mereka, bukan tidak mustahil akan menyebabkan meletusnya 
perang saudara kembali. Untuk ini pemerintah daerah harus me­
ngatasinya secepat mungkin. Sehubungan (:lengan harta pening­
galan mereka, Pemerintah Daerah bersama-sama dengat:t Badan 
Pekerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh, pacta tanggal 24 
Juni 1946 telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 1/1946, 
yaitu : "Peraturan Tentang Menguasai atau Memiliki Harta Benda 
Peninggalan Uleebalang-Uleebalang Daerah Aceh" .39 

Dalam peraturan itu (pasal 1) dikemukakan, untuk menyelesaikan 
masalah tersebut, Pemerintah Daerah ditugaskan untuk memben­
tuk Majlis Penimbang. Adapun susunan pengurus Majlis Penim­
bang yang kemudian dibentuk oleh Pemerintah Daerah itu, adalah 
sebagai berikut : sebagai ketua I, II, lll, IV, V dan VI, masing-ma­
sing ditunjuk, Teungku Abdul Wahab Seulimum (Bupati Pidie), 
M. Husein, Teungku Haji Mustafa Ali, Hasan Ali, Teuku Moham­
mad Amin dan Teungku Itam Peureulak; sedang Panitera umum 
ditunjuk Teungku Nyak Umar 401 

Sehubungan dengan masalah adanya gangguan/penganiayaan 
terhadap familia tau yang dituduh sebagai sisa-sisa pengikut Mar­
kas Uleebalang, dalam rangka menjamin keselamatan mereka, 
juga Pemerintah Daerah mengeluarkan sebuah ketetapan, yaitu : 
Ketetapan Residen Aceh tertanggal 13 Agustus 1946, No. 59/ 
NRI 41

. Dalam ketetapan itu disebutkan tempat tinggal khusus 

38. H. T.M. Amin. Susunan Pemerintah Republik Indonesia di Aceh. Masyarakat 
Sejarawan Indonesia Cabang Banda Aceh, (1976), hal. 5. 6. 

39. lsi pasal demi pasal dari Peraturan ini, dapat dilihat misalnya dalam S.M. 
Amin, op. cit, hal. 147. ·51. · 

40. H. T.M. A min. op. cit .. hal. 7. 

4l.Isl selengk:apnya ketetapan ini • dapat dillhat dalam S.M. A min. op.cit., hal 
144. 0 6. 
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bagi mereka dan selama di sana kepada mereka diberikan sokong­
an sebanyak 100 ~upiah,- seoulan onambah dengan sumoangan 
beras seperti yang diberikan/dibagikan kepada pegawai negeri 
pada waktu itu. Adapun tempat yang dimaksud sebagai tempat 
tinggal mereka yang dianggap "berbahaya" itu tidak lain adalah 
Kota Takengon dan sekitarnya. Di sana mereka ditempatkan· pada 
tiga tempat yang terpisah, yaitu : desa Sadong (Teuku Nyak Arief 
ditempatkan di sini), penjara Takengon, dan penginapan Suka 

Jaya 42
. Dan di antara mereka yang dinyatakan ditahan, tetapi 

tidak sempat dibawa ke Takengon berhubung keluar dari Daerah 
Aceh, ialah Syammaun Gaharu dan Teuku A. Hamid Azwar, dua 
tokoh militer yang sebelumnya aktjf berusaha untuk mengllkhiri 
perang saudara di daerah Pidie, namun karena keduanya berseli­
sih paham dengan pihak TPR, maka mereka dinyatakan juga se­
bagai orang yang "berbahay~", dan karenanya perlu "diaman­
kan". Mereka yang ditahan itu, kemudian secara bertahap mulai 
dibebaskan, yaitu setelah dilakukan penilaian oleh Badan Penye­
lidik Keadaan orang-orang Tahanan Rakyat, suatu Badan yang di­
bentuk Pemerintah Daerah pada bulan April 194 7 dengan ang­
gota-anggotanya terdiri dari Teuku Mohammad Amin (mewakili 
pemerintah), Teungku Abdurrachman dari Masyumi dan Teungku 
Ishak Arnin dari Pesindo 43 

· Namun baru pad a tahun 1949. para 
tahanan itu dinyatakan bebas semuanya. 

Dengan usaha-usaha yang ditempuh Pemerintah Daerah, se­
bagaimana diuraikan di atas, diharapkan perang saudara yang telah 
betlangsung selama 6 bulan lebih itu tidak akan terulang lagi. 
Dengan demikian seluruh tenaga dapat diarahkan sepenuhnya bagi 
perjuangan menghadapi ancaman pihak ,kolonial Belanda yang 
pada waktu itu semakin giat berusaha untuk menduduki Indonesia 
kembali. 

B. Masa Agressi dan Pergantian-pergantian Bentuk Pemerintahan 
Di Ace)).. 
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42. Nazaruddin Syamsuddin, op. cit., hal 161- 2. 

43.S.M. AmJn. op. cit, hal. 146 • 7. 



Dari masa proklamasi hingga aksi militer I hampir seluruh wi­
layah Aceh - kecuali pulau Weh - luput dari pendudukan Belan­
da. Rupanya Belanda agak kurang bemafsu untuk menundukkan 
Aceh terlebih dulu. Sikap demikian barangkali berkaitan erat de­
ngan pengalaman yang mereka alami baik dalam perang Aceh mau­
pun tatkala menjelang pendudukan Jepang di Aceh. Hall.ain yang 
tidak kurang penting yaitu perhatian mereka (Belanda) yang masih 
terpusat untuk memusnahkan pemerintah pusat Republik Indone­
sia di Yogyakarta. 

Namun bagaimanapun , sebagai bagian dari wilayah Republik 
Indonesia, pergolakan-pergolak~n yang terjadi pada bagian Indo­
nesia lainnya ikut bergema ke daerah Aceh sebagaimana diperli­
hatkan dalam pelbagai bentuk. Oleh karena itu setiap kebijaksana­
an yang ditempuh oleh pemerintah pusat Republik Indonesia 
akan terpengaruh dalam kehidupan pemerintahan di Aceh.Demi­
kian halnya dengan setiap tindakan yang dilakukan oleh Belanda 
terhadap pemerintah republik. 

Salah satu di antaranya yaitu penataan kembali terhadap 
organisasi ketentaraan yang dilakukan oleh pemerintah republik 
pada bulan April 194 7. Dalam penataan terse but, divisi Gajah I 
digabungkan dengan divisi Gajah II dengan sebutan Divisi X TRI, 

dengan kedudukan komandonya di Bireuen 44
. Pemilihan lokasi 

Bireuen itu dilakukan karena kota Medan sudah berada di bawah 
kekuasaan sekutu. 

Di samping Divisi X, di Aceh juga sudah tumbuh beberapa 
satuan bersenjata kelasykaran yang secara umum mempunyai 
tujuan yang sama dalam mempertahankan pemerintah republik. 
Satuan kelasykaran tersebut meliputi, kesatria Pesindo/Divisi 
Rencong, Divisi Teungku Chiek Ditiro , Divisi Teungku Chiek 
Paya Bakong (TPR), dan Mujahiddin. 

44. Upacara peleburan dilakukan oleh pang]ima TRI komandemen Sumatra Jen­
dral Mayor R. Suharjo Harjo Wardoyo di Pematang Siantar pada 26 April 1947. Sebe­
lumnya divisi Gajah I Aceh berada di bawah Kolonel Husin Yusuf dan divisi II Sumatra 
Timu~ di bawah Kol<~nel Sitompul, Komandan dan Waltil Komandan maslna. masln& 
ditun)uk Kolonel Husm Yusuf dan Kolonel Sitompul Lihat Sendam I, op. cit., hal. 116-
117. dan Modal R euolusi 45, hal. 49. 
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Pasukan bersenjata yang terdapat di Aceh baik TRI maupun 
lasykar-lasykar bersenjata tersebut di atas, ikut ambil bagian un­
tuk menghadang tentara sekutu, tatkala mereka mendarat di 
Medan (bulan Desember 1946). Dari bulan ke bulan pasukan 
Aceh yang ikut ambil bagian di Medan Area semakin bertambah. 
Maka untuk mengkoordinasi pasukan tersebut, dibentuk" suatu 
resimen yang diberi nama Resimen Istimewa Medan Area, yang 
lebih dikenal dengan nama singkatan RIMA. Pimpinan RIMA 
nula-mula adalah Mayor Hasan Ahmad, kemudian Mayor Tjut 
Rahjllan. Susunan dan kedudukan dari pasukan RIMA adalah 
sebagaiberikut: 

-. Batalyon I dipimpin oleh Kapt~n Hanafiah, berkedudukan di 
Kampung Lalang. 

- Batalyon II, pimpinannya adalah Kapten Nyak Adam Kamil, 
berkedudukan di Kerambil Lima. 

- Batalyon III, _berkedudukan di Kelumpang; pimpinannya 
bergailti-ganti, yaitu Kapten Alamsyah, Kapten Ali Hasan dan 
Kapten Hasan Saleh. 

- Batalyon IV, pimpinannya Kapten Burhanuddin, berkeduduk­
an di Binjai 

- Batalyon di bawah pimpinan Wiji Alfiah, di Sunggal. 
- Batalyon. dari Divisi Rencong, di bawah pimpinan Mayor Nyak 

Neh berkedudukan di Kampung Lalang. 

Kesatuan lasykar dari Divisi Teungku Chiek Di Tiro dan dari Divisi 
Teungku Chiek Paya Bakong masing-masing dipimpin oleh Teung­
ku Thaleb dan Gam Basyah Samalanga. Ditambah lagi lasykar dari 
Aceh Tengah di bawah pimpinan Teungku Ilyas Leube 4

&. 

Dari apa yang telah dikemukakan di atas ternyata bahwa mes­
kipun Betanda belum memasuki daerah Aceh, namun rakyat Aceh 
telah menggerakkan/mengerahkan pasukan dan lasykar bersenjata 
ke daerah Su.matera Timur, bukap hanya untuk membaritu perla­
warian _ di sana, tetapi juga sekaligus · untuk menutup pintu bagi 
Belanda masuk ke Aceh. 

46./bld., hal. 12-7, dan 128. Lihat iu1a Komite Muayawarah 45 Daerah I.timewa 
Aceh, op.,cit. hal. 67-8. 
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Dengan dilakukannya agr'esi militer Belanda I, pada tanggal 
21 Juli 1947, maka hampir seluruh wilayah Tanah Air kita dilanda 
o1eh serangan Be1anda tersebut. Daerah Aceh yang mempunyai 
kawasan pantai yang ratusan kilo meter panjangnya siap meng­
hadapi blokade Belanda. Sehari sebelum meletusnya agresi terse­
but, di Kutaraja telah dipersiapkan pertahanan pantai dan penga­
walan umum untuk menghadapi setiap kemungkinan. Pada hari 
agresi itu, terjadi serangan angkatan udara Belanda di Lhok Nga, 
suatu 1apangan terbang dekat Kutaraja. Pesawat Belanda tersebut 
datang dari Sabang melalui Ulee Lhuee 46

, dan serangan yang 

berlangsung sekitar 30 menit itu, dilakukan dengan menggunakan 
senapan mesin dan granat. Lhok Nga merupakan pangkalan udara 
RI di Aceh yang tangguh dan memiliki perlengkapan perang yang : 
cukup baik menurut ukuran masa itu. Memiliki senjata berat dan 
ringan, meriam penangkis udara, meriam pantai, bengkel persenja­
taan yang mampu membuat senjata-senjata ringandan memperbaiki 
senjata berat. Selain Lhok Nga, Ulee Lheue, Kutaraja, Sigli, Lhok . 
Seumawe, Idi, Langsa, Calang, Meulaboh, Tapak Tuan, Ujung 
Batee, Krueng Raya dan Lhok Seudu juga mendapat serangan dari 
pihak Belanda, baik dari laut maupun dari udara. 

Akibat kegawatan ini, maka pada tanggal 12 Agustus 194 7, 
di Kutaraja dalam suatu pertemuan Dewan Pertahanan Daerah, 
dibentuk suatu Badan Koordinasi Daerah Aceh, yang dihadiri oleh 
partai-partai dan organisasi-organisasi seperti Masyumi, PNI, Pe­
sindo, PGRI, PUSA dan Muhammadiyah. Sebagai ketua adalah 
Amelz, dibantu oleh Oesman Raliby dan M. Abduh Syam. Tujuan 
Badan Koordinasi Daerah Aceh ini adalah : 

I. Mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan I 00% Negara 
.Republik Indonesia atas dasar kesatuan dan persatuan. 

2. Membina NRI yang berdasarkan Kedaulatan Rakyat dan ke­
adilan Sosial. 

3. Mengusahakan dan menegakkan suatu pemerintahan yang 
kokoh, progresif dan berdaulat. 

46.A.H. Nasution, Selcltor Perong Kemerdelcoon Indoneaio jWd V (BIIadun · 
Anlkasa, 1979) bal. 289. dan 291. · 1 · 
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4. Me1aksanakan Mobilisasi Umum. 
5. Menyesuaikan kehidupan politik, ekonomi dan sosia1 untuk ke­

pentingan pertahanan Tanah Air 47 
. 

Sehubungan dengan agresi I tersebut, Panglirna Sumatra 
Suhardjo Hardjo Wardoyo mengirim sebuah radiogram yang ber­
bunyi sebagai berikut : 

pemimpin-pemimpin rakyat aceh. 
pengembalian kota medan ter1etak ditangan saudara-saudara 
segenap penduduk aceh ttk 
jangan sangsi ttk 
a1irkan terus kekuatan aceh ke medan dan jangan berhenti 
sebe1um medan jatuh ttk hbs 
pang1irna sumatra 48 

Dengan adanya radiogram tersebut, beban yang harus dipiku1 
rakyat Aceh menjaqi bertambah. Rakyat Aceh memang te1ah 
membantu Medan Perang Sumatra Timur sejak akhir tahun 1946, 
kini tingga1 meningkatkannya 1agi. Tugas yang diinstruksikan o1eh 
Panglima Sumatra itu, disambut rakyat Aceh dengan penuh tang­
gungjawab. 

Pada tangga1 17 Agustus 194 7, bertepatan dengan hari Ray a 
ldu1 Fitri, dibuka suatu tugu peringatan kemerdekaan yang ter1e­

tak di Taman Sari Kutaraja. Residen Aceh T.M. Daud Syah mem­
baca teks Prok1amasi,. dan A. Hasjmy selaku anggota Badan pekerja 
perwakilan, membuka se1ubung tugu yang berwarna merah-putih . 
Setelah hening cipta, Residen membaca amanat Presiden. Dan 
pada ma1am harinya diadakan suatu rapat umum di salah satu 
gedung bioskop Kutaraja. 49 

Berhubung dengan masuknya tentara Be1anda di beberapa 
daerah di bawah tanggung jawab Divisi X, maka pada tanggal 22 
Agustus 194 7, di Bireun disusun kern bali sektor-sektor yang her­
ada di bawah Divisi X, antara lain : 
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47.A.H. Nasution, op. cit .• hal. 581. 

48.Sendam 1/ Iskandar Muda, op. cit. hal. 124. 

49. A. H.. Nasution, op. cit. , hal. 582. 



- Sektor I daerah pertempuran RIMA dipimpin oleh Letnan 
Kolonel Hasballah Haji, terdiri dari 3 batalyon lebih. 

- Sektor II Tanah Karo, Deli dan Serdang, dipimpin oleh Letnan 
Kolonel Djamiri Ginting, terdiri dari 2 batalyon. 

- Sektor III di Simalungun, dipimpin oleh Letnan Kolonel R.Sia­
haan, terdiri dari 2 batalyon. 

- Sektor IV di Asahan dan Labuhan Batu dipimpin oleh Kolonel 
Kasim Nasution , terdiri dari 3 batalyon. 

- Sektor V Aceh Tengah, dipimpin oleh Mayor Teuku Manyak, 
terdiri dari 1 batalyon lebih. 

- Sektor VI, dipimpin oleh Tjut Rachman dengan daerah tang­
gung jawab Resimen V Divisi X, terdiri dari 4 batalyon. 

- Sektor VII daerah tanggung jawab Resimen IV Divisi X dipim­
pin oleh Mayor Hasan Ahmad. 

- Sektor VIII daerah tanggung jawab Resimen Divisi X dipimpin 
oleh Letnan Kolonel A. Wahab Makmur, terdiri dari 2 batalyon. 

Untuk kelancaran komando maka di Sumatra Timur, dibentuk 
sub komando Divisi X dipimpin oleh Mayor A.H. Siahaan 50

• 

Sejak awal agresi I di samping Angkatan Bersenjata yang telah 
disebutkan di atas, tumbuh pula dua resimen Tentara Pelajar, yaitu 
Resimen Tentara Pelajar Islam (TPI) di bawah pimpinan A.K. 
Yakoby dan Resimen Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) 
di bawah pimpinan Yahya Zamzami. TRIP dibentuk secara resmi 
pada tanggal 24 September 194 7, dihadiri o1eh Wakil Gu bernur 
Militer Mayor Sofyan Harun. Anggota TRIP adalah terdiri dari 
pelajar-pelajar SMP, Sekolah Guru Sekolah Tehnik dan SMA, se­
dang anggota TPI umumnya berasal dari pelajar Sekolah Menengah 
Islam dan Perguruan Islam lainnya 51

• 

Sebagai akibat dari beberapa serangan pihak Belanda, yang 
berlangsung sejak tanggal 17 - 8 - 194 7 sampai dengan Oktober 
194 7, atas beberapa tempat strategis di Aceh, yang berarti juga 
peningkatan ancaman Belanda terhadap Aceh, maka Gubernur 
Militer Daud Beureueh pada tanggal 4 Okto ber 194 7 menyampai­
kan seruannya kepada seluruh rakyat Aceh. Tentara dan lasykar 

50.Sendam 1/ Iskandar Muda. op. cit hal. 125-7. 

51. A. H. Nasution., op. cit hal. 584. 
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supaya tabah dalam perjuangan dan agar setiap tindakan yang di­
lakukan hendaklah, disesuaikan dengan kepentingan negara yang 
sedang menjadi perhatian Internasional 52 · 

Penyempurnaan susunan ketentaraan berjalan terus. pacta tang­
gal lO Nopember 1947, diresmikan pembaharuan susunan Staf 
Divisi Ksatria Pesindo dan Pelantikan Resimen I dengan batalyon­
batalyon dan kompi-kompi yang berada di Kabupaten Aceh Besar. 
Suatu komunike pada tanggal 13 Desember 194 7 dari juru bicara 
Divisi Rencong menyatakan, bahwa Kepala Staf Umum Divisi 
Rencong telah melantik Abdurrachman dan Hasan Abbas, masing­
masing dengan pangkat Senapati dan Senapati Muda pacta Resimen 
Istimewa Pertambangan. Pacta tanggal 14 Desember 194 7, dilang­
sungkan konfrensi Mujahiddin seluruh Aceh unmk reorganisasi 
barisan-barisannya. Pacta hari itu pula berlangsung Konperensi 
Kilat Kesatria Pesindo Divisi Rencong, yaitu antara para Koman­
dan semua Resim~n , untuk memperbincangkan soal-soal sekitar 
pembentukan T.N.I. Dan pacta tanggal 18 Desember 1947, ins­
truksi Pesindo daerah Sumatra mengeluarkan pengumuman sebagai 
berikut: 

I. Mulai tanggal pengumuman, segenap angkatan perang Kesatria 
Pesindo seluruh Sumatra serentak untuk mengambil bagian da­
lam usaha pem bentukan T.N.I. secara resmi. 

2. Tentang pelaksanaan dalam praktek berkenaan dengan tehnik, 
dan lain-lain dilaksanakan dengan seksama dan bijaksana atas 
dasar perundingan bersama di seluruh Keresidenan oleh pimpi­
nan-pimpinan Dewan Daerah dengan penuh bertanggung jawab 
kepada Dewan Pusat dalam waktu secepat mungkin. 

Akan tetapi masih banyak tindakan yang perlu dilakukan sebe­
lum terwujud satu Tentara Nasional Indonesia yang sungguh­
sungguh53 · 

Setelah kota Tanjung Pura jatuh ke tangan musuh , tentara 
dan lasykar kita mundur ke Pangkalan Brandan dan kota ini dija­
dikan Pusat Markas Komando Pertahanan kita di sektor Barat -
Utara (K S B 0) Medan Area . Panglima Tertinggi Angkatan Perang 

52. Ibid. hal. 207.· 9. 

53. Ibid. hal. 209 • 20. 
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Repu blik Indonesia pad a tanggal 4 Agustus 194 7 mengumumkan 
perintah penghentian tembak menembak sesuai dengan seruan 
Dewan Keamanan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Karena bebe­
rapa kesulitan, perintah gencatan senjata di daerah Komando 
Sektor Barat- Utara.(KSBO)- baru dapat dilaksanakan pada · bu~ 

Ian Pebruari 1948. Pada tanggal 6 Agustus 1947 Panglima Divisi 
X Kolonel Husin Yusuf mem bentuk Staf Komando Sektor Barat­
Utara dengan komandannya Letnan Kolonel Hasballah Haji 
Kekuatan KSBO ini terdiri dari 11 Batalyon dan pasukan•pasukan 
lasykar rakyat lainnya"' · Memang ·agak sulit bagi pasukan kita me­
law an Belanda di Sumatera Timur. Keadaan medan yang data.T 
tidak cocok untuk pertempuran gerilya. Keadaan persenjataan kita 
tidak sesuai untuk pertempuran frontal apalagi untuk menghadapi 
tank dan pesa wa t udara. 

Pada tanggal 20 Maret 1948, berlangs1,1ng Konperensi ke 4 
Pesindo daerah Aceh, dengart mengambil keputusan sebagai beri .. 
kut: 

1. Memperkokoh susunan organisasi ke dalam untuk menuju masa 
organisasi 

2. Menuju sentralisasi organisasi Pesirido Sumatra Utara. 
3; Melaksanakan rencana 6 pasal Pesindo .Daerali Aceh, menuju 

pembangunan dalam masa 3 tahun. Mengusahakan penyempur­
naan TNI dan adanya pertahanan rakyat semesta. 

4. Mengajak segenap rakyat agar menyokong dan berusaha segiat­
giatnya sebagai faktor yang penting bagi pemerintah untuk me­
laksanakan program· politik 6 pasal. 

Pada tanggal 23 Mei 1948, Panglima Divisi Rencong dan 
Ketua Umum Pesindo daerah Aceh mengumumkan, bahwa mulai 
tanggal 1 Juni 1948, Kesatria Pesindo Divisi Banteng bergabung ke 
dalam TNI. Gubemur Militer Aceh, Daud Beureueh mempersiap­
kan dekritnya untuk meng-TNI-kan seluruh badan-badan bersen­
jata di Aceh. Namun usaha ini menjadi terbengkalai, oleh karena 
datangnya Presiden Repu blik Indonesia Sukarito ke Aceh pad a ': 
wakatu itu 55

· 

54.Sendam 1/llkmdu Muda, op. cit. bal, 189 • 40.llbat jup A.H. NAM~Uoa, IV 
op. cit., bal. 288. 

55.A.H. Nuutlon. op. cit....._ 265. 
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ; selama masa 
agresi militer Belanda I, di Aceh sudah tersusun suatu kekuatan 
yang terpadu antara pemerintah, tentara, lasykar-lasykar bersen­
jata termasuk pelajar-pelajar dan seluruh lapisan masyarakat. 
Rakyat Aceh dengan segala potensi yang ada, sudah mampu meng­
gagalkan seluruh usaha Belanda yang mengancam kota-kota dan 
tempat-tempat lainnya yang strategis baik di pantai sebelah Timur 
di perairan Selat Malaka maupun di pantai sebelah Barat di perai­
ran Samudra Hindia (Samudra Indonesia). Kemudian rakyat Aceh 
secara aktif mengerahkan kekuatan di daerah pertempuran Medan 
Area Sektor Barat - Utara dalam rangka membendung usaha 
Belanda memasuki Aceh melalui Daerah Sumatra Timur. 

Seperti juga di daerah-daerah lain, sesudah persetujuan 
"Renville", keadaan di Aceh semakin bertambah sulit. Situasi yang 
demikian ini menyebabkan daerah Langkat untuk sementara diga­
bungkan dengan daerah Aceh. Tetapi kemudian tim bul suatu ma­
salah, yaitu, pelaksanaan satu organisasi tentera tidak dapat di­
realisir , karena tiap-tiap komponen mempunyai hubungan dengan 
politik tertentu. Pimpinan Divisi X, yang dipegang· oleh Kolonel 
Husin Yusuf serta Kolonel Sitompul , tidak dapat menguasai selu­
ruh badan bersenjata. Gu bernur Militer Tgk. Muhammad Daud 
Beureueh menjadi satu-satunya pergantungan gezag negara dewasa 
itu di Aceh. Akan tetapi pembatasan hak/ kewajiban antara Guber­
nur Militer, Panglima dan Pemerintah SipiL tidak jelas/tegas. Dae­
rah Sumatera Timur yang digabungkan oengan Aceh, tetap me­
nunjukkan gejala hendak melepaskan di.ri. Bekas-bekas lasykar 
yang belum mendapat penempatan yang wajar, seperti T. Yusuf 
dkk , tampak sebagai suatu golongan yang tidak berdiam diri dan 
menerima begitu saja keadaan baru. Dalam pada itu, di kalangan 
tertentu tetap terdapat ikhtiar-ikhtiar untuk menjadikan Aceh 
suatu daerah Istimewa. 56

· 

Divisi X sebagai gabunga.n Divisi Gajah I (Aceh) dan Divisi 
Gajah II (Sumatera Timur), adalah suatu gabungan yang tidck 
utuh oleh karen a penggabungan itu tidak mempunyai dasar yang 
kuat tetapi hanya sekcdar untuk mcnunjukkan bahwa orang-

56./bid., hal. 477. 
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orang Aceh- Tapanuli, dapat bersatu. Lagi pula Divisi yang begitu 
besar tidak dapat dikomando oleh tenaga-tenaga manusia yang 
ada pacta waktu itu, mengingat faktor-faktor geografis, etnologis, 
psikologis dan lain-lain faktor. Aliran pikiran pada waktu itu sudah 
mengarah ke sentralisasi komando, sedangkan hal-hal di atas di 
tam bah dengan kecakapan perwira-perwira yang ada, mengharus­
kan adanya desentralisasi. Dengan demikian perasaan kesukuan 
belum dapat teratasi, dan orang Tapanuli merasa tidak dapat hi­
dup di Aceh dan kern bali ke Tapanuli tanpa perintah. 57 

Pad a tanggal 3 J uni 194 7 pemerintah mengeluarkan pen eta­
pan yang dimuat dalam Berita Negara No. 24- tahun 1947, anta­
ra Jain berbunyi : 
a. Mulai tanggal 3 Juni 194 7 disahkan berdirinya Ten tara N asional 

Indonesia. 
b. Segenap anggota Angkatan Perang dan segenap Lasykar-Lasykar 

bersenjata mulai saat ini dimasukkan serentak kedalam Tentera 
Nasi~nal Indonesia. 

c. Pucuk pimpinan Tentera Nasional Indonesia dipegang oleh 
Panglima Besar Tentera Nasional Indonesia. 

Berhubung seluruh perhatian sedang diatahkan untuk menghada­
pi Agresi Militer Belanda, maka realisa~i penggabungan semua 
Lasykar ..bersenjata kedalam Tentera Nasional Ind.onesia di Daerah 
Aceh belum dapat diselenggarakan tepat pada waktunya. 58 

Guna merealisir penetapan Pemerintah tersebut, dalam rang­
ka penyusunan Tentera Nasional Indonesia di Daerah Aceh, maka 
bulan Desember 194 7 Staf Gu bernur Militer Aceh, Langkat dan 
Tanah Karo mengadakan sidang-sidang pendahuluan bersama-sama 
dengan Divisi X/TRI Komandemen Sumatera di satu pihak dan ke­
satuan-kesatuan lasykar bersenjata di lain pihak, yaitu Divisi 
Rencong. Divis1 X Tgk. Chiek Ditiro, Divisi Tgk. ChiekPaya Bakong 
dan Divisi Hisbullah. Sidang-sidang itu dipimpin langsung oleh 
Gubernur Militer Jendral Mayor Tituler Tgk. Mohd Daud Beure­
ueh dan dibantu oleh penasehat-penasehat militemya. Adapun 
wakil dari masing-masjng kesatuan ditentukan, yaitu Komandan/ 

57. Ibid. hal. 478. 

58. Sendam I 1 Iskandar Muda, op. cit, hal. 118- 119. 
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Panglimanya dengan disertai oleh 3 orang pengikutnya sebagai 
berikut: 

a. Divisi X/TRI Komandemen Sumatera: Kolonel Husin Yusuf de­
ngan 3 orang pengikutnya. 

b. Divisi Rencong : Nyak Neh dengan 3 orang · pengikutnya. 
c. Divisi X/Tgk. Chiek Ditiro: Cek Mat Rahmany dengan 3 orang 

pengikutnya. 
d. Divisi Tgk. Chiek Paya Bakong: Ajad Musi dengan 3 orang pengi­

kutnya. 
e. Divisi Hisbullah : Zainal Arifm Abbas dengan 3 orang pengikut-

nya. 
Pada tanggal 8 Desember 1947 mula-mula dibentuk Panitia Badan 
Perancang Pembentukan TNI dengan susunan keanggotaannya se­
bagai beriku t : 
a. Ketua : Kolonel R.M.S. Suryosularso. 
b. Pembantu-pembantu : Jenderal Mayor Tituler Tgk. Amir Husin 

al Mujahid, Letnan Kolonel Tituler Tgk. A. Wahab, Letnal Kolo­
nel Tituler Sutik:qo P. Sumarto, Mayor Tituler A. Adami, Mayor 
Tituler Hasan Ali. · · 

Badan perancang ini setelah mengadakan penyelesaian rencananya, 
maka mengajukan kepada sidang Staf Gubernur Militer yang di 

· langsungkan berturut-turu t sejak tanggal 20 s/d 31 - Desember 
194 7, suatu konsepsi di mana dengan ini dibentuklah sebuah 
Dewan PimpiJ¥ln Sementara TNI dengan susunan keanggotaannya 
adalah sebagai beriku t : 

a. Ketua : Letnan Kolonel Tituler Tgk. A. Wahab. 
b. Wakil Ketua : Kolonel R.M.S. Kolonel Suryosularso. 
c. Penasehat-penasehat: I. T.M. Daud Syah Residen Aceh. 

d. Staf Urn urn : 

2. Tuanku Mahmud Residen Inspektur. 
3. T.M. Amin. Kepala Sahagian Pemerin­

tahan Urn urn. 

Ketua Kolonel Suryosularso 
Anggota-Anggota 
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2. Komandan Divisi Rem:ong. 



3. Komandan Divisi X Tgk. Chiek Ditiro. 
4. Komandan Divisi Tgk. Chiek Paya Ba­

kong. ' 9 

Pada akhir bulan Mai 1948, Gubemur Militer Daud Beureueh 
berhasil menyatukan Badan-badan bersenjata A.ceh menjadi satu 
organisasi TNI. Pada tanggal l3 Juni 1948 dikeluarkan penetapan 
Gubemur Militer Aceh No. GB/59/s-Pen. yang berbunyi sebagai 
berikut : 

1. Mulai tanggal l Junl 1948 dalam daerah kemiliteran Aceh, 
Langkat dan Tanah Karo telah ditetapkan ''TNI" yang buat 
sementara waktu dinamakan APRI Divisi X Sumatra 

2. Mufai tanggal terse but di atas seluruh kesatuan kelasykaran . . 

Mujahiddin Divisi Tgk. Chiek Paya Bakong dan lain-lain kesatu-
an bersenjata dalam daerah kemiliteran Aceh, Langkat dan Ta­
nah Karo menjadi lebur dan digabungkan meniadi angkatan 
Perang Divisi X Sumatra. 

3. Mulai tanggal pembentukan Komando dan Staf Komando dari 
Angkatan Perang TNI Divisi tersebut, pimpinan ketenteraan se­
luruhnya berada dibawah pimpinan Komando dan Staf Koman­
do Angkatan Parimg TNI Divi~i X Sumatra. 

Selain itu ;:Jiumumkan pula susunan Divisi X TNI Sumatera 
sebagai berikut : 
1. Kdmandan Qivisi J enderal Mayor Tituler Tgk. Mohd Daud Beu­

reueh yang pada ·bulan Oktober 1948 diganti oleh Kolonel 
Husin Yusuf. 

2. Kepala Staf adalah, Letnan Kolonel Cek Mat Rabmany. Anggo­
ta Staf lainnya adalah Abdul Muthallib, Letnan Kolonel M. 

' -~ . 

Nasir, Kapten A. Bakar Majid, Mayor Nyak Neh, Mayor Hasan 
Ahmad, Mayor Dr. Sudono, Mayor.T. Hamzah, Mayor A. Mu­
zakkir Walad, Letnan Satu T. Ibrahim, Kapten M. Husin, Kap­
ten M. Adam, Mayor A.G. Mutiara, Mayor Z. Arifin Abbas. 

3. Resimen-resimen yang tergabung dalam Divisi ini adalah : 

- Resimen I di Kutaradja dipimpin oleh Letnan Kolonel Has­
hallah Haji. 

&9./bld. hal. 141 • • 142. 
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- Resimen II di Bireuen, dipimpin oleh Mayor A. Rahman 
- Resimen III di Meulaboh, dipimpin oleh Mayor T. Manyak. 
- Resimen IV di Ku tacane, dipimpin oleh Mayor J amin Gin-

tings. 
- Resimen V di Kuala Simpang, dipimpin oleh Letnan Kolo­

nel A. Wahab Mamur. 60 

Kalau kita perhatikan susunan Staf nampaklah tokoh-tokoh 
gabungan dari TRI Divisi X, Divisi Rencong dan Divisi Tgk. Chiek Di 
Tiro. Oleh karena itu peleburan segala pasukan bersenjata ke dalam 
wadah TNI tidak mengalami kesukaran. Dengan demikian di Aceh 
hanya ada satu Angkatan Perang yaitu TNI; dan Acehlah yang mu­
la pertama berhasil membentuk TNI seperti yang direncanakan 
Pemerintah Pusat. 61 

Ketika Presiden Sukarno datang di Aceh dengan pesawat Rl-
002 mehdarat di lapangan Lhok Nga, pada tanggal 15 Juni 1948, 
disam but dengan meriah, !Jaik oleh Pemerintah Daerah maupun 
oleh pemimpin-pemimpin TNl yang baru saja terbentuk. Di lapa­
ngan Udara Lhok Nga, Presiden memeriksa barisan kehormatan 
dan menyaksikan senjata-senjata berat yang kita miliki. Kedata­
ngan Presiden ini disamping untuk membakar semangat rakyat 
yang memang belum pernah dilakukannya di Aceh. sekaligus pula 
menyaksikan kekuatan rakyat Indonesia di Aceh. Selain itu dalam 
suatu rapat raksasa dan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyara­
kat Aceh, Presiden mengharapkan bantuan Pemerintah dan Rakyat 
Aceh untuk membeli pesawat terbang, dalam rangka melancarkan 
komunikasi antar pulau di Indonesia dan dengan Luar Negeri 
(uraian lanjutan mengenai pcmbelian pesawat terbang ini. lihat 
dalam Sub C di bawah ini ). 

Sesuai dengan perkem bangan maka Medio Nopem ber 1948. 
Wakil Presiden mengadakan rcorganisasi di Komando Sumatra. 
Mayor Jendral Suhardjo ditarik ke Jawa. Penggantinya Kolonel 

60. A. H. Nasution, op. cit. VII!, hal. 499 · 500 Lihat juga Sendam I lsk~"d•.r 
Muda, op. cit. hal. 142 • 144. 

61.A. Hasymi, oP. cit., hal. 1-'>3. 
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Hidayat, sedang jabatan Gubernur Militer Aceh , Langkat dan 
Tanah Karo diserahkan kepada Letnan Kolonel Askari. 62 

J atuhnya Y ogyakarta pada tanggal 19 Desem ber 1948, baru 
diketahui di Aceh pada sore harinya. Setelah menerima berita ini 
A. Gani Mutyara selaku perwira dan Kepala Penerangan TNI Divi­
si X Sumatra melaporkan peristiwa tersebut, kepada Gubernur 
Militer Teungku Mohd Daud Beureueh. Setelah itu A. Gani Mutya­
ra berpidato di Studio Radio Republik Indonesia Kutaradja, men­
jelaskan situasi yang se'dang dihadapi dan langkah·langkah yang 
harus di ambil. Kemudian berpidato pula Osman Raliby, Kepala 
J awatan Penerangan Daerah Aceh dalam nada dan isi yang sam a. 
Keesokannya baru berpidato Gubernur Militer dengan penuh se­
mangat yang ditujukan kepada seluruh rakyat, tentera dan pasu­
kan gerilya di Medan Area. Beliau menganjurkan supaya penyera­
ngan yang · sudah dimulai dilaksanakan dengan kemenangan. 63 

Sebagaimana telah diuraikan terdahulu bahwa di Aceh se­
belum agresi II telah tersusun TNI tanpa ada ekses-eksesnya. Juga 
pemerintah sipil telah mempunyai aparatnya sampai kedesa~desa. 
Oleh karena itu dalam menghadapi agresi II bagi Aceh sudah lebih 
baik keadaannya bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di 
Indonesia. Dalam, menghadapi agresi Militer Belanda, Aceh telah 
menyiapkan rencana sebagai be.r;ikvt : 

a. Mempersiapkan kekuatan bersenjata untuk perang gerilya, bila 
keadaan menghendaki demikian. Dan mem beri . penjelasan 
seluas-luasnya kepada masyarakat ; tugas ini dilakukan .oleh 
Penerangan TNI Divisi X, Penerangan Sipil ditam.bah badan• 
badan penerangan dari partai-partai dan organisasi inassa lain­
nya. 

b. Mempersiapkan tambahan senjata dari luar negeri, terutama dari 
Malaya. Senjata itu diangkut oleh TNI yang ditugaskan untuk 
itu atau diseludupkan dengan tongkang dan motor bqot o1eh 
para saudagar. Salah seorang tokoh yang terkenal yang mema­
sukkan senjata ini adalah Mayor John Lie, sebagai pejuang 

62.A.H. Nasutlon,op, cit., hal. 471 dan 501: Lihatjup A.Gani Mutyara, Banda 
Aceh Pemah Berperan Sebagai lbukota Republik Indonesia, (Medan. : Panitia Seminar 
Perjuangan Aceh, 1976). 

63. A. G. Mutyara. ibid. , hal. 1 
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dan pelaut yang ulung ~udah sejak Perang Dunia '1. 
c. Mempersiapkan aparat-aplitat yang harus mengenal tempat­

tempat penting seperti lapangan udara, pemancar radio dll. 
<;l • .Mempersiapkan dana untuk hiaya pertahanan daerah Aceh 

sendiri, untuk hiaya ' pasukan di Sumatra T~ur, hiaya para 
diplomat· RI di luar negeri. Sum her dana ini adatah hasil ekspor 
Aceh dan dari dana yang dikumpulkan oleh pedagang-pedagang 
Aceh, seperti N.V. Permaidi Penang. 

e. Mempersiapkan logistik dan menentukan lokasi logistik hila 
teijadi perang gerilya. Dan memindahkan gudang-gudang per­
hekahin ke arah pedalaman. 

f. Mempersiapkan lokasi haru hagi pasukan, hila kota direhut 
musuh. Mempersiapkan Kutaradja, Tangse dan Takengon seha­
gai ihu-kota Repuhlik Indonesia untuk menggantikan Y ogya. 64 

Karena kegagalan agresinya melalui heherapa serangan laut 
di heherapa tempat di Aceh, maka Belanda me~coha rnenempuh 
dengan cara lain. Yaitu mereka mengadakan propokasi melalui 
Radio Medan yang sudah mereka kuasai. Pada awal Januari 1949, 
Radio Medan menyiarkan hahwa seluruh Aceh telah dikuasai oleh 
Tentera Belanda. Kota-kota besar seperti Kutaradja, Sigli, Langsa 
dan lain-lain. telah direhu t oleh ten tara kerajaan Belanda. Berita 
ini disiarkan pada siang hari dan ditangkap oleh Kepala Perwartaan 
Jawatan Penerangan TNI Divisi X Sumatra, Letnan II Muchtar 
Nasution. Tetapi bcrita ini kcmudian dibantah oleh Radio Rimba 
Raya (Radio Pemcrintah RI di Aceh pada masa itu). 

C. Peristiwa-Peristiw" Di Daerah Dalam Kaitan Dengan Kejadian 
Bersejarah Tingkat Nasional. 

Sepcrti tclah diuraikan dalam BAB II di atas, bahwa pada 
masa awal Revolusi, tcrjadi pcrtempuran-pertcmpuran antara ba" 
risan-barisan hcrscnja ta I ndoncsia dan pasukan-pas~kan Jepang di 
semua kota-kota hcsar di Indonesia. Pihak Indonesia beranggapan 
hahwa dalam wilayah kckuasaan Ncgara Indonesia yang merdeka 
hanya holch ada satu pcmcrintah bcrdaulat. dan kedaulatan itu 

64./hirL •. I· 4 J.ihaL jul(a /\.II. NasuLion. fi/J. cit. jilirL. VI. haL 392. 



dilambangkan oleh kekuatan bersenjata yang menegakkannya. 
Pengal~an-pengalaman pahit selama minggu-minggu pertama 
merdeka, telah menimbulkan keyakinan bahwa diplomasi tanpa 
dukungan angkatan bersenjata tidak ada hasilnya. Diplomasi ha­
rus berdasarkan kedudukan yang kuat. Salah satu unsur kekuatan 
itu adalah angkatan bersenjata. Karena itu pacta tanggal 5 Oktober 
1945, Presiden mengeluarkan sebuah maklumat, mengenai pem­
bentukan Tentera Keamanan Rakyat. 65

· Dengan dikeluarkannya 
maklumat .tersebut, maka di Aceh juga didirikan API (Angkatan 
Pemuda Indonesia atau Angkatan Perang lndon~sia), kemudian 
agar sesuai dengan Maklumat Presiden tersebut, dirubah namanya 
menjadi TKR. 

Agresi Mil iter Belanda yang per tam a, pad a tanggal 21 Juli 
194 7, terhadap Republik Indonesia, menjadikan persoalan Indone­
sia dibicarakan di forum In ternasional. Sehu bungan dengan ini 
dibentuk suatu komisi jasa-jasa baik yang lebih dikenal dengan 
nama KTN (Komisi Tiga Negara) yang anggota-anggotanya terdiri 
dari negara Australia (pilihan Repu blik Indonesia), Belgia (pilihan 
Belanda), dan Amerika Serikat Serikat (pilihan anggota Australia 
dan Belgia). Salah satu tugas komisi ini adalah menyelesaikan ma­
salah pelaksanaan genja tan senjata. Dalam rangka mem bicarakan 
pelaksanaan masalah ini, tiga opsir KTN, pacta tanggal 10 Maret 
I 948, telah mengadakan kunjungan ke Aceh untuk melihat situa¥ 
di san a. Selama di Aceh ketiga opsir ini telah diterirn a oleh Gu ber­
nur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo, Tgk. Mohd. Daud 
Beureueh di Ku taradja. Dan dalam men yam but opsir-opsir KTN 
ini (diantaranya terdapat seorang opsir Tiongkok) perkumpulan 
Chung Hui (suatu perkumpulan orang-orang Cina) Kutaradja, 
telah diadakan suatu resepsi yang dihadiri juga oleh beberapa 
tokoh lnasyarakat Aceh. 66 

Hasil kerja KTN, mengecewakan -pejuang-pejuang Indonesia, 
karena dalam kenyataannya Republik Indonesia diharuskan me-

65. "Pembentukan Angkatan Bersenjata Kita", dalam harian Kompas, (DJakarta 
14 Agustus 1970), hal. III. . 

66. Radlk Utoyo, Sudirdjo, Cs. Album Perjuangan Kemerdekaan 1945 . 1950, 
(Jakarta : C. V. Aida. 1976), hal. 200. 
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ngakui hasil agresi Militer Belanda. Sesudah diadakan lagi perun­
dingan-perundingan antara RI dengan Belanda, maka pada tanggal 
17 Januari 1948, dicapai 1agi suatu persetujuan barn, yaitu Perse­
tujuan Renville. Dalam persetujuan ini Repu blik Indonesia menga­
kui garis yang ditetapkan van Mook (yaitu suatu garis yang meng­
hubungkan pucuk pasukan Be1anda yang o1eh pihak Belanda.meru­
pakan tapal-tapal batas antara daerah Republik dan daerah pendu­
dukan Belanda). Juga ditekankan lagi mengenai pem bentukan 
Republik Indonesia Serikat 01 mana Republik Indonesia merupa­
kan salah satu negara bagian. 67 Keputusan-keputusan yang diam­
bil berdasarkan persetujuan Renville ini, diterima o1eh rakyat Aceh 
dengan perasaan was-was, tetapi mereka tidak mengatakan meno-
1ak. 68 

Seteiah persetujuan Renville, van Mook meneruskan pem­
bentukan negara-negara boneka, yang kemudian disusunnya dalam 
suatu federasi boneka. Daerah Aceh sebagai bagian dari Republik 
Indonesia, tidak luput/inceran van Mook untuk dijadikan sebagai 
salah satu Negara Federal . Melalui Tgk. Dr. Mansur, yang menjadi 
Wali Negara Sumatera Timur (sebagai salah satu federal), mengajak 
Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo, Tgk. Moham­
mad Daud Beureueh, untuk membentuk negera Federal Aceh, 
serta ikut menghadiri dan mengorganisir "Muktamar Sumatra" . 69 

Ajakan ini disampaikan dalam bentuk surat yang dijatuhkan dari 
pesawat terbang di atas Kutaradja; selain itu juga disebarkan 
pan1flet-pamflet atau surat selebaran dibeberapa tempat di Aceh, 
untuk mempengaruhi pendapat umum , agar mendesak Gubemur 
mereka, menerima ajakan itu. lsi surat yang ditanda tangani Dr. 
Mansur tersebut, berbunyi sebagai berikut : 

Kehadapan 
Gubernur 
Kutaradja. 

Paduka Yang Mulia 
Militer Aceh di 

Perkem bangan perjalanan politik di Indonesia menunjukkan 
semakin jelas, bahwa adalah berfaedah dan baik bagi suku-suku 

. . - -
67.Nugroho Notosusanto, Sedjarah Dan Hankam (Diakarta·Lemba~· s · ah 

Hankam, 1968) hal. 114. • · .- e)ar 

68. Insider, Atieh Sepintas Lalu ( Djakarta : Fa Archapada, 1950) hal 42 69. Sendam 1/lskandar Muda. op. cit. hal. 152. · ' · 
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bangsa Sumatera untuk mencapai suatu kerja sama yang akan 
dapat terkoordinir bukan saja dalam lapangan politik, ekonomi, 
tetapi juga dengan beberapa banyak cara lain. 

Itulah sebabnya maka saya boleh memulai menggerakkan 
untuk mengundang wakil-wakil segala daerah Sumatera buat turut 
serta dalam Muktamar Sumatera yang akan dilangsungkan di 
Medan pada tanggal 28 Maret ini. Tujuan konperensi ini yang 5 
hari lamanya mengadakan perhubungan yang pertama di antara 
daerah-daerah dan suku-suku bangsa Sumatera yang berbagai-bagai 
itu, dan saya menyatakan penghargaan saya moga-moga perhubu-

• I 
ngan yang pertama ini berangsur-angsur mehjadi pertalian yang 
bertambah tambah eratnya untuk kebahagian bangsa Sumatera 
dan bangsa Indonesia seluruhnya. Negara Sumatera Timur akan 
merasa suatu kehormatan untuk menerima perutusan Tuan sebagai 
tamu selama Muktamar ini. yang diundang ialah : 

Aceh Bengkalis 
Tapanuli Bangka 
Nias Belitung 
Minangkabau S. Selatan 
Lampung Bengkulu 
lnderagiri Jambi 

Riau. 

Terlepas dari segala perbedaan paham politik saya menyatakan 
penghargaan saya. supaya Aceh juga akan mengirim suatu perutu­
san mewakilinya pada Mu ktamar pertama dari suku-suku bangsa 
Sumatera ini. Pembesar-pembesar di Sabang telah diperintahkan 
un tuk menyambu t peru tusan Tuan dan mengawaninya ke Me dan 
dengan kapal terbang. 

Wali Negara Sumatera Timur 
70 Tgk. Dr. Mansur. 

Seh u bungan dengan sura t ajakan W ali Negara Sum a tera 
Timur itu. Gubernur Militer Ac.:eh , Langkat dan Tanah Karo, Tgk. 
Mohd. Daud Beureueh . mcngeluarkan suatu selebaran yang dimuat 
dalam surat kabar Scmangat Merdeka tanggal }3 Maret 1949 di 

70. Ibid. , hal. 153 - 154 , 
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Ku taradja, yang isinya menolak ajakan Tgk. Dr. Mansur terse­
but. 71 lsi selengkapnya surat selebaran terse but adalah, : Perasaan 
kedaerahan di Aceh tidak ada, sebab itu kita tidak bermaksud 
untuk membentuk satu Aceh Raya dan lain-lain karena kita disini 
adalah bersemangat Republiken. Sebab itu juga undangan dari 
Wali Negara Sumatera Timur itu kita pandang sebagai tidak ada 
saja, dari karena itulah kita tidak balas. Di Aceh tidak terdapat 
salah paham sebagaimana diterangkan oleh Belanda itu , bahkan 
kita mengerti betul apa yang dimaksud Belanda dengan Muktamar 
Sumatera itu. Maksud Belanda supaya mendiktekan Tgk. Dr. Man­
sur supaya menjalankan politik devide et impera nya. Aceh telah 
siap menan ti segala kern ungkinan yang bakal tim bul dari sikap pe­
nolakan itu. Kita yakin bahwa mereka/telah menerima baik unda­
ngan Tgk. Dr. Mansur tersebut, bukanlah orang Republiken, tetapi 
adalah kaki-tangan dan budak kolonialisme Belanda. 72 

Berdasarkan surat tanggapan Gubernur Militer Aceh, Langkat 
dan Tanah Karo t~rsebut , jelas bahwa rakyat Aceh tidak mengi­
ngini bentuk Negara Federal gaya van Mook terse but. 

Mengingat Republik Indonesia masih dalam cengkeraman 
Belanda dan sulitnya komunikasi antar pulau di Indonesia, serta 
hubungan keluar, dan hubungan dengan peningkatan Angkatan 
Bersenjata Republik Indonesia, khususnya Angkatan Udara, maka 
pemerintah telah menginstruksikan kepada semua residen dalam 
wilayah Republik Indonesia, supaya mem bentuk suatu panitia 
(Dakota Fonds) dalam rangka mengumpulkan biaya buat pembeli­
an pesawat udara Dakota. 73

' Pada waktu kunjungan Presiden 
Sukarno ke Kutaradja, dalam suatu rapat raksasa dihadapan ribuan 
rakyat Aceh, Presiden telah menyinggung pula masalah itu. Dan 
dalam suatu pertemuan an tara Presiden beserta rom bongannya de­
ngan GASIDA (Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh) ber­
tempat di Atjeh Hotel Kutaradja, Presiden selain telah mem bicara­
kan berbagai hal sehubungan dengan situasi Negara pada waktu 

71. _Lihat Komi~ Mugyawarah Angkatan 45 Daerah Istimewa Atjeh, Modal 
Revolus1 45, (Kutarad]a; Seksi Penerangan{Dokument~i Komite Musyawarah Angkatan 
45 Daerah Istimewa Aceh. 1960). hal. 63. 

72. Sendam !/Iskandar Muda, loc. cit. 

73. T. Muhammad Ali Panglima Polem, Memoires van Teuku Muhammad 
Ali Panglima Polem, (Kutaradja, 17 Agustus 1972), hal 34. Terjemahan ke dalam bahasa 
Bel&l).da oleh. J.H.J Brendgen, Haarlem, Nederlan. 
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itu, juga pada kesempatan itu Presiden telah mengusulkan kepada 
pihak GASIDA apakah mereka sanggup menyediakan sebuah pe­
sawat terbang Dakota (bekas pakai) yang berharga 120.000 Dollar 
Malaya atau sekitar 25 kg. emas. Menje1ang akhir pertemuan itu, 
juga Presiden mengatakan, tidak akan mau makan sebe1um mende­
ngar jawaban dari GASIDA_ya atau tidak, atas usul tersebut. Ketua 
GASIDA M. Djuned Yusuf, Pak Haji Zainuddin dan sesepuh GASI­
DA lainnya yang hadir dalam pertemuan itu, mengisyaratkan kepa­
da T.M. Ali Panglima Polem (selaku juru bicara) bahwa mereka 
menerima usul Presiden tersebut. Selanjutnya GASIDA memben-

- tuk suatu pan!Ha (untuk pelaksanaan pem belian pesawat itu), 
yan~ diketuai oleh T.M. Ali Panglima Polem. 74 Berdasarkan.pem­
bicaraan dengan Residen Aceh, kemudian diputuskan Aceh akan 
mem beli 2 pesawat terbang Dakota, yang satu atas nama GASIDA 
dan yang satu lagi atas nama seluruh rakyatAceh. 

Pada bulan Agustus 1·948, T.M. Ali Panglima Polem selaku 
Ketua Panitia pembelian pesawat tersebut, menerima sebuah surat 
dari Residen Aceh beserta sebuah Telegram yang bertanggal dan 
bernomor 23 Agustus 1948, No.3470/KSU/48 dan No. 3461/ 
KSU/48, yang berasal dari Kepala Staf Angkatan Udara Komande­
men Sumatera di Bukit Tinggi, Soejono. lsi telegram tersebut me­
nyebutkan bahwa cek sebesar 120.000 dan 140.000 M.$ , telah 
diterima, yang tersebut terakhir diterima pada waktu kunjungan 
Presiden kesana. Dan kedua cek tersebut, telah diteruskan ke KSU 
AURI (Kepala Staf Angkatan Udara Republik Indonesia) di Yogya. 
Kommodor Suryadharma selaku Kepala Staf, mengucapkan ba­
nyak terima kasih kepada rakyat Aceh atas bantuan itu. 75 Kedua 
pesawat yang dibeli dengan uang rakyat Aceh ten;ebut masing­
masing diberi nama Seulawah I dan Seulawah II. Pesawat-pesawat 
ini mulanya mengambil route luar negeri , yaitu Ranggoon (Burma) 
dan India. Sehubungan dengan pembelian pesawat Dakota ini, 
team peneliti belum mengetahui, apakah keresidenan-keresidenan 
lain yang juga mem bentuk panitia (Dakota Fonds) pada waktu itu, 
juga berhasil membeli pesawat tersebut, seperti yang dilakukan 
oleh rakyat Aceh. 

7 4. Ibid, hal. 3 2. '----

75. Ibid .. , hal 33. 
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Se1ain mem berikan sum bangan 2 pesawat Dakota, untuk ke­
pentingan · Revo1u~i Republik Indonesia, rakyat Aceh juga me­
nyumbang biaya-biaya untuk Pemerintah Pusat di Yogyakarta. 
Pada tahun 1949, Pemerintah Daerah Aceh te1ah menge1uarkan 
biaya untuk keperluan Pemerintah Pusat di Yogyakarta, sebesar 
S $ 500.000 (Straits Dollar) dengan perincian, untuk perwakilan 
luar negeri (Mr. Maramis) S $ 100.000, untuk Indonesia Office 
Singapore S $ 50.000, untuk Angkatan Perang S $ 250.000 dan 
un tuk pengem balian Pemeri~ tah ke Y ogy a S $ 1 00.000. 76 Ketika 
semakin meningkatnya pertempuran disekitar Medan (Medan 
Area), banyak pejuang-pejuang Aceh yang dikirim ke sana (lihat 
sub bab B di atas). Dan untuk membantu pejuang-pejuang itu, atas 
inisiatif T.M. Ali Panglima Polem , Aceh telah mengirim pula 48 
ekor kerbau kesana; dan berdasarkan surat yang diterima o1eh 
T.M. Ali Panglima Polem dari Bahagian Perbekalan Front KSBO 
(Komando Sektor Barat Utara) di Langsa, kiriman tersebut telah 
diterima di sana. 77 

D.Usaha .Masyarakat Aceh Dalam Beberapa Bidang Kegiatan. 

Munculnya bermacam-macam organisasi pertahanan lokal 
di Aceh pad a peri ode Revolusi Kemerdekaan (1945 - 19 50), 
seperti telah disinggung di atas (Ba:b Ill), juga ikut membantu 
jalannya pemerintahan lokal di Aceh, yang pada periode itu se­
dang mengalami transisi dalam koordinasinya, yaitu dari sistem 
birokrasi tradisionil seperti dalam bentuk daerah-daerah Uleeba­
lang at~u daerah-daerah yang berpemerintahan sendiri (Uieeba­
langschappen atau Ze/fbesturende /andschappen), ke arah sistem 
birokrasi modern seperti dalam bentuk-bentuk Kecamatan, Kabu­
paten dan sebagainya. Dan seperti di daerah-daerah lain di Indone­
sia yang juga mempunyai berbagai corak barisan kelasykaran dan 
kepemudaan yang berkriteria sendiri-sendiri, maka di daerah Aceh 
juga mempunyai ciri khas tersendi,ri. Misa1nya dalam setiap usaha 
dan gerakan perjuangan kelasykaran/kepemudaan di daerah Aceh 

76. S. M. Am in, Kenang · Kenangan Dari Masa Lampau, (Jakarta : Pradnya Para­
mita, 1978), hal. 103. 

77. T. M. Ali Pangllma Polem, op, cit., hal. 32. 
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senantiasa menyadari dan menempatkan dirinya sebagai aparat 
pendukung pemerintah. 78 

Pada masa Revolusi Kemerdekaan, organisasi-organisasi 
seperti API (Angkatan Pemuda Indonesia atau Angkatan Perang 
Indonesia), BKR (Barisan Keamanan Rakyat), TKR (Tentera 
Keamanan Rakyat), BPI (Barisan Pemuda Indonesia), PRI (Pemu­
da Republik Indonesia), PESINDO (Pemuda Sosialis Indonesia) 
dan berbagai organisasi kepemudaan dan kelasykaran lainnya, 
ikut menen~kan kelancaran pemerintahan di Aceh. Dalam penyu­
sunan penempatan pejabat-gejabat dalam berbagai lembaga peme­
rintahan tingkat daerah, organisasi-organisasi'lokal tersebut ikut 
serta menentukannya. 

Sebagai titik awal peru bah an pemerintahan di daerah Aceh 
terjadi setelah pecahnya "Peristiwa Cum bok" a tau yang lebih 
dikenal dengan istilah "Revolusi Sosial", pada awal tahun 1946. 
Setelah peristiwa itu mulai terjadi pergeseran-pergeseran dan per­
gantian-pergantian kepemimpinan dalam beberapa 1em baga peme­
rintahan tradisionil di Aceh. Misa1nya sebe1um tahun 1946, istilah 
Kecarnatan dan Kabupaten be1um dikenal di daerah Aceh. Dan 
istilah-istilah ini baru populer digunakan masyaraka t Aceh sete1ah 
pengakuan kedaul~tan Negara Repu blik Indonesia o1eh Kerajaan 
Belanda pada awal 'tahun 1950. Sebe1um itu apa yang sekarang di 
sebut wilayah kecamatan adalah semula terdiri dari daera-daerah 
Uleebalang seperti te1ah disebutkan di atas, yang jumlahnya mele­
bihi dari seratus banyaknya. Daerah-daerah ini ada1ah daerah yang 
sejak berabad-abad 1amanya tidak mengenal pemerintahannya 
yang bercorak collegiaal. Dan sejarah daerah-daerah ini meriwayat­
kan bahwa penduduknya sejak beratus tahun 1amanya hidup di 
bawah perintah para Uleebalang yang melaksanakan pemerintahan 
secara dictator~£ 

Sete1ah tahun 1946, seperti yang te1ah disinggung pada 
awal bab ini, bahwa da1am waktu yang re1atif singkat, daerah­
daerah Uleeba1ang (zelfbestuur) itu terhapus dan sebagai gantinya 
ber-diri kesatuan-kesatuan daerah dengan sebutan "negeri". Seba-

78. Lihat Sendam I·/ Iskandar Muda, op. cit, hal.l03. 
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gai pimpinan negeri ini kemudian penetapannya dikeluarkan oleh 
pemerintah Republik Indonesia di Kutaradja. 

Pacta awal masa kemerdekaan (tahun 1945), daerah Aceh 
masih berstatus sebagai satu Keresidenan otonom y~ng berpusat 
pada Propinsi Sumatra Utara, yang berkedudukan di Pematang 
Siantar. Seperti telah disinggung dalam Bab III di atas, bahwa da­
erah Aceh pada masa itu merupakan bagian dari Propinsi Sumate­
ra. Dan pelaksanaan pemerintahan Republik Indonesia di Aceh, 
mulai resmi berjalan setelah Teuku Nyak Arief pada tanggal 29 
September 1945, diangkat sebagai Residen Republik Indonesia 
yang pertama un~uk Daerah Aceh, serta Teuku Muhammad Ali 
Panglima Polem (anak Panglima Polem Muhammad Daud, pejuang 
terkenal pacta akhir a bad XIX: dan awal abad XX), sebagai wakil 
Residen, yang diangkat oleh Gubernur Sumatera Mr. T.M. Ha­
san. 79 Residen, pertama Teuku Nyak Arief, dalam menjalankan 
pemerintahannya dibantu oleh suatu lembaga yang juga baru di­
bentuk, yaitu suatt1 bad.an perwakilan daerah yang dinamakan 
Komite Nasional Daerah. Badan ini terdiri dari beberapa anggota 
yang ditentukan dari hasil pemilihan rakyat yang telah ditunjuk atas 
pencalonan partai-partai. 80 Dan juga suatu Badan Eksekutif 
Komite Nasional Daerah Aceh, yang terdiri dari beberapa anggo­
ta yang dipilih oleh dan dari kalangan anggota-anggota Komite 
Nasional Daerah sendiri. 

Dengan adanya kedua !em baga seperti terse but di atas ber­
arti telah terjadi suatu peru bahan pokok (prinsipil) dalam sistem 
pemerintahah yang berlaku sebelumnya. Pacta masa Hindia Belan­
da, di seluruh Aceh baik di daerah yang disebutZelfbestuurgebied 
atau daerah yang berpemerintahan sendiri, maupun di daerah 
yang disebut Rechtstreek bestuurd gebied atau daerah yang di­
perintah lailgsung oleh Belanda, pemerintahan dijalankan oleh per­
seorangan (Uleebalang), yang memperoleh jabatan itu secara tu­
run-temurun. Dan pemerintahan itu qijalankan oleh pejabat itu atas 
kebijaksanaan sendiri yang tidak terikat dengan suatu badan hu-

81 . 
kum lain. Juga dengan adanya lembaga Eksekutif Komite 

79. S. M. Amin, op. cit., hal. 36. 

80. Insider, oP. cit., hal. 14. 

81. S. M. Amin. oP. cit., hal. 37. 
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Nasional Daerah itu, . maka mulai tampak adanya Demokrasi 
dalam sistem pemeritahan otonomi lokal di Aceh. Tetapi karena 
sistem itu baru dalam ·peringkat awal, tentu saja tidak dapat ber­
jalan dengan sempurna atau belum dapat berfungsi sebagai mesti­
nya. MeskipU:n demikian pemerintahan Republik Indonesia yang 
pertama di daerah Aceh di bawah pimpinan Teuku Nyak Arief, 
yang merupakan pemerintahan pertama dalam alam kemerdekaan, 
adalah suatu langkah penting ke arah pemerintahan rakyat. 82 

Karena beberapa persoalan, mengakibatkan pemerintahan 
pertama di bawah pimpinan Teuku Nyak Arief, tidak berlangsung · 
lama. Pada Pebruari 1946, Residen Teuku Nyak Arief meletakkan 
jabatan ~an sebagai gantinya diangkat Teuku Muhammad Daud 
Syah bekas Zelfbestuurder a tau Uleebalang . Landschap Idi, di 
Aceh Timur. Dan juga pengurus Badan Eksekutif Komite Nasio­
nal Da:erah mengalami perubahan. Ketuanya yang lama, Tuanku 
Machmud diganti dengan Mr. S.M. Amin, yang sebelumnya men­
jabat sebagai Kepala Kehakiman Keresidenan Aceh. 

Seperti telah disinggung di atas, organisasi-organisasi kelasyka­
ran juga ikut . menunjang jalannya pemerintahan di daerah Aceh, 
teru tam a pada masa-masa awal kemerdekaan. Baik semasa Residen 
Teuku Nyak Arief maupun di bawah Residen Teuku Muhammad 
Daud Syah, kedua--duanya sama-sama mengikut-sertakan unsur-un­
sur kelas.ykaran ikut berpartisipasi d·alam pemerintahan. Karena ber­
bagai kesulitan (adanya pertentangan-pertentangan dalam masyara-

ht; masalah-masalah dengan Jepang dan lain sebagainya), harus di­
hadapi oleh pemerintah, maka Residen Teuku Nyak Arief dalam 
kenyataannya lebih menyerupai pimpinan dari pada TKR (Tentara 
Keamanan Rakyat). 83 Begitu juga masa Residen Teuku Daud 
Syah, karena timbul berbagai masalah (seperti perselisihan antar 
golongan, peristiwa Cum bok, masalah Husin Al Mujahid, dan lain 
sebagainya), juga mengikut sertakan keaktifan organisasi PESIN-
00, khususnya Badan Keamanan PESINDO, untuk menjalankan 
pekerjaan kepolisian atau tugas-tugas lain yang berhubungan de-

82. I b i d. 

~3. Mencenai peranan Teuku N\oak Arlef dan TKR, Uhat miaalnya, Syamaun 
Gaharu, 'Teuku Nyak Al!ief, Proftl Seoranc Pefuan&. dalam harian Mimbar Umum, (Me­
dan : 12 Mei 1979). 
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ngan masalah keamanan.84 Dan berkat adanya kerja sama diantara 
pemerintah dengan lasykar-lasyk;ar rakyat dan kepemudaan, maka 
Komite Nasional di bawah pimpinan Residen Teuku Daud Syah, 
segala sesuatu baik yang mengenai pemerintahan dalam arti yang 
terbatas, maupun yang menge!lai perekonomian, kesehatan, perta­
nian, kepolisian, keuangan dan sebagainya, berlangsung dengan 
meniuaskan. 85 

Pada permulaan tahun 194 7, karen a kesulitan komunikasi 
antara Gubernur Sumatera dengan daerah-daerah di Sumatera, 
maka untuk melancarkan roda pemerintahan ini, Sumatra dibagi 
dalam tiga bagian administratif, yaitu Sumatra Utara, Sumatra 
Tengah dan Sumatra Selatan. Dan pada masing-masing daerah ini 
ditempatkan Wakil-Wakil Gubernur dengan sebutan Gubernur 
Muda. Untuk Sumatra Utara sebagai Gubernur Muda, diangkat 
Mr. S.M. Amin (yang sebelumnya sebagai Wakil Ketua Dewan 
Perwakilan Aceh), untuk Sumatra Tengah, Mr. M. Nasroen dan un­
tuk Sumatra Selatan, Dr. Muhammad lsa. 

Sebagai akibat kegawatan agresi Militer Belanda yang pertama 
pada tanggal 21 Juli 194 7, yang telah berhasil menduduki sebagian 
daerah Republik Indonesia, termasuk diantaranya Pematang Sian­
tar, temp at kedudukan Gu bernur Sumatra, maka Gubernur beserta 
Stafnya terpaksa mcngungsi ke Bukit Tinggi. Gu berntJr Muda Su­
matra Utara dapat ditawan oleh Belanda dan dibawa ke Medan, 
kemudian via Pcnang kern bali ke Ku taradja. 86 Meskipun daerah 
Aceh bebas dari agrcsi itu, ictapi karena kesibukan-kesibukan yang 
berhubungan dcngan masalah peningkatan keamanan, juga kega­
watannya scm akin meningka t. Sehu bungan dengan hal ini, Wakil 
Presidcn Rcpublik Indonesia, Mohammad Hatta. dalam fungsinya 
sebagai Wakil Panglima Tcrtinggi Tentera Republik Indonesia. 
ya{lg sedang mcnjalankan kekuasaan Pemerintah Pusat Republik 
Indonesia untuk Sumatra Ji Sumatra, berdasarkan surat kepu­
tusannya No. 3/BPKU/47, tanggal 26 Agustus 1947, yang dike­
luarkan di Bukit Tinggi, mcnctapkan bahwa Daerah Keresidenan 

84. S. M. Amin. op. en, hal. 38. 

86. Inalder, loc. cit. 

86. Ibid., hal. 42. 
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Aceh, Kabupaten Langkat dan Tanah Karo, sebagai suatu daerah 
Militer. Dan sebagai pimpinannya diangkat Teungku Muhammad 
Daud Beureueh (yang sebelumnya menjabat Kepala Jawatan Aga­
ma Daerah Keresidenan Aceh), sebagai Gubernur Militer dengan 
pangkat Jendral Mayor Kehormatan. Selanjutnya ditetapkan pula 
Penasehata Gubernur Militer dan pembantunya, yaitu Kolonel 
R.M.S. Suryosularso sebagai Kepala Staf A Ajudan Umum Koman­
demen Sumatra dan Letnan M. Nasir, sebagai Kepala Seksi II. 87 

Tugas utama Gubernur Militer, ialah menyusun dan menyatu­
kan Tentera dan Lasykar-Lasykar rakyat ke dalam Daerah ' kekua~ 
saan Gubernur Militq, supaya terdapat satu kesatuan Komando. 
Selain i_tu juga mengkoordinir urusan-urusan umum, baik yang me­
Rgenai sipil maupun militer, asa1kan saja urusan-urusan ini terma­
suk dalam lingkungan pertah~man. Jadi Residen dan aparat-aparat 
pemerintahan sipil 1ainnya tetap menjalankan pemerintahan sipil 
sebagaimana biasa. Dengan demikian se benarnya tugas dan kewaji­
ban Gubernur Militer adalah tetap terletak pada masalah yang ber­
hubungan dengan bidang pertahanan atau kemiliteran saja. 88 

Dasar hukum keputusan tugas dan kewajiban ini adalah, Uridang­
Undang keadaan dalam bahaya, tangga1 6 Juni 1946 No. 6 dan Pe­
raturan Dewan Pertal1anan Negara No. 30, fasal I, Surat dari 
Panglima Tentera Komandemen Sumatra tanggal 25 Agustus 194 7 
No. 5/PLL/BPK/47. 89 

Tahun 1948 terjadi perubahan 1agi dalam status pemerima­
han Keresidenan Aceh. Berdasarkan Undang-Undang No. 10-1948, 
dibentuk Propinsi Sumatra Utara yang terdiri atas daerah-daerah 
Aceh, Tapanuli dan Sumatra Timur. Sebagai Gubernur yang perta­
ma diangkat Mr. S.M. Amin Uabatan sebe1umnya Gubernur Muda 
Sumatra Utara). Pe1antikan Gubernur ini di1aksanakan o1eh Presi­
den Sukarno yang kebetu1an pada waktu itu sedang berada di Ku­
taradja dalam per1awatannya ke daerah Aceh. Perubahan pemerin­
tahan ini menjadikan Pu1au Sumatera terbagi atas tiga -Propinsi, 
yaitu Sumatra lltara, Sumatra Tengah dan Sumatra Se1atan. Juga 
dengan penetapan Komisaris Negara untuk Sumatra, Kota Sibo1ga 

87. Sendam !/Iskandar Muda, op.~it., hall26. 
88. S. M. Amln, op. cit., hal 40- -41. 
89. Ibid. 
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(yang sebelumnya sebagai ibukota Keresidenan Tapanuli) meng­
gantikan Kutaradja (sebagai tempat kedudukan Gubernur ,Muda 
Sumatera Utara) sebagai ibukota sementara Propinsi Sumatera 
Utara. 

Dengan pembagian itu, mulai tampak lagi penibahan-peruba­
han, terutama dengan munculnya beberapa lembaga baru dalam 
bidang pemerintahan di Sumatra umumnya dan di Aceh khusus­
nya. Keresidenan Aceh dan Tapanuli yang sebelumnya menyerupai 
Keresidenan otonom, dihapuskan, sedangkan Residen-Residennya 
diperbantukan pada Gubemur. Seterusnya dibentuk Kabupaten­
Kabupaten sebagai kesatuan-kesatuan wilayah yang memperoleh 
otonomi di bawah Bupati, bersama dengan Dewan Kabupaten 
yang terdiri dari anggota-anggota yang dipilih. Para Bupati dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan sehari-hari dibantu oleh 
suatu Badan Eksekutif Dewan Perwakilan Kabupaten yang terdiri 
dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Kabupaten. 90 

Akibat dari pada perubahan dalam lapangan pemerintahan 
ini, timbul masalah-masalah baru yang menyangkut .reaksi dari se­
bagian rakyat. Di antara mereka ada yang pro, yang anti dan yang 
tidak menunjukkan sesuatu reaksi atas perubahan itu. Sehubungan 
dengan penunjukan Sibolga sebagai ibukota sementara Sumatera 
Utara, sebagian besar rakyat Aceh menganggap penetapan itu tidak 
tepat dan mereka be~usaha supaya penetapan itu dicabut kembali 
dan Ku taradja dijadikan sebagai penggantinya, selan1a mengharap­
kan Medan dapat dircbu t kem bali. 91 B"erbagai pernyataan a tau 
resolusi dari organisasi-organisasi kelasy karan , partai-partai dan 
surat-surat kabar dikeluarkan , yang nadanya semua menginginkan 
Kutaradja supaya ditetapkan sebagai ibu kota Propinsi Sumatera 
Utara. 

Seperti tclah disinggung di atas. bahwa pelaksanaan Undang­
Undang pcmbagian Sumatcra dalam tiga propinsi. dimulai dengan 
pembentukan suatu Dewan Pcrwakilan Sumatcra Utara yang ter­
diri dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Sumatra Utara yang te­
lah dihapuskan dan yang didalam Dewan Perwakilan Sumatra ini me-

90. wider, OP. Cit •• hal. 43 · 44. 

91. Ibid. 
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wakili Aceh, Tapanuli dan Sumatera Timur. Rapat pem bentukan 
itu dilaksanakan di Tapak Tuan ( Aceh Selatan ). Dan pada saat 
sidang pertama dilaksanakan (pada tanggal 13 - 12 - 1948), Gu­
bernur Sumatera Utara Mr. S.M. Amin (sebagai Ketua Dewan Per­
wakilan mengucapkan sam bu tan pengarahannya, yang an tara lain 
adalah se bagai beriku t : 

" .... kita semua pada saat ini berkumpu1 diruangan ini di­
kota Tapak Tuan dipantai Atjeh Barat jang indah pennai ini, 
dengan maksud melaksanakan kewadjiban jang diletakkan 
atas bahu kita masing - masing jaitu · kewajiban memben­
tuk Dewan Perwakilan Provincie Sumatra Utara. Kewajiban 
inj ad~ah untuk ~enjempurnakan bunji Undang-Undang 
No. 10 tahun 1948 jang te1ah disus.un sebagai akibat dari 
Undang-Undang Dasar kita jang menghendaki supaja daerah­
daerah kesatuari d;:tlam Republik Indonesia kita ini mempu­
njai Pemerintahan jang bertjorak demokratisch. Bilamana 
nanti Dewan Perwakilan Provincie Sumatra Utara telah 
terbentuk, maka dapatlah dinjatakan bahwa: kita telah mem­
perole~ kem~djuan selangkah lagi dalam usaha kita menudju 
keanih pem bentukan Negara jang berdasarkan kedaulatan 
rakjat. 92 

Dewan perwakifan Sumatra Uta.ra ini beranggotakan 4~ orang, 
yang mewakili go1ongan-golongan dan partai-partai (Partai Ma­
syumi, Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai Sosialis Indonesia, 
Partai Nasional Indonesia, SOBSI. Partai Komunis IndoneSia, 
PESINDO, Parkindo dan Barisan Tani Indonesia), yang ada di 
Sumatra Utara pada waktu itu. Ke 45 anggota-anggota tersef>ut 
ialah : I. Tgk. Ismail Yaccob, 2. Su tikno Padmo Sumarto1 3. 
Amelz, 4. H. Mustafa Salim, 5. Karim Muhammad Duryat, 6. M.Isa 
Daud, 7. Abdul Mukti, 8. AJ?an Daulay, 9. Tgk~ Abdul Wahab, 10. 
M. Abduh Syam, 11. M. Saridin, 12. Bagindo Bujang, 13. Tgk M. 
Nur El Ibrahimy, 14. Hadely Hasibuan, 15. A. Sutarjo, 16. A. Ka.­
rim M.S., 1 7. Agus Salim, 18. Herman Siahaan, 19. Abdul Rahman 
Syihab, 20. M. Yusuf Abdullah, 21. Dr. Gindo Siregar, 22. Dr. R. 
Sunario, 23. Bachtiar Yunus,, 24 .. Dr. Casmir Harahap, 25. D. Dyar 

92. Inldder. op. cit, hal. 104. 
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Karim, 26 . M. Siregar, 27. Karia Siregar, 28. Nulung Sirait, 29. M. 

Hutasoit, 30. M. Yunus Nasu tion, 31. S.M . Tarigan , 3 2. Lokot 
Batubara , 33. A. St. Soaloap, 34. S.M. Simanjuntak, 35. Mr. H. 

Silitonga, 36. Mr. R .L. Tobing, 37. Dr. H.L. Tobing, 38. Dr. Warsi­

to, 39. Fachruddin Nasution, 40. Abdul Hakim, 41. Rusteiumba­

nua, 42, Patuan R. Natigor, 43. St. Mangaraja Muda, 44. Haji A . 

Azis, 45. Yahya Siregar. 93 Dian tara ke 45 anggota-anggota yang 

tersebut di atas, yang hadir dalam sidang Pembentukan Dewan 

Perwakilan Rakyat itu hanya 29 anggota. Dan pacta kesempatan 

it~ juga teiah dipilih 5 orang anggota untuk duduk dalam suatu 

Badan Eksckutif, yaitu Tgk. Muhammad Ei Ibrahimy (Partai Ma­

syumi), Yahya Siregar (Partai Masyumi) Muhammad Yunan 

Nasution (Partai Masyumi). Amelz (Partai Syarikat Islam Indone­

sia), dan Melanton Siregar (Partai Kristen Indonesia). 
94 

Sidang pem ben tu kan Dewan Perwakilan Propinsi . Sumatra 

Utara ini, berakhir pada tanggal 16 Desembcr 1948. Karcna ada­

nya berbagai pernyataan atau resolusi yang dikeluarkan oleh ber­

macam media massa. sehubungan dengan keinginan rakyat Aceh 
supaya Kutaradja ditetapkan sebagai ibu kota sementara Pro­
pinsi Sumatera Utara, maka di antara keputusannya yang diambil 

dalam sidang itu adalah mcmenuhi hasra t rakya t Acch tersebu t. 

Dengan sendirinya keputusan Komisaris Ncgara untuk Sumatera 

sebelumnya. yang telah mcnetapkan Sibolga sebagai ibu-kota 

Propinsi Sumatera Utara. dicabut kembali . Dan mereka yang 

mcnghendaki supaya Sibolga dijadikan ibu-kota terscbu t. mcma­

tuhi keputusan Dewan Perwakilan Rakyat terscbut. Keputusan 

lafu yang diambil dalam sidang tcrsebu t. adalah pcnetapan pem­

bentukan empat Kabupaten di Kcresidenan Tapanuli. se telah 

mcngdengar usul dari salah seorang anggota sidang dan kemudian 

didukung olch bcbcrapa anggota lainnya. Selain itu . sebuah usul 
supaya Wakil Wanit<L juga tcrdapat dalam Dewan Perwakilan 

Rakyat itu,juga diterima·sidang dengan suara bulat. 
95 

93. S.M. Amin op. cit .. hal. 42. 

94. Ibid .. hal. 52. 

95. Ibid. Hal . 53. 
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Baik dati tujuan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat 
Sumatera Utara ~tu , maupun dari sambutan Gubernur Sumatra 
Utara Mr. S.M. Amin, dan diantara keputusan-keputusan yang 
diam bil dari sidang itu , mu1ai tampak 1agi kecendrungan-kecen­
drungan ke arah Kesatu~n Republik lndonesiat dengan suatu pe­
merintahan yang demokratis. Suatu Negara yang segala sesuatu di-
1aksanakan atas dasar keinginan rakyat dan setiap tindakan di-
1akukan untuk kepentingan bersama. 

Akibat kegawatan yang ditimbu1kan o1eh agresi Militer 
Be1anda yang kedua kali atas Rep.u blik ini pad a tangga1 19 De­
Sember 194.8, yang da1am waktu singk~t te1ah berhasil mendudu­
ki hampir se1uruh Daerah di Indonesia, termasuk Yogyakarta 
(tempat pusat kegiatan Pemerintah Republik Indonesia pada 
waktu itu), maka Presiden Sukarno dan Wakil Presi<llen Moham­
mad Haita, memberi .mandat kepada Mr. Syafruddin Prawira­
negara (se1aku Menteri Kemakmuran Republik Indonesia pada 
waktu itu), untuk membentuk suatu Pemerintahan Repub1ik 
Indohesia Darurat di Sumatr'l. 96 Dan berdasarkan mandat i,ni 
Mr. Syafruddin ~rawiranegara bersama dengan beberapa kawan 
seperjuangannya di Bukit Tinggi (Sumatera Barat), pada tanggal 
22 Desember 1948, membentuk suatu Pemerintahan Republik 
Indonesia Darurat, deilgan susunan jabatan dan personalia sebagai 
berikut : l.Ketua merangkap menteri Pertahan-an, Penerangan dan 
mewakili urusan Luar Negeri, Mr. Syafruddin Prawiranegara, 2 Men­
teri Ltiar Negeri Mr. A.A. Maramis, 3. Menteri Pengajaran, Pendidi­
kan, Kebudayaan, mewakili urusan Da1am Negeri dan Agama. Mr. 

Teuku Muhammad Hasan, 4. Menteri Keuangan dan mewakili 
Kehakiman, Mr. Lukman Hakim, 5. Menteri Perburuhan Sosial, 
Pembangunan dan Pemuda serta Keamanan, Mr. Sutan Muhammad 
Rasyid, 6. Menteri Pekerjaan Umum dan mewakili Kesehatan, 
Dr. Sitompu1, 7. Menteri Perhubungan dan mewakili Kemakmu-

97 ran, lr. lndracahya. · 
Untuk me1ancarkau roda pemerintahan di daerah Aceh, Ko­

misaris Pemerintahan Pusat di Bukit Tinggi te1ah menetapkan peja-

96. Radlk Utoyo, ~u.dircijo ~s. Album PerJuan6an Kemerdellaan 1946 - l96G 
(Jakarta: c.v. Aida, 1976, hal. 238 

97. S. M. Amin. op, cit., hal. 6 5- 66. 
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bat-pejabat pada lembaga - lembaga pemerintahan daerah, yaitu 

Osman Raliby, sebagai Kepala Jabatan Penerangan J .P Pusposucip­
to, sebagai Kepala Jabatan Keuangan , Ali Hasmy, sebagai Kepala 
Jabatan Sosial , Dr. M Mahyuddin sebagai Kepa1a Jabatan Keseha­
tan, R. Hadri, sebagai Kepa1a Jabatan Pertanian, Perikanan dan Ke­
hewanan, Ir. Muhammad Taher, sebagai Kepa1a Jabatan Pengairan 
Jalan Ja1an dan Gedung- gedung, serta Karim M. Duryat, sebagai 
Kepala Jabatan Perguruan, Pendidikan, Kebudayaan. 98 

Hampir bersamaan waktunya dengan serangan terhadap Y og­
yakarta (Agresi Mi1iter Be1anda yang kedua), tentera Be1anda juga 
menyerang dan merebut Bukit Tinggi (ibukota Republik Indonesia 
Darurat) dari tangan pejuang -pejuang Repub1ik Mr. Syafructdin 
Prawiranegara beserta Stafnya terpaksa menyingkir ctari sana. Ka­
rena di Sumatera daerah Aceh sebagai satu - satunya ctaerah yang 
bebas dari agresi ini, maka Mr. Syafructdin kemuctian pindah ke 
Aceh ( Kutaraja). 

Da1am sictangnya pacta tanggal 27 Januari 1949, Dewan Peme­
rintah Daerah , telah menetapkan "Peraturan Pembentukan Kabu­
paten-Kabupaten Daerah Aceh" (Ketetapan No. 5/GSO/ tahun 
1949) ctengan bertitik tolak pacta Unctang- Undang No. I 0 tahun 
1948, sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ctitetapkan dalam Si­
dang Dewan Perwakilan Rakyat Sumu t di Tapak Tuan. 99 Sehu­
bungan dengan perubahan dalam sistem pemerintahan ini, bebera­
pa tokoh masyarakat yang juga anggota ~ anggota Dewan Perwaki-
1an Rakyat Sumatra Utara (cti antaranya Tgk. Muhammad Nur El 
Ibrahimy dan M. Junan Nasu tion ). telah mcngadakan perjalanan 
keliling ke beberapa Kabupaten di Aceh, untuk memheri penjela­
san kepacta rakyat tentang makna dan isi dari pada unsur otono­
mi da1am pemerintahan demokrasi dan perwakilan yang harus dila­
kukan mela1ui suatu pemilihan umum yang sebcnar - benarnya. 

Propinsi Sumatera Utara, yang terdiri dari Daera·h Aceh, Tapa­
nuli dan Sumatera Timur, yang dibcntuk di Tapak Tuan pada bu­
lan Desember 1948, hanya herlangsung kurang lebih 6 bulan. Peru­
bahan sistem pemerintahan yang menyangkut daerah tersebut di 

98. Ibid., hal. 54. 

99. Ibid. 
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atas , terjadi untuk kesekian kalinya. Daerah Aceh bersama dengan 
Kabupaten Langkat dan Kabupaten Karo disatukan 1a:gi menjadi 
satu daerah militer, daJ1 sebagai pimpinannya (Gubernur Militer) 
diangkat 1agi Tgk. Muhammad Daud Beureueh dengan pangkat 
Jendra1 Mayor titu1er. 100 Perubahan ini berdasarkan ketetapan 
Pemerintah Darurat Repub1ik Indonesia, tanggal 16 Mei 1949, No 
21/pem/PDRI. Da1am ketetapan ini ditegaskan bahwa kekuasaan 
pemerintahan, baik sipil, maupun militer, dialihkan kepada Gu­
bemur Militer. Jadi dengan sendirinya posisi dari Propinsi Suma­
tera Utara menjadi berakhir. Dan dengan kepiltusan Pemerintah 
Darurat Republik Indonesia tanggal 17 Mei 1949, No. 22/pem/ 
PORI, pada pasal I menetapkan bahwa. "Dengan berlakunya pemu­
satan kekuasaan sipil dan militer kepada Gubemur Militer' di dae­
rah- daerah militer Istimewa, jabatan Gubernur- Gubernur Propin­
si di s ·umatra buat semen tara dihapuskan ". 101 

Karena kesulitan komunikasi an tara daerah - daerah yang di­
bawahi oleh Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo, ma­
ka untuk memudahkan dalam koordinasinya ditetapkan Kapten 
Nip Karim, sebagai petugas Militer dan Teungku Maimun sebagai 
petugas dalam pemerintahan sipil di daerah Langkat. Sedangkan 
untuk Tanah Karo, ditetapkan Mayor Jamin Gintings sebagai petu­
gas Militer dan Bupati Rakutta Sembiring sebagai petugas da1am 
bidang pemerintahan sipil. 

Dalam rangka penertiban aparat- aparat pemerintahan, Peme­
rintah Republik Indonesia Darurat, pada tanggal 17 Mai 1949, te­
lah mengeluarkan sebuah keputusan No. 24/Pem/PDRI, mengenai 
ketentuan - ketentuan pengangkatan, pemberhentian ·sement~ra 
dan pemindahan pegawai - pegawai negeri. Dan sehubungan deng­
an ketetapan ini, Kepala Polisi Sumatera, telah pula mengeluarkan 
sebuah instruksi tanggal 21 Mai 1949No. Pol./153/UG. untukpe­
l:>ksanaan dari pada keputusan Pemerintah Darurat Republik Indo­
nesia tersebut. Dengan adanya berbagai perubahan da1am struktur 

100. Seperti telah disingiUng di atas berdasa.rkan surat keputusan Wakil Presiden 
Republik Indonesia, Moh. Hatta, sebagai Wakil Panldima Tertingp Tentera Republlk 
Indonesia, No. 3/BPKU/ 47, tanggal 26 AiUstus 1947, yang dikeluarkan di Bukit Tinlli. 
juga telah pemah menetapkan Daerah Keresidenan Aceh, Lanlkat dan Tanah Karo, se­
bagai suatu Deerab Militer, lihat Sendam I/ Iskandar Muda, loc. cit. 

10!. S . M. Am in. op, cit. , hal, 70. 
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pemerintahan. di dae.rah, terut~ma pada masa Pemerintahan Dam­
rat Republik Indonesia; seperti te1ah diu tarakan di atas, tentu saja 
menimbulkan ·keb~?ait~ -kebimbangan baik bagi aparat- ap~at 
negara, sebagai petaKjaria peraturan2 Negara maupun bagi rakyat 

. a warn. Karenanya · Komi~ariS Pemerintah pada tanggal 11 J uni 19-
. 49, telah mengirim sl!·a·ttt~adl"ogr~ kepada Pemerintah Republik 

Indonesia Darurat, untuk memjnta penje1asan ten~ang kepJ,ltusan­
. keputusan yang .telah dikeluarkan oleh Pemerintah tersebut. 102 

Dengan keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 20 
Agustus 1949, Pemerintah Republik Indonesia Darurat dibubarkan 

. Mr. Syafruddin Prawiranegara dalam jabatannya selak1,1 Wakil Per­
dana Menteri, sebagai mewakili Pemerintah Pusat, berkedudukan 

. . ;, ~ ::;:~ 

di Kutaraja. Mengingat · masa Revolusi Kemerdekaan merupakan 1 

masa transisi, maka tidak mengherankan bila · setiap waktu terjadi 
perubahan- perubahar:t. Misalnya dengan pembubaran pemerintah 
Republik Indonesia Darurat dan penempatan Mr. Syafruddin Pra­
wininegara di daerah Aceh sebagai Wakil Perdana Me~teri, maka 
~ntuk kesekian k_alinya terjadi 1agi perubahan dalam stniktur pe­
rr~rintahan di Aceh. Dengan wewenang yang ada padanya, maka 
Will Perdana Menteri mengadakan penempatan - penempatan 
baiu yang menurut anggapannya baik atas Pu1au Sumatera ·oalam 
pelaksanaan tugasnya W-akil Perdana Menteri dibantu oleh suatu 
Badan Penasehat yang terdiri dari Komisaris Pemerintah, Panglima 

. Territorial Territoriu,m Sumatera dan beberapa orang yang ditun­
juk, 103 Berdasarkan ketetapan Wakil Perdana · Menteri, sebagai 
pengganti peraturan Pemerintah No. 8/Des/WKPM, tahun 1949, 
Propinsi Sumatera Utara dibagi lagi untuk kesekian kalinya, men­
jadi · dua Pn)pinsi, yaitu : Propinsi Aceh dan Propinsi Sumatera 
Timur, yang mulai berlaku sejak tanggall Januari 1950. 104 Masing­
masing Propinsi ini dibawahi ~leh Tgk Mohammad DaQd Beure­
ueh (Sebelumnya sebagai Gubern"!Jr Militer Aceh, Langkat dan 
Tanah Karo) dan Dr. F.L Tobi_ng (bekas Anggota Dewan PeNaki­
lan Rakyat Propinsi Sumatera Utan1) sebagai Guberniir. 

102. llllfd.. hal. 71, 

· 103. Inalder, oP.cit hal. 49 . . 

104·. 'z.ihat Muhammlid Ibrahim C.., Seja~h D rah --
Ace h. ( BIIDda Aceh: PPKD, 197711978, hal 211. ae ~ •uPIMI Daerah I•tlmewa 
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Sete1ah terbentuknya . pemerintahan Repu blik Indonesia Seri- · 
kat, atau sete1ah Pengakuan Kedau1atan o1eh Kerajaan Be1anda 
kepada Indone~ia, maka susilnan pemerintahan di se1uruh Indone­
sia mengalami perubahan 1agi, yakni sebagai hasil dari pada perse­
tujuan antara Pemerintah Republik Indonesia Serikat (yang berke­
dudukan di Yogyakarta). Dengan tercapainya persetujuan itu pada 
tanggal 19 ~ai 1950 No. 21 tahun 1950, dan sidang Dewan Men­
teri tanggal ~ 8 Agustus 1950, yang me1ahirkan Peraturan Pemerin­
tah No. 21 tahun 1950, tanggal 14 Agustus 19,50, yang menetap­
kan pembagian wilayah Republik Indonesia atas tO Propin,si, te1ah 
menimbu1kan suatu masalah baru, sehubungan dengan kedudukan 
Daerah Acen da1am hal pe1aksanaan ketetapan pemerintah terse-

.. 1Jut. 1~& Dalam hal ini Daer$ Aceh ditetapkan sebagai bagian d.ari 
pada Propinsi S.umatera .Utm:a Timbul berbagai protes dari pemu­
k~ pemuka masyarakat Aceh, baik dari kalangan Pamongpr~a, 
mulai dari tingkat Gubemur sampai kepada kepala- kepala Mukim 
Juga dikalangan pemimpin - pemimpin masyarakat 1ainnya dUuar 
kalangan pemerintahan. Mereka menginginkan supaya Aceh tetap 
berstatus sebagai Propinsi yang berdiri sendiri. 108 Terjadi bebera­
pa pertemuan antara Pemerintah Pusat dengan tokoh• tokoh ma­
syarakat Aceh di Kutaraja, tetapi dalam kenyataan Pemerintah Pu­
sat · tetap pada pendiriannya , Propinsi Aceh <lihapus, dan Aceh be­
rada dibawah Propinsi Suinatera Utara. Dan sebagai Wakil Peme­
rintah Sumatera Utara untuk Aceh ditempatkan seorang koordina-

. tor, yaitu Residen R,M Margono Danubroto. 107
. Rentetan- rente­

tan peristiwa diatas, merupakan awal dari kemelut yang tim bul 
di Aceti sesudah beberapa tahun berikutnya. 

Seperti telah disinggung di atas, di Aceh pada masa awal rev~ 
lusi kemerdekaan, telah terdapat sebuah pemancar Radio dengan 
kekuatan 1 kilowatt. Mulanya Radio ini ditempatkan di wilayah 
Bireun ( 'Aceh Utara ), yaitu di Krueng -Simpo', 20 Km ke jurusan 
Takengon, dan kemudian dipindahkan kearah Aceh Tengah dftn di-

105. Llhat T. Altbuyab T,.Z.ya, Sedjaroh dan Dokumen Pemberonta._ dl 
AtJeh, (Djakarta : Kesuma, tanPa an&ka tabun) hu. 29. Llhat Jul& Amrab Mulllm,lehtf. 
1ar Perkem banlfan Otonoml Daerah . 1903 . 1068, (Djakarta : Lemb&p AclmllliltJ'Ui 
Ne&ua. 1980) hu .&3. 

106. T. Allb&ayab Tuaya,loc. ·cit. 

107. T. Muhammad All Panlfllma PO:.em, op. cit. 
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tempatkap di Rimba Raya (62 km. dari kota Bireun ke arah Ta­
kengon). Mungkin itulah sebabnya maka pemancar tersebut pada 
mulanya dikenal dengan nama "Radio Rimba Raya". Radio ini 
memakai gelom bang 19 - 25 a tau 60 meter, berada di udara dari 
jam 5 petang sampai 6 pagi. 108

· Menurut buku Sendam.l Iskandar 
Muda, Dua Windhu Kodam I. Iskandar Muda, Radio Rimba Raya 
ini mempunyai riwayat send.iri, sebagai berikut : p·ada ma'Sa agresi 
Belanda I, berhasil dimasukkan sebuah pemancar radio oari Malaya 
melalui Tanjungpura ke Aceh dengan Speed B()at yang dipimpin 
oleh Mayor John Lie. Radio ini mula- mula ditempatkan di Kru­
eng Simpo' dan kemudian dipindahkan ke Kutaraja. Sehari sesu­
dah agresi Militer Belanda 11, pemacar ini ditempatkan di sebuah 
desa yaitu Rimba Raya dan yang berjasa dalam pemasangan iniada­
lah seorang Indo Jerman yang sudah menjadi warga negara Indonesia 

namanya W. Schultz. Mengenai sasaran penyiaran radio ihi dipe­
gang oleh Kolonel Husin Yusuf, sedang koordinasi dan teknik 
penyiaran dilakuka~ oleh A. Gani Mutyara .. Berita- berita disiar­
kan dalam 6 bahasa, yaitu Indonesia, Inggens, Belanda, Arab, Ci­
na dan .Urdu. Radio Rimba Raya ini telah memegang peranan pen­
ting dalam menyiarkan dan mengobarkan semangat perjuangan, 
membantah siaran bohong Belanda yang dipancarkan. melalui Ra­
dio Medan dan Batavia. Radio Rimba Raya inijuga dapat t~rhubu­
ngan dengan pemancar radio Pemerintah Darurat Republik Indone­
sia di Suliki, Sumatera Barat. Juga dapat berhubungan denganKepala 
Staf Angkatan Perang Republik Indonesia Jendral Mayor Simatu­
pang di Banaran. Melalui siaran ini juga instruksi - instruksi dari 
Pemerintah Darurat Rl, dapat disalurkan kepada Perwakilan Repu­
blik Indonesia Dr. Sudarsono di India dan Palar di PBB. Karena­
nya Radio ini tidak saja berperan sebagai alat komunikasi umum, 
tetapi juga sebagai alat perang yang amat strategis. 109 

. . 
'• 

Selama berlangsungnya RevQh.isi Kemerdekaan Republik 
. Indonesia, di daerah Aceh juga terdapat beberapa mass media lain-

108. Lihat Komite Musyawarah Angkatan 45 Daerah Istirnewa Aceh o·" cit 
'. hal, 49 " 50, . • Y• 

, 109. Sendam I Iskandar Muda, op.cit. . hal. 155 • 157. Lihat juga Komite 
Musyawarah Angkatan 45 Daerah Istlmewa Aceh, op. cit. , haL 50, 8'?, 89 dan 90. 
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nya, seperti surat - surat kabar dan majalah- majalah. Surat kabar 
yang paling _awal terbit pada masa itu adalah Semangat Merdeka". 
yaitu yang terbit pada tanggal 18 Oktober 1945, di Kutaraja. 110· 

Selanjutnya muncul pula majalah-majalah seperti Pendekar Rak­
jat", "Pahlawan", yang merupakan majalah tengah bulanan resmi 
Tentera Republik Indonesia Divisi Gadjah Sumatera dengan pemim­
pin umum A.G. Mutyara dan Wakilnya Sulyadi, mulai terbit 1 
J anuari 194 7; "Fragmenta Politic a" yang diterbitkan oleh Pejabat 
Penerangan Aceh dan merupakan majalah Tri Bulanan Politik; se­
bagai ketua pelaksana - Editomya Osman Raliby, Perencana pem­
bantu Mr. S.M. Amin, Soetikno Padmo Soemar.to dan Talsya. 111 

Juga majalah "Kebangunan Islam", Dharma ", "Dunia Peladjar", 
"Mimbar Rakyat", "Bebas Puspa" dan "Kesuma", . Sedangkan 
majalah yang distensil adalah "Mestika", "Dewan Pers", "Perpin­
do" (Persatoean Peladjar Indonesia), dan "Bagian Karang- Menga­
rang Daerah Atjeh Kutaradja. 

110. Ibid. , hal 19. 

111. Lihat. Fragm enta Pnlitica, dalam rangka menyambut Tahun Baru 1947 • 

.... ~ ;. . . ... ..... . ,. 
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BAB V 

SITUASI DAERAH ACEH PADA AKHIR REVOLUSI 
KEME:RDEKAAN 

Al\tenjelang Persetujuan K.MB. 

Perkembangan - perkembangan yang dilalui bangsa Indonesia 
sejak awal kemerdekaannya hingga perwujudati. Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, dapat dilihat melalui bentuk - bentuk kegia­
tan yang bertujuan untuk menegakkan, mempertahankan dan 
mengamankan kemerdekaan dari bermacam gangguan, baik yang 
datang dari luar maupun yang datang dari dalam. Peperangan dan 

. Diplomasi (yang diakhiri dengan Konperensi Meja Mundar di Den 
Haag Negeri Belanda pada Bulan Nopember 1949), merupakan sa­
rana - sarana perjuangan untuk mencapai tujuan pada masa itu 1 

Ancaman akan kembalinya keku~aan Kolonial telah menimbul­
kan kegelisahan yang ekplosif pada setiap pejuang yang mendam­
bakan kemerdekaan. Karenanya mereka selalu berada dalam situ­
asi keship siagaan. Mereka membentuk berbagai orgariisasi, baik 
yang bersifat lokal ma_upun yang bersifat Nasional, yang merupa­
kan barisan perjuangan dan pertahanan bersama- mereka Setiap 
organisasi ini pada dasarnya mengandung nilai - nilai umum revO: 
lusi 2 

, yang telah memberikan corak - corak khusus kepada organi­
sasi itu berupa ekpresi kerja sama mereka, yang dapat dikaitkan 
dengan motivasi rakyat yang bersedia untuk mempertaruhkan se­
gala- g_alanya 3 

Sejajar dengan keamanan dan pertahanan pada masa itu, kegi­
atan go1ongan pemuda dan pe1ajar di Aceh lebih menonjol dari pa-

1. )'denaenlli keaiatllll·kelllatan diplomasi ban15a Indonesia dalam mempertaban­
kan kemerdekaannya J)ada periode Revolusi Fislk, lihat ·mtsalnya, Sartono Kartodirjo 
(ed), Sejarab Nallional VI. (Jakarta; Departemen P danK, 1975), hal. 29- 59. Dan Leslie 
J'almer, Indoneaia and the Duic~, (London ·oxford UniveJSity Preas, 1965), hal. 46. 72. 

· . 2 Beber.Pa konsep pokok ten~g Pe):!.gerUan nillli nillli um~ revolusi, lihat 
'Sartono Kartodirjo, '~Beberapa Masalah dan Metodeloci Sedjarah Indonesia," Lembaron 
Sf!}arah No. 6 (Yogyakarta: Fak.' Sastra dan Kebudayaan Universitas Gajah Mada, 1970, 
hal. 12. 14. . 

. . . . 3 . 
. A.B. Lapian, "Sejarah dan Sejarawan dan masa depan" dalam PRISMA No. 

7, (Jakarta: !.P3ES, 1976), hal. 5. 
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da golongan lain. Mereka ilrut berpartisipasi dalam b'erbagai organt 
sasi kelasykaran perjuangan. Berdasarkan sebuah maklumat yang 
berisi panggi1an umum yang llitujukan kepada segenap pemuda In­
donesia di Aceh yang berumur 18 tahun · ke atas, agar ikut meng­
ambil bagian dalam suatu wadah kepemudaan, dapat dilihat bagai- · 
mana peranan golongan pemuda di Aceh pada masa itu. 4 Seda~g­
kan pada golongan ·angkatan tua masih memperhatikan keragu­
raguan mereka, masih ada yang kebimbangan, ketidak kompakan, 
masih ada yang saling bertentangan dan kurang kesadaran nasional­
nya ~· . Se.hubungan dengan situasi golongan tua·-ini sekelompok pe­
muda, mengeluarkan sebuah peringatan dalam bentuk surat yang 
ditujukan kepada Ketua Komjte Nasional Daerah· Aceh, supaya di­
teruskan kepada angkatan tua 6• Inti dari surat terse but yaitu, gol~ 
ngan pemuda mengharapkan petunjuk - petunjuk dan contoh -
contoh yang baik dari gen~rasi tua. Dan mereka· tidak mau lagi 
mendengar adanya perpecahan dan perselisihan dalam masyarakat 
Aceh·7 Sementara itu para Ulama yang tergabung dalam organisasi 
PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) juga belum menampakkan 
keaktifannya ikut berpartisipasi dalam perjuangah kemerdekaan · 
terutama · pada masa - masa awal revolusi~Tetapi ad~ juga para pe­
muda yang bergabung dalam PUSA yang memasuki berbagai orga-

. nisasi kelasykaran yang ada pada masa itu. Dan ada pula em pat t~ 
kc;>h Ulama yang terkenamuka, yang mengatasnamakan Ulama 
seluruh Aceh mengeluarkan . sebuah .pemyataan bersama yang 
berisikan ajakan perang Sabil. kepada seluruh rakyat Aceh dalam 

. . . .. . . 9 
mempertahankan kemerdekaan . Republik Indonesia. Memang pada 

. . - . ·--'-- · .. ·-:· .. ... ·.-~~~ ~ .. - · . . 
4 .· . . . . ' 

· ~omite · Muayaw~llb Anlkatao 4~ Daerab Jatimewa Aceh, ModGl Revolu.l 
• 46, (Kutuaja: DoiNmen&ai da PeneiaDPD ADP&tao 4~ Daerab l•~ewa Aceh, uf60) . 

hal. 7·1. 

~ Ibid. . hat .. s.6. 
6• Surat iDi ditmdatm1mi oleh Syamaun Gahuu da A. H•Jmy, m..mt-m• 

11ill1 •ebapi Ketua M~k• Daerab Anikatao l"emuda dm PemUda Republik 1Ddoneli1. 
Ibid. hal. 67. . 

7 Ibid. 
8 · AbduUah Alief, Konve• Be- PUSA dan P. PJUa Tlnd}auan Sed}arai. Pe,.. 

teralran tU Atjeh, (Ku~dja: Pmitia Raya Konpe• Be~ Puu diiD P. PuH, 1960), hal. 
~~ . 

9 • Uhat A. Hujmy, T. Alib•yllll Tall¥~ Harl • harl hrtama Revolu.l 46 dl 
Daerah Mod,j, (Banda Aceh : Kmtor WUayah Depute men Pendidikm ·daD Kebuda)'am 
Pl'oplmi Daerllih llilmewa Aceb dm m•yarakat Sejarawa lDdqnella ·oaerab Jatlmewa 
Aceh 1976) h.J . 33. Dm maldumat keempet Ulama ini, Uhat lamPiraD No •• , •• •• .. 
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setiap perjuangan menentang penjajahan seperti ini, semangat aga­
ma juga ikut berperanan mengikat rakyat seluruhnya. Daerah-dae­
rah yang kuat agama seperti Aceh. Banten dan Sulawesi Selatan 
adalah sukar dimasuki oleh Belanda {baca penjajah). 10 

Karena tekanan - tekanan emosional para pemuda dan pelajar 
siap untuk mengabuhgkan diri dalam organisasi - organisasi kepe­
mudaan dan kelasykaran. Para pelajar banyak yang mening~alkan 
bangku sekolah dan mereka bergabung dalam kesatuan - kesatuan 
bersenjata. Seperti telah disinggung dalam Bab III di atas, bahwa 
sejak diumumkannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, organi-

. sasi pertahanan bersama rakyat Aceh yang berstatus sebagai perta­
hanan lokal ialah. API (Angkatan Pemuda Indonesia atau Angkatan 
Perang Indonesia), yang lahir pada awal Oktober 1945, sebagai ha­
sil pertemdan dan pembicaraan antara Residen Republik Indonesia 
yang pertama untuk daerah Aceh, Teuku Nyak Arief dengan bebe­
rapa bekas opsir Gyungun (teptera sukarela pada masa pendudu­
kan Jepang), diantaranya Syamaun Gaharu, Usman Nyak Gade , 
Teuku Hamid Azwar , Nyak Neh Rika, Said Usman dan Said Ab­
dullah. Dan mereka ini juga yang sebagian duduk sebagai pengurus 
Markas Daerah dan Wakil - Wa\<il Markas Daerah API yang per­
tama kali untuk daerah Aceh .11 Dalam perkembangannya organi-

sasi API ini diu bah namanya menjadi TKR (Tentara Keamanan Ra­
kyat) agar sesuai dengan maklumat yang telah dikeluarkan oleh 
Presiden Soekarno pada tanggal 5 Oktober 1945, yang berbunyi : 
"Untuk memperkuat Perasaan Keamanan Umum Maka Diadakan 
Satu Tentera Keamanan Rakyat " 12

• 

Organisasi API cepat berkembang dan menjalar keseluruh 

Mukim- mukim dan gampong- gampong di Aceh, melalui suatu 
lembaga yang disebut BAPA (Badan Penyokong API), yang ber­
fungsi mengumpulkan dana dan memperluas keanggotaan API di 

10
· Llhat Abdullah Husein, Peristiwa, ( Kuala Lumpur: Pustaka Antara. 1965), 

hal. 207. 

11 
Syamaun Gaharu, "Beberapa Catatan Tentang Perjuan&an Men egakkan Ke­

merdekaan di Aceh sejak Proklamasi Sampai dengan pengakuan Kemerdekaan Republik 
Indonesia", Prasaran pada seminar Perjuangan Aceh Sejak Tahun J!J73 s/d Kt• m ertle ka­
an Indonesia. (Medan Panitia Peringatan Pahlawan Nasional dari Aceh, 22 s/d 25 Maret 
1976), hal. 17. 

12
· "Perjuangan Angkatan Bersenjata Kita", dalam harian Kompas, (Jakarta : 14 

Agustus 1970), hal. II. 
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Aceh. 13 Organisasi - organisasi lain yang lahir hampii bersamaail 
dengan waktu lahirnya API ialah IPI (lkatan Pemuda Indonesia) 
BPI (Barisan Pemuda Indonesia), PRI (Pemuda Rakyat Indone­
sia), PESINOO (Pemuda Sosialis Indonesia), Lasykar Mujahidin, 
Pasukan Bemni Mati dan kemudian berbagai organisasi kelasy­
karan loka1 lainnya, yang semuanya merupakan wadah kegiatan 
pemu da dan pelajar pada waktu itu. Dalam perk em bangannya 
agar berbagai ragam organisasi kepemudaan dan kelasykaran ter­
koordinii dalam suatu wadah persatuan, maka dianggap perlu un­
tuk "membubarkan "lasykar- lasykar ini. Dan berdasarkan kete­
tapan Presiden Republik Indonesia Soekarno tanggal 5 Mei 194 7,. 
yang menginstruksikan Persatuan Tentera Republik Indonesia 
dengan lasykar - lasykar Rakyat, menjadi tentera resmi dengan 
nama TNI (Ten tara Nasional Indonesia ) 14 • 

Berkat koordinasi yang berjalan lancar sempurna dan dari ber­
bagai organisasi kelasykaran dankepemudaan, maka percobaan-per­
cobaan agresi Militer Belanda ke Daerah Aceh dapat digagalkan. 
Dua. kali agresi Militer Belanda yang dilancarkan terhadap Republik 
yang akibatnya sangat dirasakan di daerah - daerah lain di Indonesia 
di Aceh be bas dari agresi ini. Dan karena daerah Aceh sebagai satu­
satunya daerah yang tidak berhasil dimasuki lagi oleh Belanda (ke­
cuali Pulau Weh_, Sabang), sejak kekalahan mereka dengan Jepang 
pada tahun 1942, maka daerah A-:;eh mendapat julukan k~hormatan 
sebagal "Daerah Modal Perjuangan Republik Indonesia. u Sebutan 
ini pertama kali diucapkan oleh Presiden Republik Indonesia yang 
pertama Soekamo, ketika menyampaikan amanatnya pada tanggal 
16 Juni 1948, kepada Rakyat Aceh dalam suatu rapat raksasa yang 
diadakan dilapangan "explanade" (sekarang lapangan Blang Padang) 
Kutaraja (sekarang Banda Aceh). Dan dalam wejangan yang diberi­
kannya kepada anggota- anggota Badan Pemerintahan Daerah Kere-

13 
AUlan (ed), Selli-•elli Soaial Budayo MGII:YortJkot Aceh ( Jakarta 

1977), hal. 59. Lihat juga Syamaun Gahuu op cit. hal 19 " : LP3ES, 
14 • • • . . 

mita. 1978): :~~9:min, Kenon1 • kenan1on darl Maao Lompou, (J~ Pradya Par• 

15 \ 
T. Alibasyah Talaya. Seja.rah d D k 

Atjeh, (Djakarta: Kesuma, tanpa anlka tahun~':tal.027~men· dokumen Pemberontokan dl 
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sidenan Aceh di Pendo{)O Keresidenan Aceh pad a waktu itu 16 
• 

. B. Pemben~kan ~egara Kesatuan Republik Indonesia dan Sikap 
Masyarakat Aceh. 

Ideologi revolusi yang mencakup idee persamaan nasib dan hi­
dup, telah membangkitkan harapan - harapan baru. Untuk lebih 
mempererat kesatuan kebulatan tekad, diciptakan pula simbol- sim­
bol . dan sernboyan- semboyan umum yang berllubungan semangat 
bangsa. Hampir pada setiap lengan baju, ikat kepala dan topi- topi 
yang dikenakan pejuang - pejuang kemerdekaan pada waktu 
itu dihiasi dengan tempelan - tempelan merah putih yang merupa­
kan simbol perjuangan mereka. Hal ini juga tercermin dalam berba-

. gai selogan dan semboyan- semboyan, baik yang dikumandangkan 
lewat udara, maupun yang dicoretkan p~da dinding.- dinding tem­
bok dan dilukiskan di atas kain - kain bagor selama masa itu. Pekik 

· "Merdeka" dengan tangan yang dikepalkan ke atas adalahsalam res­
mi pada masa revolusi kemerdekaan (revolusi . fisik). Dan dimana­
mana diseluruh Indonesia diteriakkan semboyan - semboyan yang 
s(mada, yang membuktikan adanya integrasi nasiohal pada masa re­
volusi kemerdekaan itu. · 

Demikian pula di Aceh, semboyan- semboyan seperti "M~rde­
ka"IOo%", "Sekali Merdeka Tetap Merdeka", Enyahlah Penjajah", 

. "Hidup Merdeka a tau Syahid'\ dan beberapa~ang ditulis dalam ba­
hasa Inggeris yang mungkin ditujukan kepada dunia luar, seperti 
"Freedom or Death", "Once Free Forever Free", menghiasi din­
ding- dinding tembok Toko, dinding ~ Clinding meunasah, balai- ba­
lai pemuda, · gerbong - gerbong kereta api, kenderaan - kenderaan 
umum dan pada tempat- tempat lainnya. 17 • Bagi mereka yang ti:.. 

' · dak mau menjawab dertgan Merdeka atau "Tctap", dicap sebagai 
antek "Ntca" (Nederland indies CivU Administration), suatu badan . 
yang dibentuk oleh Belanda terutama di kota- kota yang telahdidu-

1(, "Prelllden eli Tenph Ralr.yat Atjeh", dalam hariM K<'douloton Roli/ot. (Y~I-
yaJuna: Kamil17 Juni 1978). . 

17 ~t Umum Nyak .Gade, ·"Seldtar Pembentukan AlllkatM Pemudalndone­
ala (API) eli Acell", Paper Yan& diaampAfkan pada acara diakust Muy arakat Seiaraw81 · I~ 
dOil.ta Daerah lstimewa Aceh, (Banda Aceh :· Masyarakat Sejarawan Indonesia Daerab 
Jsdaaewa Aceh, 1976). hal 7. · 
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duki oleh sekutu, yang merupakan pusat Admitristrasi kolonial­
nya untuk melicinkan jalan ke arab pemulihan kedaulatan Beianda 
kern bali atas ~ndonesia. Merdeka dan NICA adalah dua hal yang 
sangat bertentangan ketika itU, bagi orang.; orang republik NICA 
adalah sesuatu yang harus dihancurkan, sedang bagi Pemerintah B~ 
Ianda dan katd tangannya "Merdeka" adalah sesuatu ylll)g harus me­
reka hindarkan. 

Unjuk perasaan yang diperlihatkan rakyatdi daerah Aceh sebagai 
tanda kecin~an mereka terhadap kemerdekaan, dapat dilibat antara 
lain dalam sambutan ·yang mereka berikan .ketika kunjungan Pre~ 
den Soekarno ke Aceh pada bulan Juni 1948 18

• Kunjungan ini di­
anggap rakyat Aceh sebagai kunjungan bersejarah. Cinta rakyat k~ 
pad a-Pre~idennya, kesediaan mengorbankan segala sesuatu untuk 
kepentingan Negara, semangat bertempur, 'keinginan hendak merd~ . 

ka, . segalanya ini dapat dilihat dalam kesempumaan yang telah me-
. reka berikan dalam menyambut kedatangan Kepala Negara mereka . · 
yang pertama ke- Aceh 19• 

Maldumat No.2/1948/G.S.O., yang dikeluarkan olehGubemur 
Sumatera Utara Mr. S.M. Amin di Kutaraja pada tanggal6 Septem­
ber 1948, sehubul)gan dengan penyelesaian masalah "Cumbok Af-. 
faire" di Aceh, 2 (1 mengandung nada ke arab persatuan bangsa. Ke­
bijak;sanaan yang diambil karena ekses- ekses yang teJjadi seblaaai 
akibat peristiwa tersebut, lebill. diutamakan .kepenfulgan - kepe&, 
tingan lainny~. lsi dari pada maklumat tenebut adalah sebagai • 
rikut : Terhadap mereka yang, baik dengan langstmgmaupun dena­
an tidak langsung, telah campur dengan pemburtuhan- pembunUhan 
yang bersangkutan dengan Peristiwa Cumbok, tidak akan dilakUkan 
tuntutan · karena kepentingan menghendaki diletakkannya· dilu~ 
tuntutan" 21 • . . . 

18 KU~ PJ.~ Republlk Iado-u y_, pm.u Ull b ~­
nya bedanfiUDI pada 11m&l81 1& .JuD1 ·1948. Romboapn l'lllldela lal. wldbt 4• 1'1 
orm1. diaD-.nya terc!aPat Komiaalb Nepra UNIUl UmuiD di Sumaten. 'reub.-. 
.Jendenl MaJor SuhardJo daa Relldaa Tapmuli D£ Toblq. ~ .aw IIIIQe. ·Aeeb, 
dJaD-.nya 8.000 murid •kolah l.kut Mrta maDPlu- lll'llka zombonpa -·H .... 
iDi, Jlbat HadmKedaulatan Rakyat. Yooaana. Loc. cit. 

19 . . . 
lnllder, AtJeh Beplnt111 Lalu, (Djakarta : Fa. Alaboada. 19150>. b .. 4lL 

20 Unlan menpJUd ' 'Putdlwa CwD~ok", Ubat·pada BAB m dl ~ 
· 21• Teuku AJibuyah Talaya, op. cit., hGI. :lB. 
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Kebijaksanaan lainnya yang diambil oleh pemerintah di Aceh yang 
nadanya juga sama dengan yang di atas, yaitu lebih mengutamakan 
kepentingan keselamatan kelangsungan Negara Republik Indonesia 
dari pada kepentingan - kepentingan lainnya, dapat dilihat pula dari 
beberapa kasus seperti di bawah ini. Dalam bulan Agustus 1948, di 
Kutaraja timbul suatu gerakan yang dikenal dengan nama "Gerakan 
Said Ali Cs." Gerakan ini dipimpin oleh seorang penduduk Kutaraja 
yang bemama Said Ali AI Sagaaff dan dibantu oleh beberapa teman­
nya (mungkin itulah sebabnya dinamakan gerakan Said Ali Cs). yai­
tu, Waki Harun, Haji Mukhsin, Teuku S:•amaun Latif, Tgk. Muham­
mad Asyik, Muhammad Meuraxa dan Nyak Sabi Tujuan gerakan ini 
adalah menuntut pergantian beberapa personalia pemerintahan di 
Aceh, dengan jalan memutasikan beberapa pejabat pemerintahan 
yang memegang posisi penting jabatan pemerintahan padamasa itu, 

yang mereka anggap telah mela~ukan penyelewengan - penyele­
wengan dan melalaikan kepentingan nasib rakyat Seliubungan 
dengan gerakan ini, pemerintah telah mengeluarkart dua buah mak­
lumat, yang pertama pada tanggal 20 Agustus 1948 oleh Gubemur 
Sumatera Utara Mr. S.M. Amin, dan yang ke dua pada tanggal4 No­
pember 1948, oleh Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Ka­
ro, Teungku Muhammad Daud Beureueh. Maklumat yang terakhir 
ini terkenal dengan nama Maklumat No. G.M. 14 - M. lsi kedua 
maklumat tersebut secara garis besar adalah, Pemetintah meng­
anggap gerakan menyimpang dari Undang- undang yang berlaku 
dan karenanya dapat menimbulkan kekerunan dan kekacauan yang 
sangat merugikan keselamatan Negara dan rakyat pada umumnya 22 

Pada mulanya terhadap pe1aku - pelaku gerakan tersebut ditahan, 
tetapi dalam perkembangannya, mengingat demi kepentingan Nega­
ra , maka pada tanggal 27 Desember 1949, atas nama Wakil Presi­
den Republik Indonesia, Wakil Perdana Menteri Syafruddin Pra­

wiranegara, kepada mereka diberikan abolisi (Pembebasan dari 
tuntutan hukum) dengan syarat bahwa mereka buat sementara 
waktu harus meninggalkan daerah Aceh dan dengan ketentuan 

22 
1 b i d,. hal. 45- 48. 
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bhltwa mereka akan ditahan dan dituntut kembali, bila janji itu 
mereka langgar 28

• 

Pada waktu permulaan pelaksanaan Undang- undang pemba­
gian Sumatera dalam tiga Propinsi, yang dimulai dengan J?emben­
tukan suatu Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara yang di­
laksanakan di Tapak Tuan ( Aceh Selatan) pada tanggal 13 sampai · 
1'6 Desember 1948, rakyat Aceh umumnya dan rakyat Aceh Seta­
tan khususnya, telah mem~erikan bantuan dan sokongan kepada 
panitia rapat pembentukail dewan itu .. Hal ini juga sebagai bukti 
adanya kecintaan rakyat Aceh dan keinginan mereka untuk me­
langkahkan kakinya ke arah persatuan dan kesatuan Negara Repu­
blik Indonesia 24 • 

Agresi - agresi militer Belanda (yang -pertama tanggal 21 Juli 
194 7, dan yang ke dua pada tanggal 19 Desember 1948), baik atas 
Jawa maupun dibeberapa tempat di Sumatera dengan tujuan un­
tuk melenyapkan Negara Republik Indonesia, te1ah meningkatkan 
kesiapsiagaan rakyat Aceh kearah pertahanan Negara. Dengan ke­
bufatan tekad persatuan dan tujuan untuk mempeitahankan ke­
merdekaam1ya telah menghapuskan perselisihan - perseiisihan pa­
ham dian tara go1ongan - go1ongan dalam 1apisan mas'3'arakat Aceh, 
seperti yang telah diutarakan di atas. 26 

Akibat kegawatan agresi ~liiliter Be1anda yang kedua dibebe­
rapa tempat di Jawa dan Sumatera, maka Panglima TIU (Tentera 
Nasional lndonesia) Komandemen Sumate~a Kolonel Hidayat 
(Angkatail Darat), Kolonel Subiakto ( Angkatan La\lt) dan Overste 
Suyono Karsono ( Angkatan Udara), telah memindahkan markas­
markasnya ke Aceh 26 • Di Aceh_ bersama - sam a dengan rakyat. 
TNI telah melakukan tindakan - tindakan yang berhubungan den~ 
an pe.ningkatan pertahanan. Dan hasilnya seperti telah disinggO.ng 
di atas, selain hanya beberapa gangguan yang dialami oleh pertaha-

28 
Ibid. 

24 . 
Insider, op,clt., bal. 46. 

26 Ibid., bal. 41. 

26 Ibid., bal. 47. 
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nan udara dari beberapa serangan musuh, maka daerah Aceh tidak 
berhasil dimasUki lagi oleh Belanda. 

Keeratan hubungan antara Pemerintah Pusat derigan Pemerin­
tah atau rakyat Aceh, yang juga mengandung un~r - ·unsui pers~ 
tuan dapat dilihat pula dari beberapa kunjungan tokoh - tokoh 
PusatPemerintahan dari Jawa ke daerah Aceh, 
Rombongan tamu dari pusat pemerintahan yang pertama kali 
mengunjungi Aceh ialah rombongan .Mr. Hermani dan Mr. Abdul 
Mlijid Djojoadiningrat Mereka merupakan wakil - wakil Peineriri­
tah Pusat yang untuk pertama kali mengadakan. kunjungan keija 
ke Aceh. Selama berada di Aceh mereka telah memberikan w~ 
jangan - wejangan yang sangat berharga bagi rakyat Aceh, teru­
tama mengenai makna dan arti kemerdekaan Repu blik Indonesia. 
Pada waktu yang hampir bersamaan datang lagi-rombongan DR 
A.K. Gani yang pada waktu itu sebagai Koordinator Keamanan 
Pusat: Selama di Aceh DR A.K. Gani juga telah memberikan pe­
tunjuk - pe,turijuk men~nai yang menyangkut dengan masalah­
masalah keamanan di Indonesia umumnya ·dan d~erah . Aceh khu­
susnya. 27 Dan seperti telah disinggung di atas, pada tanggal 15 
Juni 1948 daerah Aceh juga mendapat kunjungan Presiden Repu­
blik Indonesi.a yang pertama, Soekamo. Dart dalam suatu rapat 
raksasa di lapangan Blang Padang Kutaraja (Banda Aceh) Presiden 
Soekamo selain telah menyebut daerah Ac~h sebagai "daerah Mo­
dal Peijuangan Ban gsa Indonesia" , an tara lain juga mengatakan 
sebagai berikut : 

" .... Dari ribuan kilometer kami datang disini spesial untuk 
bertemu dengan rakyat Atjeh -jang terkenal sebagai satu 
rakjat yang selalu berdjuang untuk Kemerdekaan, jang selalu 
menjadi kampiun dap peloporperdjuangan.Kemerdekaan rak­
jat Indonesia. 'Segenap. rakjat Indonesia di tanah Djawa, Suma­
tera dan lain-lain kepulauan, Sunda Ketjil, Kalimantan, Sulawesi 
mengarahkan matanja kepada saudara- saudara". 28 

Lebih lanjut dalam pidatonya di depan ribuan rakyat Aceh terse-

27 Ibid., bal. 39. . 
21 Komlw Muayaw•ab Anlkatm 4& Daerab Iatlmewa Aceb, oP.clt., bal. ·17. 
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but, · Presiden Soekamo juga menegaskan : " Rakyat Aceh adalah 
contoh perjuangan kemerdekaan Seluruh Rakyat Indonesia. Selu­
ruh rakyat IndoneSi~ mengetahui hal ini, seluruh rakyat Indonesia 
melihat ke Aceh, mencari kekuatan batin dari A~h. pan Aceh te­
tap menjadi obor perjuangan rakyat Indonesia29. 

Pada tanggal 5 Juni 1949, Wakil Presiden Republik Indonesia 
yang pertama , Mohammad Hatta beserta rom bongannya, yang an-:­
tara lain terdiri dari Mr. AG. Pringgodigdo sebagai sekretaris Nega­
ra, Mr. Ali Sastroamidjojo sebagai Menteri Pendidikan dan Penga­
jaran d~ Kebudayaan, Dr Sukiman sebagai Men~eri Dalarn Negeri 

. Mohammad Natsir sebagai Menteri Penenmgan, Z. Baharuddin se­
bagai Anggota Badan Pengurus Komite Nasional Pusat, A. R Bas­
wed&~! sebagai pegawai Tinggi Negara dan Syarif Kasim Sult~ Siak 
juga me'!gadakan kunjungan keija ke Aceh, dalarn rangka pening­
katan pertahanan dan pembangunan Negara. Dalarn inenyambut 
rom bongan wakil Presiden dan pem besar -pem besar negara lain­
nya, rakya:t Aceh telah mengadakan suatu pawai atau arak- arakan 
yang megah dan berdef:tle dihadapan rombongan wakil Presiden 
yang berdiri di tangga Pendopo Kegubemuran Militer Aceh, Lang­
kat dan T~ah Karo_ pada waktu itu. Dan pada kesempatan itu, 
Wakil Presiden juga,telah memberikan amanatnya dalam suatu ~:a­
pat Samudera yang dikunjungi puluhan ribu rakyat. Sebagian dari 
Wakil.Presiden 1ersebut adalah sebagai berikut: 

Sering kita mendengar sembojan, bersatu kita teguh berpe­
cah kita djatuh. Tjamkanlah sem bojan ini dalam hati saudara­
saudara. Baiklah untuk sementara kita lupakan perselisihan 
antara kita sesama kita yang perselisihan itu .kemudian hari 
hari mungkin dapat dibereskan setjara damai, setjara mudah 
sekali, akan tetapi pokok tudjuan kita bersama adalah, men­
capai rakyat jang makmur, rakjat jang merdeka, ralqat jang 
sedjah tera. Tetapi dalam masih memperdjuangkan tjlta-tjita 
kita, padulah persatuan, djagalah persatuan. Kalau tidak 
dengan persatuan kita akan hantjur". 80 

Pada tanggal 23 Agustus 1949, Wakil Perdana Menteri Mr.~vaf-
29 Ibid. hal. 101. 

80 S.Mo AmiD. op. cit., hal. 78. 
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ruddin Prawiranegara bersama dengan Menteri Agama Kyai Haji 
Masykur juga mengadakan kunjungan kerja ke Aceh. Selanjutnya 
pada tanggal 23 Septembe~ 1949, datang pula Menteri Pertahanan 
merangkap Acting Perdana Menteri Sri Sultan Hamangkubuono 
beserta rombongan yang terdiri dari Ketua Komite Nasional Indo­
nesia Pusat, Mr. Assaat dan Menteri Penerangan Mr. · Syamsuddin. 
Dan pada tanggal 18 Oktober 1949, berdatangan pula Menteri 
Keuangan, Mr. Lukman Hakim, Menteri Kemakmuran I. Kasimo 
dan Menteti Sosial & perburuhan Kusna 

Sebaliknya juga terdapat tokoh-tokoh masyarakat Aceh yang 
mengadakan kunjungan ke Pusat Pemerintahan di Jawa, dalam 
rangka melaksanakan tugas - tugas Negara. Misalnya pada awal ta­
hun 194 7, beberapa tokoh yang mewakili masyarakat Aceh yang 
juga sebagai anggota - anggota Komite Nasional Pu~at yan.g telah 
dipilih oleh partai - partai yaitu, Mr. S.M. Amin sebagai wakil K~ 
tua Badan Eksekutif Komite Nasional Aceh, Sutikno Padmosumar­
to, ~ebagai Wakil Kepala Kellakiman Daerah Aceh dan .Amelz seba­
gai pemimpin Harian Semangat Merdeka di Kutaraja pada waktu 
itu, mengadakan kunjungan kerja ke Jawa untukinenghadiri rapat 
pleno Komite Nasional Pusat, yang membicarakan dan mengam bil 
ketetapan pendapat tent~ng rencana Persetujuan Linggarjati. 31 

0 • 
' . 

Kesediaan Wakil Presiden Mohammad Hatta mengirimkan 
amanatnya pada tanggal 19 Maret 1948 dari Yogy~tkarta, untuk 
dibacakan pada kongres Pembangunan PESINDO .. d>emuda Sosia­
lis Indonesia) Aceh, yang berlangsung pada tanggal 20 Maret 1948, 
juga menunjukkan tanda.adanya keharmonisan hubungan antara 
Pemerintah . Pusat (yang pada waktu itu berkedudukan di Yogya­
karta) dengan daerah Aceh. Sebagian isi amanat Wakil Presiden ter­
sebut adalah sebagai berikut : 
"Besok adik-adikku mengadakan Kongres didasarkan kepada pem­
bangunan Negara. Kami doakan m udah-m udahan kongres berhasil 
dengan peninjauan yang tegas bahwa pemuda berjuang untuk ke­
merdekaan Nusa dan Bangsa dan pula 'l-lenjadi pelopor dalam 
pembangunan Negara dan masyarakat agarsupaya bangsa Indonesia 

31 Insider, op. cit., hal. 40. 
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dimasa mendatang menjadi bangsa makmur, makanan dalam segala 
lapisan. Kita berjuang untuk mencapai kemerdekaan, bukan sema­
ta - mata untuk merdeka saja, melainkan supaya kemerdekaan 
yang kita capai itu memberi kemakrnuran rohani dan jasmani bagi 
rakyat jelata seluruhnya. 
Berjuanglah terus dengan darah muda, yang sudi berkorban dan 
berbakti kepada kepentingan umum dengan menyingkirkan kepen­
tingan sendiri. ·32 

J adi kesemua perhatian tim bal batik an t~ra Pemerintah Pusat 
dan Daerah serta dari kunjungan Wakil- wakil Pemerintah Pusat ke 
Aceh se'perti telah diutarakan di .atas, menandakan adanya suatu 
jalinan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan rakyat di daerah 
Aceh. Dan keijasama ini, tentu saja telah ikut menentukan keber­
hasilan - keberhasilan Perjuangan Kemerdekaan Bangsa Indonesia 
pada umumnya dan di daerah Aceh khususnya. 

Seperti telah disinggung di atas, bahwa pada tanggal 29 Sep­
tember 1945, Teuku Nyak Arief diangkat sebagai Residen pertama 
Republik Indonesia untuk daerah Aceh. Hal ini berarti bahwa mu­
lai sejak itu sebagai satu-satunya pemerintahan yang ada di daerah A 
ceh adalah p_emerintah Republik Indonesia.Masaantara tahun 1945 
sampai tahun 1950 adalah masa penuh transisi. Berbagai kegiatan 
telah ditempuh oleh bangsa Indonesia umumnya dan rakyat Aceh 
khususnya, dalam menegakkan, mempertahankan dan, mengaman­
kan Negara Republik Indonesia. Bermacam idee ke arah persatuan 
bangsa telah terlihat melalui kegiatan - kegiatan seperti telah dise­
butkan di atas. Dari beberapa pandangan yang telah dikemukakan 
oleh tokoh - tokoh masyarakat Aceh pada masa itu, seperti dari 
uraian beriku t ini, juga masih akan ditemui idee - idee persatuan 
tersebut. 

Sebagian isi pidato Gubernur Sumatera:· Utara Mr. S.M Amin 
dalam sidang pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera 
Utara yang berlangsung di Tapak Tuan ( Aceh Selatan) pada tang­
gal 13 Desem ber I 948, jelas mengandung idee -idee terse but. Mr. 
S.M. Amin menegaskan bahwa adanya pengkotakan - pengkotakan 

3 2 "A man at Bung Hatta Pad a Kongres Pembangunan Peslndo Atjeh, dalam ha­
rlan Kedaulatan Rakyat, ( Yogyakarta) Sabtu 20 Maret 1948.). 
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pada pemerintahan - pemerintiilian lokal seperti kesatuan Keresi­
denan, yang didasarkan atas pertimbangan- pertimbangan kelom­
pok etnis atau kesatuan kesukuan yang sempit, seperti Kereside­
nan Aceh didasarkan atas kesatuan suku Aceh, Keresidenan Tapa­
nuli atas kesatuan suku Batak, Keresidenan Sumatera T'imur atas 
kesatuan suku Melayu, adalah tidak seharusnya dipergunakan lagi 
di Republik ini. Oleh karena itu, pembentukan suatu Propinsi, 
janganlah didasarkan atas dasar Kelompok ethnis yang sempit se­
perti tersebut di atas, tetapi atas baru, seperti atas dasar kesatuan 
ekonomi, persatuan politik dan sebagainya. ·33 Pada bagian lain 
dari pidato tokoh masyarakat Aceh tersebut mengatakan sebagai 
berikut: 

"Kita mengetahui, bahwa oleh Wakil Presiden kita dengan pi­
hak Belanda, sekarang sedang dilakukan perribicaraan sebagai 
persiapan unhl;k perundingan jang akan dilaksanakan kern ba­
li. Nampaknya belum dapat djuga diatasi segala kesulitan2 
jang menjad~ halangan dan rintangan untuk memperoleh perse 
tujuan antara republik dengan Belanda. Mell:gingat keadaan 
jang demikian rupa maka adalah pada tempatnya, bilamana 
seluruh rakjat Indonesia tetap mem beri sokongan jang se baik 
baiknja kepada pemerin tah pusat; sokongan bathin maupun 
sokongan lahir. Salahsatu dari bantuan yang berharga adalah, 
discipline nasional,yang harus kita tunjukkan.Seterusnja1kein 
safan jang sungguh sungguh pada setiap Negara. 34 

Dari kutipan kalimat di atas, juga terkandung idee - idee ke arah 
persatuan bangsa Indonesia. 

Ketika tercapai suatu persetujuan antara RIS (Republik In­
donesia Serikat) dengan RI ( Republik Indonesia), mengenai pene­
tapan 10 buah Propirisi di Se1uruh Indonesia (yaitu persetujuan 
tanggal 19 Mei No. 21, 1950) di mana Aceh ditetapkan sebagai ba­
gian dari pada Propinsi Sumatera Utara, rakyat Aceh melalui wa­
kil - wakilnya ( Dewan Perwakllan · Rakyat Daerah Aceh) pada 
tanggal 12 Agustus 1950, te1ah mengeluarkan suatu mosi sehu-
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Llhat Insider, op.cit., hal. 105- 106. 
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• Ibid., hal. 109. 



bungat'l dengan penetapan itu. Dalam mosi itu dikemukakan ke­
inginan - keinginan dan alasan - alasan mengapa mengapa rakyat 
Aceh berkeberatan dan mengapa mereka tetap bersikeras memper­
tahankan Aceh sebagai Propinsi Sendiri di bawah Pemetintahan 
Pusat. Hampir bersamaan dengan Mosi tersebut, telah dikeluarkan 
pula suatu pemyataan mengenai alasan - alasan dan tentang man­
faatnya Aceh berpropinsi sendiri, sebagai daerah otonomi yang 

langsung di bawah Pemetintah Pusat. Sebagai kesimpulan dari per­
nyataan tersebut, ditekankan bahwa persatuan yahg berabad-abad 
yang telah berlangsung itu, jangan dipisah- pisclh dengan berpusat 
ke "kiblat" yang baru. Dengan segala potensi yang ada Aceh me­
minta mengurus dirinya sendiri di bawah pengawasan Pemetintah 
Pusat. Karena Aceh berkeinginan mempersiapkan dirinya dahulu 
supaya lebih mudah untuk ditempat di dalam kerangka Indonesia 
Dalam kesimpulan tersebut juga ditekankan bahwa Aceh bukan 
htmdak menyisihkan atau memisahkan diti dari saudara-saudaranya 
yang lain di Indonesia, tetapi Aceh tetap setia pada Pemerintah Pu­
sat dan kepada saudara - saudaranya yang lain di seantoro Tanah 
Air35 

• Demikian pokok - pokok kesimpulan dati pernyataan ra­
kyat Aceh terse but, yang tentunya juga tidak lepas dati unsur -un­
sur atau idee-idee kearah persatuan bangsa Indonesia 

Sehubungan dengan persoalan di atas, sebelum itu atau pada 
tanggal 13 Mei 1950, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
beserta rombongan berkunjung ke Aceh dalam rangka menjajaki 
seberapa jauh Aceh akan tetap berpropinsi sendiri a~au akan di­
tempatkan di bawah Propinsi Sumatera Utara yang akan dibentuk 
Dalam suatu pertemuan yang dilangsungkan di tempat kediaman 
Gubernur Aceh, Teungku Muhammad Daud Beureuen guna mem­
bahas masalah tersebut, beberapa tokoh masyarakat Aceh telah 
mem berikan pandangan panctangan mereka. Salah satu tokoh ma­
syarakat Aceh tersebut yang juga sebagai anggota Dewan Pemerin­
tahan Daerah Aceh, yaitu T.M. Amin mengemukakan pandangan­
nya an tara lain, "Kami mengharapkan supaya Negara kita menjadi 
Negara Kesatuan, dalam mana Aceh menjadi daerah Propinsi. " ·36 

3&. T. Allbasyab Talsya, op., hal. 34. 

36 • S.M. Amin. op.clt.. hal. 86- 87. 
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Pada saat berlangsung pertemuan yang kedua antara rom­
bongan Pemerintah Pusat (yang tiba di Aceh pada tanggal 26 Sep­
tember 1950), dengan pejabat - pejabat pemerintah di Aceh atau 
waki1-wakil rakyat Aceh, guna mencari penye1esaian , persoalan 
Propinsi Ac;eh, te1ah berbicara ptJ1a Gubernur Aceh, Teungku Mu­
hammad Daud Beureueh ( yang pada kesempatan itt! sebagai 
pembicara terakhir). Sehubungan dengan persoa1an Propinsi Aceh 
tersebut, Gubernur te1ah menyangkal dengan keras pendapat yang 
disinyalir o1eh oknum oknum tertentu, yang mengatakan bahwa, 
bila tuntutan otonomi daerah Aceh tidak dikabu1kan, maka tidak 
ada jaminan keamanan dan mungkin akan menimbu1kan hal- hal 
yang tidak diinginkan. Lebih 1anjut tokoh masyarakat Aceh itu, 
juga mengatakan bahwa sekali!)un tuntutan ekonomi Aceh dito1ak 
oleh Pemerintah Pusat, rakyat Aceh akan tetap berdiri dibe1akang 
Pemerintah Pusat bila masih diper1ukan. 37 

Berdasarkan atas beberapa data yang telah diutarakan di atas; 
kiranya telah cu_kup membuktikan adanya sikap masyarakat Aceh 
ke arah cita - cita persatuan bangsa Indonesia seperti yang telah 
diperlihatkan da1am berbagai tindakan terutama melalui wa­
kil -wakil mereka Dan tentunya juga tidak dapat disan~kal bahwa, 
unsur- unsur persatuan itu telah membawa keberhasilan- keberha­
silan bangsa Indonesia dalam inempertahankan kemerdekaannya. 

C. Kegiatan Masyarakat Dalam Berbagai Bidang Kehidupan 

Sebagai negara yang baru saja memproklamirkan kemerdeka­
annya, Republik Indonesia pada waktu itu mengalami berbagai kri­
sis dalam segala lapangan kehidupan. Situasi yang demikian ini dia­
lami oleh hampir seluruh daerah di Indonesia Aceh sebagai 
daerah yang letaknya cukup jauh dari pusat pemerintahan, juga 
tidak luput dari situasi krisis tersebut. Stabilitas politik, ekonomi, 
dan sosial belum teJjamin. Sebagai contoh misalnya keadaan kehi­
dupan rakyat yang serba kekurangan, terutama bagi pegawai - pe­
gawai pemerintah yang sering kali tidak pernah menerima gaji seca­
ra teratur dan juga karena gaji yang diterimanya tidak mencukupi 
kebutuhannya. 38 Gaji seorang polisi yang berpangkat Inspektur 

37
.Ibid. hal. 90. 

38 
Andullah Husien. op.cit . • hal 267. 
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Kl. II, ialah lima ratus lima puluh rupiah uang Jepang. Gaji ini di­
bayar sebagian dengan uang Jepang dan sebagian lagi dengan 
URIPSU (Uang Republik Indonesia Propinsi Sumatera Utara). 
Dengan uang Jepang dibayar sejumlah dua ratus enam puluh lima 
rupiah dan sisanya dibayar dengan URIPSU sebanyak 1 0 rupiah. 
Satu rupiah URIPSU nilainya sama dengan 300 uang Jepang. 39

' 

Karena gaji tidak mencukupi maka pegawai Negeri di Aceh 
terutama mereka yang bukan asli dari Aceh ( pendatang ) sangat 
mengharapkan ada perbaikan. Suatu pemberian catu dan tunjang­
an tambahan yang dilaksanakan oleh pemerinta.h pada Desember 
1949, tetap tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada 
mereka. Sedangkan harga bahan keperluan hidup sehari - hari se­
makin meningkat. '401 

Semula (pada awal revolusi kemerdekaan) alat pembayaran 
atau uang yang digunakan di Aceh adalah uang Republik Indone­
sia Tetapi kemudian karena sulitnya komunikasi antara Pemerin­
tah Daerah dengan Pemerintah Pusat di Jawa seperti telah dising­
gung di atas, maka Propinsi Sumatera Utara terpaksa mengeluar­
kan uang sendiri. Dan dengan semakin gawatnya keadaan serta 
juga karena Pusat Pemerintahan Sumatera dengan Keresidenan 
Aceh, maka Keresidenan Aceh juga terpaksa harus mengeluarkan 
uang sendiri, yang dikenal dengan nama URIDA (Uang Republik 
Indonesia. Daerah Aceh). Sesudah daerah Aceh dimasukkan men­
jadi bagian dari Propinsi Sumatera Utara yang dibentuk pada akhir 
tahun 1948, Propinsi Sumatera Utara juga mengeluarkan uang sen­
diri , dengan alasan karena banyak uang kertas Propinsi Sumatera 
yang telah dipalsukan. Dan uang Sumatera Utara ini dik,enal deng­
an nama URIPSU seperti tersebut diatas. Uang ini khusus dikeluar­
kan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Utara yang berkedudukan 
di Kutaraja dan berlakulah untuk seluruh Propinsi Sumatera Utara 
Pengeluaran pertama URIPSU ini dilakukan pada tanggal I Maret 
1949. 41 Selain URIPSU dan URIDA juga terdapat alat perribaya-

39 Ibid. 
40 Insider, op.cit., hal. 75. 
41 

Contoh URIPSU ini, lihat misalnya Radik Utoyo, Sudirdjo Cs. , Album Per­
juanflart Kemerdekaan 1945 · 1950. (Jakarta : C.V. Aida 1976). hal 263. 
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ran khusus lainnya berupa Bon Contan atau cek, yang dikeluarkan 
oleh markas- markas pertahanan setempat di Aceh. Misalnya Bon 
Contan yang dikeluarkan oleh Markas Pertahanan Aceh Timur di 
Langsa pad a tanggal 2 Januari .1949, yang ditandatangani oleh Us­
man Adamy selaku Ketua Markas Pertahanan Aceh dan di persak­
sikan oleh Bupati Aceh Timur pada waktu itu, Tk. Mai.riiun Bon 
Contan ini dianggap sah dan diterima serta dipercaya oleh masya­
rakat. Dan juga dipergunakan untuk membiayai pasukan - pasukan 
pejuang Aceh yang berada di Wilayah Aceh Timur, di daerah per­
batasan dengan Sumatera Timur, daerah Langkat dan Tanah Karo 
setelah agresi Militer Belanda yang kedua.·42 

Sistim pembayaran misalnya untuk membayar gaji - gaji pe­
gawai pemerintah, berbeda dengan sistim sekarang. Pada waktu itu 
setiap Kantor menerima Bon Contan atau cek tersebut dari kantor 
Keuangan setempat, kemudian dijual kepada saudagar - saudagar 
atau pedagang- pedagang dengan memberikan komisi untuk mere­
ka atau kepada orang yang memerlukannya. 
Misalnya kalau Bqn Contan itu bemilai Rp 200.000, maka kepada 
yang menukarkannya itu dijual dengan harga Rp 180.000 atau Rp. 
175.000 saja. 43 Jadi sipembeli menerima keuntungan sekitar 10 
sampai 15%. 

Mulanya Uang kertas Sumatera Utara (URIPSU) dapat diper­
tahankan kursnya, meskipun dicetak dalam jumlah yang banyak 
Sebagai contoh dapat dikemukakan, jumlah uang kertas yang dice­
tak s~jak tanggal 2 Mei sampai 8 Mei 1949 ( berarti dalam tujuh ha­
ri) sejumlah Rp 156.750.000 URIPSU terdiri atas lembaran Rp. 
250 URIPSU sebanyak 405.000 lembar dan lembaran Rp 500 
URIPSU sebanyak 111.000 lembar.~4 Yang mengurusi percetakan 
dan pengedaran URIPSU ini, ditugaskan tanggung jawabnya kepa­
da salah seorang karyawan pegawai keuangan yang bernama Abdul 
Muid. Nllai URIPSU dibandingkan dengan Dollar Singapura pada 
waktu itu atau waktu yang sama; dapat dipertahankan. Dan terda-

421bld. 
43 Abdullah Hutein,loc:ctt. 
44 S.M. AmiD, op.clt. hal. 107 
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pat keseimbangan antara produksi dengan uang yang beredar. Te-
tapi dalam perkem bangannya keseim bangan ini tidak dapat diper­
tahankan. Untuk mengatasi hal ini pada tanggal 16 Mei 1949, Pe­
merintah mengeluarkan suatu ketetapan No. 302/G.S.O., Rl, yai­
tu menarik dari peredaran URIPSU sebanyak Rp 500.000.000. n 

Seperti telah dikatakan di atas, bahwa keadaan kehidupan pada 
waktu itu serba kekurangan dan agak sukar. Bermacam kesulitan 
tim bul dalam masyarakat berbagai akibat dari berbagai sebab pula, 
seperti naiknya harga barang kebutuhan sehari - hari setiap saat, 
berkurangnya import barang- barang keperluan .. rakyat dan sukar­
nya mendapatkan makanan pokok seperti beras yang menghilang 
d 

. 48 an pasaran. 

Dan jikapun beras ada dipasaran, tetapi harganya cukup tinggi Si- ·· 
tuasi yang demikian itu menjadikan suatu tantangan, tidak saja ke­
pada rakyat tetapi juga kepada Pemerintah Daerah. Dan pemerin­
tah juga menyadari bahwa bila perbaikan tidak cepat diusahakan, 
mungkin sekali akan menimbulkan efek- efek negatif yang akan 
mengganggu kestabilan pemerintahan dan keamanan. 47 

Untuk mengatasi kesulitan - kesulitan penghidupan rakyat, peme­
rintah telah mengambil langkah -langkah tertentu, misalnya deng­
an mengeluarkan uang (alat pembayaran) sendiri, seperti telah dije­
laskan di atas. Pembentukan suatu badan yang diketuai oleh Badan 
Eksekutif, Teungku Muhammad Nur el Ibrahimy untuk berusaha 
meningkatkan produksi dari berbagai usaha rakyat dan mengusaha­
kan import barang barang yang diperlukan dari luar negeri, juga se­
bagai salah satu usaha Pemerintah ke arah perbaikan penghidupan 
rakyat. 48 Selain usaha Petnerintah Daerah dari pemerintah Pusat 
juga mencoba rrrengatasi keadaan dengan mengirimkan wakilnya 
ke s·umatera Utara. Misalnya pada bulan Agustus 1949 dikirim 
Mr. Syafruddin Prawiranegara, dan di sana telah mengeluarkan be­
beberapa peraturan,. Antara lain yang dikenal dengan nama pera­
turan wakil Perdana Menteri yang bertanggal 22 September 1949, 

46 Ibid. 
46 Abdullah Husein, op cit., hal. 288 

4 1
rnsider, loc. cit. 

4 8 S.M. Amln, loc. cit. 
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No. 2 I 1949/WPM, yang berhubungan dengan masalah larangan ek­
spor barang - barang dari Sumatera Utara. Juga peraturan Wakil 
Perdana Menteri tanggal 17 Oktober 1949, No. 1/1949/WPM, yang 
mencabut Ketetapan Komisaris Pemerintah Pusat Sumatera Utara 
tanggal 14 Agustus 1948 No. 7/1948 yang mengutip bea eksport 
dan perhitungan dollar untuk pembelian hasil bumi. Apa ~ang di­
jalankan oleh Wakil Perdana Menteri ini sebenarnya bertentangan 
dengan kebijaksanaan yang sebelumnya dijalankan oleh Pemerin­
tah Daerah. Karena kebijaksanaan yang dijalankan Wakil Perdana 
Menteri itu berarti menghentikan pemasukan barang dari Luar 
Negeri dan mengurangi persediaan barang dan mengurangi penda­
patan daerah. Dan memang ternyata kebijaksanaan yang ditempuh 
Wakil Perdana Menteri itu, tidak membawa hasil seperti yang diha­
rapkan, sebaliknya situasi malahan menjadi berta:m b.ah buruk.-'49

' 

Tetapi kesemua usaha pemerintah terse but merupakan suatu bukti 
adanya perhatian Pemerintah Pusat untuk mengatasi keadaan. 

Meskipun situasi pada masa Revolusi Kemerdekaan diliputi 
suasana ketidak pastian, tetapi berbagai pula kehidupan rakyat da­
lam berbagai bentuk kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup 
nya tetap berjal<in. Kegiatan - kegiatan dalam bidang Pertanian, 
perdagangan, pertambangan, pertukangan , perikanan dan sebagai­
nya berjalan sebagai mana lazimnya. 
Malah beberapa sektor seperti perdagangan , perkebunan dan per­
tambangan merupakan sumber pendapatan utama pemerintah dae­
rah dan ikut menunjang perbelanjaan buat kepentingan kelancaran 
roda pemerintahan dan revolusi pada waktu itu. Beberapa peda­
gang swasta, yang berkecimpung dalam sektor perdagangan an ta­
ra lain, Muhammad Saman dari PT. PUSPA Nyak Neh dari Lhok 
Nga Co., Muhammad Hasan dari PIM (Perdagangan Indonesia Mu­
da) dan Abdul Gani Mutiara, telah memainkan peranan mereka da­
lam melakukan perdagangan antara Aceh dengan Malaya (sekarang 
Malaysia) dan Singapura pada waktu itu. 50 Dengan adanya 

perdagangan itu, hasil produksi Daerah Aceh, seperti karet, kelapa 
sawit, damar, teh, kopi dan lain- lain sebagainya, baik yang diusa-

136 

49 Ibid. , hal. 108. 
50 Ibid. hal . 103. 



hakan oleh rakyat maupun oleh pemerintah, dapat diperdagang­
kan ke dua daerah terse but. Dalam sektor perkebunan dapat dise­
butkan bahwa sesudah proklamasi Kemerdekaan Indonesia atau se­
jak bulan Oktober 1945, perkebunan - perkebunan yang sebelum­
nya diurus oleh Jepang, mulai diambil alih oleh p~merintah Repu­
blik Indonesia. Kemudian untuk melancarkan sektor ini, di Kota­
raja didirikan sebuah Kantor Pusat perkebunan daerah Aceh yang 
dipimpin oleh Raden Elon (Raden Hadri ?). Selain kantor pusat 
perkebunan ini, yang didirikan pula suatu badan Kemakmuran 
dengan tugas untuk menjual hasil- hasil perkebunan dan menyedi­
akan sarana- sarana untuk keperluan perkebunan. Kemudian pada 
tahun 194 7, Badan Kemakmuran ini dibubarkan dan diganti deng­
an kantor Perdagangan juga niempunyai tugas· yang sam a dengan 
Bad_!lll Kemakmuran. Pada mulanya hasil - hasil perkebunan 
ini tidakmemberi hasil seperti yang diharap, tetapi sejak tahun 1948 
hasilnya sudah mulai memuaskan. Dan pada bulan Oktober tahun 
1948 . Pemerintah Pusat mengambil alih pengurusan perkebunan 
yang ada di Aceh dan mengeluarkan Ketetapannya sebagai berikut, 
Kantor Perkebunan Daerah Aceh di Kotaraja dihapuskan,. Kebun­
kebun bekas milik orang asing dan yang diusahakan oleh pemerin­
tah Daerah Aceh ( Sumatera Utara) menjadi milik pemerintah Pu­
sat dan menjadikan perkebunan Negara (PPN); Kebun- kebun be­
kas milik orang' Jepang dan keb1:1n- kebun milik pemerintah Hin­
dia Belanda dijadikan perusahaan PerkebunaiJ. Republik Indone­
sia. 51 

Sektor pertambangan juga sebagai salah satu sektor pen~ng, 
yang juga merupakan pendapat bagi daerah Aceh pada awal revo­
lusi Kemerdekaan. 52 Misalnya tam bang minyak Pangkalan Beran­
dan merupakan sumber keuangan utama pemerintah daerah Aceh 
pada masa itu. Tambang minyak ini sebelumnya dikuasai oleh Je­
pang dan seketika meninggalkan pangkalan Berandan, mereka 
menghancurkan tambang ini Tetapi kemudian oleh pekerja - pe­
kerja Indonesia dapat dibetulkan kern bali sehingga dapat mengha-

51 Ibid. hal. 108 • 109. 
52 

Lih_at T. AU Pang)ima Pqlem,Memories uan Teuku Muhammed All PantUma 
Polem. (KutaraJa : 17 AIUBtus 1972), hal. 30. Terjemahan ke dalam Bahua Bel&Dda oleh 
JJH Brendgen, Haarlein Nederland. 
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silkan minyak lagi. Tambang ini mendapatkan minyak dari Perlak 
(Aceh Timur1 yang disalurkan melalui pipa- pipa ke Pangkalan Be­
randan. Pacta masa itu terdapat sekitar 3.000 pekerja yang bekerja 
pacta tam bang minyak itu. 63 

Seperti telah disinggung bahwa kehidupan perekonortlian rakyat 
pada masa itu agak sukar. Hal ini dialami oleh pekerja - pekerja 
pacta tam bang minyak itu. Mereka tidak cukup terjamin kesejahte-

/ 

raannya. Karenanya mereka yang tergabung dalam suatu perkum-
pulan, yaitu "Serikat Buruh Minyak Sumatera Utara" yang berke­
dudukan di Langsa (Aceh Timur) di bawah Pimpinan R. Seniken­
tara, mengorganisir suatu pemogokan dalam rangka menuntut per­
baikan nasib mereka dalam hubungan dengan penerimaan gaji dan 
catu yang selalu terlambat, dan juga mereka menuntut perubahan 
struktur organisasi di pertambangan minvak itu. 64 

Ketidak stabilan situasi, tidak saja terjadi dalam lapangan 
ekonomi, tetapi juga dalam lapangan politik dan keamanan. Peru­
bahan yang terus menerus terjadi dalam lapangan pemerintahan 
(lihat BAB IV di atas), munculnya berbagai gerakan seperti Revo­
lusi sosial yang timbul sebagai akibat akumulasi bermacam-macam 
unsur dari latar belakang yang sama, Gerakan Tetingku Amir Husi­
ein AI Mujahid, yang merupakan lanjutan dari pada Revolusi Sosial 
(lihat BAB III di atas) Gerakan Said Ali AI Sagaff, yang mengingin­
kan adanya Clean government atau pemerintahan yang bersih, di 
Aceh, Resolusi Partai Syarikat Islam Indonesia Cabang Aceh, yang 
tidak puas terhadap sistim pemerintahan daerah Aceh, peristiwa 
Langsa, yang menuntut perbaikan nasib pekerja-pekerja tambang 
minyak serta protes terhadap penguasa setempat. Gerakan Badan 
Keinsafan Rakyat yang menginginkan pemerintahan yang bersih, 
cukup membuktikan belum terdapat stabilitas politik serta keama­
nan yang mantap pacta masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia di 
Daerah Aceh; 

Kegelisahan sehubungan dengan perubahan pemerintahan da­
pat dikemukakan contoh sebagai berikut, berdasarkan Undang-un­
dang NO 2. tahun 1949, Wakil Perdana Menteri Republik Indone­
sia (Mr. Syafruddin Prawiranegara) pada tanggal 18 Desem ber 19-

53 . 
S.M. Amin. loc. cit 

64 • Insider. op.clt., hal. 78. 
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49, mengeluarkan suatu peraturan mengenai Pembagian Propinsi 
Sumatera Utara d~am dua Propinsi, yaitu Propinsi Aceh dan Pro­
pinsi Tapanuli- Sumatera Timur. Dengan penetapan ini telah m& 
nim bulkan pendapa.t - pendapat dalam masyarakat Aceh, yang m& 
nurut Mr. S.M. Amin dapat dibagi dalam tiga kelompok yaitu : 

1. Mereka yang sebagian besar yang tidak merasa berkepentingan 
(interesse) dalam soal dua atau satu Propinsi, yang tidak meng& 
tahui dan tidak mempunyai pengertian sedikit jua - pun ten­
tang m asalah ini. 

2. Mereka yang sebagian kecil tidak menghendaki pembagian ini 
3. Mereka yang sebagian lebih kecil lagi, yang mengingini peml?a­

gian ini. dan berusaha dengan giat menciptakan keinginan ini 
me_njadi suatu kenyataan. 55 

Mereka atau kelompok (termasuk golongart intelektual) yang tidak 
menghendaki pembagian ini, menganggap penetapan ini tidak pada 
tempatnya, mengingat situasi Negara Republik Indonesia pada 
waktu itu masih dalam Komplik dengan Kerajaan Belanda. Karer1a 
hasil KMB (Konperensi Meja Bundar) yang akan berakhir pada 
tariggal 17 Desember 1949, belum diketahui Dan mungkin saia s& 
tiap saat Belanda ~kan mengulangi lagi agresi militemya terhadap N& 
gara Republik Indonesia. 58 Denganadanya masalah terse but, maka 
dapat dikatakan bahwa pada akhir tahun 1949 (menjelang Ptmyera­
han Kedaulatait oleh .Belanda ~epada Republik Indonesia), iklim 
di At:eh diliputi perasaan gelisah ( terutama pacta golongan intelek­
tual). 

Sungguh tepat apa yang dikatakan oleh Alfian untuk generasi 
kita sekarang, bahwa salah satu hal yang s'angat menonjol sebagai 
hasil Kemerdekaan ialah per kern bangan dalam bidang pendidikan 
terutama pendidikan umum. 57 Tetapi, apa yang dikatakan Alfian 
itu tentu saja belum berlaku untuk mereka yang hidup atau gen& 
rasi pada masa awal Revolusi. Karena pada mula Kemerdekaan Re­
publik Indonesia , tidak saja untuk daerah Aceh tetapi untuk selu­
ruh daerah di Indonesia keadaan dalam bidang pendidikan masih 

55 Ibid., hill. 54. 
58 Ibid., hill. 55 - 58. 
57 Lihat Alfl1111, Cendeldawan dan Vlama DalDm Ma.)laralrat ACflh (BIIIlda 

Aceh : Pusat Latihan Penelitian ~u-Jlmu Solilll , Aceh Daruulllap1, 19"?~>.' hal. 18. 
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sangat menyedihkan. Diperkirakan sekitar 93% penduduk Indone­
sia pada masa yang sama, masih buta huruf.• 58 Hal ini tentu ber­
kaitan dengan masa - masa sebelumny.a (masa kolonial) dimana 
pintu sekolah pada masa it~ secara sengaja diusahakan agar hanya 
terbatas kepada kelompok anak- anak dari golongan tertentu saja 

Seperti halnya dalam bidang pemerintahan, perubahan dalam 
lapangan pendidikan pun di Aceh mulai tampak sesudah pecahnya 
revolusi sosial pada akhir tahun 1946. Sesudah peristiwa itu pintu 
sekolah umum juga mulai terbuka Iebar bagi semua lapisan masya­
rakat di Ac~h. Tetapi karena pada masa itu merupakan masa revo­
lusi, masa yang penuh dengan berbagai pergolakan, dimana perha­
tian pemerintah lebih diarahkan kepada hal-hal yang berhubungan 
dengan revolusi, maka sekolah-sekolah yang ada sebagai waris~n 
dari masa kolonial, banyak yang terbengkillai dan ditutup. Hal ini 
berkaitan juga karena banyak guru dan murid-muridnya yang me­
ninggalkan bangku sekolah masuk ke dalam barisan -barisan·kepe­
mudaan dan kelasykaran seperti telah disinggung di atas. 
Meskipun demikian ada juga usaha-usaha dari pemerintah untuk 
mengatasi masalah pendidikan pada masa itu. Misalnya dengan 
mendirikan beberapa pendidikan guru, seperti KPKPKB (Kursus 
Pengajar Kursus Pengantar Kewajiban Belajar), dan Kursus PBH 
(Pemberantasan Buta HuruO. 59 

Seiring dengan Pendidikan Umuin, Pendidikan Agama boleh 
dikatakan lebih menonjol di Aceh pada masa revolusi Kemerdeka­
an. Sebagai contoh dapat disebutkan , pada·tahun 1949 di Kuta­
raja didirikan sebuah SMIA (Sekolah Menengah Islam Atas), seba­
gai lanjutan dari SMI (Sekolah Menengah Islam) yang sudah ada 
sebelumnya dan sudah dinegerikan. Selanjutnya atas inisiatif Te­
ungku Ismail Yacob selaku Kepala Kantor Pendidikan Agama Dae­
rah ' Aceh, SMIA ini diusahakan pula supaya menjadi negeri. Teta­
pi dengan adanya usul yang diketengahkan oleh Wakil Perdana 
Menteri Republik Indonesia Mr. Syafruddin Prawiranegara yang 
pada waktu itu berkedudukan di Kutaraja, yaitu supaya SMIA itu 

58 
Muhammad Ibrahim Cs. Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh 

(Banda Aceh : Proyek PeneUtlan Dan -Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1977{1978): 
hal. 222. 

59 Ibid., hal. 223. 
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dijadikan saja SMA (Seko1ah Menengah Atas) bagian C yang khu­
sus meneri.ma 1u1u!ian SMI, maka pengnegerian SMIA tersebut ti­
dakjadi ter1aksana , '60

' dan SMIAtersebut tetap berstatus swasta 
sampai tanggal 31 Desember 1950. 61 Kemudian terhitung sejak 
tangga1 l"Januari 1951 , berdasarkan ketetapan Menteri Agama No. 
5/19 51. SMIA tersebu t diam bil alih pengurusannya oleh Pemerin­
tah dan dijadikan SGHA (Sekolah Guru Hakim Agama). 

Sesudah Proklamasi Kemerdekaan Mahkamah Agama Daerah 
Aceh, yang ada pacta masa Jepang bernama (Atjeh Syu Syukyo Ho­
oin, diu bah namanya menjadi Dewan Agama Islam Aceh dan s~b~ 
gai kepalanya ditunjuk Teungku Abdul Rahman Meunasah Meucap 
sebagai pengganti Teuku Haji Daj'far Sidiq Lamjabat, yang sudah 
memangku jabatan itu semenjak masa pe.ndudukan Jepang. Yang 
tersebut terakhir ini berhenti dari jabatan itu karena sudah berushi 
lanju t. Pad a waktu daerah Aceh sebagai daerah Keresidenan yang 
berada di bawah Pr~pinsi Sumatera Utara, di Kutaraja dibentuk ,. 
suatuPanitia yang diketuai olehMuhammad Nur E1 Ibrahimy, un­
tuk menyusun suatu struktur pejabat Agama Aceh. Dalam struktur 
ini ditetapkan gahwa bahagian Pendidikan Agama berada di bawah 
Pejabat Agama Keresidenan Aceh. Sebagai Kepala Pejabata Agama, 
ditunjuk Teungku Muhmamad Daud· Beureue!h dan sebagai Kepa-
1a Pendidikan Agama, ditunjuk Teungku Muhammad Nur E1 Ibra­
himy.'62 Selanjutnya oleh peja1.Jat- pe)abat agama ini, ditetapkan 
seko1ah - sekolah Agama yang sebelumnya berstatus swasta, dise- · 
rahkan pengurusannya kepada pemerintah. ~aren~ya pacta masa 
Revolusi Kemerdekaan di Aceh Kepala Bahagian Pendidikan Aga­
ma Daerah Aceh, telah meneri.ma penyerahan 180 sekolah Madra­
sahlbtida - iyah diseluruh Aceh dan nama-namanya ditobah men­
jadi SRI (Sekolah Rendah Islam). Penyerahan ini dilakukan deng­
an sepucuk surat penyerahan yang dinamakan "Qanun Peny~rahan 

· Seko1ah - sekolah Agama kepada Pemerintah Daerah Aceh"'63 Dan 
semenjak l'enyerahan itu, maka terdapat lebih kurang 750 orang 

60 . 
Ismuha, Proaes Perllemban11an Pendidillan A11ama Di Aceh. (Bulcla Aceb: 

Kantor Wilayab Departemen Pendidikan dan KebudayiUUl Pmpinsl O.nb ladmewa 
Aceh, 1976), hal. 13. 

61 Ibid. 
62 Ibid. hal • 12. 
63 Ibid. 
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guru dari 180 buah sekolah Madrasah Ibtida-iyah, yang mendidik 
guru negeri dan menerima gaji dari Pemerintah. 

Meskipun situasi negara masih dalam suasana revo1usi, tetapi 
kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk mengga1akkan peningkatan 
kecerdasan rakyat, tetapi tidak dilupakan oleh pemerintah. Seba­
gai contoh dapat disebutkan sebagai berikut- ketika akan dilang­
sungkan Konperensi Penerangan Daerah Aceh di Kutaraja pada 
akhir Desember 194 7 sampai awal Januari 1948, oleh Panitia Kon­
perensi tersebut (dalam hal ini Departemen Penerangan) telah me­
nyebarkan poster dan panflet- panflet di se1uruh Aceh, yang isinya 
mengajak para putra - putri serta pencinta seni Indonesia pada 
umumnya, untuk ikut berlomba me1alui karya - karya mereka. 
Yaitu melalui 1ukisan -lukisan, poster - poster, pemandangan-pe­
mandangan, gambar-gambar orang besar dan Pahlawan -Pahlawan 
Tanah Air baik yang dahulu maupun yang sekarang, kerajinan 
tangan, tekat menekat, sulam menyulam dan berbaga~ hasil karya 
baru pada masa kemerdekaan. Juga kepada pen,garang-pengarang 
dan penerbit-penerbit buku, diminta supaya mengirimkan buku­
buku dan majalah - majalah yang pernah mereka hasilkan atau ter-

1 
libatkan pada masa itu, Bagi mereka yang karyanya dianggap indah 
dan terbaH< menurut penilaian Panitia, akan diberikan hadiah yang 
lumavan-64 

Berita mengenai pengakuan Belanda ptas kedaulatan Bangsa 
Indonesia atas tanah airnya (sebagai salah satu hasil Konperensi 
Meja Bundar yang akan ditanda tangani oleh Ratu Belanda Juliana 
pada tanggal 27 Desemb.er 1949 di Den Haag Negeri Be1anda), 05 

menjadikan kegembiraan yang 1uar biasa pada sebagian besar 
rakyat Indonesia. Sebagai luapan kegembiraan ini, baik di pu­
sat Pemerintahan maupun di daerah - daerah se1uruh Indonesia. 
diadakan upacara-upacara yang bersifat kenegaraan untuk me­
nyambut berita gembira itu. Juga di Aceh , khususnya di Kutaraja 

64 
Po•ter/Pam(let, yang dikeluarkan oleb Panitia Konperensi Penerangan Dae­

rllh Aceb di Kutaradla dalam rangka Konperensi Penerangan Daerah Aceb di Kutaradja, 
pacta 'tanlll:al 27 Desember 1947 sampai 1 Januari 1948. Poster ini sekarang dimiliki oleh 
D:m. Muhammad Ibrahim Fakultas Keguruan Universitas Syiab Kuala, Darussalam Banda 
Ace h. 

65 Jan Pluvler, lndones ie. (Nijmegen :Sun, 1978), hal. 112. 
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(sebagai Ibukota Propinsi), pada tanggal yang sama atau 27 De­
sember 1949 dilangsungkan suatu rapat raksasa yang dihadiriselain 
oleh tokoh-tokoh n:tasyarakat, pimpinan pimpinan pemerintahan ju­
ga oleh ribuan rakyat Aceh. Pada kesempatan itu, beberapa tokoh 
masyarakat Aceh telah memberikan Pidato sam butan mereka, dian­
taranya termasuk Komisaris Pemerintah Pusat Untuk Sumatera 
Utara, Mr. S.M. Amin. Sebagian dari Pidato Mr. S.M. Amin ini ada­
lah sebagai berikut, "Pada saat yang bersejarah ini-saat yang mem­
buka pintu gerbang Kedaulatan yang akan memberikan jaminan 
lebih besar kepada Bangsa Indonesia, tercapainya cita-cita kita ber­
sama, kebahagiaan , kesentosaan, kesejahteraan, kemakmuran, ·ke­
tenteraman dan keamanan . . . . . . . " 66 Pada bagian lain dari pi­
dato _terse but an tara lain juga dikatakan " ..... Bangsa Indonesia 
pada saat ini, berdiri dihadapan pintu gerbang untuk memasuki 

suatu zaman yang baru kedjajaan dan kebesaran. Akan tetapi, 
dalam menudju kearah kedjajaan dan kebesaran jang kekal 
abadi , ban gsa Indonesia masih · akan melakukan perobahan · 
dalam beberapa hal jang mengenai djiwanja untuk dapat me 

.• ngatasi segala kesulitan-kesulitan dan rintangan-rintangan 
jang ~asih 1ihadapi"67 

Dari sebagian· sambutan tokoh masyarakat Aceh seperti dise­
butkan di atas, dapat dikatakan bahwa dengan adanya pengakuan 
kedaulatan itu mulai timbul h.arapan - harapan baru bagi rakyat 
Indd'nesia umumnya dan rakyat Aceh khysusnya terutama dalam 
menghadapi masa depan mereka Dan harapan akan masa depan 

·yang lebih cerah, tercermin dalam berbagai kegembiraan rakyat 
Sebenamya Republik Indonesia Serikat yang merupakan suatu 
bentuk federasi yang pertama kali dalam negara Republik Indone­
sia, belum memuaskan tokoh-tokoh bangsa Indonesia baik di Pusat 
maupun di daerah. Meskipun kemerdekaan dan kedaulatan telah 
tercapai tetapi perjuangan bangsa Indonesia di dalam mencari susu­
nan dan memperb~iki ikatan-ikatan mereka belum selesai '

68 
Ben-

6 6 Insider, op. cit., bal. 116. 
67 

Ibid, bal. 120. 
68 

Libat Pidato Perdana Menteri Mohammad Natsir, melalut corona·RRI (ladio 
Republik Indonesia) Kutaradja (sekatan& Banda Aceb) sebubUD&an deopn m&Niab Pro­
pinal Aceh, pada tana:gal 22 Januari 1961, dalam T. Alibasyab Talsyab. op. cit. hal. 39. 
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tuk federalisme dianggap belum sesuai dengan cita-cita proklamasi 
17 Agustus 1945. 
Dari pandangan seorang tokoh masyarakat Aceh lainnya pada wak­
tu itu, yaitu T.M~ Amin (selaku Dewan Pemerintah Daerah) seperti 
di singgung di atas, jelas mengatakan bahwa rakyat Aceh sangat 
mengharapkan bentuk Negara Republik Indonesia adalah Negara 
Kesatuan. '69 

Dalam perkembangannya berkat perjuangan yang tidak kenal­
lelah dari tokoh-tokoh bangsa dan rakyat Indonesia, maka pada 1 7 
Agustus 1950, terbentuklah susunan Negara yang lebih memuas­
kan perasaan bangsa Indonesia, yaitu Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

Perp•sta k a an 
J)ireHorat Perlinuun :!all thn 

Pe mbina:~n l' en in)!;_:<l '.ln 

~ ·~j :~ra h da n l' u rh akal a 

69 
S.M. Amin. op. cit., hal. 86- 87. 
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LAMPIRAN I. 

Susunan Pengurus Komite N'asional Indonesia (K.N.I) Daerah 
Ace h. 

Ketua : Teuku Nyak Arief, Wakil Ketua Tuanku Mahmud (kemu­
dian menjadi Ketua) . 

. Anggota : 1. Dokter· M. Mahjudin, 2. H. M. Zaunuddin, 3. Kama­
rusid, 4. Oemar Husni, 5. P. Lemahelu, 6. Tgk. Ismail Yakub, 
7. Haji Bustaman, 8. Mr. S. M. Amin, 9. Sutikno Padmo Sumarto, 
10. Tgk. Abdussalam, 11. Tahmrin Amin, 1-2. Ir. M. Thahir, 13. 
Ibrahim. 14. Muhammad ZZ. 15. Osmansyah. 16. Tk. Ali Lam 
Lagang. 17. Tgk. Abdul Rachman, 18. Muhammad Hanafiah, 19. 
R. Insun, 20. Ng. Suratno, 21. Raden Stiwadi. 22. Tuanku Johan 
Ali, 23. M. Mokhtar, 24. Ahmad Abdullah, 25. Yahya, 26. Saleh, 
31. Tgk. Syeh Abdul Hamid, 32. Afan Daulay, 33. NurdinSt."M, 
34. Tgk. Zainul Abidin, 35 .. Mohd. Saridin, 36. Ahmad Binuali, 
37. Karim M. Durjat. 38. Abd. Rachman, 39. Abd. Gani, 40. T; 
Ahmadsyah, 41. 0. K. Dahlan, 42. Abdul Syam, 43. A. Munir .. 
44. Hasyim, 45. Nya' Haji, 46. Nyonya Abdul Azi~, 47. Teungku 
M. Daud. Beureuih, 48. Saleh, 49. Ahmad, 50. Husin Yusuf, 51. 
Hasymi, 52. Hasan, 53. T. M. Amin, 54. Nyonya Sutikno Padmo 
Sumarto, 55. Idham, 56. Sayid Abubakar, 57. T. H. M. Jamin, 
58. Amelz. 59. Ali Hasan, 60. M. Husin, 61. Sahim Hasyimi, 
62. Raja Wahab, 63. Tgk. Suleiman Daud, 64. Tgk. Abdul 
Wahab, 65. T. A, Hasan. 

LAMPIRAN II. 

Kantor Gubernur Propinsi 
Sumatera 

Bah. D o k u m e n t a s i 
Bukittinggi 

·• 
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======================== 
Daftar Pem bahagian Daerah 
Atjeh tahun I948, ;-
======================== 

Keresidenan Atjeh Terdiri dari 
7 kabupaten 

I. Residen 
2. Bupati d/p (Urusan 

Pemerintahan Umum) 
3. Patih d/p (Sekretaris ) 
4. Patih d/p 
5. Wedana d/p 
6. Wedana d/p 
7. Wedana d/p (Urusan 

Bangsa Asing ) 
8. Wedana d/p (Bah. Ot~ 

nomi) 
9. Wedana d/p 

I 0. Tjamat d/p 
II. Kepala Tata Usaha 
I2. Penjantun Usaha 
I3. Penjantun Usaha 
I4. Penjantun Usaha 
I5. Penjantun Usaha 

2I kewedanaan 
I02 negeri 

Teuku Moehammad Daeedsjah 
T. M. Amin. 

Oesman 
Teungkoe Maimoen Habsjah 
Said Aboebakar 
Nja' Mansoer 
Amiroeddi1'l 

Teungkoe Manmoed Haroen 

Toeankoe Ibrahim 
Zainai A bidin 
M. Hoes in 
Potan Harahap 
T. P a k e h 
H. Sjamoen 
T. Alibasjah. 

Tjamat2/Wa- Nama2 Bupati/ 
Kabupaten Kewedanaan kil Wedana Wedana /Tjamat 

I. Aceh Besar 
(Kota Radja) 
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di. 

Teungkoe Zaini 
I. Kota Radja Bakri 

Teungkoe Sjech 
Marhaban 



2. Pidie (Sigli) 

3. Atjeh Oetara 
(Lho' Seuma­
we) 

4. A tjeh Timoer 
(Langsa) 

1. Kota Radja 
2. Lho' nga 

2. Seulimeum 
3. Sabang 

4. Sigli 

3. Sigli 
5. Kota Bakti 
6. Meoereudoe 

4. Meureudoe 

7. Lho'Seuma-

Marzoeki 
Teukoe Tjoet 
Adik 
Ahmad Abdullah 

· Achmad Kamil 
(Tjamat) 
Teungkoe Abdoel 
Wahab 
Teungk~e H. 
Ibrahim 
Ibrahim Abdoeh 
Teukoe Poetih 
Nja' Abbas 
Teungkoe A bdoel­
lah. 

Teungkoe Soelai­
man. 

we Daoed 

5. Lho'Seuma-

Teungku Moham­
mad 
Daoed 

we Moehammad Ali 
8. Bireuen Balwi 
9. Lho'Soekon Moehammad 

10. Langsa 

I I. I di 

Adam 
Teungku Moeham­
mad. 
Oesman 
Aziz 

6. Lho'Soekon TeungkuAbdoel 
Rani 

7. Langsa 

Teukoe A. Hassan 
Teukoe Abdoel 
Wahab Dahlawy 
Teukoe Mohd. 
Hasby Oesman 
Teukoe Moeham­
mad. 
Thaib 
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Kabupaten 

5. Atjeh Tengah 
(Takengon) 

6. Atjeh Barat 

Kewedanaan 

12. Tamiang 

13. Takengon 
14. B1angke -

djeren 
15. Koetatjane 

.) 

'Fjamat2/Wakil Nama2 Bupa!if · 
Wedana di Wedana/Tjamat 

8. !die Moehamad Karim 
Arsjad 
Ishak Amin 

9. Kw&}a Sim- Teukoe.Moeham-
. pang mad 

Moe sa 
Radja Abdoel 
Wahab 
Moeda Sedang 
(patih) · 
Moehammad Sa" 
1eh. 
Aman Sari 
Chabar Ginting. 

(Meulaboh) 16. Meulaboh 

Moehammad Ho~ 
sin 
Toeankoe.Abdoe1-
lah. 

17. Tjalang 

18. Simeuloer 

10. Meulaboh Teukoe Tjoet Ma · 

1 l. Tjalang 
mat Radja Adijan. 
Amin Saleh 

. (Sinabang) .Radja Machm.oed 
7. Atjeh Se1atan M. Sahim Hasjimy 
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(Tapaktoean) Abdoe1 Gafoer 
19. Tapaktoean Achir. 

70. Kakongan 

21. Singkel 

12. Blang Pid.ie Teungkoe Moenier 
. Byth 
· 13. TapaktoeanMoehammad Djoe­

14. Singkel 

nect. 
Teuku Teuboh 
Moehammad Sjam 
Moehammad llyas 
B.A. 



. .. LAMPl RAN : Ill . 

Susunan Pengurus API di Aceh. 

1. Markas Daerah API Berkedudukan dL Kutaradja dengan 
Komandan 
Kepala Staf 
Sekretaris 
Anggota 

Syammauh Gaharu; ';f 
T. A. Hamid Azwar 
Husin Yusuf 
Nyak Neh Rica, Said U~man, Said Ali, 
T. M. Daud Sama:langa, T. · Sarung, Bach~ 
tiar Idham, T. Abdullah, Saiman. 

. ' . 
· 2. Wakil Markas Daerah - I (WMD - I) berkedudukan di Kuta-· 

radja, di bawah pimpinan Nyak Neh dengan Komandan-koman­
dan pasukannya : 

Said Ali (Kutaradja); Usman Nyak Gade 
(Kutaradja), Said Abdullah (Kutaradja), 
Teuku Manyak (Seulimum). 

3. Wakil Markas Daerah - II (WMD - II) berkedudukan di Sigli 
di bawah piinpinan T. A. Rahman dengan Komandan dan 
pasukannya : T. Rica ( Sigli ), Abdul Gani (Sigli), T. Ab­

dulrahman (Lammeulu), Hasballah Haji 
· (Meuredu). 

4. Wakil Markas Daerah . ·· I II (WMD - III) berkedudukan di 
Bireuen di ~awah pimpinan T. · M~ Daud Samalanga dengan Ko-
mandan pa~'iln~ya : . 

. · . Teuku' 'Hamzah (Samalanga), Agus Husin 
(Bireuen), Husin Yusuf (Bireuen). 

5. Wakil Markas Daerah- IV (WMD - IV) berkedudukan di Lho' 
Sukun di bawah pilnpinan T. Mohq. Syah/lbrahim Hatta dengan 
Komandan pasukannya : 
. (.. . .. 

·· Hasbi Wahidi (Panton Labu) Nurdin Hatta, 
Ajad Musi ( Lho' Sukun), A. Gani· Dadeh; 
T. · Usman Mahmud (Lho' Seumawe), T. ·· 
Zulkifli,. T. Yacop Muli (Lho' Seumawe). 

6. Wakil Markas Daerah-V ( WMD- V) berkedudukan di Langsa 
di bawah pimpinan Bachtiar/ Dahlan dengan Komandan pasu-
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kannya : Ayub (Langsa), Nurdin Sufie (Idi), Daud 
Malem, B. Nainggolan (Kuala Simpang), 
Abu Samah, Petua Husin (Langsa). 

7. Wakil Markas Daerah- VI (WMD - VI) berkedudukan di Kuta­
cane di bawah pimpinan Muhammad Dien dengan Komandan­
komandan pasukannya : 

Bahrum, Maaris Maat, A. Rahim, A. Jalim 
Umar. 

8. Waldl Markas Daerah- VII (WMD- VII) berkedudukan di Meu­
laboh di bawah pimpinan T. Usman Y acob/T. Cut Rahman 
dengan Komandan-komandan pasukannya: 

Hasan Ahmad (Meulaboh), Raub, Hamidi 
Hs. (Suak Timah), A. Hanafiah, T. Ga­
dung, A.K. Jailani (Calang), Indah. 

9. Wakil Markas Daerah - VIII (WMD - VIII) berkedudukan di 
Tapak Tuan di bawah pimpinan M. Nasir/Nyak Adam Kamil 
dengan Komandan-komandannya : 

Abdullah Sani (Tapak Tuan), H.M. Syarif, 
Blang Pidie) B. B. Jalal, Nyak Hukum (Ba­
kongan), Iskandar. 

LAMPl RAN : IV. 

Susunan Pengurus Kelasykaran di Aceh. 

I. Divisi Rencong 
a. Pim pinan Divisi : 

Pimpinan Umum 
Komandan Divisi 
Kepala Staf 

A. Hasymi. 
Nyak Neh Lho'Nga 
M. Saleh Rachmany 

b. Resunen - Resimen : 
(a) Resimen Pocut Baren di Kutaradja. 

Komandan : Zahara 
(b) Resimen-I di Kutaradja. · 

Komandan : A. Gani Adam 
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Kepala Staf Jarimin 
(c) Resitnen-II Sigli. 

~ Komandan Putih Mauni, Sigli 
Kepala Staf Zainuddin Hs. 

(d). Resimen- III Lhok Seumawe 
Komandan : T. Syammaoen Latief 
Kepala Staf · T. Banta Sulaiman 

(e) Resimen- IV Aceh Tengah 
Komandan M. Zaharuddin, Takengon. 
Wakil : M. Sjukur 
Kepala Staf : Asep Jalil. 

(f) · Resimen - V Aceh Timur Langsa. 
Komandan : Tgk. Usman Aziz. 
Wakil : Ismail 

(g) Resimen- VI Aceh Barat. 
Komandan : H. Daud Dariah 
Wakil : T. R . Iskandar. 

(h) Resimen- VII Aceh Selatan. 
Komandan M. Sahim Hasjmi 
Kepala Staf A. Gafur Akir. 

2. Divisi- X/Tgk. Cik. Ditiro. 
(1) Pimpinan Divisi. 

Komandan 
Kepala Staf 

(2) Resimen : 

Cek Mat Rachmany 
Abdul Muthalib. 

a. Resimen Aceh Besar di Kutaradja. 
Komandan­
Resimen- I 
Wakil 
Kep. Staf · · 

Said Usman 

b. Resimen II Aceh Pidie di Sigli. 
Komandan-
Resimen : Said Usman 
Waki1 : Tgk. Amin Syamy 

c. Resimen III Bireuen - Lhok Seumawe- Langsa 
Komandan-
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Resimen : A. Muthalib, Bireuen 
Wakil : Tgk. Yusuf Berawang. 

d. Resimen IV Aceh Barat di Meuiaboh : 
Komandan-
Resimen Tgk. Hasan Hanafiah 
Wakil Tgk. Nyak Cut. 
Kep. Staf T. R. ldris Putih. 

e. Resimen V. Aceh Tengah/Takengon- Kutacane : 
Komandan-
Resimen 
Kep. Staf 

: Jlyas T t>"he, Takengon. 
: Sa1eh Adry. 

3. Divisi Tgk. Cik Pay a Bakong. 

( I ). Pim pi nan : .. 
Panglima 
Wkl. Panglima 
bhg. Keuangan 

· Peiaksana Tugas 
Panglima 

Tgk. Amir Husin AI Mujahid. 

Tgk. Makhmud. 

Ajad Musyi. 

. (2). Komandan Bataiyon Divisi Berani Mati. 
Aceh .Timur Tgk. Usman Pen dada. 
Aceh Utara Tgk. M. Kasirn Rasyidi. 
Aceh Tengah Tgk. Banta Cut/Saieh Adry. 
Aceh Pidie Tgk. Abdurrachman Buioh · 
Aceh Besar Tgk. Nyak Sandang. 
Aceh Bara t Said Suiaiman. 
Aceh Seiatan Tgk. Nyak Raja. 

(3). Anggota Staf Perjuangan Rakyat. 
Panglima Revoiusi Tgk. Amir Husin AI Mujahid. 
Wakil Panglima : Tgk. Abu Bakar Amin. 
Kep. Staf : Tgk. Nurdin Sufi. 

(4). Staf.lstimewa /Mobilisasi Wanita 
Ibu Maryan. 
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Tgk. Aisyah Amin. 
Ti Aman Im Latif. 
Khatijah Aba. 
Oil. 



4. Komando TPI Resimen Aceh /Divisi - X TNI. 
( 1) Komandan Resimen : A. K. Yacobi. 

Wakil M. Saleh Banta 
Kepala StafUmum : M. Hasan Ben. 
Wkl. ~ep. S taf M. A min Hanafiah. 

5. Komando Resimen TRIP (Tentara Yelajar Republik Indonesia). 
· Komandan Resimen Y ahya Zamzami 

StaL Inti T. Yacob Sulaiman. 

tfAMPIRAN : V. 

Awaluddin Awai. 

T. Zaini. 
T. Sulaiman. 
Syamsuddin Ishak. 
T.Bamidan. 
IlyasN. R. 
T. Husin. 
T. M. Nur Arifin. 
Maemun Saleh. 

MAKLUMA T ULAMA SELURUH ACEH. 

MAKLQEMA T OELAMA SELOEROEH A TJEH .. 

Perang Doenia kedoea 'jang maha dahsjat telah tammat. Seka­
rang di Barat dan di Timoer oleh 4 Keradjaan jang besar sedang 
diatoer perdamaian Doenia jang abadi oentoek keselamatan mach­
loek Allah. Dan Indonesia tanah toempah darah kita· telah dimak­
loemkan kemerdekaannja kepada seloeroeh doenia serta telah ber­
diri Repoeblik Indonesia dibawah pimpinan jang moelia maha 
pemimpin kita Ir. SOEKARNO. 

Belanda adalah satoe keradjaan jang ketjil serta miskin satoe. 
negeri jang ketjil, lebih kecil dari daerah Atjeh, dan telah hantjoer 
leboer, mereka telah bertindak melakoekan kechianatannja kepada 
tanah air. kita Indonesia jang soed~ merdeka itoe. oentoek didja­
djahnja ·kern bali. Kalaoe maksoed. jang djahannamitoe berhasil, 
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maka pastilah mereka akan memeras segala lapisan rakJat, meram­
pas semua harta benda negara dan harta rakjat dan dan segala 
kekajaan jang kita .koempoelkan selama ini akan moesnah sam a s~ 
kali Mereka akan memperboedak rakjat Indonesia mendjadi ham­
banja · kembali menjalankan oesaha oentoek m€mghapoes agama 

- Islam kita jang soetji serta menindas dan menghambat kemo~ 
liaan dan kemakmoeran bangsa Indonesia. 

Di Djawa bangsa Belanda dan kaki tangannja telah melako~ 
kan keganasannja terhadap Kemerdekaan Repoeblik Indonesia 
hmgga terdjadi pertempoeran dibeberapa tempat jang achimja 
kemenangan berada dipihak kita. Soenggoehpoen begitoe, mereka 
beloem djoega insaf. 

Segenap lapisan rakjat telah bersatoe padoe dengan patoeh 
berdiri di belakang maha pemimpin lr. SOEKARNO oentoek m~ 
noenggoe perintah dan kewadjiban jang akan didjalankan. Meno~ 
roet kejakinan kami bahwa perdjoeangan ini adalah perdjoeangan 
sutji ja_ng diseboet "PERANG SABIL" . . Maka pertjajalah wahai 
ban~akoe, . bahwa perdjoeangan ini adalah sebagai samboengan 
perdjoeangan dahoeloe di Atjeh jang dipimpin · oleh Almarhoem 
Tengkoe Tjhi di Tiro dan pahlawan2 kebangsaan jang lain. Dari 
sebab itoe, bangoenlah wahai bangsakoe sekalian, bersatoe padoe 
menjoesoen bahoe mengangkat langkah madjoe kemoeka oentoek 
mengikoet djedjak perdjoeangan nenek kita dahoeloe, toendoeklah 
dengan patoeh akan segala perintah2 pemimpin kita oentoek kese­
lamatan Tanah Air Agama dan Bangsa. 

Tgk. Hadji .HASAN 
Kroeeng Kale 

Diketahoei oleh 

KOETARADJA, 15- 10- 1945. 

Atas nama Oe1ama Seloeroeh Atjeh, 
Tgk.M. DAOED Tgk. Hadji Dja'FAR 

Beureueh SIDIK 

Tgk. Hadji AHMAD 
HASBALLAH 
Indrapoeri 

Lamdjabat 

Disetoedjoei oleh 
Jml. T.B. Residen Atjeh 

T. NJA' ARIF 
Jml. Ketoea Comite Nasional. 

TOEANKOE MAHMOED 
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